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BUPATI TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat

(21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenta.ng Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 1O4, Tambahan

Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2O2O-2O24 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

8. Peraturan . . .
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

r447l.;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri 81 Tahun 2022 tertang

Pedoman Penyrrsunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 590);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1

Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2Ol9-2O23

(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2O19

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Tangerang Nomor 01 19) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor

1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019

tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Tangerang Tahun 2Ol9-2O23 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tangerang Tahut 2022 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0122);

13. Peraturan . . .
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Menetapkan

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten

Tangerang Tahun 20 16 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor

2 Tahun 2022 tertang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang

(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahur. 2022

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Tangerang Nomor 0222);

PERATURAN BUPATI TENTANG

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

RENCANA KERJA

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang

selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 dokumen

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun,

yaitu tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari

2022 sampar dengan tanggal 31 Desember 2022.

(21 RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH

BABV...

MtrMUTUSKAN:
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BAB V

BAB VI

BAB VII

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH

KINERJA PEI$YELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

PENUTUP

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten

Tangerang dalam menyusun:

a. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran

2023; dan

b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023.

(21 RKPD Tahun 2023 selain menjadi pedoman

Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), juga menjadi pedoman

Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2O23.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2022

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 4...
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Pasal 4

Program dan Kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak

tertuang dalam RKPD Tahun 2023, dapat dimasukan dalam

rancangan Anggaran Pendapatan dab Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023 sepanjang mendapatkan persetujuan

dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta

dituangkan ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan

perkembangan keadaan dalam tahun ber.1'alan.

l2l Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

kerangka ekonomi Daerah dan kerangka

pendanaan, priritas dan sasaran pembangunan,

rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran

lebih tahun anggaran sebelumnya harus

digunakan untuk tahun berj alan;dan/ atau

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.

(3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang

Perubahan RKPD sebagaimana ayat (3) kepada

Gubernur bersamaan dengan penyampaian

rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan Belanja Derah Tahun 2023.

Pasal 6...
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Pasal 6

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan

dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan

anggaran yang berisi uraian tentang keluaran dan

kegiatan dan indikator kinerja masing masing program

dan kegiatan.

(21 Laporan kinerja sebagaimana dalam ayat (1),

disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah paling lambat 14 (empat belas)

hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.

(3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi

analis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya

yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang

bersangkutan.

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran

Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2023.

Pasal 8...
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Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran

Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2023.

Peraturan Bupati

diundangkan.

Pasal 8

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

pada tanggal I Juli 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A, ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

pada tanggal I Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
I(ABUPATEN TANGtrRANG,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUI(UM,

THOMAS SIRAIT S. FI.

NIP. i96706 11200212 1001

N"
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LAMPIRAN
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NOMOR 2I TAHUN 2022
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RENCANA KERJA PEMERINTAH
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATARBELAKANG

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan

pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional , dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa

pemerintah daerah wajib menlrrsun Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan

pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan

berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program

strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 mengacu pada

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Tangerang Tahun 2Ol9-2O23, yang mempunyai kedudukan, peran dan

fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah, mengingat:

1. Secara substansial, merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat

rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan

Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1

(satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan

program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

serta memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerah

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD

(KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Seme ntara (PPAS) yang

akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama

dengan DPRD sebagai landasan pen)rusunan Rancangan Anggaran

dan Belanja Daerah (R-APBD);
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)

Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja

pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-

masing Kepala Perangkat Daerah dalam meiaksanakan tugas dan

fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah merealisasikan program dan

kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 disusun dengan tahapan

meliputi persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal

RKPD, penlrrsunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD,

perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Prinsip-prinsip

dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 meliputi :

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan

nasional;

b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan

berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan

Daerah;

5. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-

masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan

nasional.

Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi

pada proses dalam peny,usunan RKPD Tahun 2023, menggunakan

pendekatan :

a. teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan rnetode dan

kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan Daerah;

b. partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku

kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan,

adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa

memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan

terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan

penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan

prioritas pembangunan daerah;

c. politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala

4
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Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka

menengah yang dibahas bersama dengan DPRD dengan

memperhatikan puia pokok pokok pikiran yang berasal dari DPRD;

atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang

diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan bottom-

up (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas

dari desa/kelurahan, kecamatan hasil dari Musrenbang

Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, yang dibahas dalam

Musrebang tingkat kabupaten. Sedangkan pendekatan top-down

(atas-bawah) dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas

pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah dan juga

arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi Banten.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi,

dalam penyrrsunan RKPD Tahun 2023, menggunakan pendekatan:

a. holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan

keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu

kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau

permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;

b. integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan

kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya

pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan

c. spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi

keruangan dalam perencanaan, terkait pengembangan kawasan

berbasis kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Kabupaten Tangerang sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap

desa/ kelurahan dan kecamatan.

Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah

didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi

Pembangunan Daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 20 19

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor l3Ol736lSJ tanggal 27 Jarroari 2020 tentang Percepatan

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyrrsunan
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RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

(SIPD) Kemendagri.

Dengan seluruh pendekatan perencanaan yang ditunjang penerapan

sistem informasi perencanaan dan penganggaran terpadu melalui Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka RKPD Tahun 2023

diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip

kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta

kemandirian daerah, sehingga dapat meningkatkan transparansi,

akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan

penganggaran daerah.

RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam

menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Tahun 2023. Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah

dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat

Daerah, Program Pembangunan Daerah, serta perkembangan

permasalahan pembangunan daerah lainnya.

Dokumen RKPD memiliki substansi rancangan kerangka ekonomi,

prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2\ Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2003, bahwa RKPD merupakan pedoman untuk
peny'usunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa

rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar

terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan

anggaran.

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Tangerang untuk

pengembangan dan pembangunan menuntut dilakukannya proses

penyatuan persepsi dan aspirasi tentang prioritas program dan kegiatan

pembangunan daerah yang berorientasi secara optimal kepada kebutuhan

nyata masyarakat, sehingga diharapkan dapat diidentihkasi isu-isu

strategis, masa,lah-masalah mendasar, prioritas program dan kegiatan,

serta fokus pembangunan yang perlu dilakukan secara bertahap dalam

upaya pencapaian visi daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD diharapkan

tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatarr Perangkat Daerah, akan

tetapi dapat lebih bersilat Spesifik (Spesific), Terukur (Measurable), dapat
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dicapai (Achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (Resources

Availability), dan tepat waktu (Time). Disamping itu, nilai keberlanjutan

dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat

mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu

sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan

komprehensif. RKPD Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam tahapan penJrusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS). Sehingga, RKPD diharapkan dapat memberikan arah

yang tepat, akurat dan benar-be.r". -..ropa.rg kebutuhan pembangunan

ditengah terbatasnya kemampuan anggaran Daerah.

Prinsip-prinsip tersebut sekaligus menjadi dasar pembangunan tahun

2023, dalam upaya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten

Tangerang Tahun 2Ol9 - 2023, yaitu : "Mewujudkan Masyarakat

Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera", yang

diimplementasikan dalam 6 (enam) Misi, yaitu :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan

bermasyarakat menuju masyarakat yang religius

2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan

dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat

3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis

kerakyatan

4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional,

transparan dan akuntabel

5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang

berkelanjutan dan pengelolaan lir-rgkungan hidup berdasarkan

Rencana Tata Ruang wilayah

6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas

daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Seiring terjadinya Corona Virus Disease atau COVID-19 yang telah

ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020 yang telah menyebar di

berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia dan masih berlanjut

hingga saat ini, telah memberikan tekanan besar terhadap hampir semua
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aspek kehidupan. Perkembangan penyebaran yang ada mendorong

dilakukannya kebijakan social distancing dan pembatasan pergerakan

masyarakat Qthysical distancingl yang berdampak besar terhadap aktivitas

ekonomi. Oleh karenanya, penyusunan. RKPD Tahun 2023 memuat pula

gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi

daerah pasca Covid- 19.

1.2. DASAR HUKUM PEI$YUSUNAN

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RKPD 2023

adalah sebagai berikut :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kaii diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang

undang Nomor 24 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah

(lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19) dan/atau

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Ivlembahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi

Undang-Undang;

5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2O20 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005

Tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2Ol4

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang Perangkat
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Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2Ol7

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tah:un 2Ol7 Nomor 73);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6042)

1 1 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 20 18

Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 'I'ahun 2019

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan ,

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tarnba!;,an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2Ol4 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerj a Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2Ol7 tettang Pelaksanaan

Pencapaian T\rjuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2OlB tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O18 Nomor 182);

18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data

Indonesia (Lembaran Negara neputtik Indonesia Tahun 2019 Nomor

rr2l;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24;

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri'Republik Indonesia Nomor 100

Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendaiian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 14);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahhun

2019 Nomor 1147);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178I);

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 202 1 Hasil

Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodellkasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

Keuangan Daerah;

28. Surat Edaran Bersama Nomor 050/3499/SJ, Nomor 3 Tahun 202i
tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun2O2O-2O24;

29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OO9 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun

2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016
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tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor

1611);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang

Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Tangerang Tahun 20i1-2031 (Berita Daerah Kabupaten

Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1, Tdnttn 2022

Tentang Perubahan Atas Peraturarr Daerah Kabupaten Tangerang

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Berita

Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 1)

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD mempedomani dokumen perencanaan daerah lainnya seperti

RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025, Revisi RTRW Kabupaten

Tangerang Tahun 2011- 2031 dan dokumen perencanaan lainnya yang

bersifat mengikat. Lebih lanjut hubungan RKPD dengan Renstra

Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yaitu RKPD memuat

program, kegiatan dan sub kegiatan PD, penjabaran Renstra PD dan

dokumen RKPD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam

menyempurnakan Renja PD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan

RKPD dilakukan secara pararel dan sifatnya saling memberi masukan

dengan proses penlrusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD). Hubungan antara RKPD Tahun 2023 dengan dokumen

perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

a. RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 disusun seiring dengan

pembahan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 yailu
melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah

serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan,

program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

b. RKPD Tahun 2023 disusun berpedoman pada RKPD Provinsi Banten

Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi

Banten Tahun 2023-2026, yang dilakukan melalui penyelarasan
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sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan

kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan

prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan

pembangunan Daerah provinsi.

RKPD Tahun 2023 mempertimbangkan arah pembangunan

kewilayahan yang teiah ditetapkan sebelumnya, dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun

2Ol7 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun

2O|O-2O3O dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9

Tahun 2020 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wiiayah Kabupaten

Tangerang Tahun 2O1l- 2031.

RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam

menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Tahun 2023. Proses peny'usunan RKPD dilakukan secara paralel dan

sifatnya saling memberi masukan dengan proses peny'usunan Renja

Perangkat Daerah.

Gambar 1 . I
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merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang

merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-

2023.

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai

bahan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah dalam perumusan

program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, Iokasi kegiatan,

dan kelompok sasaran;

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Penyajian RKPD disusun menurut sistematika sebagaimana

dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017

sebagaimana dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan mengenai Latar Belakang Penyusunan

Dokumen RKPD, Dasar Hukum Penyn:sunan, Hubungan Antar

Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Dokumen RKPD

Tahun 2023

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan mengenai Gambaran Umum Kondisi Daerah,

Evaluasi Pelalisanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai

dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan

Pembangunan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang mengemukakan

tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun

berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan

ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan

pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan

perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja

daerah dan pembiayaan daerdh

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Menjelaskan mengenai Sasaran dan Prioritas Pembangunan

Daerah yang didalamnya terkait dengan Tujuan dan Sasaran

Pembangunan serta prioritas Pembangunan Daerah pada tahun



BAB V

BAB VI

BAB VII
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anggaran 2023 yang akan datang.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan

prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi

pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan

capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana

program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan

kepentingan masyarakat.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menjelaskan mengenai Sistern Pengukuran Kinerja yang

digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan

secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja adalah

alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang

terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat,

dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja

suatu kegiatan. Dan Indikator Kinerja Kunci adalah indikator

kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan

penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

PENUTUP

Memuat hal-hal penting dan perlu dilakukan atas pelaksanaan

perencanaan pembangunan tahun 2023.
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BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISi DAERAH

2.1 Data dan Informasi Kondisi Umum Daerah

2. i.1 Aspek Geografi dan Demografi

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis

daerah Kabupaten Tangerang yang mencakup karakteristik dan potensi

pengembangan wilayah, luas wilayah menurut batas administrasi

pemerintahan kabupaten/ kota/ kecamatan / desa.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di wilayah

bagian Timur Provinsi Banten. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten

Tangerang berdekatan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat yang strategis bagi

perkembangan wilayah. Dengan posisinya yang berbatasan dengan DKI Jakarta

menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi

daerah penyangga Ibukota Jakarta. Sementara itu, ditinjau dari segi

transportasi, Kabupaten Tangerang dilalui pleh Jalan Raya Serang - Jakarta

dan Jalan To1 Merak - Jakarta, Double Track Kereta Api Jakarta - Rangkas

Bitung, serta akses alternatif ke Bandara Internasional Soekarno - Hatta.

Kebutuhan akses yang sangat cepat bagi industri dan perdagangan

membutuhkan kawasan pergudangan dan industri untuk mendistribusikan

produk industri dan perdagangan, sehingga kemudahan akses terhadap

pelabuhan dan bandara menjadi kebutuhan utama. Selain itu, perkembangan

sektor properti semakin meningkat terutama di daerah sekitar Bandara

Soekarno-Hatta, seperti daerah Cisauk, dan Pagedangan sehingga

membutuhkan lahan yang sangat luas bagi Kawasan pemukiman warga

commuter Jakarta - Tangerang.

Kondisi geografis dan demografi Kabupaten Tangerang menjadi

tantangan pembangunan Kabupaten Tangerang terutama untuk mengatasi

darnpak dari beban wilayah yang sangat besar ke depannya. Perluasan Run Wag

Bandara Soekarno - Hatta, pembangunan Tol Serpong - Balaraja, To1 Bandara

- Balaraja, penataan Stasiun Kereta Api Cisauk dan Tigaraksa, serta

pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menimbulkan dampak negatif

seperti kemacetan, banjir, kawasan kumuh, serta pengangguran.

Secara geografis Kabupaten Tangerang berada di antara Provinsi Banten

dengan Provinsi DKI Jakarta, sehingga Kabupaten Tangerang merupakan pintu
gerbang di perbatasan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Posisi ini
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menimbulkan interaksi yang menumbuhkan saling ketergantungan yang

kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu wilayah

melalui proses tnckle down effect dan backwash effect. Kabupaten Tangerang

merupakan daerah dengan wilayah terluas di Provinsi Banten yang

perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan tersedianya

infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, serta pembangunan

perumahan di kawasan baru dan prasarana lainya sebagai pendukung.

2.1.1.1. I(arakteristik lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Provinsi Banten pada

koordinat 106'20'- 106"44' Bujur Timur dan 5'58'-6'2 1' Lintang Selatan.

Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah yang menjadi bagian dari

wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis cukup strategis dengan

batas-batas.

o Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa

o Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Seiatan, Kota

Tangerang dan DKI Jakarta

r Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Lebak

. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak

Luas Kabupaten Tangerang adalah 959,6 Km2. Jarak antara Kabupaten

Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta)

sekitar 30 km, keduanya dihubungkan dengan lajur la1u lintas darat bebas

hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian

antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.



Gambar 2.1

Peta Orientasi Kabupaten Tangerang

b. Topografi

Kondisi topografi sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang

merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 - 25 meter diatas permukaan

laut yang meliputi Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek,

Kedudukan geografis yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta

menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi

daerah urban. Secara geografis menjadi pintu gerbang untuk hubungan

Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Kedekatan dengan lbukota dan

sebagai pintu gerbang antara Banten dan DKI Jakarta maka akan menimbulkan

interaksi yang menumbuhkan fenomena interdepedensi yang kemudian

berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu wilayah. Sebagai bentuk

efek pertumbuhan wilayah, tickling down dan backutash effect, sehingga terjadi

bentuk hubungan yang sinergis.

Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan wilayah terluas di

Provinsi Banten yang perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan

tersedianya infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, serta

pembangunan perumahan di kawasan baru dan prasarana lainya sebagai

pendukung. Dalam era otonomi daerah, pembangunan diarahkan kepada

tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera.
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Kronjo, Pakuhaji, dan Sepatan. Sedangkan dataran tinggi dengan ketinggian

lebih dari 25 meter diatas permukaan laut terletak di bagian tengah ke arah

selatan. Kemiringan tanah rata-rata O-3ok menurun ke utara sedangkan daerah

pesisir pantainya sepanjang kurang lebih 50 km.

c. Geologi / Jenis Tanah

Jenis tanah Kabupaten Tangerang secara keseluruhan terdiri dari

aluuial kelabu, aluuial kelabu tua, asosiasi aluuial kelab.u tua dan glei humus

rendah, asosiasi glei humus, dan planosol, regosol coklat, asosiasi lafosol merah

dan latosol merah kecoklatan, padsolic kuning, asosiasi padsolic kuning,

asosiasi padsolic kuning dan hidromorf kelabu. Dengan jenis tanah demikian

memungkinkan untuk pengembangan pertanian dan budidaya. Proses

terjadinya tanah aluvial ini berlangsung karena adanya endapan sungai dan

danau di daerah pedataran dan daerah cekungan. Di wilayah dataran rendah

dijumpai pula jenis tarah glei regosol dan sedikit padsolic yaitu asosiasinya.

Efektif tanah adalah tebalnya lapisan tanah dari permukaan tanah atau suatu

lapisan di mana perakaran tanaman dapat menerobosnya. Kedalaman efeklif

tanah trerpengaruh terhadap erosi dan pemilihan jenis tanaman yang cocok di

suatu wilayah. Kabupaten Tangerang terbagi atas 3 kelas kedalaman efektif

tanah, meliputi :

l. Kedalaman 30-60 cm seluas 33 Ha (0,03 %)

2. Kedalaman 60-90 cm seluas 2.598 Ha (2,34 %\

3. Kedalaman > 90 cm seluas 101.777 Ha(91,66%\

d. Kiimatologi

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan suhu yang relatif
panas dengan kelembaban yang tinggi. Temperatur udara berdasarkan

penelitian di Stasiun Meteorologi Budiarto Curug rata-rata berkisar anlara 22,8

- 33,9 0C, suhu maksimum tertinggi pada bulan April yaitu 34,9 'C dan suhu

minimum terendah pada bulan Juli yaitu 20,1 "C. Rata-rata kelembaban udara,

minimum dibulan Agustus sebesar 37o/o, darr maksimum dibulan Mei,

September, dan Desember sebesar 1007o. Keadaan curah hujan tertinggi terjadi
pada bulan Februari sebesar 533.5, dengan jumlah hari hujan sebanyak 22

hari. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.1.
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Tabel 2. 1

Data Iklim Kabupaten Tangerang Tahun 202 1, hasil Pengamatan Unsur Iklim
Menurut Bulan di Stasiun Curug

Bulan
Suhu ('C) Kelembaban (7o)

Rata-Rata Maks Min Rata-Rata Maks

Januari 22.6 )A) 32.4 56 86. 1 98
Februar 22.4 26.6 33.s 55 85.8 99
Maret 2r.6 27.r 35.4 52 82.7 98
April 22.4 34.9 47 a2 99
Mei 27 .7 35. s 46 82.2 100

Juni 26.b 34.6 48 85.3 99
Juli 20.r 26.9 34.4 79 .5 99
Agustus 2t .2 26.a 34.7 5t 81 99
September 2t .3 27.t 3 5.4 40 80.8 100
Oktober 20.8 .+5 82.3 99
November ),),) 34 .1 14 82.7 100
Desember 20.9 26.4 34.3 51 83.9 100

Tabel 2. 2
Kecepatan dan Tekanan Angin di Kabupaten Tangerang

Tahun 2O21

Tabel 2. 3
Curah Hujan, Hari Hujan dan Lama Penyinaran Matahari

di Kabu aten Tan ran Tahun 202 1

Bulan
Kecepatarl Angin Tekanan (mbar)

Min Rata-rata Maks l\ lr r1 Rata-rata Maks

Januad Calm 3.9 15 998.4 1003.9 1007.5

Februar Calm 4.3 20 998.9 1004.5 1008.3

Maret Calm 15 998 1004. i 1008.4

April Calm 27 999.3 1005 1008.6

Mei Calm 2.6 999.6 1003.9 to07 .7
Juni Calm 2.4 22 1000.5 1005.4 1009.9

Juli Calm 2.5 l7 1000.4 1005 1008.6

Agustus Calm 2.4 20 1000.6 1005.5 1009.5

September Calm 2.9 l4
Oktober 2.9 35 1000 t004.7 10 10.4

CaIm 5.2 998.5 1003.6
Desember Calm 3.7 t7 1000.1 i004.9

Bulan Jumlah Curah
Hujan

Jumlah
Hari Penvinaran

Januari 326.4 20 12.8
Februari 533.5 22

Maret 104.4

27 .5

26.3
April 203.3 1B 9999
Mei 279.1 20 9999
Juni 236.a 18 9999
Juli 98. 1 B 9999

Agustus 251.4 10 10.8

Min

I

I 38

27.t I ss
26.4

I

I

18

1000.6 1005 1009.4
Calm

November 1007 .7

1008.6
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Bulan Jumlah Curah
Hujan

Jumlah
Hari

September 259.8 17 9999

Oktober 278.1 30.8

November 116.9 15 22.3

Desember 328.5 2l 14.2

Penyinaran

Sumber : BPS Kabupaten Tangerong 2021

e. Hidrogeologi

Potensi sumber daya air di wilayah Kabupaten Tangerang digambarkan

melalui kondisi sumber air permukaan dan air tanah. Kuantitas air sungai

reiatif cukup tinggi meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar

antara musim hujan dan musim kemarau, sedangkan kualitasnya

menunjukkan adanya indikasi pencemaran di beberapa sungai. Kebutuhan air

akan meningkat seiring pertumbuhan kegiatan dan jumlah penduduk

Kabupaten Tangerang. Kebutuhan air ini harus tetap bisa dipenuhi dari

sumber-sumber air yang ada, sehingga diperlukan tindakan peiestarian

sumberdaya air, baik air permukaan maupun air tanah.

Air tanah secara umum memiliki potensi yang cukup tinggi, meskipun

di beberapa Kecamatan (Kecamatan Mauk, Sukadiri, Kemiri, Kronjo, Pakuhaji,

Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi) terindikasi intrusi air laut dan terjadinya

eksploitasi air tanah yang cukup tinggi untuk kebutuhan industri karena

terbatasnya sumber air permukaan.

Berdasarkan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Tangerang dengan Puskom dan IT FMIPA UI (2003) diketahui bahwa di sebagian

wilayah Kabupaten Tangerang (meliputi enam kecarrratan yaitu : Mauk, Rajeg,

Pasar Kemis, Cikupa, Curug dan Legok) terdapat tiga lapisan akifer meliputi :

1. Akifer dangkal dengan kedalaman < 20 m yang didominasi oleh lapisan

pasir;

2. Akifer menengah dengan kedalaman iO - ZO m yang merupakan lapisan

iempung formasi Bantam Atas;

3. Akifer dalam dengan kedalaman > 70 m yang merupakan bagian dari

formasi Genteng dan formasi Bojongmanik;

4. Recharge akifer dangkal dan menengah berasal dari air hujan dan

sungai/ danau, sedang recharge akifer dalam melalui batuan formasi

Bojongmanik di sebelah selatan yang tersingkap (outcroped) dengan

elevasi yang lebih tinggi dibanding lokasi penelitian.

16
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f. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang pada umumnya digunakan

untuk keperluan areal perkampungan dan pemukiman penduduk, areal

perkebunan, sawah, ladang tegalan, areal budi daya perikanan darat, semak

belukar dan hutan.

Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan

industri dan permukiman di Wilayah Kabupaten Tangerang mengakibatkan

banyak terjadi pergeseran lahan. Kecenderungan yang terjadi adalah beralihnya

fungsi lahan, untuk itu perlu mendapatkan perhatian mengenai keseimbangan

antara fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya serta aspek kesesuaian

lahan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi penggunaan

untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya.

Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi sempadan pantai,

danau/situ, dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk

kegiatan budidaya meliputi perumahan perkotaan, perumahan perdesaan,

perdagangan danjasa, zona industri, kawasan industri, pertanian irigasi teknis,

pertanian tadah hujan, kebun campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan,

dan lain-lain.

Karakter perkembangan kawasan terbangun Kabupaten Tangerang tidak

lepas dari keberadaan Kabupaten Tangerang yang berada pada perlintasan

pergerakan antarwilayah serta jaringan jalan regional yang menghubungkan

kota-kota utama di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sebagai

konsekuensinya kawasan terbangun yang mencakup permukiman perkotaan,

permukiman perdesaan, perdagangan danjasa, zona industri, kawasan industri

industri dan fasilitas umum cenderung berkembang mengikuti pola jaringan

jalan utama (linier).

Sejalan kondisi tersebut maka perkembangan Kabupaten Tangerang

terjadi secara linier dengan titik orientasi perkembangan pada simpul poros

jalur Lintas Tengah (poros Serang - Grogol) (terkonsentrasi pada pusat kota),

sehingga distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tidak

merata. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kota (kesenjangan

perkembangan kegiatan di bagian Tengah (pusat kabupaten) dan selatan

dengan bagian utara, terjadi konflik pemanfaatan ruang terbangun dan

sebagainya.

Pola pengembangan fisik/ tata guna lahan saat ini berupa pola

ekstensifikasi dan intensifikasi. Pola intensifikasi lebih banyak dijumpai pada
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daerah terbangun di pusat-pusat kegiatan/pusat kota, sedangkan pola

ekstensifikasi dijumpai pada daerah-daerah pinggiran kota atau daerah

transisi.

Melihat progresifrtas pembangunan Kabupaten Tangerang serta fungsi

yang berkembang saat ini yang menekankan kepada kegiatan industri akan

menimbuikan konsekuensi meningkatnya aktivitas penduduk di Kabupaten

Tangerang. Peningkatan kegiatan tanpa diimbangi dengan pelayanan sarana

dan prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan yang

saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya

permasalahan transportasi. Hal ini perlu diantisipasi dalam proses revisi RTRW

Kabupaten Tangerang.

Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan

industri dan permukiman di wilayah Kabupaten Tangerang mengakibatkan

banyak terjadi pergeseran lahan. Kecenderungan yang terjadi adaiah beralihnya

fungsi lahan, untuk itu perlu mendapatkan perhatian mengenai keseimbangan

antara fungsi kawasan lindung dan kawasan budi daya serta aspek kesesuaian

lahan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi

penggunaan untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan

budidaya. Penggunaan lahan untuk kegiatan iindung meliputi sempadan

pantai, danau/ situ, dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan

untuk kegiatan budidaya meliputi perumahan perkotaan, perumahan

perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri, pertanian

irigasi teknis, pertanian tadah hujan, kebun campuran, tegalan, perikanan

(tambak), hutan, dan lain-lain.

Penggunaan tanah eksisting di Wilayah Kabupaten Tangerang tahun

2016 menurut hasil Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang saat ini

merupakan data dasar yang digunakan untuk pemetaan Rupabumi Indonesia

(RBI) skala 1: 5.000 dan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan

Perubahan RTRW Kabupaten Tangeran g 2O1l-2O31, terdiri dari :

Tabel 2.4

NO. TUTUPAN
LAHAN GUNA LAHAN LUAS (HA)

Hotel/ Motel/ Hostel/ Losmen 9,336
Kantor Pos Besar 0,382
Pusat Perdagangan Tradisional 3,614

1
Fasilitas
Umum

Stasiun Pompa Bahan Bakar Gas

Luas Tutu Lahan Kabu aten Tan eran

o,926
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NO.
TUTUPAN

LAHAN
GUNA LAHAN LUAS (HA)

Tempat Hiburan 1,,470

0,697Terminal Bus/Angkutan Kendaraan
Lainnva
Pelabuhan Udara Non Reguler 559,005
Pariwisata/ Seni/ Budaya/ Olah Raga
Lainnya

18,40 1

Pusat Pergudangan/Terminal Peti
Kemas/ Cargo

27 |,120

Pusat Perdagangan dan Niaga Kota
(Mal/Toserba) 25 |,919

Stasiun Kereta Api o,464

lndustri

Industri Bahan Dasar Kimia 1,00 1

Industri Maritim 2,743

Industri Bahan Dasar Bangunan 5,609

Industri Elektronik 60,456

Industri Manufaktur Lainnya 3.7 44,92t
Pengolahan Air Minum 4,931

Industri 38,733

3
Kebun/
Perkebunan Kebun/ Perkebunan t2.752,221

4 Kesehatan Rumah Sakit Umum 13,991

5 Pasir
Pasir/Bukit Pasir Darat 17 ,939
Pasir/Bukit Pasir Laut '2,484

6 Pemukiman
Pemukiman dan Tempat Kegiatan t9 .o7 I ,920
Rumah Komplek/ Properti Real Estate 2.24s,332

7 Pendidikan

Pendidikan Agama Islam 42,630
Pendidikan Dasar 10,73 I

Pendidikan Menengah Pertama 13,869

52,198

51,612

Pendidikalr Mencngah Umum

Pendidikan Tinggi

8 Perairan

Air Danau/Situ 708,909

Air Empang 2t7 ,529
452,451Air Laut

Air Rawa 1 01,99 1

Air Tawar Sungai 5.835,362

9
Perkantoran/
Pemerintahan

Lembaga Pemasyarakatan 2,C39

Kantor Camat 1 CrO

Kantor Lembaga Negara 174,868

Pusat Bisnis Lainnya 57 4.267
Pusat Perkantoran Bisnis/ Komersial
Terpadu 49 ,252

285,48010
Peternakan/
Penangkaran Peternakan/ Penangkaran

11 Pusat Listrik
Instalasi TNI (AD/ALlAU) t4 ,928
Gardu Induk Listrik Tegangan Tinggi 13,835

Pembangkit Listrik Tenaga Uap 4l,29A
Rumput/
Tanah Kosong Tanah Kosong/ Gundul 5.437,083

13 Sawah Sawah 46.386,978

14
Semak
Belukar

Semak Belukar 45,983
Semak Belukar/Alang-alang 269,826

2

I

I
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NO.
TUTUPAN

LAHAN GUNA LAHAN LUAS (HA)

15
Tegalan/
Ladang

Tegalan/ Ladang 3.589,746

TOTAL 103.453,71 1

-22-

Sumber : Dolumen KLHS Kabupaten Tangerang, Tahun 2019-2023

Gambar 2.2

Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang

u-****
dL"- .

Sumber : Dolstmen KLHS Kabupaten Tangerang, Tahun 2019-2023

2.L.t.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Arahan pemanfaatan ruang sesuai Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Tangerang Tahun 2Oll-2O3I, arahan potensi di Kabupaten

Tangerang meliputi kawasan peruntuan lindung, dan kawasan budidaya.

Guna melindungi dan melestarikan, fungsi lingkungan hidup dengan

tetap melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, maka dalam Revisi

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 20i 1-2031 diatur
pola ruang dalam Kabupaten Tangerang sebagaimana tertera pada tabel

berikut:
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Tabel 2.5

Rencana Pola Ruang Kabupaten Tangerang

Dalam Revisi RTRW Kabupaten Tangerang 2Ol1 - 2O3l

Uraian
7o Terhadap

Luas
Kabupaten

A. Kawasan Peruntukan Lindung
Kawasan peruntukan lindung:
1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya:

1. Kawasan Hutan Lindung 1.555,32

2. Kawasan Resapan Air 1.555

Kawasan Perlindungan Setempat
JZJ

2. Sempadan Sungai 559

3. Kawasan sekitar situ/ sungai
Kawasan cagar budaya :

situs I\{akam Pangeran Suriadiwangsa II berada di
Kecamatan Cisoka;b. situs Makam Gajah Barong, situs
Makam Nyi Mas Gamparan, situs Makam Syech
Mubarak, situs Makam Buyut Sanadi, situs Makam uyut
Mah, situs Makam Nyi Saritinem, situs Makam Ki Mas
Laeng, situs Makam Raden Mas Kuncung, situs Makam
Nyi Mas Bajra, situs Langlang Buana, dan situs Makam
Wali Ahmad berada di Kecamatan Tigaraksa; situs
Makam Buyut Siyam berada di Kecamatan Kresek; sisa
Fosil-Fosil Elephant Maximus, situs Makam Pangeran
Mas Kalimangun Jaya Kusumah (Ki Mawuk), situs
Bangunan Pekong Soekong, dan situs makam Dewi Neng
berada di Kecamatan Mauk; situs Sumur Tujuh, situs
Makam Ki Buyut Petal dan situs Makam Nyi Mas Aulia
berada di Kecamatan Cikupa; situs Sumur Tua dan situs
Rawa Kidang berada di Kecamatan Sukadiri; situs Makam
Panjang Syech Daud dan situs Makam Wali Riman
berada di Kecamatan Pakuhaji;
situs Penggilingan Tebu berada di Kecamatan Teluknaga;
situs Makam Jaga l,aut berada di Kecamatan Kronjo;
situs Makam Solear berada di Kecamatan Solear; situs
Makam Panjang Dadap berada di Kecamatan Kosambi;
situs Makam Buyut Mijah, situs Makam Buyut Akhir
(Kyai Jebeng), situs Makam Kepuh, dan situs Makam
Buyut Resem berada di Kecamatan Sepatan; situs Makam
Mede berada di Kecamatan Curug; situs Makam Tubagus
Taram, situs Makam Ki Buyut Golokgok berada di
Kecamatan Cisauk;
situs Makam Nyi Mas Melati dan situs Makom Pangeran
Jayakarta berada di Kecamatan Sukamulya; situs Makam
Syekh Waliyudin berada di Kecamatan Kelapa Dua;

310

I 
r,." tr.t

1. Sempadan Pantai

I
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Uraian Luas (Ha)
7o Terhadap

Luas
Kabupaten

situs Makam Raden Aria Wangsakara, situs Makam Ki
Yunus, situs Makam Ki Muttaqin, dan situs Makam
Raden Aria Dwipa Wira Kencana berada di Kecamatan
Pagedangan; situs wisata religi berada di Kecamatan
Tigaraksa dan Kecamatan Jayanti; rvisata belanja dan
kuliner berada di Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan
Pagedangan, Kecamatan Panongan, Kecamatan Cisauk,
Kecamatan Kosambi, Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan
Balarqja; wisata akomodasi berada di Kecamatan
Pagedangan, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug,
Kecamatan Panongan, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan
Kelapa Dua, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Mauk;
1. wisata danau Pusat Pemerintahan berada di Kecamatan
TigaraksaMakam Ki Buyut Mansyur berada di Kecamatan
Panongan; dan situs Makam Syekh Anbiya dan situs
Makam Syekh Yusuf (Mbah Karinding) berada di
Kecamatan Balaraja.

Sub jumlah
B. Kawasan Peruntukan Budidaya
kawasan pertanian :

kawasan tanaman pangan 14 .094
1. KP2B 13.931

LP29 12.628
LCP29 1.303

Kawasan peternakan 4<)

Kawasan peruntukan perikanan :

- Kawasan perikanan tangkap
- Kawasan perikanan budi daya 151

Kawasan pertambangan dan energi 95
Kawasan hutan lindung/kawasan pertambangan dan
energi

25

Kawasan peruntukan industrr : 14.878
- Kawasan peruntukan industri

Sentra Industri kecil dan menengah
- industri sedang

- industri kecil dan/atau industri rumah tangga

Kawasan pariwisata :

- pariwisata alam
Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Tanjung Pasir berada
di Kecamatan Teluknaga; Kawasan Parirvisata Bahari
Pantai Muara berada di Kecamatan Teluknaga; Karvasan
Pariwisata Bahari Pantai Tanjung Kait berada di
Kecamatan Mauk; Kawasan Pariwisata Bahari Pantai
Dadap berada di Kecamatan Kosambi;

I

I

I
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Uraian

Kawasan Pariwisata Bahari Pulau Cangkir berada di
Kecamatan Kronjo; Kawasan Parilvisata Bahari Pantai
Karang Serang berada di Kecamatan Sukadiri; Kawasan
Pariwisata Alam Solear berada di Kecamatan Solear;
Kawasan Pariwisata Situ Kelapa Dua berada di
Kecamatan Kelapa Dua; Kawasan Pariwisata Situ Cihuni
berada di Kecamatan Pagedangan; Kawasan Pariwisata
Situ Pondok berada di Kecamatan Pasar Kemis; Kawasan
Pariwisata Situ Garukgak berada di Kecamatan Kresek;
Kawasan Pariwisata Situ Patrasana berada di Kecamatan
Kresek; Kawasan Pariwisata Situ Cilongok berada di
Kecamatan Pasar Kemis; Kawasan Pariwisata Tangerang
Mangrove Center berada di seluruh wilayah pantai utara;
dan Kawasan Pariwisata bahari lainnya disepanjang
pantai utara.

Luas (Ha)
% Terhadap

Luas
Kabupaten

- pariwisata budaya
Rumah Asli Peninggalan Raden Aria Wangsakara, situs
Makam Raden Aria Wangsakara, situs Makam Buyut
Onang, situs Makam Ki Muttaqin, situs Makam Ki
Yunus, dan situs Makam Ki Musa berada di Kecamatan
Pagedangan; Rumah Kebaya Tempo Dulu, situs Makam
Nyi Mas Melati, dan situs Makam Pangeran Jayakarta
berada di Kecamatan Sukamulya; situs Makam Gajah
Barong,
sisa fosil-fosil Elephant Maximus, situs Bangunan
Pekong Soekong, dan situs Makam Dervi Neng berada di
Kecamatan Mauk; situs Sumur Tujuh dan situs Makam
Nyi Mas Aulia berada di Kecamatan Cikupa; situs
Sumur Tua dan situs Rawa Kidang berada di Kecamatan
Sukadiri; situs Makam Panjang Syech Daud dan situs
Makam Wali Riman berada di Kecamatan Pakuhaji; situs
Penggilingan Tebu berada di Kecamatan Teluknaga; situs
Makam Jaga Laut berada di Kecamatan Kronjo; situs
Makam Solear berada di Kecamatan Solear; situs Makam
Panjang dadap berada di Kecamatan Kosambi; situs
Makam Buyut Mijah, situs Makam Buyut Akhir (Kyai
Jebeng), situs Makam Kepuh, dan Situs Makam quyut
Resem berada di Kecamatan Sepatan; situs Makam
Mede, situs Makam Tubagus Taram, situs Makam Ki
Buyut Golokgog, dan situs Ivlakam Ki Buyut Demang
berada berada di Kecamatan Cisauk; Vihara 'Ijoe Soe
Kong Bio berada di Kecamatan Mauk; dan situs Makam
Kepuh Keramat Buyut Jago berada di Kecamatan
Sepatan.

I
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Uraian
7o Terhadap

Luas
Kabupaten

- pariwisata buatan
wisata edukasi terletak berada di Kecamatan Teluknaga,
Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Kelapa Dua,
Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Kosambi, dan
Kecamatan Cisoka; wisata Penangkaran Buaya berada
di Kecamatan Teluknaga; wisata Bumi Perkemahan Kitri
Bhakti berada di Kecamatan Curug;wisata olahraga
berada berada di seluruh Daerah; wisata Telaga Biru
Cigaru berada di Kecamatan Cisoka; wisata Rekreasi
World Of Wonders berada di citra raya Kecamatan
Cikupa; wisata Teluknaga Mas berada di Kecamatan
Teluknaga; wisata Mancing Muara Ujung berada di
Kecamatan Teluknaga;
wisata religi berada di Kecamatan Tigaraksa dan
Kecamatan Jayanti; wisata belanja dan kuliner berada di
Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan,
Kecamatan Panongan, Kecamatan Cisauk, Kecamatan
Kosambi, Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Balaraja;
wisata akomodasi berada di Kecamatan Pagedangan,
Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug, Kecamatan
Panongan, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kelapa
Dua, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Mauk; l.
wisata danau Pusat Pemerintahan berada di Kecamatan
Tigaraksa ; m. wisata Telaga Tebing Koja berada di
Kecamatan Cisoka; wisata Taman Edukasi Lalu Lintas
Sentiong berada di Kecamatan Balaraja; pusat kaligrafi
berada di Kecamatan Pagedangan; desa wisata yang
tersebar di seluruh Daerah; dan kampung kreatif yang
tersebar di seluruh Daerah.

Kawasan Permukiman :

- permukiman perkotaan 66.543
- permukiman perdesaan

Kawasan pertahanan dan keamanan negara
Makorem-052/Wijayakrama berada di Kecamatan
Kelapa Dua; Makodim-0510/Tigaraksa berada di
KecamatanTigaraksa; KomplekDatasemenArhanud
Rudal 003 (Denrudal-003,/Akosa Dakca Ksatria)
Cikupa Tangerang Banten Falatehan berada di
Kecamatan Cikupa; Pos Angkatan Laut Tipe C berada
di Kecamatan Kronjo; Radar Tni AU berada di
Kecamatan Mauk; Komando Garnisun Tetap
I/Jakarta, Garnisun 0506 Tangerang berada di
Kecamatan Panongan;

Polres Metropolitan Tigaraksa berada di Kecamatan
Tigaraksa; Polsek tersebar di seluruh Daerah; dan
Koramil tersebar di seluruh Daerah.

Kawasan transportasi :

482

kawasan bandar udara Budiarto

Sub jumlah

465

Jumlah
Luas Menurut UU No.4 Tahun 2002 (Km2)

Sumber : Reuisi RTRW Kabupaten Tangerang 2012 - 2032, 2021

Luas tHat 
I

2.9 00

kawasan bandar udara Soekarno-Hatta
I

I



Gambar 2.3
Peta Pola Ruang Kabupaten Tangerang
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Tabel 2.6
Kawasan Peruntukan Lindun di Wila ah Kabu aten Tan

LUAS (M2)
NO. PERUNTUKAN

RUANG
LOKASI

PERDA 13/ 201 1 PERDA 9 l2O2O
r.330.322 t .265.7 69Kecamatan Kronjo
3.158.327 3.136.172Kecamatan Kemiri

Kecamatan Mauk 2.336.234
Kecamatan Pakuhaji 3.260. 153

2.376.O39
3.255.561
5.338.481Kecamatan Teluknaga 5.254.778

Hutan Lindung

Kecamatan Kosambi 4t9.7 87 429.943

1

TOTAL 15.759_605 15.801.965

Resapan Air
Kecamatan Cikupa 178.624
Kecamatan Gunung
Kaler 186.415
Kecamatan Kelapa Dua 171.393
Kecamatan Kemiri 46.a23
Kecamatan Kresek
Kecamatan Kron jo a5.o42
Kecamatan N,lekarbanr 101.019
Kecamatan Pagedangan t26.to7
Kecamatan Pakuhaji 99 .669
Kecamatan Pasar Kemis 208.530
Kecamatan Rajeg 27 0.932
Kecamatan Sepatan 71.854
Kecamatan Sindang
Jaya 272.986

2

Kawasan
Sekitar Danau
atau Waduk
(Sempadan
Situ)

Kecamatan Solear 52.146

1 .088.237
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NO
PERUNTUKAN

RUANG
LOKASI

LUAS (M2)

PERDA 13 / 20 1 I PERDA 9/ 2020

Kecamatan Sukadiri 42.246

_- 102.849
3.104.915

Kecamatan Balaraja 153.286

Kecamatan Cikupa 223.553
Kecamertan Cisauk 411.951
Kecamatan Cisoka 283.466
Kecamatan Gunung
Kaler 215.528
Kecamatan Jambe 178.589
Kecamatan Jayanti 379 .442
Kecamatan Kelapa Dua 102.351

Kecamatan Kemiri 267 .693
Kecamatan Kresek 242.515
Kecamatan Kronio 1 18.253

Kecamatan Legok 194.580
Kecamatan Pagedangan 262.4tA
Kecamatan Pakuhaii 336.822
Kecamatan Panongan 33i.100
Kecamatan Raieg 3s.622
Kecamatan Sepatan
Timur 230.5t7
Kecamatan Sindang
Jaya 19 8.501
Kecamatan Solear 515.366
Kecamatan Sukamulr.a 54.533
Kecamatan Teluknaga 426.620
Kecamatan Tigaraksa 445.31 I
TOTAL 5.s88.O16

3 Sempadan
Pantai

Kecamatan Kronjo 307.054
Kecamatan Kemiri 7 1.589

Kecamatan Sukadiri 60)..392
Kecamatan Mauk 868.568
Kecamatan Pakuhaji 601.392
Kecamatan Teluknaga 644.O14
Kecamatan Kosambi 547.O78
TOTAL 3.6,11.087

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Jika dilihat dari kondisi fisik wilayah Kabupaten Tangerang, masih

terdapat beberapa jenis bencana yang berpotensi memberikan ancaman

diseluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Potensi bencana dilihat berdasarkan
bencana yang pernah terjadi dan belum terjadi. Untuk bencana yang pernah

terjadi berpedoman pada DIBI, sedangkan bencana yang belum terjadi
berpedoman pada metodologi pengkajian risiko bencana yaitu berdasarkan

Kecamatan Sukamulva
TOTAL

Sempadan
Sungai

Sumber: Perda 9/2020
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Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2072 dan referensi pedoman lainnya yang ada di

kementerian/ lembaga di tingkat nasional.

Berdasarkan pedoman tersebut, maka dapat ditentukan potensi bencana

yang mengancam di Kabupaten Tangerang. Dari DIBI tercatat 4 (empat) jenis

bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Tangerang. Bencana yang pemah

terjadi tersebut tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi. Adapun potensi

bencana di Kabupaten Tangerang secara keseluruhan berdasarkan DIBI,

metodologi pengkajian risiko bencana, dan dan telah disepakati daerah dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Potensi Bencana di Kabupaten Tangerang

9ffib8: A/'dlisa Tdtlu]t 2016

Menurut dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tangerang Tahun

2OI7 - 2021, pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan

memetakan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas

berdasarkan indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan

indeks kapasitas. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pcndekatan

untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat

suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul
dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut.

Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi luas paparan bahaya, jumlah jiwa
yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

1. CUACA E'€TR]M

o o

5. BA}UIR BAT{DA},IG

2. GETOI',IBAI{G EKSTRIM DAII ABRASI 6, GEI,IPAE'JNI

3. KEKERI'*]AII 7. KEBAKIRAII HUTAN O/rIl LAllAh

4, BAll}IR 8. TSUNAAII

PIOTEI{SI BEITCAI{A DALAII I(AIIAfi RN XO A$IOIIIA I(lIIIPEll TI, GGnIIIE
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Garnbar 2.4
Peta Jalur Evakuasi Bencana Tsunami

Pengkajian risiko bencana di Kabupaten Tangerang meliputi 8 (delapan)

jenis bencana yang teridentifikasi memiiiki potensi terjadi. Bencana tersebut

meliputi bencana cuaca ekstrim, banjir bandang, gelombang ekstrim dan

abrasi, gempabumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir, dan

tsunami.

Tabel 2.8
Kajian Pra Bencana Kabupaten Tangerang

Potensi

Risiko

iaNclfl YArr RUAI6 vllL Y S
xlauP rcN T TIGERANG T^Hr,rx 2on .2o!l

tEY REXCAT{A Sr9rX J LUR 0li
tlrAtc EvAxul3t BENcaltA Tsut{Art

x^eU,^IEx I^N6Ei^}ld

q
lir6u

!(
)

Jenis
Bencana Bahaya Kerentanan

Tingkat Jumlah Tingkat Jumlah Tingkat Jumlah Tingkat Luas

Banjir Sedang-
Tinssi

63.526
Ha Sedang Sedang

,o
Kecamatan Sedang-Tinggi 49.379

Gempa
Bumi

Sedang-
Tinssi 42.O25 Sedang 11.923 Sedang Kecamatan Sedang-Tinggi 9+.349

Tinggi 44.429
Sedang-
TinRsi o Tinggi 708 Sedang

29
Kecamatan 0

Tsunami Sedang-
Tinqqi Sedang Sed:rng

8
Kecamatan 3.389

Multi
bahaya

Sedang-
Tingsi 104.061 Sedang 99.780 Sedang

29
Kecamatan Scdang-Tinggi

Sedang-
Tinggi Tinggi 100.o72

Sumber : inarisk.go.id

lo4.o42

ok,.**-

I(apasitas

99.780 Ha

Kekeringan Sedang-Tinggi

4.461 Scdang-Tinggi

I



-31 -

Gambar 2.5
Peta Kawasan Rawan Bencana

2.1.1.4 Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, strukrur, dan distribusi penduduk
bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian,
migrasi, serta penuaan. Menurut BPS Provinsi Banten salah satu sumber data
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kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh

tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak

Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2OOO,2OlO dan 2O2O.

Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan dengan

menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah

ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia,

Sensus Penduduk 2O2O (SP2O20) menggunakan metode kombinasi yaitu

dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan

SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan

"SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA".

SP2020 mencakup seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial

Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing

(WNA) yang telah menetap atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama

minimal satu tahun yang tadinya ditentukan 6 bulan. Untuk tahun yang tidak

dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil

proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah

yang didasarkan pada asumsi dari komponer\-komponen perubahan penduduk,

yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi (migrasi internasional dan migrasi risen

antar provinsi). Proyeksi penduduk interim 2O2O-2O23 dihitung menggunakan

data dasar penduduk hasil perapihan umur dari data Administrasi

Kependudukan dan SP2020 dengan menggunakan asumsi Angka Kelahiran

Total sejak tahun 2020 konstan 2,1 (sesuai Proyeksi Survei Penduduk antar

Sensus (SUPAS) 2OI5-2O451, Angka Kematian Bayi (AKB) meneruskan hasil

Proyeksi SUPAS 2Ol5-2O45, dan pola migrasi 2020 sama dengan pola migrasi

hasil SUPAS 20i5. Dalam publikasi ini, data yang disajikan merupakan hasil

SP2020 (September), dan hasil proyeksi penduduk interim 2O2O-2O23

(pertengahan tahun/Juni).
Berdasarkan data yang diriiis Badan Fusat Statistik Kabupaten

Tangerang, penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berjumlah

3,293,533 jiwa yang terdiri dari 1.714.318 jiwa penduduk laki-laki dan

1.641.886 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk

Kabupaten meningkat sebanyak, dengan kenaikan dari tahun 2O2O-2O21

sebanyak 47.914 jiwa penduduk, atau dengan laju pertumbuhan penduduk

sekitar l,47Yo, dengan kepadatan penduduk per Km2 sebesar 3.432,16.
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Sedangkan Data DKB (Data Konsolidasi Bersih) Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil semester II tahun 2021, jumlah penduduk yang ber-NIK

Kabupaten Tangerang berjumlah Rp. 3.185.552 jiwa, dengan jumlah penduduk

wqiib KTP sebanyak 2.295.725 jiwa, sedangkan yang sudah punya KTP

berjumtah 2.226.573 jiwa, yang belum terekam 69.152 jiwa.

. Perbedaan jumlah penduduk karena konsep penghitungan, baik yang

dilaksanakan Didukcapil maupun BPS Kabupaten Tangerang, kalau BPS

berdasarkan proyeksi, Disdukcapil berdasarkan Nomor Induk Kependudukan

(NIK) hasilnya memberikan gambaran banyaknya penduduk yang melakukan

perpindahan, baik untuk keperluan bekerja, sekolah, maupun alasan lainnya,

hal ini didukung lokasi Kabupaten Tangerang yang merupakan daerah strategis

yang berbatasan langsung dengan ibukota DKI Jakarta.

Tabel 2.9
Tabel Rasio Kelamin dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan

Tahun 2021

3,642.881 Cisoka 98,285 111

2 Solear 97,84O t07 3,374.Ot
3 Tigaraksa 159,539 to4

2,OtO.724 Jambe 52,3t9 106

Cikupa 208,204 105 4,878.35
6 Panongan 134,31 I 105 3,845,15
7 Curug 175,690 103 6,409.70
8 6,942.74Kelapa Dua 169,264 100

9 Legok 720,502 105 3,430.t7
2,349.2310 Pagedangan 109,164 i04

11 Cisauk o? orz 105 3,382.2t
10.694.98t2 Pasar Kemis 277,2r4 r04

13
Sindang
Jaya 92,628 103 2,493.35

t4 Balaraia 720,t52 105 3,580.21
15 Jayalti 65,7 t7 104 2,750.42
16 Sukamulya 70,325 104 2,6tO.43
1'7 Kresek 68,760 2,647.67

18
Gunung
Kaler 51,421

ro4

103 1,735.44

19 Kronjo 62,366 1,410.04
20 1034t,932 I,760.37
2t Mauk 86,348 105 r,679.27
tc Kemiri 104 1,493.24

Sukadiri 64,567 105 2,674.69
24 Rajeg t97,6t9 106 3,680.06
25 Sepatan 119,308 l07 6,888.45

No I(eca.rnat:m
Jumla.l"

Penduduk
Rasio Jenis

Kelarnin Kepadatalr

100
Mekar Baru

44,829



107 5,92 1.5 126 Sepatar
Timur 108,186

2,325.41Pakuhaji 720,6t9 107
4,O22.8728 Teluknaga 163,248 106
3,471.2429 Kosambi 115,208 106
3,432.t6Jumlah/Total 3.245.679 105
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Sumber : BPS 2021 (SP2O2O)

Sex Ratio penduduk Kabupaten Tangerang adalah 105 yang artinya
jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk
perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 105 laki-1aki . Sex Ratio
terbesar terdapat di Kecamatan Cisoka yakni sebesar 111 dan yang terkecil
terdapat di Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Kronjo yakni sebesar 100.

Apabila ditinjau dari kecamatan yang tersebar di Kabupaten Tangerang,
berikut adalah peta kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang.

Gambar 2.6.
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten T angerang, 2O2 I

I
ra

il

::l

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2021. diolah

Dari gambar di atas terlihat bahwa kecamatan dengan kepadatan
penduduk yang cukup tinggi atau berwarna merah ada di Kecamatan Pasar
Kemis, Kecamatan Curug, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Sepata.n, dan
Kecamatan Sepatan Timur. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan
penduduk rendah adalah Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mauk, dan
Kecamatan Kemeri.

Berdasarkan gambar 2.12. jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang
baik berdasarkan hasil registrasi dan Sensus Penduduk Tahun 2020
menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2O2O ke tahun 2021.
Perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2Ol3-2O21 dapat dilihat pada
gambar 2. 13.

No Kecamatan Jumlah
Pendu duk

Rasio Jenis
Kelarnin Kepadatar-r
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Gambar 2.7.
Jumlah Penduduk dari tahun 2Ol4-2O21

Sumber : Badan htsat Statistik Kabupaten Tangerang, 2021
*Progeksi BPS

** Hasil 5P2020 (September)

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak pada kisaran
umur 25-29 tahun yaitu sebesar 301.789 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-
laki sebanyak 152,564 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 749,225 jiwa.
Sedangkan jumlah penduduk terkecil berdasarkan kelompok umur terdapat
pada kisaran umur 75 tahun keatas yaitu sebanyak 25,457 jiwa yang teridiri
dari penduduk laki-laki sebanyak 11,526 jiwa dan penduduk perempuan
sebanyak 13,931jiwa. Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dan
jenis kelamin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2027 dapat diiihat table dan
pada gambar 2.14.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Tangerang Tahun

202t

No.
Kelompok

Umur Laki-laki Perempuan .Iumlah

1 o-4 t46,275 t37,746 284,O2t
) 5-9 t48,967 141,770 290,737
3 10-14 139,179 130,536 269,715
4 15-19 137,425 130,133 267,55a
5 20 -24 143,119 t39,957 283,O76
6 oq_oo r52,564 149,225 301,789
7 30-34 152,880 145,420 298,300
8 35-39 143,164 r37,746 280,9 10
9 40-44 132,067 131,9 18 263,985
10 45-49 716,764 113,915 230,679
11 50-54 95,548 87,OO4 182,552
t2 55-59 70,494 62,472 133,370
13 60-64 44,264 43,392 91,660
74 65-69 31,698 28,409 60,1o7
15 70-74 14,386 15,231 29,617
16 75+ tt,526 13,931 25,457

Jumlah 1,684,328 r,609,205 3,293,533

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang
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Gambar 2.8
Piramida Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun

2021 (dalam jiwa)

(200.000)(1s0.000)(100.000)(s0.000), s0.000 100.000 1s0.000 200.000

! Perempuan r Lakr-laki

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang

Distribusi penduduk menurut usia juga mampu menggambarkan angka

beban ketergantungan di suatu wilayah. Melalui struktur umur penduduk

dapat dilihat apakah penduduk pada wilayah tersebut penduduk usia

produktifnya lebih besar daripada penduduk usia tidak produktif atau

sebaliknya. Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan

antara jumlah penduduk umur 0- 14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk

65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja)

dibandingkan dengan jumlah pendduk usia i 5-64 tahun (angkatan kerja).

Angka ini menunjukkan seberapa besar penduduk usia produktif menanggung

beban ekonomi penduduk usia tidak produktif dimana usia produktif ini
diharapkan masih mampu bekerja untuk mendukung perekonomian wilayah.

Kabupaten Tangerang memiliki sekitar 69 persen penduduk usia produktif

dibandingkan dengan total penduduk di tahun 2021. Apabila ditinjau

berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk usia produktif perempuan lebih

banyak dibandingkan laki-laki di Kabupaten Tangerang tai;,un 2021.

Distribusi penduduk menurut usia juga mampu menggambarkan angka

beban ketergantungan di suatu wilayah. Melalui struktur umur penduduk

dapat dilihat apakah penduduk pada wilayah tersebut penduduk usia
produktifnya lebih besar daripada penduduk usia tidak produktif atau

sebaliknya. Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan

antara jumlah penduduk umur O- 14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk
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65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja)

dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Angka ini menunjukkan seberapa besar penduduk usia produktif menanggung

beban ekonomi penduduk usia tidak produktif dimana usia produktif ini

diharapkan masih mampu bekerja untuk mendukung perekonomian wilayah.

Kabupaten Tange rang memiliki sekitar 69 persen penduduk usia produktif

dibandingkan dengan total penduduk di tahun 2021. Apabila ditinjau

berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk usia produktif perempuan lebih

banyak dibandingkan laki-laki di Kabupaten Tangerang tahun 2021.

2. 1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.L Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk
mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik

Regiona-l Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar

harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Penyajian PDRB

ADHK mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya

tahun dasar yang digunakan. Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 202 1

kembali pulih yang sebelumnya mengalami konstraksi dimana pertumbuhan

ekonomi tahun 2020 berada -3,75 persen di tahun 2O20, tahun 2021 laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang kembali pulih dengan

pertumbuhan sekitar 4,63 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan Banten

dan angka laju pertumbuhan ekonomi Nasional.

Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2O21 mengalami kenaikan

setelah pandemic Covid-19 yang tadinya mengalami kontraksi di tahun 2020

sekitar 3,75Vo, tumbuh positif ditahun 2O2l menjadi 4,630/o. Pertumbuhan

ekonomi tertinggi pada tahun 2O2l dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi

sebesar ll,96oh, dan lapangan usaha Pehgadaan Listrik dan Gas sebesar

ll,7ooh. Dari 17 sektor lapangan usaha yang ada sebanyak 5 sektor lapangan

mengalami penurunan yaitu sector lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan, sector Pertambangan dan Penggalian, sector Jasa Perusahaan,

sector Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, dan

sector Jasa Pendidikan. Seban5rak 12 sektor lapangan usaha menunjukkan
pertumbuhan yang positif di tahun 2021 yaitu sector lapangan usaha Industri
Pengolahan, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, sector Pengadaan Air.
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Apabila dilihat berdasarkan kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas

dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, pada tahun 2021, kontribusi

terbesar pada tahun 2021 dicapai oleh lapangan usaha industry pengolahan

sebesar 34,087.80 miliar rupiah, sector lapangan usaha Konstruksi sebesar

13,984.82 miliar rupiah, sector lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,449.47 miliar rupiah, sector

lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,051.09 miliar rupiah, dan

sector lapangan Real Estat sebesar 8,838.91 miliar rupiah. Menurut PDRB Atas

Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha pada tahur, 2O2l kontribusi sector

lapangan usaha yang paling besar dari sector lapangan usaha Industri

Pengolahan sebesar 34,087.80 miliar rupiah, sector lapangan usaha Konstruksi

sebesar 13,984.82 miliar rupiah, lapangan usaha Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,449.47 miliar rupiah, dan

sector lapangan usaha Real Estat sebesar 8,838.91 miliar rupiah. Untuk lebih

jelasnya lihat table laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang ADHK

Tahun 2018-2021.

Tabel 2.l 1

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2015-2021

Lapangan Usaha 201,9 2020 202r

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,94 ) cq )QO (0,84)

l.] Pertambangan dan Penggalian 5,72 2,30 (s,90) le,4s)

C Industri Pengolahan 2,66 3,20 (8,7 4) 4,08

D Pengadaan Listrik dan Gas 5,82 (4 ,23) (12,3s) 1 1,70

E 5, 19 6,7 1 8,60 5,62

Konstruksi 8, 18 9 ,44 13,2el 11,96

1 B3G
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor

8,69

H Transportasi dan Pergudangan 9,60 9,55 (s,32) qqo

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum a,62 7 ,46 (s,63) 4,25

J lnformasi dan Kornunikasi

Jasa Keuangan dan Asuransi

8,35 9,69 9,12 5,77

K 7 1 6 o,72 1,58 6,O7

L Real Estat 9 ,44 9,49 1,96 3,O7

M,N Jasa Perusahaan 6,O2 9,20 (6,00) \2,2s)

o Administrasi Pemerintahan, Pertahanan,
dan Jaminan Sosial Wajib 6,48 8,75 (0,38) (0,8 1)

P Jasa Pendidikan 8,2 5 8,30 0,69 (1,04)

0 9,68 11,13 4,41 9,r4
R,S,T,U Jasa Lainnya 8,69 9,36 (6, 1 1) 1,39

2018
I

Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah,
Limbah, dan Daur Ulang

F

6.22 | F.7ot

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 
I
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2018 2019 2020 202t
Produk Domestik Regional Bruto 5,80 5,56 (3,7s) 4,63

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2021

Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur U1ang, sector Konstruksi, sector

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sector

Transportasi dan Pergudangan, sector Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum, sector Informasi dan Komunikasi, sector Jasa Keuangan dan Asuransi,

sector Real Estat, sector Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan sector

lapangan usaha Jasa Lainnya.

Di tahun 2021, PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku

(nominal) sebesar 145,21O.12 miiiar rupiah atau meningkat sebesar 6,98 persen

dari tahun sebelumnya yang nilainya i35,737.06 miliar rupiah. Sedangkan

pada tahun yang sama, PDRB atas dasar harga konstan (PDB riil) adalah

sebesar 97,8O9.9O miliar rupiah atau tumbuh sebesar 4,63 persen dari tahun

sebelumnya yang nilainya 93,482.49 miiiar rupiah. Kondisi tersebut mulai

menunjukan peningkatan setelah tahun 2020 yang menyebabkan PDRB

Kabupaten Tangerang baik ADHB maupun ADK terganggu. Pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Tangerang menurut PDRB harga konstan relatif sedikit

berfluktuasi sejak tahun 2016. Pada tahun 2016 sebesar 5,41o/o, tahun 2017

meningkat menjadi 5,82oh yang merupakan titik tertinggi dalam lima tahun

terakhir. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi turun tipis menjadi 5,80%

dan kembali menurun di tahun 2019 mencapai 5,58%. Memasuki tahun 2020

gejolak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 menyebabkan

pertumbuhan ekonomi turun drastis ke angka -3,75o/o. Apabila dibandingkan

dengan Provinsi Banten dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Tangerang dalam empat tahun terakhir, nilainya berkisar di atas angka 5,00%

dan relatif masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan

nasional dari tahun 2016-2019. Sayangnya, pada tahun 2O2O, laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurun hingga angka yang lebih

rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten maupun Nasional.

Laju pertumbuhan ekonomi nasional, Banten dan Kabupaten Tangerang mulai
pulih dengan ditunjukkan dengan mulai tumbuh positif, pada tahun 2O2L Laju
Pertumbuhan Ekonomi meningkat di angka 4,630/o, begitu juga dengan Provinsi

Banten yang mulai tumbuh sekitar 4,44Vo.

Di tahun 2021, PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku
(nominal) sebesar 145.210,12 miliar atau naik sekitar 9.473,06 miliar dari
tahun 2020 yang sebesar 135.737,06 miliar. Sedangkan pada tahun yang sama,

Lapangan Usaha



PDRB atas dasar harga konstan (PDB riil) adalah sebesar 97.809,90 miliar

rupiah atau tumbuh sebesar 4,63 persen dari tahun sebelumnya yang nilainya

93.4a1,49 miliar rupiah ditahun 202O. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Tangerang menurut PDRB harga konstan relatif sedikit berfluktuasi sejak tahun

2016 dan tahun 2020. Pada tahun 2016 sebesar 5,41yo, tahun 2017 meningkat

menjadi 5,82o/o y ang merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada

tahun 2018 pertumbuhan ekonomi turun tipis menjadi 5,80% dan kembali

menurun di tahun 2019 mencapai 5,58%. Memasuki tahun 2020 gejolak

ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan

ekonomi turun drastis ke angka -3,75%. Apabila dibandingkan dengan Provinsi

Banten dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang dalam

empat tahun terakhir, nilainya berkisar di atas angka 5,0070 dan relatif masih

berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan nasional dari tahun

2016-2019. Sayangnya, pada tahun 2O2O, laju pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Tangerang menurun hingga angka yang lebih rendah daripada laju
pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten maupun Nasional. Pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Tangerang baik secara Nasional mulai bangkit kembali dari

kontraksi, sehingga tahun 2021 mulai pulih kembali ke kondisi new normal

dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,64 persen.

Gambar 2.9

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,
dan Nasional Tahun 2016-2020

82 E t1
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Sumber : BPS Nasional, Prouinsi Banten, dan Kabupaten Tangerang, 2021

Disamping menggunakan pendekatan lapangan usaha dalam PDRB

Kabupaten Tangerang, perekonomian suatu u,ilayah menggunakan juga

pendekatan PDRB dengan pengeluaran, yang menjelaskan besarnya nila barang
dan jasa yang dihasilkan (output) dalam wilayah domestik yang digunakan

g3.t!r--E-_
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sebagai konsumsi akhir oleh masyarakat , yang terdiri dari konsumsi akhir

rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Prolit yang

melayani Rumah tangga (PK-LNPRT) , Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-

P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta

komponen ekspor barang dan jasa.

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam

perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen

konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Sektor

lembaga non profit yang meleyani rumah tangga (LPNRT) berperan dalam

meyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah

tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara

ekonomi. Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melelui

proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislative, yudikatif, dan

eksekutif atas unit institusi lainya yang berada dalam batas-batas teritori suatu

wilayah atau Negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan

jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan

pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk

mendistribusikan pendapatan melelui aktivitas transfer.Aktivitas investasi

merupakan salah satu factor penentu di dalam perkembangan ata.u

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam suatu perekonornian, inventori

atau persediaan merupaka salah satu komponen penting yang dibutuhkan

untuk kelangsungan suatu proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang

modal. Aktivitas ekspor impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi

sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah

pemerintahan.

Nilai PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku selama

periode 2077-2021 menunjukan peningkatan signifikan dari Peningkatan nilai

PDRB yang terus meningkat akhirya tertahan di tahun 2O2O, karena nilainya

turun dibanding tahun sebelumnya.Selain dinilai atas harga berlaku,PDRB

menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas

dasar harga berbagai produk yang dinilai degan harga pada tahun 2O 10.
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Tabel 2.12

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten
Tangerang, 2Ol7-2021 (miliar Rp.)

Jenis
Pengeluaran

20t7 2018 20 19 202t.*

Pengeluaran
Konsumsi
Rumah
Tangga

49,408.52 52,000.18 54,496.20 53,722.77 54,753.2A

Pengeluaran
Konsumsi
LNPRT

438.90 521,.97 480.O2 47 3.93

3,129.68 3,237 .70 3,426.47

22,278.58

3,O97 .36 3, t 43.37

Pembentukan
Modal Tetap
Bruto

19 ,527 .9 | 20 ,7 83 .59 22,056.56 23,147 .6t

Perubahan
Inventori 8.48 6.40

84,601.17
Ekspor
Barang dan
Jasa

73,901.40 77 ,259.58 80,968.19 7I,205 .47

Dikurangi:
Impor Barang
dan Jasa

59,450.87 61,746.54 64,568.64 63,480.80 68,309.54

86,964.03 92,O11.41 97 ,129.17 93,442.49 97,809.90

2020.

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2021

PDRB komponen pengeluaran atas dasar trarga konstan menggambarkan

perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utaanya berkaitan dengan

peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waklu) 2017 -2O2I,

gambaran tentang perekonomian Kabupaten Tangerang berdasarkan PDRB

atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel diatas. Sama halnya dengan

PDRB atas dasar harga berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB

atas dasar harga konstan mengelami peningkatan dari 86.964,03 miliar rupiah

ditahun 2017, meningkat lagi menjadi 92.O11,41 miliar rupiah di tahun 2018,

meningkat kembali menjadi 97.129,17 miliar rupiah ditahun 2019, mengalami

penurunan di tahun 2020 menjadr 93.482,49 miliar rupiah dan kembaii

meningkat ditahun 2021 menjadi 97,809.90 miiiar rupiah.

Apabila dilihat berdasarkan kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas

dasar harga berlaku menurut lapangan usahanya, pada tahun 2021,lapangan
usaha Industri Pengolahan memberikan sumbangan tertinggi sebesar 34.85

persen, kemudian disusul lapangan usaha Konstruksi sebesar 14.30 persen,

lapangan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

sebesar 11.71 persen. Selanjutnya lapangan usaha Real Estate men1rumbang

468.26

Pengeluaran
Konsumsi
Pemerintah

I

8.64 
|

1.10 0.08

Produk
Domestik
Regional
Bruto
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9.04 persen dan lapangan usaha informasi dan komunikasi memberikan

sumbangan sebesar 6.19 persen. Sedangkan pada tahun 2O2O,lapangan usaha

Industri Pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi yaitu sebesar

35.04 persen, meskipun persentasenya menurlln dibandingkan tahun 2019,

kemudian disusul lapangan usaha Konstruksi sebesar 13.36 persen, lapangan

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12.03

persen. Selanjutnya lapangan usaha real estate men)'Ltmbang 9.17 persen dan

lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan sumbangan

sebesar 6. 1B persen.

Tabel 2.13

PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2Ol7 - 2O21 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha 2017 20 18 2019 2020* 2021.*

Pertanian Kehutanan
dan Perikanan 5,339.40 5,494.45

37 .92

5,622.O8 5,780.75 5,73t.96

B Pertambangan dan
Penggalia

38.79 33.05

C lndustri Pengolahan 33,477 .15 34,774.O8 35,890.71 32,7 52.30 34,087.80

D
Pengadaan Listrik dan
Gas/ I,404.41 |,490.37 1 ,427 .30 1 ,25 | .O7 1,397 .42

E

Pengadaan Air;
Pengelolaan Sampah
Limbah dan Daur
Ulang

70.53 7 4.19 79.17 85.98 90.81

F Konstruksi 10,909.63 11,802.04 12,91,6.15 12,491.2t 13,984.42

G

Perdagangan Besar
dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda
Motor

10,113.12 r0,991.87 I 1,675.61 tt,244.17 tl,449 .47

H
Transportasi dan
Pergudangan 2,46t.27 2,697 .43 2,955.03 2,797 .73 3,074.81

I
Penyediaan
Akomodasi dan
Makan Minum

1,302.58 1,414.83 1 ,525.99 1 ,440. 15 1 ,50 1 .32

J Informasi dan
Komunikasi 4,436.55 4,807.00 5 ,27 2.80 5,753.68 6,051.09

K Jasa Keuangan dan
Asuransi 4,347 .7 1 4,659. 19 4 ,692.7 6 4 ,766.98 5,056.5s

L Real Estat 7,O19.03 7 ,6At.62 8,410.61 8,575.46 8,838.91

M
N 823.60 873.19 953.52 896.3 1 876.19

o
Administrasi
Pemerintahan
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib

1,251.11 1,332. 18 1 ,444.7 5 I ,443.24 1,431.56

P Jasa Pendidikan 1,982,45 2,t46.O0 2,324 . t2 2,340.16 2,315.89

I

36.50

Jasa Perusahaan



Lapangan Usaha 2018 2019 2020. 2021*.

o Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial

365.41 100.74 445.38 465.03 507 .52

RS
TU Jasa l,ainnya |,220.22 1,450.39 I ,36r.78 1,380.73

Produk Domestik
Regional Bruto 86,964.03 92,01r.41 97 ,129.t7 93,482,49 97 ,809.90
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*Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan htsat Statistik Kabupoten Tongerang, Tahun 2O21

Tabel 2.14

PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2Ol7 -2021 (Miliar Rupiah)

*Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Tahun 2021

48,029.60

4,630.7 8

100.07

4,651.08

2,t22.14

2,616.72

3,963.05

774.43

2,225.O7

Lapangan U saha I Industry 2017 20 ta 2019 2020. 202t**
Pertanian,
Kehutanan, dan
Perikanan

8, 151.59 I,67 8.39 9,045.55 9 ,434.71 9,478.49

B
Pertambangan dan
Penggalian 5 1.56 56.53 58.54 55.54 50.93

C Industri Pengolahan 43,841 .O7 46,552.10 49 ,164 .34 45,198.2t
Pengadaan Listrik
dan Gas

4,769.27 4,947 .79 4,693.53 4,096.17

Pengadaan Air;
Pengelolaan Sampah,
Limbah, dan Daur
Ulang

74.50 79 .67 85.48 93.49

F Konstruksi t6,202.51 18,448.09 20,797 .30 20,1b3.35 23,462.79

G

Perdagangan Besar
dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda
Motor

r3,138.6i 14,742.54 t6,234 .31 15,934.12 16,403.08

H
Transportasi dan
Pergudangan 3,449 .7 0 3,865.87 4,320.45 4, 145.89

I
Penyediaan
Akomodasi dan
Makan Minum

I ,7 86.7 I 1,960.20 2,133.60 2,O23.94

4 ,898.7 0J Informasi dan
Komunikasi 3,907 .54 4 136.44 4,505.50 5,t44.91

4,24 t .82K Jasa Keuangan dan
Asuransi 6,344.54 7,081.15 7 ,290.26 7,413.70

L Real Estat 8,688.00 9,698.31 10,957.41 I t ,392.27 I I ,460.24
M,N 1,240.18 1,357.31 1,537.09 I ,470.O1 I,454.87

o

Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan, dan
Jaminan Sosial Wajib

2,O27.46 2,200.72 2,469.16 2,57 t.45

P Jasa Pendidikan 3,011.68 3,414 .99 3,899.57 3,983.80
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 496.31 570.59 656.87

R,S,
T,U Jasa Lainnya 1,8 12.85 2,O05.27 2,240.33 2,166.13

Produk Domestik
Regional Bruto 118,994.08 t29,825.98 AO,OA9.29 135,737 .06 145,210.12

2017 I

t,326.26 
| I

l

l

D

E

Jasa Perusahaan

a 695.57
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Tabel 2.15

Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha, 2016-2021

Catatan / Note:* Angka sementara / Preliminary ftgures
** Angka sangat sementara / Very preliminory figures
Sumber : Badan htsat Statistik Kabupaten Tangerang, 2021

Sementara itu, berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha,

Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada

tahun 2021 sekitar 6,53Vo, mengaiami penurunan dibandingkan tahun 2020

yang sekitar 6,530/o, sementara pada tahun 2Ol7-2O18 kontribusi sektor

pertanian sebesar 6,85% dan 6,6aok. Sektor pertambangan dan penggalian

merupakan sektor yang memiliki kontribusi terkecil yang mana berkontribusi

sebesar 0,04% pertahun terhadap PDRB Kabupaten Tangerang, sedangkan

sektor Industri pengoiahan mempunyai kontribusi sebesar yaitu 35.08% pada

tahun 2021, yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020

sebesar yaitu sebesar 36,30%. Sedangkan sektor Perdagangan pada tahun
2016-2020 cenderung fluktuatif. Kontribusi sektor Perdagangan pada tahun
2021 sebesar 11,30 persen, turun dibandingkan tahun 2020 sebesar ll,74Vo
lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yr.rg sebesar 77,5go .

6,92 6,85 6,68 6,46 6,9 5Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
Pertambangan dan Pengqalian 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

33,30 33,08Industri Pengolahan 37 ,47 36,85 35,86 35,21
3,34 3,O2 3, 19Pengadaan Listrik dan Gas 40c 4,O2 3,81

Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang

0,06 0,06 0,06 o,o7
o,07

13,63 14,21, 14 ,82 14,85 16,16Konstruksi 13,08
Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

10,76 I 1 00 1 1,36 1 1,57 11,74
1 1,30

2,98 3,08 3,05 3,20Transportasi dan Pergudangan 2,45 2,90
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 1,50 1,5 I I,52 1 ,49

I,46

lnformasi dan Komunikasi 3,20 3,28 3, 19 3,2\ 3,61 3,54
Jasa Keuangan dan Asuransi 5,45 5, 19 5,685,28 5,33 5,46
Real Estate 6,92 7 ,30 7 ,47 7 ,41 8,39 8,77
Jasa Perusahaan 1,01 1,05 1,05 1,10 1,08 1,00

Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial
wajib

1,68 |,70 I,70 t,76 1,89

1,80

Jasa Pendidikan 2,46 2,53 2,65 2,7 8 2,93 2,7 3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 0,40 o,42 Q,44 Q,47 o,51 o,53

Jasa Lainnya I ,46 1 ,52 1,54 1,60 1,60 1,53

. .r i,r1 , i{,ii:u r , :i:L -
Tahun {9,'")

2016 2017 2018 2019 2020* 2021**
6,53

0,06

1 ,49



Tabel 2.16
Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga konstan Tahun 2016

- 2O2L (dalam persen)

Catatan / Note:* Angka sementara / Preliminary ftgures
** Angka sangat sementara / Very preliminary ftgures
Sumber : Badan Pusaf Slatistik Kabupaten Tangerang Tahun 2O21

b. Laju Inflasi

Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 416 jenis

barang dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2018 di Kota

Serang, Tangerang dan Cilegon baik secara mingguan, dua mingguan maupun

bulanan, diketahui selama tahun 202 1 ini sebanyak 355 komoditas mengalami

perubahan harga. Rincian lengkapnya adalah 28 1 komoditas mengalami

kenaikan harga dan sisanya sebanyak 74 komoditas mengalami penurllnan

5,79 6,18 5,86
Pertanian,
Kehutanan, dan
Perikanan

6,t7 6,t4 5,98

Pertambangan dan
Penggalian 0,04 o,04 0,04 0,04 0,04 0,03B

35,04 34,85C Industri Pengolahan 39,84 37,80 36,96

I,62 1 ,47 1,34 1,43D
Pengadaan Listrik
dan Gas

1 ,86 I ,62

0,08 0,o8 0,o8 0.09E

Pengadaan Air,
Pengelolaan
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang

0,08

12,83 13,30 13,36 14,30F Konstruksi 1 2 1 0

1 1,63 1 1 9) t2,o2 12,O3 11,7 I
Perdagangan Besar
dan Eceran;
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor

11,54

2,7 6 2,83 2,93 3,04 .)oo 3,14H
Transportasi dan
Pergudangan

1,50 i,54 1 ,57 1,54 1,53I
Penyediaan
Akomodasi dan
Makan Minum

r,46

6, 15 6,t9J lnformasi dan
Komunikasi 4,99 5, i0 5,22 5,43

Jasa Keuangan dan
Asuransi 5,O2 5,00 5,06 4,83 5,1 0 5, 17

8,66 9 ,17 9,O4L Real Estate 7,77 8,O7 8,35

M N Jasa Perusahaan 0,93 0,95 0,95 0,98 o,96 0,90

o

Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial
Wajib

1,43 1,44 1,45 1,49 1,54 t,46

P 2,39 2,50Jasa Pendidikan 2,24 2,28

o o,46 0,50 o,52Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial

0,41 o,42 o,44

R,S,T,
U

Jasa Lainnva 1,35 1,40 1,,44 I ,49 I,46 1t,4

-46-

KATE
GORI

URAIAN 2016 2017 2018 20 t9 2020* 202t*.

38,96

0,09

12,54

G

K
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harga. Kenaikan harga tertinggi selama tahun 2021 dibandingkan harga tahun

2O2O terjadi pada komoditas buah semangka yang mengalami perubahan harga

selama setahun sebesar 3 1,44 persen, kemudian komoditas minyak goreng

29,40 persen, angkutan udara 27,41 persen, cabai rawit 24,17 persen, dan

melon 24,11 persen. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga

selama tahun 2021 dibadingkan dengan harga yang tercatat pada tahun 2O20

adalah komoditas bawang merang sebesar -20,99 persen, jengkol -20, 14 persen,

telur puy'uh -15,60 persen dan lotion anti nyamuk -13,27 persen. Jika dilihat

dari kontribusi masing-masing komoditas terhadap besarnya angka inflasi

umum, maka komoditas yang memberikan andil tertinggi adalah kenaikan

minyak goreng sebesar 0,31 persen, sewa rumah 0,18 persen, rokok kretek filter

0,11 persen, angkutan udara sebesar 0,10 persen dan tempe, tahu, daging ayam

ras serta jeruk 0,06 persen. Sementara, beberapa komoditas yang memberikan

andil deflasi antara lain bawang merah sebesar -0,O9 persen, cabai merah -0,05

persen, dan air kemasan -O,04 persen. Sementara laju Inflasi tahun kalender

dan Inflasi year on year tiga kota IHK di provinsi Banten dibandingkan dengan

26 Kota IHK dipulau jawa adalah peringkat ke 5 (lima) untuk Kota Serang,

peringkat 6 (enam) untuk Kota Cilegon daq peringkat 14 (empat belas) untuk
Kota Tangerang.

Tabel 2,17
Perkemban Inflasi di Kabu aten Tan eran Tahun 2075-2021

L,6 I

Sumber : Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Prouinsi Banten, 2015 -
2 02 1 (Inflasi Kota Tang erang )

Inflasi Kabupaten Kabupaten Tangerang sampai saat ini masih mengacu

pada Inflasi Kota Tangerang, hal tersebut karena Kabupaten Tangerang belum

dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi pada kota-kota di
Indonesia. Pada periode tahun 2015-2021, laju inflasi di Kabupaten Tangerang

sekitar | ,79Vo tah,lun 2021.

Uraian
2015 201.6 2017 2018 2019 2020 2021

Kabupaten
Tangerang 3.94 2,65 3,50 3,46 3,31 1,17 t,79

Provinsi 4,29 2,94 3,98 3,42 3,30 1,45 1,51

Nasional 3,35 3,O2 3,61 3,13 c7) 1,68

Tahun
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c. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi

kebutuhan setiap penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan salah satu

indikator bagi keberhasilan pembangunan terutama pembangunan terutama

pembangunan bidang ekonomi. Meskipun demikian PDRB per kapita belum

dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya.

Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada

peningkatan produktivitas pembangunan setiap orangnya. PDRB per kapita

sebagai salah satu indikator produktivitas penduduk dapat dihitung dengan

cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Untuk memacu peningkatan

PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar

daripada laju pertumbuhan penduduk.

Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, PDRB per kapita menurut

harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2Ol7-2O21. PDRB per kapita

mencapai titik tertinggi di tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 44.O89 (000 rupiah).

PDRB per kapita Kabupaten Tangerang menurut Harga Konstan tahun 2O21

sebesar Rp. 29.698 (000 rupiah).

Gambar 2.10
Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku di Kabupaten

Tangerang dan Provinsi Banten 2Ol7 -2021 (000 rupiah)

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

48.370
52.014 52.736 5s.211

44.0

2021"4

45.126

33.1 3 5.1

2at] 2018 2019 2020r

I Kab Tangerang t Banten

Sumber: BPS Prouinsi Banten, 2022
* Angka Sementara
* Angka sangat sementara
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Gambar 2.1 1

Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Konstan di Kabupaten
Tangerang dan Provinsi Banten 2Ol7-2021 (0O0 rupiah)

40.000 35.914 3j.764 38.199

32.948 34.184

28.9 29.6
26.3

20.000

10.000

2017 2018 2019 20204 2021**

t Kab Tangerang r Banten

Sumber: BPS Prouinsi Banten, 2O22
* Angka Sementara
* Angka sangat sementa.ra

d. Indeks Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau

ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol

(pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Adanya

penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur oleh Gini

Ratio. Gini Ratio dibagi atas tiga level. Level pertama, menunjukkan tingkat

ketimpangan yang rendah, yaitu berada pada kisaran 0 sampai 0,3. Level

kedua, ketimpangan menengah, yaitu antara 0,3 hingga 0,5. Level ketiga,

ketimpangan tinggi, yaitu berada di atas 0,5. Gini Rasio Kabupaten Tangerang

tahun 2020 sebesar 0,285 angka ini menurun sebesar 0,040 poin dibandingkan

dengan Gini Ratio 2019 yang sebesar 0,325. Ini menandakan ketimpangan

orang kaya dan miskin di Indonesia semakin rendah, Ini dimungkinkan karena

terjadinya penurunan pengeluaran atau daya beli pada kelompok penduduk,

terutama yang menengah ke atas.

Gambar 2.12
Gini Rasio Kabupaten tangerang Tahun 20 l3-2O2O

30.000 24,2 24.9

Sumber : BPS Kobupaten Tangerang Tahun 2O13-2020, diolah.
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e. Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan

Kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk

mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar

minimal untuk hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep

kemiskinan absolut yang mana pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan

pada satu garis yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan

ini terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis

Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar

yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Pcrkembangan Persentase

Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2016-

2O2O dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.13
Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan (GK)

Kabupaten Tangerang Tahun 2013-202 1

600.000
5 45.0ri5

520.742

500.000 476.439
451 125

423.486
405.902

372_431
351.7rJ9

311.141

212
212

t76. L73.
191 182 191 190 193

400.000

000

000

300

200

100.000

2013 2014 2015 2016 2011 2018 2019 2020

r.,umlah Penduduk Miskin r Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)

Sumber : Badan Pusat Stalistik, 2021

Berdasarkan data yang telah dirilis oleh BPS, indeks kedalaman

kemiskinan (P1) Kabupaten Tangerang tahun 2019 sekitar 0,69 dan tahun 2020

meningkat hingga 0,95. Sedangkan pada tahun 2019 indeks keparahan

kemiskinan (P2) mencapai O, 14 dan tahun 2020 mencapai O,22. Sementara itu,
persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tahun 202O sekitar 6,237o

atau sebanyak 242.160 orang, mengalami peningkatan secara persentase dari

tahun 2019 yang sebesar 5,14o/o, dan mengaiami peningkatan dari segi jumlah

yang semula L93.97O orang. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah
garis kemiskinan pada tahun 2020 senilai Rp520.742,- lkapita/ bu1an.

L
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Selain itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang

berfluktuasi nilainya, pada tahun 2018 mengalami penurunan mencapai nilai

sebesar 5,187o kemudian persentase penduduk miskin tahun 2019 kembali

menurun hingga mencapai 5,L4Vo, tetapi kembali meningkat di tahun 2O2O-

2021. hingga mencapai 6,25Yo-7,12o/o. Sementara itu, Perkembangan Persentase

Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional pada

Tahun 2013-2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.14
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan

Nasional Tahun 20 13-202 1

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

___-U 37 1125 __[,22 to,g6 10,64

9.41'
g,ra 10,14

1,*,

20) 1_2013 20t4 2015 2016 1011 2018

I Kabupaten Tangerang I Provinsi Banten

2019 2020

r Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan data yang telah dirilis BPS, persentase penduduk miskin

Kabupaten Tangerang di Kabupaten Tangerang pada tahun 2014 menurun,

kemudian persentase penduduk miskin tahun 2015 mengalami kenaikan dan

tahun 2016 kembali menurun, memasuki tahun 2017 persentase penduduk

miskin kembali naik mencapai 5,39yo, namun memasuki tahun 2O 18 dan 2079

persentase penduduk miskin mengalami penurunan mencapai angka 5,18%

dan 5,14%. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang

dalam mengentaskan kemiskinan dengan menjalankan beberapa program yang

berasal dari pemerintah pusat, antara lain seperti program keluarga harapan

(PKH) dan bantuan non tunai.

Selain itu, juga pembentukan tim reaksi cepat (TRC) untuk
menanggulangi angka kemiskinan dengan memberikan pendampingan usaha

bagi warga miskinr. Sedangkan jika dilihat pada tiga tahun ke belakang, pada

s sol57r I

-lt ,5I,*il

t I]

t https://indopos.co.idlread/z1:lglos/2fl17SB93/tiap,tahun-warga-miskin-di-kabupaten-tangera ng-bertambah/
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tahun 2017,2018, dan 2019 persentase penduduk miskin di tingkat Provtnsr

Banten dan Nasional trennya juga cenderung mengalami penuruna-n.

Kondisi yang berbeda terjadi pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 turut

memberikan dampak meningkatnya persentase penduduk miskin baik di

Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, maupun di tingkat Nasional. Di

Kabupaten Tangerang, persentase penduduk miskin meningkat menjadi 6,23yo,

sedangkan di level Provinsi Banten, persentase penduduk miskin juga

meningkat menjadi 6,63%. Di level nasional, persentase penduduk miskin

meningkat hingga menjadi 1O,l9o/o.

Tahun 2020, Covid- 19 melanda dunia secara global termasuk Kabupaten

Tangerang, mengakibatkan angka kemiskinan bertambah baik secara nasional

maupun di Banten. Angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang berada pada

angka 6,230/o dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 242.O2ojiwa, kondisi

tahun 2021 belum pulih secara social angka kemiskinan meningkat menjadi

7,12o/o atau sebanyak 272.350 jiwa atau bertambah sebanyak 30.330 jiwa.

Dengan melihat jumlah penduduk di bawah kemiskinan sesuai grafik di atas,

berikut adalah perkembangan persentase penduduk Kabupaten Tangerang

yang berada di atas Garis Kemiskinan tahun 2Ol7 -2O2O:

Tabel 2.18
Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang

Tahun 2O|7-2O2O

Sumber: BPS dan BPS Kabupaten Tangerang, 2O21

Sementara itu, apabila dilihat dari gambar 2.31, tampak bahwa

persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang jauh lebih rendah dari

angka nasional, kondisi yang senada 'juga dapat dilihat dari tingkat
keparahannya, penduduk miskin yang berada di Kabupaten Tangerang

kondisinya sedikit lebih baik dibandingkan Provinsi Banten dan Nasional.

Indeks kedalaman kemiskinan yang mengukur gap antara data observasi dan

rata-rata penduduk miskin menunjukkan angka yang dicapai Kabupaten

Tangerang lebih rendah dari Provinsi Banten maupun angka nasional

1 20t7 94,61
2 20 18 94 ,42
3 20 t9 94,86
4 2020 93,77

iEtilllll INo
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Tabel 2.19
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tangerang

Tahun 2013-2021

Sumber: diolah dart Website BPS Pusa| Data dan Informasi Kemiskinan
Kabupaten/kota

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan

Kabupaten Tangerang Tahun 2OI5-2O2I dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 2.2O
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

No Tahun Persentase Penduduk diatas
Garis Kemiskinan

I 20 t7 94,6t
2 20 18 94,82
3 2019 94,86
4 2020 92,54

92,115 2021

Sumber; BPS RI TaLun 2017-2O21

f. Pengeluaran Per Kapita (PPP)

Pengeluaran rata-rat.r per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk
konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari

pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya

anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga

dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa

memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan

rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/ pengeluaran untuk keperluan

usaha atau yang diberikan kepada pihak 1ain.

Pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Tangerang mengalami

penurunan dibandingkan pada tahun 2019, dari tahun 2019 sebesar Rp.

o,78 0,95 1,88 o,2B 0,482013
2014 0,63 o,79 r,75

o,2t
o,12 0,18 o,44

20 15 o,82 o,94 1,84 0,18 o,23 0,51

2016 o,79 0,80 1,74 0,18 o,17 o,44

0, 13 0, 19 o,462017 0,68 0,86 L,79

2018 o,82 0,91 1,63 o,20 o,25 0,41

2019 0,69 o,80 1,50 0,14 o,23 0,36
o,34 o,472020 0,95 1 41 1 1< o,22

202t 1,2t 1,09 L,71 noo o,26 o,42

l -1nU l-I

Keclalaman Kemiskinan P1)

Kabr,rpaten Provinsi
Banten Nasional

Keparahan Kemiskinan (P2)

ha Dupa ren
Tanqeranq

Provinsi
Bante n Nersional
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12.476.OOO turun di tahun 2020 menjadi Rp. 12.203.000, penurunan di tahun

2020 merupakan dampak pandemic covid-i9, tahun 2021 pengeluaran per

kapita mulai membaik seiring pemulihan ekonomi dengan angka 72,273,OQO

ada kenaikan sebesar 70,000.

Tabel 2.21
Pengeluaran Per Ka ita Kabu aten Tan ran Tahun 20l6-2021

Purchasing Power Pari

t2 273,OOO
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2O16-2021

g. Indek Pembangunan Manusia (lPM)

Capaian angka IPI\{ yang relatif lambat dibandingkan tahun 2020

bersumber indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah

kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita

sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk

hidup layak, kontribusi daya beli yang menurun sekitar 27 3,OOO dari tahun

2OL9 ke tahun 2020 . Pertumbuhan daya beli yang rendah itu terkait dengan

dampak pandemic covid-l9. Untuk 2021 pertumbuhan daya beli semakin

meningkat dibandingkan tahun 2020.

Gambar 2.15
Diagram Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang

Tahun 2Ol4-2021

IPM

72,5

72

71,5

7!
70,s

70

69,5

69

68,s

68

t 1,93 11.,92

70,91

70,44

69,5'7

I

la,a5

I
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2027

l\ o. Tahun
1 20t6 11,863,000
2 2017 1 1,914,000
.) 20ra 12,179,OOO
4 20t9 t2,476,OOO
5 2020 t2,203,OOO

2021

Sumber : BPS Prouinsi Bortten 2014-202 1, diolah

6
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Tabel2.22
Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang

Tahun 2016-2027

Pengeluaran per
Kapita
Disesuaikan
(PKP, Ribuan
Ru ah

Swnber : BPS Prouinsi Banten Tahun 2016-2021

2.1.2.2 FokusKesejahteraanSosial

a. Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu kebutuhan dasar penduduk untuk berkomunikasi adalah

kemampuan membaca dan menulis. Dimana hal ini merupakan ketrampilan

minimum yang dibutuhkan penduduk dalam proses bermasyarakat, sehingga

penduduk dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan ekonomi yang

berkesinambungan di Kabupaten Tangerang. Kemampuan membaca dan

menulis tercermin dari indikator angka melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH)

merupakan salah satu indikator pencapaian program pendidikan di Indonesia.

Secara matematis, angka ini memperlihatkan rasio antara jumlah penduduk

yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia lima belas

tahun keatas dalam satuan ratusan.

Indikator tersebut penting mengingat melek huruf merupakan pintu dari

segala ilmu pengetahuan. Pada tahun 202 1 terdapat 97,24 persen penduduk

berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Tangerang yang sudah mampu

membaca dan menulis huruf latin, sedangkan sisanya sebanyak 2,76 persen

masih belum/tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf). Angka melek

huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena

tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka
melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat
membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

Komponen 20 t6 2017 2Q1A 2019 2020 2021
Umur Harapan
Hidup Saat
lahir
{UHH,Tahun)

69.37 69.47 69 .61 69.79 69.89 69.93

Harapan Lama
Sekolah (HLS,
Tahun)

12.t1 12.51 12.8 12.81

8.24

12.82 12.44

Rata-rata Lama
Sekolah (RLS,
Tahun)

8.23 8.27 8.39 8.61

1i,863,000 11,914,000 12,179,000 12,476,O00 12,203,O00 12.27 3 ,OOO

IPM 70.44 70.97 71.59 7 t.93 .70 ao

8.27

7 1.92



Tahun Angka Melek Huruf
1 20 13 96,37

97 ,252 2014
96,903 20 15
96,O74 2016

2017 95,925
6 2014 98,90
7 2019 oo c4
8 2020 97 ,62
9 97 ,24
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Tabel 2.23
Angka Melek Huruf AMH Kabu ten Tan Tahun 2013-2O2 1

2021
Sumber : BPS Prouinsi Banten, 2021

Pendidikan mempakan salah satu penentu kualitas penduduk. Indikator

atau ukuran yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kemajuan pendidikan

disuatu daerah antara lain adalah dengan melihat persentase harapan lama

sekolah, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Kuaiitas sumber daya manusia sangatlah bergantung dari pembangunan di

bidang pendidikan.

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun

yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh

seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk sekolah dasar

sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Rata-rata lama sekolah penduduk

Kabupaten Tangerang pada tahun 2O2l mencapai 8,61 pertahun. Hal ini

mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Tangerang baru dapat bersekolah

hingga jenjang SMP kelas tiga.

Tabel 2.24
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabu aten Tan ran Tahun 2014-2021

No Tahun Angka rata-rata lama sekolah
(RLS)

2014 8,20
2 20 15 8,22
3 2016 8,23
4 20t7 I,24
5 2018

6 2019 8,28

7 2020 8,39

8 2021 8,61

Sumber : BPS Kab. Tangerang,2021

No.

1



Gambar 2.16
Angka Harapan Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021
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Sumber : BPS Prouinsi Banten 2016-2O21, dioloh

d. Persentase Balita Gizi Buruk

Kegiatan pemantauan status gizi secara aktif dilaksanakan oleh petugas

gizi puskesmas melalui bulan penimbangan balita yang dilakukan setahun

2(dua) kali. Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk tahun 2019 mengalami

penurunan dibanding tahun 2018. Untuk 2021 Gizi buruk dan gizi kurang

mengalami penurunan,untuk gizi baik dan gizi lebih mengalami

kenaikan.Keadaan ini menunjukkan adanya komitmen menyeluruh dari lintas

sektor dalam menanggulangi masalah gizi di Kabupaten Tangerang melalui

Peningkatan Rata-rata lama sekolah yang dicapai oleh Kabupaten

Tangerang meningkat dari Tahun 2O2O ke 202 1 secara signifikan hanya sebesar

O,22ltalaun. Rendahnya capaian kinerja pendidikan diduga terkait dengan

relatif tingginya penduduk usia kerja yang telah memiliki pendidikan yang

relatif rendah. Sementara itu kinerja pendidikan penduduk usia muda belum

mampu mengimbangi kondisi pendidikan yang masih relative rendah.

c. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata

perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

Angka harapan hidup dipakai untuk mengukur dimensi kesehatan, sementara

dimensi kesehatan dipakai sebagai salah satu dimensi dasar untuk pengukuran

IPM (lndeks Pembangunan Manusia). Angka Harapan Hidup (AHH) di

Kabupaten Tangerang pada tahun 2O2l adalaln 69,93 pertahun. Terjadi

peningkatan sebesar 0,04 point dari tahun sebelumnya 2O2O yang berada di

angka 69,89 pertahun.

I

I
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advokasi dan kegiatan gizi bersumberdaya masyarakat melalui Pos Gizi, KP ASI

dan KERAMAS, karena sektor kesehatan saja tidak akan dapat secara maksimal

menurunkan angka gizi buruk. Agar terus dapat meningkatkan kinerja daerah

dalam penanggulangan masalah gizi, perlu adanya peningkatan kuantitas dan

kualitas SDM kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang

maksimal bagi masyarakat. Gambaran status gizi dapat dilihat pada tabel

<libawah ini :

Tabel 2.25
Gambaran Status Gizi Pada Balita Di Kabu aten Tahun 2Ol4-2O21r

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2014-2021, diolah

e. Angkatan Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase

penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK

mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara

ekonomi disuatu negara/wilayah, semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa

semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk
memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

TPAK di Kabupaten Tangerang tahun 2020 sekitar 86,940/o dengan

angkatan kerja sebesar I .836.726 orang dengan jumlah penduduk yang

berkerja sebanyak 1.596.938 orang.

Tabel 2.26
Perkernb TPAK Kabu ten Tan Tahun 2015-2020r

0,052014 t.t72 0,45 8.583 3,28 249.877 95,55 1 .892

2,86 27 t.407 95,89 2.227 0,7920 15 1.091 0,39 8.099

95,32 2.880 1,03t.t64 0,41 8.935 3,17 268.339

294.O27 95,69 2.479 0,8120 t7 1. 161 0,38 9 .644 3,14

296.O92 94,66 2.134 o,6820 ta 1.040 0,33 7.463

870 Q,22 2.959 2,74 32.680 82,1 3.296 0,832019

3,52 t54325 85,2 17 .857 9,862020 2.553 1 4 6.375

187.040 a7 ,59 20.136 9,432021 1.368 o,64 4992 2,34

No. Tahun TPAK (000) rPAK (%)

i 2015 1,377 62.46
2 2017 1,477 63.79
3 2018 1,532 63.50
4 2019 1 ,677 66.69
5 2020 1,596 86.94
Sumber : BPS Prouisi Banten, 2015-2021

Jumlah Balita

Gizi Kurang Gizi Baik Gizi LebihGizi Buruk
% N %

Tahun

N % N .a N

2016
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f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah

pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, TPT mengindikasikan besarnya

persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran, angka TPT

yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak

terserap pada pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TFrf) di Kabupaten

Tangerang pada tahun 2O2l mengalami kenaikan yaitu sebesar 9,O6oh.

Penurunan angka pengagguran ini merupakarr imbas dari pemulihan ekonomi

pasca pandemic Covid-19 yang melanda di seluruh dunia.

Gambar 2.77
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPf) di Kabupaten Tangerang

Tahun 2013-2021
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Sumber : BPS Prouinsi Banten 2O13-2020, diolah

g. Indeks Kepuasan Masyarakat (lKM)

Jumlah sampel diambil berdasarkan hasil produk pelayanan publik

yang dikeiuarkan oleh setiap Perangkat Daerah (PD). Sehingga hasil dari SKM

ini akan muncul perhitungan SKM per tabel yang didapatkan dari lapangan.

Berikut adalah hasil dari SKM pada Tahun 2021 setiap Perangkat Daerah yang

berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

No Nama Perangkat Daerah
Proses SKM

Tahun 2020 Tahun 202 1 Predikat

1 Sekretariat Daerah 9Q,23 9r,47 (+)

Sekretariat DPRD Kab.
Tangerang 82,00 a9,26 (*)

3
Inspektorat Kab.
Tangerang 88,70 87,50

85,15

o
4 Dinas Pendidikan 76,82 (+)

Tabel 2.27

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2OL9-2O21

I
I
t

I

I

2



-60-

No Nama Perangkat Daerah
Proses SKM

Tahun 2020 T ahrn 2021 Predikat

5 Dinas Kesehatan 88,04 88,86 (*)

6 Dinas Sosial 81,28 85,94 {+)

7
Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan

89,28 86,68 (-)

8
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 85,18 90,03 (+)

9
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

88,62 85,51 (-)

10 Dinas Perhubungan 90,70 90,84 (*)

11
Dinas Komunikasi dan
Informatika 83,70 84,31 (*)

t2
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

84,58 87 ,46 (*)

1J
Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan 80,98 86,81 (+)

l4 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan 95,04 90,94 (-)

15
Dinas Perpustakaan dan
Arsip 90,48 89,47 (-)

(-)16
Satuan Polisi Pamong
Praja

97 ,40 83,6s

83,63t7 Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air 84 ,64 o

18
Dinas Tata Ruang dan
Bangunan 80, 15 45,44 (+)

19
Dinas Perumahan,
Pemukiman dan
Pemakaman

98,59 82,94 o

20 Dinas Tenaga Kerja 94,04 82,16 (-)

21
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlingungan Anak

86,23 a7 ,44 (+)

22
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintah Desa

88,30 79 ,66 (-)

Dinas Perikanan 88,71 a4,7 5 o
24 Dinas Koperasi dal Usaha

Mikro 91,00 83,02 (-)

25
Dinas Pemuda, Olahraga
Kebudayaan dan
Pariwisata

84,26 87,80 {')

26 Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah 82,88 85,49 (*)

Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah

87 ,39 83,43 (-)

28 Badan Pendapatan
Daerah 87 ,77 a7 ,93 {*)

Badan Kepegawaian dan
Pembangunan Sumber
Daya Manusia

a7 ,27 a9,72 (*)

30 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah 90,68 a7 ,76 (-)

Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik 78,33 79,47

83,65

(.)

32 RSU Kab. Tangerang 86,60 o
RSUD Pakuhaji 91,s8 3 1B 0 o

29
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Nama Perangkat Daerah
Proses SKM

Tahun 2020 Tahun 202 1 Predikat

34 RSUD Balaraja 78,39 80,50 (+)

35 Kecamatan Tigaraksa 79,85 85,81 (+)

36 Kecamatan Cisoka a2,70 84,65 (+)

JI Kecamatan Solear 85,13 86,59 (+)

Ja1 Kecamatan Pakuhaji 84,88 89 ,44 (*)

39 Kecamatan Jayanti 90,03 a3,42 (-)

40 Kecamatan Jambe 86,53 79,20 (-)

41 Kecamatan Balaraja 82,77 90,85 (+)

42 Kecamatan Sukamulya 83,63 81 ,93 (-)

43 Kecamatan Kr:esek e" o, 89,50 (+)

44 Kecamatan Gunung Kaler 88 49 {-)

45 Kecamatan Mekar Baru
Kecamatan Kemiri

86,54 87,33 (+)

46 87 ,33 87 ,43 (+)

47 Kecamatan Kronjo 85,23 85,58 (+)

4B Kecamatan Mauk 92,45 9r,26 o
49 Kecamatan Pasar Kemis 94,40 80,57 (-)

50 Kecamatan Rajeg 90,97 86,81 (-)

51 Kecamatan Sukadiri 84,43 89 ,67 (+)

52 Kecamatan Sepatan 8 1,66 86,70 (r)

53 Kecamatan Sepatan
Timur 77 ,65 80,15 (+)

54 Kecamatan Sindang Jaya 8 1,73 85,46 (*)

Kecamatan Teluk Naga 88,18 84,88 (-)

56 Kecamatan Panongan 80,02 80,38 (+)

57 Kecamatan Kosambi 8t,62 88,15 (*)

58 Kecamatan Cikupa 87 ,66 74,76 (-)

59 Kecamatan Curug 81,38 79 ,47 (-)

60 Kecamatan Kelapa Dua 04 4' 92,38 t)
61 Kecamatan Pagedangan 83,94 92,52 (*)

62 Kecamatan Cisauk 42,93 86,58 (*)

(+)Kecamatan Legok 9 t,12 91,58
Jumlah 5.440,43 5.414,64 (-)

Rata - Rata IKM Kab. Tangerang 86,36 85,95 (-)

Sumber : Bagian Ortala" Setda Kob Tangerang Tahun 2021

No

85,10

63

Dari tabel di atas sebanyak 31 Perangkat Daerah yang meningkat

predikatnya (+) atau sebesar 57,14 . Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang menurun dibandingkan

dengan tahun 2020. Penui-unan diakibatkan salah satunya adalah karena
dampak pandemi Covid-19, dimana sebagian pelayanan publik diberlakukan
Work From Home (WFH). Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten

Tangerang 85,95 dengan kriteria mutu pelayanan "8" yang berarti bahwa hasil
SKM ada penurunan sebesar 0,41. Berdasarkan data tersebut maka kinerja unit
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pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Tangerang termasuk dalam kategori

"Baik'.

Pelayanan yang paling tinggi diperoleh oleh Kecamatan Pagedangan dengan

nilat 92,52, sedangkan nilai pelayanan yang paling rendah yaitu pelayanan

Kecamatan Jambe pada dengan nilar 79 ,2O. Hasil keseluruhan penilaian indeks

kepuasan masyarakat (IKM) Kabupaten Tangerang yang telah dilakukan di 60

(enam puluh) Perangkat Daerah dan 3 (tiga) unit layanan kesehatan di

lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang mendapatkan nilai 85,95

sehingga pelaksanaan pelayanan di Kabupaten Tangerang termasuk pada

kategori kriteria Baik.

Gambar 2.18
Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tangerang
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Sumber : Bagian Ortala Setda, Kab Tangerang, diolah

h. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Kemandirian merupakan tolok ukur kerberhasilan pelaksanaan otonomi

daerah, dengan semakin tinggi peran dana perimbangan (subsidi dari

pemerintah pusat) maka semakin rendah kemandirian keuangan daerah

otonom, dan semakin kecil keieluasaan daerah otonom dalam melaksakan

pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat daerah. PAD yang dikelola oleh

daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan dari pusat. Karena

PAD diperoleh dari pengelolaan kekayaanyang dimiliki daerah, maka

pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk membangun dan

mengembangkan daerahnya sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah. Jika
pengelolaan PAD dilakukan dengan baik, maka dalam membangun daerahnya

7 r,25

80
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tidak hanya mengandalkan dana perimbangan yang besarnya ditentukan oleh

pusat melainkan dengan potensi daerah yang dimiliki.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah

untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi Daerah sebagai

perwrrjudan Desentralisasi.

Tabel 2.28
Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Tangerang

Tahun 2015-2021

Tahun Pendapatan Asli
Daera-h

Pendapatan Persentase

20t5 1.851.294.336.930 4.229.O34.302.499 43,74
2076 2.045.882.657.966 42,63
2Ct7 2.A70.5a4 .791 .584 5.314.690.504.688 54,01
20 i8 5.460.376.741.305 52,58
2019 2.809.191. i36.332 .5.843.457.960.531 48,O7

2020 2.465.364.759.567 5.2A3.259.300.737 46,66
2021 2.457.342.599.944 5.736.67 t .O84.317 42,74

Sumber : LKPJ Bupati Tangerang Tahun 2015-2021, diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui rata-rata tingkat kontribusi

Peningkatan Asli Daerah (PAD) dalam peningkatan pendapatan Kabupaten

Tangerang Tahun 2015 sampai 2020 sebesar 47,95 persen yang digolongkan

dalam kriteria kontribusi baik. Pada Tahun 2019 sampai 2O21 kontribusi PAD

dalam pendapatan mengalami penurunan yaitu tahun 2019 sebesar 48,07

persen. sedangkan tahun 2020 sekitar 46,66 persen.Untuk tahun 2O21 sebesar

42,7 4persen Kontribusi PAD terhadap pendapatan tertinggi tahun 2017 sebesar

54,01 persen.

i. Opini BPK

Hasil pemeriksaan yang dilakukan. oleh BPK disusun dan disajikan

dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan

selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja

akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan

pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat)

jenis Opini yang diberikan oieh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan

Keuangan Pemerintah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualiiied opinion :

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan

secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil

4.799.673.684.723

2.870.834.840.001
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usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi

yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion :

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan

secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil

usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi

yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-haI yang

berhubungan dengan yang dikecualikan.

3. Opini Tidak Wajar atau adversed opinion : Menyatakan bahwa laporan

keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi

keuangan, hasii usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak

Memberikan Pendapa.t (TMP) : Menyatakan bahwa Auditor tidak

menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang

dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Tabel 2.29
Opiui Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

di Kabu aten Tan eran Tahun 2015-202 1

Stmber : BPK Perutkailan Prouinsi Banten Tahun 2016-2O21

Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2015-2021 meraih opini WTP

(Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK Perwakilan Provinsi Banten, atas Laporan

Keuangan Tahun Anggaran 2Ol5-2O21. Opini WTP BPK bahwa dalam

pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tangerang tidak menemukan

permasalahan yang berdampak terhadap kewajaran laporan keuangan
pemerintah Kabupaten Tangerang.

j. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

PPH merupakan susunan beraga.m pangan yang didasarkan atas
proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi

No Tahun Opini
WTP

2 2016 WTP
a 2017 WTP
4 20r8 WTP

2019 WTP
6 2020 WTP
7 2021 WTP

I

I

1 I 20rs
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kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan

mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya

dan agama. T\:juan dari Pola Pangan Harapan (PPH) adalah untuk

menghasiikan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi

kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi

(nutritional balance) berdasarkan : cita rasa (palatabiiity), daya cerna

(digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas dan

kemampuan daya beli (affortability).

Tabel 2.30
Skor Pola an Hara an PPH di Kabu aten Tan eran Tahun 2016-2021

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021

Dengan adanya peningkatan Skor Pola harapan hidup di tahun 2021

mencapai 86,3, maka dapat disimpulkan kebutuhan gizi penduduk, yang

mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) berdasarkan : cita

rasa (palatability), daya cerna (digestability), daya terima masyarakat

(acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (affortability), menjadi jauh

lebih baik.

Indeks akses pangan merupakan instrumen untuk mengukur tingkat

keterjangkauan atau aksesibilitas pangan rumah tangga diiihat dari aspek fisik,

ekonomi dan sosial. Indikator yang digunakan dalam peny'usunan indeks akses

pangan adalah: (1) Proporsi jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan; (2\

Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau

udara; (3) Proporsi rumah tangga tanpa akses listrik; (4) Proporsi penduduk

dengan tingkat kesejahteraan terendah; (5) Proporsi jumlah rumah tangga

memiliki aset; dan (6) Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah lembaga

kemasyarakatan desa. Hasil analisis indeks akses pangan tahun 2019

menunjukkan 55 kabupaten dan 54 kota di 27 provinsi termasuk wilayah

dengan aksesibilitas pangan sangat tinggi (prioritas 6). Kabupaten/Kota dengan

nilai indeks tertinggi adalah Kota Palangkaraya, Jakarta Timur, Kabupaten

Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor.

Tahun Skor Pola Pangan Harapan
20t6 86,4
20t7 85 1

2018 87,4
20t9 84,3
2020 85,s
2021 86,3
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k. Penguatan Cadangan Pangan

Keberadaan Cadangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 1 1 / Permentan IKN .l3O I 4 I 20 18 tentang Penetapan

Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri

Pertanian tersebut diatas, perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

menggunakan criteria jumlah penduduk, konsumsi beras per kapita per tahun,

dan proporsi terhadap cadangan beras nasional.

Dalam menghadapi pandemi Covid-l9, salah satu hal yang harus

dikuatkan adalah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Kewajiban ini
didasarkan pada UU No. 18Tahun 2012 tentang Pangan dan PP 17 Tahun 2O15

tentang CPPD.

Tabel 2.31
Penguatan Cadan n Pan n di Ka br-r ten Tan eran Tahun 2Ol7-2021

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021

l. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Untuk penanganan kerawanan pangan dibutuhkan intervensi berupa

tindakan yang dilakukan oieh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam
menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis, untuk
mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan sesuai dengan

kebutuhannya secara tepat dan cepat.

Tahun Pengadaan Cadangan Pangan
(Ton)

20t7 17.08O
2018 25.700
2019 12.800
2020 25.000
2021 t8.725

Dengan adanya penurunan cadangan pangan di tahun 2021, naka
perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah mengalami penurunan.

Cadangan pangan menggunakan kriteria jumlah penduduk, konsumsi beras

per kapita per tahun, dan proporsi terhadap cadangan beras nasional.

Penurunan cadangan pangan kemungkinan akibat Covid 19 yang mulai

melanda Indonesia awal 2O2O.

Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah secara optimal sangat

penting untuk dilakukan, karena dalam penyelenggaraannya ketersediaan

cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan upaya untuk mengatisipasi

dan mengatasi kekurangan pangan, gejolak harga, dan/atau keadaan darurat.
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Penanganan daerah rawan pangan merupakan upaya untuk menangani

suatu kondisi ketidakcukupan pangan dan gizi yang dialami oleh rumah tangga.

Upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi sangat penting diketahui

siapa yang rentan pangan dan gizi, berapa banyak yang rentan terhadap

kerawanan pangan dan gizi serta dimana mereka tinggai, kemudian apa saja

sebenarnya yang membuat mereka rentan.

Tabel 2.32
Penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Tangerang

Tahun 2018-2021
Tahun Desa Prioritas I dan II

20 18

2019 10

14

2021. 1.4

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahonan Pangan, 2021

Adanya kesamaan angka dalam indeks kerawanan pangan ditahun 2020

dengan 2021, menunjukkan upaya yang lebih serius lagi dalam mengurangi

kerawanan pangan di Kabupaten tangerang

Lokus Penanganan Daerah Rawan Pangan ditetapkan berdasarkan Desa

Prioritas I dan II pada Peta FSVA (Food Securit5r and Vulnerability Atlas)

Kabupaten Tangerang Tahun 2018 sejumlah 110 desa. Pada Tahun 2023 di

targetkan sebanyak 607o desa prioritas I dan II atau sebanyak 66 desa sudah

tertangani.

m. Konstribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian dilihat dari seberapa besar sumbangan

produk unggulan komoditas pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tangerang

dalam rangka meningkatkan pertumbuhan wilayah Kabupaten Tangerang

khususnya dibidang pertanian sebagai sektor dominan di wilayah ini.

Tabel 2.33
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Tangerang

Tahun 2016-2021
Tallun Kontribusi PDRB

ADHB (%)
Kontribusi PDRB

ADHK {%)
20t6 6,92 6,92

2 2017 6,85 6,46
20 i8 6,68 5,98

2020

No.

1
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No. Tahun Kontribusi PDRB
ADHB (%)

Kontribusi PDRB
ADHK (%)

4 2079 6,46 5,79
6,235 2020 6,95

6 202]. 5,86 53
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2021, diolah.

Pada tahun 2O2l kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

memberikan konstribusi terhadap PDRB atas harga berlaku sebesar 6,53

persen, kondisi ini menurun bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 yang

mencapai konstribusi 6,95 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 pada

kategori ini sebesar -0,84 persen, menurun dibandingkan tahun 2O20 yang

tumbuh sebesar 2,82 persen.

n. Produksi sektor Pertanian

Produksi tanaman pangan (padi dan palawija) merupakan salah satu

indikator ketersediaan pangan daerah. Jadi apabila nilai produksi padi dan

palawija tinggi, maka ketersediaan pangan daerah juga tinggi dan diharapkan

mampu memenuhi kebutuhan pangan di daerah sehingga memperkecil impor,

namun apabila nilai produksi padi dan palawija rendah, maka ketersediaan

pangan daerah juga rendah, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah

dalam mengambil kebijakan. Sehingga tidak terjadi kekurangan pangan di

daerah.

Produktivitas padi dan Palawija di Kabupaten Tangerang mencapai

333,24 Kwi/Ha dengan produksi sekitar 338.457,2O ton.

Tabel 2.34
Produktivitas Sektor Padi dan Palawija Kabupaten Tangerang

Tahun 2021

NO Jenis
Tarraman

Produktivitas Produksi
2020 2027 2020 202t

1 Padi Sawah 48,37 48,85 336.094,O0
3s0,5

354.881,00
2 Jagung 33,89 rt,7 202,4
3 Ubi Kalrr 1.32,94 132,36 1.584.60 974,3
4 Ubi Jalar 100,90 101,8 342,4 386,7

5 17,t4 7,7 10 5,3 29,5
Jumlah 333,24 302,4r 336.872,60 356.473,90

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2021

Produksi padi di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dalam

beberapa tahun antara tariun 2O2O-2021, yaitu 48,85o/o.

Kacang
Tanah
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Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pongan, 2O21

Untuk produksi padi di Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan

produksi di tahun 202 1, terutama di kecamatan Pakuhaji, Rajeg, Sukadiri,

Sepatan Timur, Legok, dan Pagedangan.

o. Konstribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Dalam beberapa tahun terakhir, lapangan usaha Perdangan besar dan

eceran menJrumbang diatas 1 1 persen. Kategori ini terbesar ketiga setelah

kategori industry pengolahan dan kategori Konstruksi. Pada tahun 2021,

No. Kecamatan
Jumlah Produksi Padi/Bahan Pangan Utama Di Daerah

(Ton)
Rata-rata

Pertumbuhan
2017 2018 20 t9 2020 2021

Balaraj a 12, 151 a,2aL 10,400 10,788 i0545 10,405.00

2 Cikupa 2,261 2,674 3,309 303 1 3,255.25

3 Cisauk 3,354 2,648 2,556 2,855 2,8s3.25

4 Cisoka 13,154 1 1,530 1 1,54 1 12,7 64 12t27 12,247 .25

5 s,058 2,767.OO

6 Gunung Kaler 29,452 22,98t 20,656 24,202 23907 24,322.7 5

7 Jambe a,982 6,586 6,342 9,081 7,747.75

8 Jayanti 15,289 1o,277 10,896 12,408 1 1735 t2,2t7 .50

9 Kelapa Dua 190 80 240 363 186.75

Kemiri t7 ,394 9 ,820 10,446 17 ,823 17605 13,870.75

11 Kosambi 2,790 2,009 I,J'tJ 1,985 147 8 2,O37.7 5

l2 Kresek 2t,434 16,679 t4,344 t7,735 16088 17,548.00

Kronjo 24,844 17 ,522 18,510 o'\ )44 2041,9 2t,o31.25
14 Legok 10,820 7 ,439 7,518 7 ,682 8,364.7 5

15 Mauk 33,424 25,692 22,435 24,592 21908 26,635.7 5

16 Mekar Baru 23,2 t2 18,394 16,843 20,577 20.044 19,756.50

l7 Pagedangan 5,259 3,668 3,699 3,503 3682 4,O32.25

Pakuhaji 46,591 21,O25 23,625 27 ,525 30745 29 ,691 .50

19 Panongan 8,558 7,9t9 7 ,434 7 ,714 7 ,907 .25

20 Pasar Kemis 6,183 4,539 4,393 5,068 46A2 5,045.75

2l Raj eg 35,599 24,947 19,795 27 ,47 4 36043 26,953.75

22 Sepatan t2,464 6,347 6,239 5,936 8238 7,746.50
Sepatan
Timur t2,276 10,818 7 ,537 8,087 10638 9 ,679 .50

24 Sindang Jaya t7 ,433 10,783 I 1,054 16,713 15585 13,995.75
Solear t2,662 10,760 10,547 11,235 1 1009 11,301.00

26 25,24 t 19,510 16,933 16,403 20396 19,52 1.75

27 Sukamulya 16,628 t4,tt7 13,510 t4 ,367 11980 14,65s.50
28 Teluknaga 1 1,356 6,080 7,679 10,147 9340 8,815.50
29 Tigaraksa t3,626 10,975 10,261 t1,466 10429 11,582.00

JUMLAH 448,201 316,152 302,614 357,704 360003 356,167 .75

Tabel 2.35
Jumlah Produksi Padi Per Kecamatan di Kabupaten Tangerang

Ta]nun 2017-2021

1

2622

Curug 2.468 | z,zOs 2,779 | eZ+e

647 7

10

13

a289

I

18

6508

Sukadiri
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kontribusi Lapangan usaha ini seebsar 11,30 persen. Pada tahun 2021

mengalami pertumbuhan 1,83 persen mengalami pertumbuhan bila

dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2O2O yart:u sebesar -3,70

persen.

Tabel 2.36
Konstribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Tangerang

Tahun 2016-2021

No. Tahun Kontribusi PDRB
ADHB (%)

Kontribusi PDRB
ADHK (%)

1 2016 ro,76 ).o,76
2 2017 1 1,04 11

J 2018 1 1,36 I 1,95
4 2019 1 1,57 12,O2

1 1,802020 11,50
6 202t I 1,30 1 1,70

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, diolah.

p. Konstribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Sektor Industri merupakan salah satu penlumbang terbesar terhadap

PDRB di Kabupaten Tangerang setelah sektor konstruksi, dan sector

perdagangan. Sektor industri merupakan penyerap tenaga kerja terbesar,

dengan laju pertumbuhan yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya.

Pada tahun 2021, kondisi perekonomian di Kabupaten Tangerang

mengalami kneaikan , kondisi hal tersebut merupakan dampak dari sector

industri di Kabupaten Tangerang yang paling terbesar peny'umbang

pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sector industry terhadap PDRB Kabupaten

Tangerang ditahun 2021 sekitar 33,08 persen, cenderung turun dibandingkan

tahun 2020 yang sebesar 33,3O persen. Penurunan kontribusi industri terhadap

PDRB merupakan dampak gIobal covid-19.

Tabel 2.37
Konstribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Tangerang

Tal:,un 2016-2027
No. Tahun Kontribusi PDRB

ADHB (%)
Kontribusi PDRB

ADHK (%)

1

2
2016 37,47 37,47
2017 36,84 36,85

37,802018 35,86
4 2019 ?< .) l 36,96
5 2020 33,30 35,25
6 2021 33,08 34,85

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2016-2O21, diolah.

3
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2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

a. Seni Budaya dan olahraga

Jumlah sanggar seni berupa tari, musik dan karawitan di Kabupaten

Tangerang menga-lami kenaikan setiap tahunnya. Sementara seni tradisional,

tradisi masyarakat, seni modern, seniman, lembaga seni, galeri seni, dan

kelompok/grup kesenian tetap tidak ada perubahan.

Jumrah sanggar ,.., o"lti,tlrtfdi Kabupaten Tangerang
Tahun 20i5-2021

No. Uraian 2015 20t6 2077 2018 20t9 2020 2021

1
Sanggar Seni
(Tari. Musik. Karawitarr) 6 8 9 9 9

2 Seni Tradisional a? 23 a1 23 a1

Tradisi masyarakat 10 10 10 10 10 10 10

4 Seni Modern 4 4 4 4 4 I 4
J Senimarr
6 Lembaga Seni

Kelompok/Grup
Kesenian

2 2 ,2 2 2

8 78 7a 78

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga Kebudagaan dan Pariwisata 2021

Untuk Sanggar seni budaya di Kabupaten Tangerang jumlahnya tetap,

hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang masih memegang dan

menghargai adat dan seni budaya.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.L Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Murni

APM merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan MDG's dalam

mengukur pencapaian kesetaraan gender dibidang pendidikan. APM mengukur

proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. yang dibagi dalam tiga kelompok
jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tallrun dan SMP untuk
penduduk usia 13-15 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten
Tangerang untuk tingkat SD/MI mencapai 99,65yo mengalami kenaikan dan
tingkat SMP/MTS mencapai angka 80,91%% juga mengalami penurunan.

.lo
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Tabel 2.39

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tangerang Tahun 2Ol5-2O21

Jenjang

Pendidikan
2015 2016 2017 20la 201,9 2020 202t

SD/Sederajat 94.t2 96.6 95.84 98.98 94.47 99,65

84.31 I 6..+ 78.95 79.06 at .62 81.56 I 80,91

Sumber : Dinas Pendidikan 2021

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan

SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun

atau rasio jumlah siswa. berapapun usianya. yang sedang sekolah di tingkat

pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan

dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2O2l APK di Kabupaten

Tangerang untuk tingkat SD/MI sebesar lO7.O4 menurun dari tahun 2020. APK

tingkat SMP/MTs sebesar 101.98 meningkat dari tahun 2020. secara lebih

lengkap dapat dilihat pada tabel 2.33 :

Tabel 2.4O
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tangerang

lahun 2015 - 2O2l

No Uraian 20 15 2016 2018 20t9 2020 2021

1 SD/MI tog.64 ltt,o2 110,56 109,49 to7,o4

2 SMP/MTs 104,06 105,09 tos,29 96,27 92,57 101,98

2077

Sumber : Dinas Pendidikan 2021

c. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah

penduduk. baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi. menurut
pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.lndikator pendidikan ini bermanfaat

untuk menunjukkan capaian hasii pembangunan pendidikan di suatu daerah.

selain itu berguna pula untuk menyusun perencanaan penawaran tenaga kerja.

terutama untuk mengetahui kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu
wilayah.

96.3

SMP/Sederajat

tto.92 86.81

90.64



JumiahNo. Pendidikan
1 < Sekolah Dasar (SD) 376.472

2
Sekolah Menengah

Pertama
280.606J Sekolah Menengah Atas
40.3074 Perguruan Tinggi

970.583Jumlah

'74

Ditamatkan Kabu aten Tan Tahun 202O

Pendidikan Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tangerang tahun ajaran

2O2O l2O2I untuk siswa TK sebanyak 18.396 siswa. tingkat RA sebanyak

L2.437 siswa. penitipan anak sebanyak 101 anak. dan PAUD sebanyak 10.706

siswa. sehingga jumlah usia siswa PAUD se-Kabupaten Tangerang adaiah

sebanyak 4L.64O siswa. dengan jumlah usia penduduk 4-6 tahun sebanyak

266.021 siswa. Persentase partisipasi sisya PAUD yang ikut pendidikan

dibandingkan dengan jumlah anak usia 4-6 tahun adalah sekitar O.160A.

Tabel 2.42
Jumlah Usia Siswa TK/RA/PAUD di Kabupaten Tangerang

Tahun 202O 2021

Sumber : ltttps:1 / dapo.ketrdikbud.clo.id

d. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan

dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan

kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Data
jumlah sekolah di Kabupaten Tangerang sampai tahun ajaran 2O2O l2o2l
menurut data dapo.kemdikbud.go.id sebanyak 3. 488 unit dengan jumlah
penduduk tahun 2020 sebanyak 3.245.619 jiwa dengan jumlah penduduk usia
sekolah (4-18 tahun) sebanyak 993.819 jiwa. Rasio ketersediaan sekolah di

Kabupaten Tangerang sebesar 0,003509693 (0,35%)

URAIAN SISWA

TK 19,806

KB 25,031

TPA a'7

SPS 3,O2t

PKBM 9,899

SKts B9

Tabel 2.41
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2O21

273.r98
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e. Rasio Guru-Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar

per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio Guru terhadap murid

digunakan untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar serta

melihat mutu pengajaran di kelas. Interpretasi dari Rasio guru terhadap murid

menggambarkan semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang

tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu

penga,jaran cenderung semakin rendah.

Tabel 2.43
Rasio Guru Murid Kabu aten T eran Tahun 2016-2020

Tabel 2.44
Fasilitas Pendidikan di Kabu aten Tan ran Tahun 2020

No. TaLun Jumlah
Guru Jumlah Murid Rasio

1 20t6 22,953 534,061 o.0362
563,750 0.0399682 20t7 zz,JJz

c 2018 s53,747 o.04782423,t60
20t9 23,276 563,750 0.041288

5 2020 24,114 634,061

Fasilitas Pendidikan 2O2O Ganjil 2020 Genap

Ruang Kelas 27,372 27,397
Ruang Perpustakaan |,373
Ruang Lab

1,360
1,601 1,593

Ruang Praktik 336
Ruang Pimpinan

304
2,O99 2,714

Ruang Guru 2,4o2 2,858
Ruang Ibadah 977 972
Ruang UKS 744 730
Ruang Toilet 7,904 8,r25
Ruang Gudang 1, 138 7,t47
Ruang sirkulasi
Tempat Bermajn / Olahraga 316
Ruarg TU 8s8 847

Sumber : https : / / dap o. kemdikbud. q o. id

f. Fasilitas Pedidikan

Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam rangka

mencapai keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di lingkungan

sekolah. Penyediaan bangunan gedung yang memadai dan memenuhi standar

mempakan salah satu upaya dalam memenuhi ketentuan minimum standar

sarana prasarana yang disyaratkan oleh pemerintah.

I

o.04434

I

I

34 lsz
324
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Fasilitas Pendidikan 2O20 Ganjil 2020 Genap

Ruang konseling tt4 ). t2
Ruarg OSIS 366

4,647 4,924Ruarrg Bangunal
Sumber : http s : / / dapo. kemdikbud. q o. id

Fasilitas pendidikan di Kabupaten Tangerang menurLlt data yang

diambil dari https: / /dapo.kemdikbud.eo.id pada tahun ganjil 2O2O meliputi

ruang kelas sebanyak 21.372 unit, dengan kenaikan di tahun genap 2O2O

sebanyak 21.397 unit. Fasilitas berupa ruang perpustakaan sebanyak 1.360

unit di tahun ganjil 2O2O dan meningkat di tahun genap 2O2O menjadi 1.373

unit, fasilitas ruang guru juga bertambah ditahun 2O2O genap sebanyak 2.858

unit, yang sebelumnya sekitar 2.802 ur.il. Fasilitas pendidikan di Kabupaten

Tangerang meliputi Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dilengkapi

dengan fasilitas Sanitasi Sekolah (Sanisek), fasilitas sanitasi ini merupakan

perhatian Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap peningkatan kualitas

sanitasi bagi usia sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten

Tangerang.

Tabel 2.45
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik di Kabupaten Tangerang

Ta}lun 2Ol7-2021

Ta]:un Bark Rusak
Ringan

Rusak
Sedang

Rusak
Berat

Rusak
Tot;rl

,.lulnlah

1 2017 2.632 +-lut 392 215 27 I a.247
2 2018 3.036 4.714 450 323 250 8.773

20t9 3.268 4.566 536 48r 0 8.851
4 2020 2.010 5.998 467 0 9.433
5 2021 4.29t 5.476 13 9 0 9.749

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2021

Kondisi Bangunan Sekolah SD/MI di Kabupaten Tangerang pada Tahun

2O2l dengan kondisi baik sejumlah 4.297, kondisi rusak ringan sejumlah

5.476, kondisi rusak sedang sejumlah 13, dan kondisi rusak berat sejumlah 9.

Dari data pada tabel diatas, menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang telah

melakukan perbaikan terhadap bangunan Sekolah SD/MI.

JOJ

No.

s58



-76-

Tabel 2.46
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Tangerang

Tahun 2Ol7-2021
Rusak
Berat

Ru sak
Total

i 20t7 61 88 10 7 7 773
2 2018 79 97 I 8 200
3 2019 99 99 8 l4 8 228
4 2020 t3 157 2t 15 0 266
J 2021 , 17) ,)6) t6 4 0 4454

Sumber : Dinas Pendidikan TaLun 2O21

Dengan adanya data Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan

baik Tahun 2021, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tangerang telah

melakukan perbaikan terhadap bangunan Sekolah Pendidikan SMP/MTs.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 9 mengamanatkan setiap guru

wajib memperoleh kualilikasi akademik minimal S1/D4. Selain kualifikasi

akademik, UU tersebut mengamanatkan guru harus memiliki kompetensi,

serLifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Tabel 2.47
Persentase Guru SD Memenuhi Pendidikan S1 Tahun 2Ol7 -2O2O

Guru 2017 2018 20t9 2020

Guru > Sl 17,216 tl,240 1 1,6 10 t1,761

Guru 12,588 72,462 t2,638 t2,677

Persentase S l 89 90 92 93

Sumber : http s : / / dapo. kemdikbud. q o. id

Tabel 2.48
Persentase Guru SMP Memenuhi Pendidikan S1 Tahun 2Ol7-2O21

2017 2018 2019 2020 2021
Guru > S1 4,15 4,394 4,636 4,7 tA 4.730

Gurr 4,56 4,74 4,92t 5,089 5418
Persentase S 1 91 93 94 93 87.30

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2021

Untuk 2021, kualitas guru mengalami peningkatan jenjang Strata 1

dibanding 2O2O.ini menunjukkan kesadaran para guru dalam menambah

stratanya.

No Tahun Baik Rusak
Ringan

Rusak
Sedang

Jumlalr

7

Guru
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2. Kesehatan

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun

dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Dari tahun 2014 sampai d er.gan 2O2l Angka Kelangsungan Hidup Bayi semakin

meningkat.

Tabel 2.49
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kabupaten Tangerang

Tahun 2074-2O21

No Tahun Angka Kelangsungar Hidup
Eayi lALEr )

0.71 11 2014
2015 0.715

3 20t6 0.753
4 20t7 0.715
5 0.753
6 2019 o.772

2020 o,997
8 o,997

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Tangerong Tahun 2021

Untuk angka kematian bayi menunjukkan jumlah yang hampir sama

dengan tahun sebelumnya.hal ini menandakan perlunya peningkatan edukasi

ke masyarakat tenta-ng cara merawat bayi dengan benar, termasuk kewajiban

lmunlsasl.

b. Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tangerang sebesar 0.2/ 1000

kelahiran hidup. Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah kematian bayi tahun

2015 s/d tahun 2021.

Tabel 2.50
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021

251

I
2075 334

2016

20t7
2A9

285

20t8 247

20t9 227

2020 2t7

202t

Sumber : Dinas Kesehatan 2021

2

2018

202r I

TaLun Nilai
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Gambar 2.19
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang Tahun 20 15-202 1
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Sumber Data: ProfiI Dinas Kesehatan 2021

Angka Kematian Bayi atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah jumlah

kematian bayi dibawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Pada gambar 2.6

terlihat jumlah kematian bayi di Kabupaten Tangerang menurun sejak Tahun

2017 sebesar 285 menjadi 247 pada tahrtn 2018 dan terus menurun pada tahun

2019 sebesar 227. Tahun 2020 jumlah kematian bayi menurun menjadi 203

jiwa.Tahun 2021 kematian bayi meningkat menjadi 251.

Hal ini disebabkan antara lain karena meningkatnya angka kelahiran

dan terjadinya covid 19 ditahun 2O2O.sehingga kesejahtraan keluarga muda

mengalami penurunan.kurangnya perhatian ibu ibu dalam merawat anaknya.

Penyebab kematian bayi pada tahun 2021. dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.51
Pen ebab Kematian B di Kabu ten Tan Tahun 2013-2021

Jumlah
No

Penyebab
Kematian Bayi

2015 2016 20t7 20ta 2079 2020 2021
1 195 138 t22 42 a4 88

42 67 50 762 ASFIKSIA 68 65 70
3 TETANUS 3 2 2 1 i 1

24 244 SEPSIS 22 23 22
3

16 39

KELAINAN
KONGINETAL 2I 26 49

34

6 IKTERUS 1 1 2 I 0

7 PERDARAHAN
INTRAKRANIAL 1

8 PNEUMONIA 3 22 4

t20BBLR

5 20
10

0
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, Jumlah

20t7 2018 2079 2020 2021

DIARE 4 2 o 5

10 LAIN-t-AIN 25 2t 54 9 2t
Jurnlah 334 249 245 247 224 203 251

No

Sumber :Kesga -Kesmas Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2013-2O21

Dari data diatas menunjukkan peningkatan kematian bayi terbanyak dari

Asfiksia, BBLR, dan Diare. Hal diatas menunjukkan periunya edukasi kepada

ibu ibu dan penambahan Puskesmas, penambahan jumlah tenaga kesehatan

seperti Dokter anak, bidan.

Penyebab terbanyak kematian Bayi pada tahun 2019 adalah ashksia,

dan urutan kedua adalah BBLR. Berbanding terbalik dengan kondisi di tahun

2018 yang menempatkan BBLR sebagai penyebab kasus kematian terbanyak.

Tahun 2020 penyebab kematian bayi didominasi oleh BBLR. Hal ini disebabkan

karena kesadaran ibu-ibu hamil yang mengikuti anjuran untuk memeriksakan

kehamilannya secara berkala. Untuk tat,un 2O2l kematian bayi banyak

disebabkan BBLR, Asfiksia, dan Diare.

c. Angka Kematian Ibu

AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan

dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau

pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau

terjatuh di setiap 10O.00O kelahiran hidup. Indikator AKI mampu menilai

derajat kesehatan masyarakat, karena sensitivitasnya terhadap perbaikan

pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia berdasarkan SDKI tahun 2012

sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup dan menjadi 305 per 100.000

kelahiran hidup berdasarkan SUPAS tahun 2015. Upaya menurunkan angka

kematian ibu adalah salah satu prioritas dalam target SDGs yaitu pada tahun

2030 mengurangi angka kematian ibu hingga dibawah 70 per 100.000

kelahiran hidup. Sedangkan RPJMN tahwn 2024 target AKI menjadi 183 per

10O.000 kelahiran hidup. Hal ini karena peran semua pihak dalam

bergandengan tangan menyelamatkan ibu dan bayi di Kabupaten Tangerang.

Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah kematian ibu tahun 2015 s/d tahun
2020.

Penyebab
Kematian Bayi

2015 20r6
9

35 13
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Gambar 2.2O
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang Tahun 2Ol5-2O21

73

1

44

2015 2416 2411 2 018 2019 2020 2021

Penyebab kematian ibu di Kabupaten Tangerang pada tahun 2O2l dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.52
ebab Kematian Ibu di Kabu aten Tan eran Tahun 2021

Tahun 2021 penyebab terbanyak kematian adalah Covid-19. Dengan

adanya Pandemi Covid-19 sejak Maret 2O2O menyebabkan menjadi

penyrrmbang kematian ibu nomor 1 di Kabupaten Tangerang, yaitu sebanyak

32 kasus kematian ibu hamil terkonfirmasi Positif Covid-19. Kami berupaya

untuk mencegah penularan Covid- 19 pada ibu hamil dengan gencar melakukan

penyuluhan di masyarakat tentang WUS menunda kehamilan di masa

Pandemik Covid- 19 ini, dan pada ibu hamii diberikan pengertian betapa

Jumla-hPenyebab Kematian Ibu
22Perdarahal
1iHipertensi dalam kehamilan, PEB/Eklamsia

Komplikasi non obstetri 2

1Infeksi

1

Gangguan Sistem peredaran darah (Jantung, Stroke
dll)

1Metabolik
Covid 19

1HIV
1Dehidrasi
1Keracunal

Cancer 1

1Abortus Molahidatidosa
78JUMLAH

I

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Sumber Data : Kesga -Kesmas Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2O27

Sumber Data:Kesga -Kesmas Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2O21

I

TB Paru 3



pentingnya untuk berada di rumah saja, selalu menjalankan protokol kesehatan

3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Pada ibu hamil

resiko tinggi dilakukan pemeriksaan swab PCR Cito sebagai persyaratan untuk
rujukan Ibu hamil ke Rumah Sakit, juga dilakukan pemeriksaan swab antigen

pada ibu hamii yang sudah memasuki usia kehamilan 38 minggu sehingga

dapat menjaring ibu hamil yang positif Covid 19 secara dini. Seluruh kasus

kematian ibu (38 kasus) sudah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) di

tingkat kabupaten oleh tim AMP Kabupaten Tangerang sebagai pembelajaran

untuk mencegah kematian serupa di masa yang akan datang.

d. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Rasio posyandu per satuan balita merupakan jumlah posyandu untuk

setiap 1000 orang balita. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan

Baiita tahun 2020 sebesar O.6.

Rasio pos petayanan ,".H3:,',?.S$andu) per Satuan Balita
Kabu aten Tan eran Tahun 2016-202 1

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2021

Adanya peningkatal rasio pelayanan posyandu, menandakan pelayanan

posyandu berjalan dengan baik.

No Tahun Rasio Pos Pelayalan Terpadu
(Posya.rldu) per Satuan Balita

1 2016 0,042361 1 I I

2 2017
0,043753 2018

4 2079 0,6
5 2020
6 202t

0,6
o,79t
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e. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tangerang

saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan

dasar (puskesmas, polindes dan puskesmas pembantu/ pustu) . Seluruh

kecamatan di Kabupaten Tangerang sudah memiliki puskesmas. bahkan di

beberapa kecamatan memiliki 2 puskesmas dengan total sebanyak 44 unit.

Jumlah ini terdiri dari puskesmas rawat inap 37 unit dan non rawat inap 46

unit sedangkan jumlah Kecamatan sebanyak 29 Kecamatan. Berdasarkan

Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 1976. kapasitas layanan satu
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puskesmas di satu kecamatan dengan jumlah penduduk antara 30.000 jiwa

sampai 50.000 jiwa. Kabupaten Tangerang Tahun 2019 jumlah puskesmas

sebanyak 44 unit yang tersebar diseluruh kecamatan.

Jumlah Puskesmas yang dibutuhkan didasarkan pada rata-rata

penduduk 30.000 jiwa adalah sebanyak 71 unit untuk jumlah penduduk

3.80O.787 jiwa. artinya Fuskesmas yang tersedia masih kurang kebutuhan

sebanyak 27 unit. jadi rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Kabupaten

Tangerang tahun 2021 adalah 1 : 6.351 Selain itu tingkat pelayanan dan

fasilitasnya perlu ditingkatkan. Rasio Puskesmas. Poliklinik dan Puskesmas

Pembantu (Pustu) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021. secara lebih

lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.54
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Klinik

di Kabu aten ran Tahun 2021

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Tangerang, 2021

f. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi

menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara

berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh

pasien. Rasio Rumah sakit per satuan penduduk adalah perbandingan antara

jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk untuk 100.000 penduduk.

penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2020 sebanyak 3.245.617 jiwa jumlah

rumah sakit yang ada di Kabupaten Tangerang sebanyak 20 unit yang terdiri

dari Rumah sakit Umum pemerintah (3 unit). rumah sakit swasta dan rumah

sakit ibu dan anak (21 unit), sehingga rasio rumah sakit terhadap penduduk di

Kabupaten Tangerang tahun 2020 sebesar 0.7 artinya jumlah rumah sakit di

Kabupaten Tangerang belum memenuhi dari sisi jumlah serta kualitas

pelayanan dan fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan, terutama untuk

No. Fasilitas Kesehatan
1 Puskesmas Rawat Inap

2 46
Puskesmas Non Rawat
Inap

3 46
4

Puskesmas Pembantu
Klinik Pratama 469

5 58

656
Klinik Utama

Total
Jumlah Penduduk 3.245.617

Rasio l:4.947

2021
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RSU Tangerang dan RSUD Balaraja yang menjadi rumah sakit rujukan regional

provinsi.

Tabel 2.55
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang

Tahun 2015-2021
NO URAIAN 20t6 20t7 2018 2019 2Q20 2021

1
.Jumlah RSU
(Pemerintah) 2 2 3 3 3

Jumlah
Seluruh
Rumah
Sakit

20 24 17 27

3
Jumlah

Penduduk 3.264.776 3.362.720 3.477 .495 3.584.770 3.245.6t7 3.800.787

4 Rasio 1:155466 1 : 152851 1: 149.365 l:162.281 1:140763

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupoten Tangerang, 2021

Adanya penambahan jumlah rumah sakit di Kabupaten Tangerang Tahun

2021 sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk, hal ini dapat dilihat

dari rasio yg cenderung turun dibandingkan tahun 2020.

g. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio Dokter per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar

ketersediaan Dokter baik dokter umum ataupun spesialis dan cakupan

pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk.

Tabel 2.56
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang

Tahun 2016-2021

No Tahun
Rasio Dokter (spesialis+umum) /

1000 penduduk
Rasio Dokter Gigi (termasuk
Dokter Gigi Spesialis)/ 1000

penduduk
1 2016 0.0523958333 o.06724537Q4

2 2017 0.0531828704 o.06t_9328704
3 20 18
4 20t9 0.0490162037 0,0804976852

2020 0.0529513889 0.0701851852
6 2021 o,7348367 14 o,107837673

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2021

Dari perbandingan rasio jumlah Dokter Umum dan Dokter Spesialis

antara tahun 2O2O dan 2021, maka dapat disimpulkan jumlah Dokter Umum

dan Dokter Spesialis makin meningkat.

2

2 19
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h. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis perjumlah penduduk menunjukkan seberapa besar

ketersediaan tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada penduduk.

Tabel 2.57
Rasio Tenaga Medis Bidan dan Perawat per Satuan Penduduk Kabupaten

T eran Ta}:lun 20\6-2027

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2021

Untuk Ratio tenaga medis Bidan pada tahun 2021 rnengalami jumlah

peningkatan dibanding tahun 2020 yart:u 2,94. Sedangkan untuk Ratio tenaga

nedis Perawat pada tahun 2021 mengalami jumlah peningkatan dibanding

tahun 2020 yaitu 17,49.

i. Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD dititik beratkan

pada kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di semua wilayah, dan

pemantauan jentik berkala untuk mencapai angka bebas jentik sesuai target

(>95%), kegiatannya dilakukan dengan melakukan Sosialisasi dan Pembinaan

Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik khususnya di wilayah -wilayah endemis DBD,

melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan melaksanakan Fogging Fokus

sesuai kriteria dari hasil penyelidikan Epidemologi sebagai upaya untuk
memutus rantai penularan DBD yang di dahului dengan kegiatan penl'uuhan

kepada masyarakat ,Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Larvasidasi

(pemberian abate untuk membunuh jentik nyamuk pada tempat -tempat
penampungan air) dan dilanjutkan fogging fokus dengan radius 200 m.

Rasio tenaga medis
perawat f 100.000

penduduk
No Tahun Rasio Tenaga medis

bidan/ 100.000 penduduk

47.621 20t6 44.94
a 2017

2018 73.95 6r.573
4 20t9 5t.92 77,43

55,34 94,75 2020
2021 59,28 116,196
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Gambar 2.2I
ncidence Rate) DBD di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021
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Data:P2P Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2021

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa angka kesakitan akibat DBD

tahun 2021 masih dalam batas normal yaitu < 49 / 1o0.00o penduduk (8,9

/ 100.000 penduduk) sesuai dengan indikator renstra Kabupaten Tangerang IR

= < 49 1100.000 Penduduk.

Gambar 2.22
Grafik Case Fatality Rate /Angka kematian (CFR ) DBD di Kabupaten

Iangerang Tahun 2015 - 2021

2,70

3

5

2.

1,5

2,

1,16

1

0,5

0

,65

0,02
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Sumber : Data P2P Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2021

Angka Kematian (AK)/Case Fatality Rale (CFR) kasus DBD 1 tahun

terakhir mengalami peningkatan yaitu mencap ai 2,7 V" pada tahun 202 1 .

Dibandingkan tahun 2020 0.27o.Kemudian dari tahun tahun 2018 ke

20l9mulai menurun yaitu 0,1 7o dan terus menurun sampai menjadi O,O2 Vo

pada tahun 2020 . Angka kematian kasus DBD di Kabupaten Tangerang pada

tahun 2017 di atas target nasional >7ok.

f-t
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j. Penderita diare yang ditangani

Berdasarkan hasil kegiatan Rapid Survey Diare yang dilaksanakan pada

tahun 2015, diketahui bahwa angka kesakitan diare pada semua umur adalah

27O per 1000 penduduk, angka kesakitan diare pada balita adalah E43 per 1O00

penduduk. Selain itu diare juga merupakan penyakit yang berpotensi

menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Dari hasil pengumpulan data melalui rekapitulasi laporan bulanan diare

di wilayah Kabupaten Tangerang, menunjukkan hasil sebagai berikut.

Gambar 2.23
Penemuan Kasus Diare Semua Umur Di Kabupaten Tangerang

Tahun 2013-2021

120.000

100.000

80.000

50.000

40.000

20.000

96.122

3.549

65.247

57.337
3

28.390

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2421

o.741

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah penderita diare semua umur

yang dilayani di Puskesmas dan kader dari tahun 2O2O ke 2O2 1 cenderung

mengalami stagnan. Meskipun jumlah kasus yang mendapatkan pelayanan

cenderung tetap, namun cakupan belum sesuai target nasional yaitu 100%.

Cakupan penderita diare paling rendah berada pada tahun 2016 yaitu sebanyak

28.390 kasus pada persentasi 42,24 yo, sedangkan paling tinggi ada pada tahun

2O19 yaitu 99.703 kasus dengan persentasi 70,35 %. Berikut presentase

cakupan penderita diare semua umur di Kabupaten Tangerang.

Sumber: Bid.P2- P2P Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2021
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Gambar 2.24
Persentase Cakupan Kasus Diare Semua Umur

Di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-202 1

96,61%

32%

16,74%
67,37%

42,24%
33,92%

2013 2014 2015 2016 2Afi 2018 2079 2020 2027

8698
l8

651

2014 2015 2015 2011 2018 2019 2020 202L

,44%

Sumber : Bid.P2-P2P Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2021

k. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Angka penemuan kasus Tuberkulosis adalah jumlah semua kasus TB

yang diobati dan dilaporkan diantara perkiraaan jumiah semua kasus TB

(insiden). Pada akhir tahun 2021 diperoleh jumlah kasus yang berhasil di catat

sebanyak 6.083 kasus, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus

TB dari tahun sebelumnya.

Gambar 2.25
Jumlah Kasus T\:berkulosis Tercatat dan Diobati di Kabupaten Tangerang

Tahun 2014 -2021

Jumfah Kasus TBC di Kab. Tangerang Tahun 2ot4-2o27

00072
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Sumber Data: Bid P2P Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2021

5U60 1,,rj:
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Gambar 2,26
Angka Kesembuhan dan Keberhasilan Pengobatan TB

Di Kabu ten Tahlun 20l3-2021

Sumber Data: Bid P2P Dinas Kesehatan Kab.Tongerang 2021

1. Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus HIV/AIDS

Kabupaten Tangerang mempunyai Layanan Komprehensif

Berkesinambungan (LKB) HIV 44 Puskesmas diantaranya 44 puskesmas dan

15 Rumah Sakit yang menjadi Layanan Konseling dan Tes (KT). Serta 16

puskesmas dan 5 Rumah sakit yang menjadi Layanan Perawatan, Dukungan

dan Pengobatan (PDP).

Gambar 2.27
Distribusi Kasus HIV AIDS di Ka Tangerang Tahun 20 13-202t

3500
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3092

638
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Sumber: Bid.P2- P2P Dinas Kesehoton Kab.Tangerang 2021

Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2O2l terjadi kenaikan kasus HIV

yang sangat drastis dari 465 kasus ke 3092 kasus dan terjadi kenaikan kasus

AIDS dari 298 kasus ke 638 kasus. Hal ini terjadi karena sudah banyak yang

2073 2074 2015 2016 2017 2018

+Htv +At05

Tangerang

93 ,€

2A73 2A14 2015 2016 2ol1 2013 2c19 2C20 ;rr: I
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tahu status HIV tetapi tidak akses Anti Retrovirai (ARV) sehingga banyak yang

menjadi kasus AIDS.

m. Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Penyakit tidak menular (PfM) merupakan penyakit kronis yang tidak

bisa ditularkan dari orang ke orang. PTM diantaranya adalah Hipertensi,

Diabetes Melitus, Kanker Leher Rahim, Kanker Payrdara, Tumor/ Benjolan

Payudara, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). PTM merupakan hampir

TOVo penyebab kematian di dunia.

Gambar 2.28
Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Penyakit Tidak Menular I

Sumber Data: Bid P2P Dinas Kesehatan Kab.Ta ngerang 2021

n. Penyakit Menular lainnya Potensial Wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB)

Indikator yang harus dicapai dalam penanggulangan kejadian luar biasa

adalah kejadian luar biasa (KLB) harus bisa ditanggulangi < 24 jam,

menurunnya KLB dengan CFR menurun < 1 7o saat KLB terjadi.

Tabel 2.58
Distribusi Penyakit Menular lainnya Potensiai Wabah dan Kejadian Luar

Biasa Tahun 2021
2019 2020 2021

NO JENIS KLB JUMI.A.H
KECAMATAN

I(ASUS JUMLAH
KECAMATAN KASUS

JUMLAH
I(ECAMATAN

I{ASUS

1

Keracunan
Makanan 3 I 2 l

c Hepatitis A I 6 0 o

3 Covid-19 o 0 29 5514 29 22.O74
Sumber Data: Bid.P2P -SIPK Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2021

3 00000
600000
400000
200000

0

60207 6

I*oou 55 798
Penyakit Tidak Menu

3 335

i... .+'
.o** o'' "ta^\.:
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Telah terjadi Penyakit Menular lainnya Potensial Wabah dan Kejadian

Luar Biasa (KLB) Tahun 2027 yaitu Covid- i9, dengan jumlah 22.O74 di seluruh

Kecamatan Kabupaten Tangerang. Terjadi peningkatan Penyakit Menular yang

Iuar biasa dibandingkan dengan Tahlun 2O2O, hal ini dikarenakan banyaknya

warga di wilayah Kabupaten Tangerang yang terpapar Covid-19.

o. Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil diberikan kepada ibu hamil yang

dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Proses ini

dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang dikelompokkan sesuai usia

kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga.

Gambar 2.29
Cakupan (Dalam 7o) Pemeriksaan Ibu Hamil (K1) Tahun 2Ol5-2O21
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Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Th.2021

Dari grafik diatas diperoleh cakupan K1 pada tahun 202 1 adalah 102,60

7o meningkat dibandingkan cakupan Kl tahun 2020.
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Gambar 2.30
Cakupan Pemeriksaan Ibu Hamil (K4) Tahun 2Ol5-2O21

99,00
98,20
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94,90
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Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Tongerang Th.2021

p. Pelayanan Kesehatan lbu Bersalin

Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan meningkat setiap tahun, pada

talftt,f, 2O2l mencapai lO!,2o/o, penurunan ini dikarenakan menurunnya jumlah

persalinan.

Gambar 2.31
Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan

di Kabupaten Tangerang Tahun 20 15-202 1

LLLiLifl
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Th.2021

Pada grafik di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 202O, cakupan

penanganan komplikasi kebidanan di Kabupaten Tangerang 9O,7%. Menurun

dibandingkan cakupan penanganan komplikasi kebidanan tahun 2019 sebesar

91,4o/o. Dikarenakan kondisi Pandemik Covid 19 yang menyebabkan

96,10

Dari grafik diatas diperoleh persentase kunjungan ibu hamil K4 pada

Tahun 2O2l mengalami kenaikan yaitu 99Vo. Kenaikan cakupan K4

memperlihatkan bahwa pelayanan kesehatan lebih optimal.
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keterbatasan. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan

Kabupaten Tangerang pada tahun 2015-2019 digambarkan

dibawah ini :

932

20r5 2016 20t1 20ra

Gambar 2.32
Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Tangerang

Tahun 2015-2020

di wilayah

pada grafik
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3(}
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Sumber Data : Bid.Kesmas- Kesga Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2020

Meningkatnya cakupan pertolongan ibu bersalin dengan bantuan tenaga

kesehatan yang kompeten merupakan salah satu upaya untuk menurunkan

AKI dan AKB.

q. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu

nifas sesuai standar, yang dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali sesuai

j adwal yang dianjurkan, yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca

persalinan, pada hari keempat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan

pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Cakupan

pelayanan ibu nifas dari Tahun 2015 sampai 2O2l dapat dilihat pada grafik di

bawah ini :

Gambar 2.33
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Tangerang

Tahun 2015-2021
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Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Th.2021
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Dari grafik tersebut diatas terlihat bahwa cakupan pelayanan ibu nifas di

tahun 2021 sebesar 99,o/o mentngkat dibanding cakupan tahun 2020 sebesar

97,50h.

r. Pelayanan Kontrasepsi

Cakupan Peserta KB Aktif pada tahun 2019 sebesar 66,67o dan menurun

menjadi 65,54o/" pada tahun 2020. Permasalahan dalam pencapaian peserta KB

aktif antara lain karena masih tingginya kasus Drop Out (DO) KB dan

penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang masih kurang pada peserta KB

aktif. Untuk tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 67 7o.

Garnbar 2.34
Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021
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Sumber Data : Dtnas Kesehatan Kabupaten Tangerang Th.2021

s. Pelayanan Kesehatan Neonatal

Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai

standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus

sedikitnya 3 kali, selama periode 0 sampai dbngan 28 hari setelah lahir.



-94 -

Gambar 2.35
Cakupan Kunjungan Neonatus KN1 dan KN Lengkap di Kabupaten Tangerang

Tahun 2015-2021
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Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Th.2021

Cakupan KN lengkap tahun 2020 lOO,2o/o dan KN Lengkap 100,3% telah

mencapai target SPM pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 1007o.

Peningkatan kunjungan KN 1 dan KN lengkap ini oleh karena peningkatan

kesadaran masyarakat untuk melakukan kunjungan dan keaktifan tenaga

kesehatan dalam melakukan kunjungan terhadap Neonatus. Untuk tahun 2021

mengalami turun sebesar 7610/o.

Gambar 2.36
Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatus di Kabupaten Tangerang

Tahun 2015-2021
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Sumber Data: Sumber: Dinos Kesehatan Kabupaten Tangerang Th.2021

Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatus Tahun 2O2 1 menurun dari

tahun sebelumnya yaitu 76,10o/o, hal ini menunjukan bahwa telah menurunnya

angka kompilkasi pada neonatus karena ibu lebih sadar akan pemeriksaan

kehamilan dan pasca persalinan, dan perawatan pada bayi baru lahir.

I
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t. Pelayanan Kesehatan Bayi

Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2020 sebesar 99,97o meningkat

dibandingkan tahun 2019 sebesar 93,6%. Untuk 2021 mengalami peningkatan

sebesar 97 .lo/o.

Gambar 2.37
Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021
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Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Th.2021

u. Pelayanan Kesehatan Balita

Cakupan pelayanan anak Balita mengalami penurunan tahun 2020

menjadi 94.3 o/o dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 100% dan telah

mencapai target SPM pelayanan kesehatan Balita sebesar 94.3o/o. Untuk tahun

2O2I cakupan pelayanan anak balita mengalami kenaikan 9B.B%. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat kesadaran ibu-ibu untuk merawat bayinya

semakin baik.

Gambar 2.38
Cakupan Peiayanan Anak Balita di Kabupaten Tangerang

Tahun 2015 - 2O2l
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Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Th.2O21
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v, Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Cakupan sekolah yang mendapatkan pelayanan penjaringan kesehatan

pada tahun 2O2L mencapai 100% adalah SD Sederajat. Sedangkan untuk SMP

Sederajat 97 ,9 o/o, dan SMA sederajat : 93,3 %o, hal ini menunjukkan penurunan

dari tahun sebelumnya karena adanya pembelajaran jarak jauh disebabkan

pandemi Covid-l9 yang mengakibatkan pihak puskesmas tidak bisa bertemu

dengan para murid sekolah.

Dibawah ini adalah cakupan sekolah yang mendapatkan pelayanan

penjaringan Kesehatan di Kabupaten Tangerang tahun 2016, 2Ol7,2018,2OI9,

2O2O, dan2O2l.

Gambar 2.39
Cakupan Sekolah Yang Mendapatkan Pelayanan Penjaringan Kesehatan

di Kabupaten Tangerang Tahttn 2016-2021

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Th.2021

Gambar 2.40
Hasil Penjaringan Siswa/l kelas 1,7 dan 10 SD, SMP dan SMA sederajat

di Kabupaten Tangerang Ta}:.'on 2016-2020
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w. Pemantauan Status Gizi

Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk tahun 2021 mengalami penurunan

di banding tahun 2020. Keadaan ini menunjukkan adanya komitmen

menyelumh dari lintas sektor dalam menanggulangi masalah gizi di Kabupaten

Tangerang melalui advokasi dan kegiatan gizi bersumber daya masyarakat

melalui Pos Gizi, KP ASI dan KEPING EMAS. Gambaran status gizi dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

Gambaran status GDi t#;!1,titi Kabupaten rangerang
Tahun 2Ol7-2021

JUMLAH BALITA

Pada Tahun 2O2l telah terjadi penurunan pada Gizi Buruk dan Gizi

Kurang pada Balita, sedangkan telah terjadi peningkatan pada Gizi Baik dan

Gizi Lebih pada Balita. Maka ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan

warga Kabupaten Tangerang makin meningkat.

Gambar 2.41
Trend Gizi Buruk dan Gizi Kurang Berdasarkan Metode (BB/U) di Wilayah

Kabupaten Tangerang Ta}:r:-:.lr 2Ol7 -2021
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Sumber:
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N o/o N %

2.t34

Sumber: Bid.Kesmas- Gizi Dinas Kesehatan Kab,Tangerang 2021
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Gambar 2.42
Jumlah balita yang Mendapatkan PMT Balita APBD Ihbupaten Tangerang
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Bid.Kesmas- Gizi Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2O20

x. Pelayanan Imunisasr

Cakupan imunisasi per antigen pada Tahun 2O2l lelap memenuhi target

yang ditetapkan sebesar lO3.2o/o walaupun mengaiami penurunan

dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 96.5"/o. Hal ini

disebabkan oleh ditetapkannya Pandemi Coronavirus sehingga membatasi

pergerakan masyarakat salah satunya dalam hal mengakses pelayanan

Kesehatan.

Tabel 2.60
Cakupan Imunisasi dasar pada bayi 0- 11 bulan Di Kabupaten Tangerang

Tahun 2O2 I

Sumber Data: Seksi SIPI( Dinas Kesehatan Kab. Tangerang, 2021

No Jenis
Imunisasi

Cakupan (%)

2016 20t7 2018 2019 2020 2021

1 BCG to4,7 10r,8 107,5 98,5 96,6 101,8

2 Hepatitis B O 97 ,O 99 ,7 106,7 98,5 to2,3 106,2

3 DPf . HB III 1o2,6 99,8 100,9 98,5 95,6 98,1

4 Polio IV 103,3 101, 1 100,9 98,5 95,6 101 ,1

5 Campak 101,9 89,9 100 98,5 96,s 103,2
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Tabel 2.61
Uniuersal Child Immun ization (UCI\ Desa Di Kabupaten Tangerang

Ta}:rur. 20l4-2021

NO TAHUN JUMLAH
DESA

JUMLAH
DESA
UCI

% DESA
UCI

I 20t4 271 215 78,5

2 2015 274 262 95,6

3 2016 274 262 95,6

4 274 269 94,2

5 2018 274 269 98,2

6 274 98,2

7 2020 274 249 90,9

8 2021 274 95,26

UCI (Uniuersal Child Immunization) adalah Indikator lain, selain dari

imunisasi dasar lengkap, unhtk mengulatr keberhasilan pemberian imunisasi.

UCI desa/ kelurahan adalah gambaran suatu desa/ kelurahan dimana > BOo% dari

jumlah bagi yang ada di desa/ kelurahan tersebut telah mendapatkan imunisasi

dasar lengkap Upaya imunisasi perlu terus ditingkatkan untuk mencapai

tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi(herd immunitg) sehingga penyakit-

penyakit yang dapat di imunisasi (PD31) dapat dibasmi, dieliminasi atau

dikendalikan, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan upaya

imunisasi dapat semakin efektif bermutu dan efisien.

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa tahun 2021 capaian

Desa UCI sebesar 261 Desa (95,26%) terjadi peningkatar. 4,360/o dari capaian

tahun 2020.

y, Cakupan Universal Health Coverage

Dalam rangka mendukung Universal Health Coverage Kabupaten

Tangerang dan Provinsi Banten , seluruh penduduk Kabupaten Tangerang

harus memiliki Jaminan Kesehatan Nasional JKN-KIS yang dilakukan secara

bertahap. Sesuai Peraturan Bupati Nomor : 38 tahun 2016 tentang Integrasi

program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang Kedalam Jaminan Kesehatan

Nasional, sejak tahun 2016 secara bertahap peserta program Kartu Sehat Pada

Jamkesda Kabupaten Tangerang diintegrasikan ke BPJS Kesehatan. Dengan

jumlah peserta sebagai berikut :

20t7

2019 269

261

Sumber Data: Seksi SIPI( Dinas Kesehatan Kab. Tangerang, 2021
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Tabel 2.62
Jumlah Peserta JKN Terintegrasi di Kabupaten Tangerang

Ta}:un 2016-2021

NO TAHU N SK BUPATI

1 20t6 Nomor : 44O lKep.4l4-HUKl2O16, tentang Nama-
Nama Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten
Tangerang yang diintegrasikan ke dalam JKN BPJS
Kesehatan Tahun Anggaran 2016

37.076

2 20t7 Nomor : 4401KEP.325-HUK|2O17 , tentang Nama-
Nama Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten
Talgerang yang diintegrasikan ke dalam JKN BPJS
Kesehatan Tahun Anggaran 2017

49.699

3 201A Nomor : 44olKep. 159-Huk/2018, Nama-Nama
Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang
yang diintegrasikan ke dalam JKN BPJS Kesehatan
Tahun Angearan 2018

80.o00

4 20t9 Nomor : 44OlKep. 771--Hrkl20l9 tentang
Penetapan Nama-Nama Peserta Program Kartu
Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke
dalam JKN BPJS Kesehatan Tahun Anegaran 2019

5 2020 Nomor : 44OlKep. 771-Hr.k/2019 tentang
Penetapan Nama-Nama Peserta Program Kartu
Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke
dalam JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2019

90.000

6 2021 90.000

Sumber Data : UPTD.PJK Dinas Kesehatan Kab. Tangerang 2021

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatar sampai dengan bulan Desember

2O2l dari jumlah penduduk Kabupaten tangerang 3.105.042 jiwa sebanyak

83,21yo, atau 2.583.755 jiwa telah menjadi peserta JKN KIS/BPJS Kesehatan,

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.63
Jumlah Jenis Peserta JKN Terinte asi di Kabu aten Tan eran Tahun 2021

JUMLAH
PESERTA JKN

TERINTBGRASI

Jumlah Jenis Peserta JKN Terintegrasi Tahun 202'l

PESERTA JAMINAN
KESEI.IATANNO

I
JBNIS KEPESERTAAN

JUMLAH
1 2 3 4

PENERIMA BANTUAN IURAN IPBI)
1 PBI APBN 7 A7 .336 30,47
2 PBI APBD 236.533 9, 15

SUB JUMLAH 1.023.869 39,63

NON PBI
1 Pekerja Penerima Upah (PPU) 990.924 38,35

2
Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) 543.690

3 Bukan Pekerja (BP) 25.268

21,04

0,98
1.559.886SUB JUMLAH NON PBI 60,37

90.000

Nomor : 44O /Kep. 77 L-Hukl2OI9 tentang
Penetapan Nama-Nama Peserta Program Kartu
Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke
dalam JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2019
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Sumber : BPJS Kesehatan tahun 2021

z. Bantuan biaya kesehatan orang miskin/tidak mampu

Tahun 2O2l Pemerintah Kabupaten Tangerang mengalokasikan

anggaran jamkesda yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin/tidak mampu

yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan yang tidak dijamin oleh JKN/BPJS

kesehatan. Jumlah pasien jamkesda yang dilayani baik di Rumah Sakit

maupun Puskesmas sebanyak 5.202 orang dengan rincian sesuai tabel dibawah

1nl :

di Kabu aten ran Tahun 2021

2.583.755JUMLAH PESERTA JKN KAB. TANGERANG

JUMLAH PENDUDUK 3.105.042
83,21oh

NO RUMAH SAKTI JUMLAH PASIEN

1 1.355RSU TANGERANG

2 RSUD BALARAJA 2.258

RS SITANALA 156

4 RSUD PAKUHAJI 1. 183

5 RSCM 16

6 RS MARZOEKI MAHDI 7

8 RS SOEHARTO HEERDJAN 81

7 RS AJI DARMO 2

9 EPUSKESN4AS SF]PATAN

10 PL.ISKESMAS TIGARAKSA i6
11 PUSKESMAS MAUK 22

12 PUSKESMAS CISOKA 14

13 PUSK KEDAUNG BARAT 82

14 RS SILOAM 1

15 RS RSJP HARKIT 1

I TOTAL E 5.202
!

Sumber : UPTD.PJK Dinas Kesehatan Kab. Tangerong 2021

Jumlah Jenis Peserta JKN Terintegrasi Tahun 202 1

NO JENIS KEPESERTAAN
PESERTA JAMTNAN

KESEHATAN

.,UMI,AH .k

Tabel 2.64
Rekapitulasi Pasien Jamkesda Per Rumah Sakit dan Puskesmas
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3. Pekerj aan Umum dan Penataan Ruang

a. Jaringan Jalan

Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Tangerang terdiri dari Jalan

Nasional sepanjang 27.93 Krn sebanyak 1 ruas. Jalan Propinsi sepanjang

105.44 Km sebanyak 9 ruas dan 992,61 Km merupakan jalan kabupaten yang

terbagi menjadi 301 ruas dengan jalan strategis sebanyak 50 ruas sepanjang

279.55 Km. dan ja-lan Lintas Umum sebanyak 251 ruas sepanjang 713.06 Km.

Sebagian besar jalan-jalan yang ada sudah di beton. bahkan sampai ke jalan

lingkungan dengan kondisi konblok.

Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang

mengindikasikan kerapatan jalan (Road Density) pada tahun 2019. kerapatan

j alan di Kabupaten Tangerang sebesar 1.18 Km/Km2. sementara itu. dilihat

dari sisi ketersediaan panjang jalan per jumlah penduduk yang ditunjukkan

melalui indikator panjang jalan per 1000 penduduk (Km/ 1000 orang). sebesar

O.OOO294497Kn/ 1000 Orang. Sedangkan, kualitas jalan Kabupaten, dengan

kondisi jalan mantap pada tahun 202O sebesar 87,55 % atau sekitar 869,07

Km, dengan kondisi rusak sekitar 12.4%o ataw sekitar 123,54 Km.

Gambar 2.43
Kondisi Jalan Kabupaten Tangerang Tahun 2O|3-2O2O

9@ro

3

:

Sumber : Dinas Bina Marga dan SDA kab. Tangerang Tahun 2020

Aksesibilitas Daerah pada tahun 2021 untuk panjang jalan existing

adalah sebesar 992.62 km dengan kondisi jalan mantap (baik-sedang)

sepanjang 923.44 Km, dalam kondisi rusak sepanjang 69. i6 Km. Kondisi jalan

t11.31 217.52@I
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dengan kategori baik pada tahun 2021 adalah 77,65yo, dengan kondisi sedang

15.38% dan kondisi rusak dan rusak berat 6,97%.

Tabel 2.65
Kondisi Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten

Tangerang T ahun 20 L7 -2O2 I

Sumber : Kabupaten Tangerang Dalam Angka, BPS 2020

b. Jaringan Irigasi

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran. bangunan dan bangunan

pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperiukan untuk
penyediaan. pembagian. pemberian. penggunaan dan pembuangan air irigasi.

Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan

irigasi primer. sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut.

yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam

petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier.

saluran kuarter dan saluran pembuang. boks tersier. boks kuarter serta

bangunan pelengkapnya. Didalam pengelolaan jaringan irigasi. tolok ukur

keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Daiam hal ini efisiensi

teknis diukur dari tiga indikator yaitu Pasok Irigasi per Area (PIA). Pasok Irigasi

Relatif (PIR) dan Pasok Air Relatif (PAR). Sedangkan efektivitas ditunjukkan oleh

indeks luas areal (lA). Semakin kecil nilai PIA. PIR dan PAR. maka pengelolaan

irigasi semakin efisien.

Tabel 2.66
Daerah I di Kabu ten Tan eran Tah,ttr, 2O2O

566,25 569,28 770.76Baik 819,35 725,O1
90,49 217,52 312,75 coo 70 152.68Sedang

98,96Rusak 33,53 lo a1 92,O4
49,23 7,64 2t,57 24,58Rusak Berat

@@

Luas Areal (Ha)
No.

Baku Fungsional
Nama Daerah lrigasi Kecamatan

1 DI Gunung Kaler I Gunung Kaler 449 449
2 DI Gunung Kaler 2 Gunung Kaler 962
3 Dl Gunung Kaler 3 Gunung Kaler to/ 767
4 Dl Kemiri 1 Kemiri 582 582

5 DI Kemiri 2 506Kemiri 506
DI Kemiri 3 Kemiri 637 o.1/

7 DI Kresek 1 Kresek 451 451

8 DI Kresek 2 Kresek 413 413
9 DI Kresek 3 Kresek 564 564
10 DI Kronjo 1 Kronjo 636 636

2020 2021Kondisi Jalan 2019

19.68
49.48

962

6
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No. Nama Daerah Irigasi Kecamatan
Luas Areal (Ha)

Baku Funqsional
11 DI Ikonjo 2 Kronjo 535

t2 DI Kronjo 3 Kronj o 928 928
13 DI Mauk 1 Mauk 830 830

Dl Mauk 2 Mauk 796

591

795

15 DI Mekarbaru 1 Mekarbaru 591

16 DI Mekarbaru 2 Mekarbaru 917 917

DI Rajeg 1 Rajeg 323 3Z.J

DI Rajeg 2 Rajeg 674 674

19 DI Sukadiri 1 Sukadiri 549 549

20 Dl Sukadiri 2 Sukadiri 637

2t DI Sukamull'a 1 Sukamulya 534

22 Dl Sukamulya 2 Sukamulya 435

Luas (Ha) t3,7 t6 t3,7 t6
Sumber : Dinas Bina Margo dan SDA, Kab Tangerang, 2O21

Daerah Irigasi (DI) Luas/Panjang Jumlah
Sa.luran Daerah Irigasi (DI) Luas/ Panjang Jumlah

Saluran
DI. CIDURIAN 8.707 Ha DI. CISADANtr 22.411 Ha

Saluran Induk 1
Wilayah SDA
Cisdane Barat

IV 4.526
Ha/58.597 m2

Saluran Sekunder 74.433 m2
Wilaya{r
Garukgak

SDA III 4.615
Ha|28.936 m2

Saluran Sekunder 28.931 m2
Wilayah SDA
Cisdane Barat Laut

1 1.052
Ha165.638 m2

Saluran
Utama

Jaringan 129.91O rn2 Wilayah SDA
Cisadane Utara

VI 2.203
Ha/20.668 m2

UFT SDA Wilayah
II/Cidurian Hulu 3.060 Ha Saluran

Utama
22.396
Hall73.a39 m2

Saluran Induk 13.350 m2 1
UPT SDA
IV/Cisdane Barat

wil 4.526 Ha

Saluran Sekunder 25.789 m2 t7 Saluran Induk 2!.245 m2

37 .352 rr2

1

Saluran
Utama 39.136 m2 Saluran Sekunder 9

UPI SDA Wilayah
IV/ Cidurian Hulu 1.566 Ha Saluran

Utama
Jaringan 58.597 m2

9. 186 m2 1
Wilayah
Garukgak

SDA III 4.615 Ha

Saluran Sekunder 16.215 m2 5 Saluran Induk 0 0
Saluran
Utama

Jaringan 25.401 m2 Saluran Sekunder 28.936 m2 8

UPt SDA Wilayah
VIII/Cidurian Hulu 4O2 Ha Saluran

Utama
Jaringan 28.936 m2

Saluran lnduk 4.O 10 m2 Wilayah SDA
Cisdane Barat Laut 11.052 Ha

Saluran Sekunder 3.229 m2 Saluran lnduk 13.272 m2 1

t4

17

18

637
534
435

Jumlah saluran irigasi yang memiliki kondisi baik meningkat setiap
tahunnya. Pada tahun 2013,jaringan irigasi dengan kondisi baik hanya sebesar
I 1 ,58%. Kemudian pada tahun 2020, jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik
menjadi 64,52oh. Akan tetapi, masih terdapat 35,48yo jaringan irigasi dengan
kondisi buruk.

Tabel 2.67
Panjang dan Luas Daerah Irigasi di Kabupaten Tangerang

Tahun 2021

26.546 m2

18

Jaringan

Jaringan

Saluran Induk

I----]
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Sumber : Dinas Bina Marga dan SDA, Kab Tangerang,2O2T

Daerah Irigasi (DI) Luas / Parrj ang
Jumlah
Saluran Daerah lrigasi (DI) Luas/ Panj ang Jumlah

Saluran
Saluran Jaringan
Utama

7 .239 m2 Saluran Sekunder 52.366 m2 15

UPT SDA WiI
IIlCidurian Hilir 3.667 Ha Saluran

Utama
Jaringan

Saluran lnduk 0
Wilayah SDA
Cisadane Utara

VI 2.203 Ha

11.848Saluran Sekunder 23.278 rn2 Saluran Induk 1

Saluran
Utama

Jaringan 23.278 m2 Saluran Sekunder 9.184 m2 1

DI. CISADANE
Saluran
Utama

Jaringan 21.O32 m2

Wilayah SDA IV
Cisdane Barat

4.526
Hal58.597
m2

Wilayah SDA III
Garukgak

4.615
Ha I 28.936
m2

Wilayah SDA V
Cisdane Barat Laut

11.052
Hal65.638
fir2

Wilayah SDA VI
Cisadane Utara

2.203
Ha/20.668
rn2

Saluran
Utama

Jaringan 22.396
Ha/ 173.839
m2

UPT SDA WiI
lV/ Cisdane Barat 4.526 Ha

Saluran Induk 21.245 m2 1

Saluran Sekunder 37 .352 rn2 I
Saluran Jaringan
Utama 58.597 m2

Wilayah SDA III
Garukgak

4.6 15 Ha

Saluran Induk 0l 0

Saluran Sekunder 28.936 rn2 8
Saluran
Utama

Jaringan 28.936 m2

Wilayah SDA V
Cisdane Barat Laut 1 1.052 Ha

Saluran Induk 13.272 m2 1

Saluran Sekunder 52.366 m2 l5
Saluran
Utama

Jaringan 65.638 m2

Wiiayah SDA VI
Cisadane Utara 2.203 Ha

Saluran Induk 1 1.848 I

Saluran Sekunder 9.184 m2 I
Saluran
Utama

Jaringan
21 .O32 rn2

65.638 m2

22.441 Ha
I

I

I

I

I
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Gambar 2.44
Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tangerang

Tahun 2013-2020
100 'r''r {Ir II E

50

0

.lr'g!' Kohds 3.r[ trrL3arkondri 6uruk

Sumber : Dinas Bina Marga dan SDA, Tahun2013-2016 dan RKPD Kabupaten
Tangerang (2 02 1 ), diolah.

Selain infrastruktur irigasi yang banyak mengalami kerusakan,

Kabupaten Tangerang masih banyak potensi air baku yang belum dimanfaatkan

secara optimal. Selain Sungai Cisadane, Sungai Cidurian, dan Sungai

Cimanceuri tercatat sebanyak 24 danatf rawa/ waduk yang ada di Kabupaten

Tangerang yang dimanfaatkan untuk irigasi dan konservasi. Potensi Embung

Cigarukgak di Desa Kemuning, Kecamatan Kresek dengan luas 177 Ha atau

l.77O.OOO m2 memiliki debit total sekitar 180 lps, dan ini merupakan potensi

air baku bagi PDAM.

c. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Rumah tangga dikatakan menggunakan/mempunyai akses air layak

apabila sumber air minum yang digunakan rumah tangga berasal dari :

. air leding
r sumur bor/pompa dengan jarak ke tempat
r penampungan limbah/ kotoran/tinja terdekat >= 10 m

t sumur terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/

kotoran/ tinja terdekat >= 10 m

. mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/

kotoran/ tinja terdekat >= 10 m

' air huj an
. Serta dikombinasikan dengan penggunaan air mandi/ cuci yang

bersumber dari air terlindung (leding me teran. leding eceran. sumur

bor/pompa. sumur terlindung. mata air terlindung. dan air hujan) bila

sumber air minum utarna menggunakan air kemasan/isi ulang dan air

tidak terlindungi (air terlindung dengan jarak < 10 m dan air tidak

terlindung)

Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap

sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas



-to7-

menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak

berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit.

Tabel 2.68
Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum

di Kabu aten Tan Tahun 2015-2O2O

Sumur
terlindung

Tabel 2.69
Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum

di Kabu ten Tan ran Tahun 2015-2020 lan utan

Sumber : BPS Statistik Kesejahteraan Rakgat Prouinsi Banten 201 5-2020

Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap
sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas
menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak
berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Akses air
minum yang layak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 menurun
dibandingkan tahun 2020, di tahun 202 1 persentase akses rumah tangga
terhadap air minum yang layak sekitar 97,97Vo, kondisi akses rumah tangga
terhadap air bersih yang sekitar 83,13%.

Tabel 2.7O
Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Layak Tahun

2015-2021
Tahun Persentase
2015 73,9a
2016 69,82
20t7
20r8 80,95
20t9 72,a9
onon 98,48
2027 97,97

kdeng
Meteran

Ledeng
Eceran

Sumur
Bor/ PompaTahun

Air
Kemasan
Bermerk

Air Isi
Ulang

9.4416.68 36.13 3.03 4.7 8 27 .972015
32.65 8.322016 t6.4 1.83 2.72

16.59 46.25 4.18 0.00 28.66 J. JJ

77 .98 41.46 0.00 3.95
7 .642Qt9 0 0 12. 18 0.00 77 .2t

2020 t7.16 39,4r 3.85 36.80 1.78

Tahun
I

Sumur Tak
Terlindung

Mata Air
Terlindung

Air
Sungai

Air
Hujan Lainnya

2015 0. 11

Terlindu
o.00

Mata Air
Tak

o.t2 0 0

o.32 o.06 0

20t7 0.59 0.00 0.00 o.o0 0.39
o.94 0.08 0.00 0.01 0.00

2019 0.98 o.27 00.11 0. 15

2020 0.66 0.19 0.14 0.00 0.00 0.00

35.07

20)_7

322018

t.73
2016 2.4 0 o.23

o.o0
2018 0.00

t.46
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Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakgat Prouinsi Banten, BPS Prouinsi Banten
2015- 2021

Jenis Tempat Ibada-h
Jumlah
Tempat
Ibadah

Jumlah
Pemeluk Rasio

Masiid & Musholah 5.119 2.869.058 1 :560
Gereja Protestan 30 94_506 1:3.150

L:13.252Geria Katolik 3
Pura 7.974 l:329

2t 51.482 l:2.452
Sumber : BPS Kab Tangerang, 2021,dan DKB 2020 data diolah.

e. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses

untuk memperoleh layanan sanitasi, Seperti Fasilitas Air bersih, Pembuangan

Tinja, Pembuangan air limbah (air bekas), dan Pembuangan sampah.

Rumah tangga dikatakan menggunakan/mempunyai akses sanitasi

(sanitasi layak) apabila rumah tangga menggunakan fasilitas buang air besar

(BAB) sendiri dan bersama, kloset leher angsa, dan tangki septik sebagai tempat

pembuangan akhir kotoran/ tinja (TPAT). Kondisi sanitasi merupakan salah

satu komponen yang ikut mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat darr

lingkungan yang secara tidak langsung juga turut berkontribusi terhadap

kondisi kesejahteraan masyarakat. Sanitasi yang layak merupakan syarat

mutlak dalam kehidupan sehari-hari untuk tercapainya kesejahteraan,

terutama sanitasi yang layak di lingkungan rumah. Sanitasi termasuk sektor

yang sulit sekali merangkak mencapai target. Indonesia sendiri termasuk yang

masih bekerja keras untuk memastikan target sanitasi bisa tercapai.

d. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Sarana peribadahan semua agama ada di Kabupaten Tangerang

dikarenakan heterogennya penduduk Kabupaten Tangerang. Rasio

ketersediaan rumah ibadah terhadap satuan pemeluk agama paling besar

adalah ketersediaan gereja katolik. Rasionya pada tahun 202O sebesar 1:

L3.252. Jumlah penduduk menurut agama dan ketersediaan tempat ibadah di

Kabupaten Tangerang Tahun 2019 tersebut pada tabel berikut ini :

Tabel 2.77
Rasio Tempat lbadah Per Satuan Penduduk Di Kabupaten Tangerang Tahun

2020

39.756
6

Vihara
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Tabel 2.72
Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2015-2021

(Dalam Persen)

Sumber : BPS Prouinsi Banten, Tahun 2017 dan Statistik Kesejahteraan
Rakgat Kabupaten Tangerang 2 0 1 8-2 02 1

Capaian sanitasi di Kabupaten Tangerang tahun 2021 mengalami

perkembangan yang sangat baik dengan penggunaan fasilitas tempat buang air

besar yang mencapai 89,63 persen, dengan adanya program STOP BAB

Sembarangan dan penanganan desa ODF di Kabupaten Tangerang mengurangi

warga untuk menjaga lingkungan dan hidup sehat.

Tabel2.73
Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang digunakan Rumah tangga, Tahun

2Ol5-2O21 (Dalam Persen)

2018 2020 2021

1
lLeher
lA.n"" 91,58 96,52 96.82 97,96 96,97 97,54 94,50

z lLainnya 7,42 3,48 3 I 8 2,O4 3,03 2,46 5,50

3 Fidak Pakai I o o 0 0 o

Sumber : BPS Prouinsi Banten, Tahun 2017 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Tangerang 20 1 B-2 02 1

Infrastruktur permukiman yang semakin baik ditunjukan dengan

penggunaan tanki septik/ IPAL/ SPAL untuk saluran pembuangan limbah

rumah tangga mengalami peningkatan dengan capaian 94,45 persen ditahun

2021, merryindikasikan program pemerintah Kabupaten Tangerang dalam

menjaga lingkungan tetap sehat dan bersih tercapai dengan baik.

I

1 Sendiri 27,24 81,9
7

85,3
5

84,3
I 79,13

80,3
0

89,63

2 Lainnya 13,09 7,26
14,6

4
15,6

9
20,47 A,A to,37

Tidak Ada 4,62
to,7

6
0,00 0,00 0 00 5,62 0,00

No. Air 2015 2016 20t7 2018 20t9 2020 2027

2015 20t6 20t7 20t9Uenis
lKloset

No

0
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Tabel 2.74
Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Tahun 2Ol5-2O21 (Dalam Persen)

Sumber : BPS Prouinsi Banten, Tahun 2017 dan Statistik Kesejahteraan
Rakg at Kabupaten Tangerang 2 0 1 B-2 02 1

f. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman

milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada

dibawah pengawasan. pengumsan dan pengeiolaan pemerintah daerah.

g. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Untuk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) di Kabupaten Tangerang

pada tahun 2021 sebesar 13,48yo dibandingkan jumlah penduduk yang ada.

secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.75
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk

di Kabu ten Tan Tahun 2021

Sumber : DLHK Kob. Tangerang. 2021

h. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau

mengelompok. yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. tempat tumbuh

tanaman. baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hij au kota merupakan kawasan perlindungan. yang ditetapkan

dengan kriteria :

1. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter

persegi;

I 7 ,95
Tanki
Septik/IPAL/SPA
L

77 64 95,73 90,37 ao,2 88,63 94,45

2 Lainnya
lsz,oo 22,35 9,63 19,8 10,95 5,55

JumlahNo Uraian
aaa1 Jumlah TPS

2 512.460Jumlah Daya Tampung TPS

Jumlah Penduduk 3.800.787
4 Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah 13,48 Yc'

No.
Tempat

Pembuangan
Akhir Tinia

20 15 20t6 2017 2018 20t9 2020 2027
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2. berbentuk satu hamparan. berbentuk jalur. atau kombinasi dari bentuk
satuhamparan dan jalur;

3. Didominasi komunitas tumbuhan.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya

tampung iingkungan. pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan

perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Kawasan perkotaan adalah

wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan. pemusatan dan

distribusi pelayanan jasa pemerintahan. pelayanan sosial. dan kegiatan

ekonomi.

Kondisi saat ini luasan RTH eksisting adalah 9.532 hektar dari luas

kawasanperkotaan di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang 57.363

hektar.bdengan prosentase luas RTH eksisting 16.6lok. Rasio RTH Kawasan

perkotaan di Kabupaten Tangerang lebih besar dibandingkan dengan

kotaJakarta. namun secara amanatUndang-Undang Penataan Ruang no.26

Tahun 2007 belum mencapai target diatas 307o. Kondisi jenis RTH eksisting

yang ada di wiiayah perkotaan k abupaten Tangerang. didominasi oleh RTH

taman lingkungan yang mencapai 42%. RTH. privat yaitu 407o. sedangkan RTH

yang terkecil adalah hutan kota yang hanya 0.08%.

i. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh

Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk

membangun baru. mengubah. memperluas. mengurangi. dan/atau merawat

bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan

teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. sebagian atau

seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air. yang

berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya. baik untuk hunian

atau tempat tinggal. kegiatan keagamaan. kegiatan usaha. kegiatan social

budaya maupun kegiatan khusus.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Rasio Rumah Layak Huni

Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kelayakan Bangunan

Tempat Tinggal di Kabupaten Tangerang pada Tahun 2019 yaitu 98.77yo
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rumah sudah layak huni sementara rumah tidak layak huni sebesar 1.83% dan

dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 2.76
Persentase Rumah Tinggal menurut Jenis Atap Terluas di Kabupaten

Tan ran Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Prouinsi Banten Tahun 2016-2020

Persentase rumah tinggal berdasarkan jenis atap yang dipakai tahun

2020 sudah memakai genteng sekitar 83,41Vo dan masih menggunakan seng

sekitar 1 ,46Yo.

Tabel2.77
Persentase Rumah f inggal menurut Dinding yang digunakan

di Kabupaten Tangerang Tahun 20i6-2020

Sumber : BPS Prouinsi Banten Tahun 2016-2020

Persentase rumah tinggal di Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun

2020 sudah berdindingkan tembok sebanyak 95,14Vo, dan sekitar 0,20% masih

berdindingkan bambu.

Tabel 2.78
Persentase Rumah Tinggal menurut Jenis Lantai di Kabupaten Tangerang

Tahun 2016-2020

Jenis Atap Rumah
No Tahun Beton Genteng Asbes Bambu Lainnya

1 2016 0 85,03 14,85 o 0

Jerami/
Ijuk

o,t4
2 2017 o,20 85,34 0,35 ),3,42 o, 13 o, 16 o,20
3 77,44 o, 10 19,44

0
0 o,o7 0 0

4
2018
2019 t,67 81,03 16,50 0,69 0,11 0 0

5 2020 0,45 83,41 1 ,46 14,33 0 0,35

No.

Jenis Dinding

Tahun Tembok

Plesteran
Anyaman
Bambu/
Kawat

Kayu/
Papan

Anyaman
Bambu

Batang
Kayu

B bu Lainnam ya

1 2016 9 t,99 0,35 0,52 6,46 o,t2 o,27 0,29
2 20 t7 90.85 0 2,O7 6,49 0,36 o,24

20 18 94,43 0 0,93 4 ,28 0 o,07 0,16
4 2019 91,66 o,7 6 0, 19 0

o,20
o,7 5

2020 95,14 0,89 0,75 2,28 0 o,7 4

No
Jenis Lantai

Tahun Marmer/
Granit Keramik Parket Ubin Kayu Semen Bambu Tanah l,ainnya

i 20 t6 82,34 0,01 6,97 0,09 4,29 0,20
-!-,834,21

o,28
2 20t7 o,92 82,24 0,09 0, 16 4,83 0,30 0

2018 1 ,32 82,24 0,39 5,23 0,07 5,98 0 4,77 0
4 2019 1,15 85,87 o,34 3,35 0,59 0,48 0,48 4,12 0,10
5 2020 2,69 84,17 0,34 6,43 0, 13 ) '7 1. 0,09 3,20

^,)t)
Sumber : BPS Prouinsi Banten Tahun 2016-2020

Seng Kayu /
Sirap

0

010

5
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Persentase rumah tinggal dengan kondisi jenis lantai yang digunakan

sampai dengan tahun 2020 sebanyak 84,17% menggunakan keramik, sekitar

3,20% masih berlantaikan tanah. Kondisi rumah di Kabupaten Tangerang

relative masih layak huni, meskipun ada beberapa rumah dalam kondisi tidak
layak huni, dengan program pemerintah Kabupaten Tangerang yang melibatkan

lintas sector melalui Program Gebrak Pakumis Plus dan Bedah Rumah mulai

memperbaiki kondisi rumah tinggal dan lingkungannya.

Gambar 2,45
Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kondisi Kelayakan Bangunan

di Kabupaten Tangerang Tahun 2019

1,83

. Layak Huni . Tidak Layak Hurl

Sumber : BPS Prouinsi Banten

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum. dan Perlindungan Masyarakat

a. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Penegakan Perda dan Perbup dilaksanakan dalam rangka menciptakan

kesadaran masyarakat untuk mentaati undang-undang serta untuk

memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan

adalah operasi yang bersifat pembinaan (non yustisi) dan Operasi Yustisi

(diselesaikan secara hukum). Penegakan Perda dan Perbub untuk menciptakan

kondisi yang aman. tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga hal ini akan

mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun kondisi pelanggaran Perda

dapat dilihat di bawah ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada kurun
waktu tahun 2015-2019 tingkat penyelesaian pelanggaran rata-rata berada

pada kisaran 93,07 Vo.

Tingkat penyelesaian pelanggaran adalah jumlah pelanggaran yang

dapat diselesaian dalam waktu 24 jam. Perkembangan selama lima tahun

terakhir tercantum pada table 2.65 berikut:
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rumah sudah layak huni sementara rumah tidak layak huni sebesar 1.83% dan
dapat dilihat pada grafik berikut:

Tan Tahun 2016-2020eran
Jenis Ata Rumah

Sumber : BPS Prouinsi Banten Tahun 2016-2O2O

Persentase rumah tinggal berdasarkan jenis atap yang dipakai tahun

2020 sudah memakai genteng sekitar 83,41Vo dan masih menggunakan seng

sekitar 1,46010.

Tabel 2.77
Persentase Rumah Tinggal menurut Dinding yang digunakan

di Kabupaten Tangerang TaL.ur 2016-2020

0,75
Sumber: BPS Prouinsi Banten Tahun 2016-2020

Persentase rumah tinggal di Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun

2020 sudah berdindingkan tembok sebanyak 95, 1 4Vo, dan sekitar 0,20% masih

berdindingkan bambu.

Tabel 2.78
Persentase Rumah Tinggal menurut Jenis Lantai di Kabupaten Tangerang

Tahun 2016-2020

No
Tahun Beton Genteng Seng

lrs,.atd!,

Asbes Bambu Kayu/
Sirap

Jerami
Ijuk Lainnya

1 2016 0 85,03 14,85 0 0 0,14
20t7 o,20 8s,34 0,35 t3,42 0,13 0,16 o,20

3 2018 77 ,44 0,10 t9,44 0 o,o7 o
4 2019 |,67 81,03 16,50 o,69 0,1 1 0 0
5 2020 0,45 83,41 I ,46 14,33 0 0 0 0,35

No.

Jenis Dinding

Tahun Tembok

Plesteran
Anyaman
Bambu/
Kawat

Kayu /
Papan

Anyaman
Bambu

Batang
Kayu Bambu Lainnya

1 2016 9r,99 0,35 o,52 6,46 o,t2 o,27 Q,29
2017 90,85 0 2,O7 6,49 0,36 o,24

3 20 l8 94,43 0 0,93 4,28 o,o7 0, 16
4 2019 9r,66 o,76 3,32 3,33 0,19 0 o,7 5
5 2020 95,14 0,89 2,28 0 o,20 o,7 4

No
Jenis Lantai

Tahun Marmer/
Granit Keramik Parket Ubin Kayu Semen Bambu Tanah Lainnva

1 20t6 82,34 0,01 6,97 0,09 4,29 0,20 5,83 o,28
2 2Q77 o,92 82,24 0,09 7 ,25 0,16 4,83 0,30 4 )1 o

20ta 1 ,32 82,24 0,39 5,23 o,o7 5,98 4,77 0
4 20]-9 1,r5 85,87 0,34 0,s9 0,48 0,48 4 ,12 0,10

2020 2,69 a4,17 0,34 6,43 o, 13 0,09 3,20 o,22
Sumber : BPS Prouinsi Banten Tahun 2016-2020

Tabel 2.76
Persentase Rumah Tinggal menurut Jenis Atap Terluas di Kabupaten

0
2 0

0

2
0

0
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Persentase rumah tinggal dengan kondisi jenis lantai yang digunakan
sampai dengan tahun 2020 sebanyak 84,77o/o menggunakan keramik, sekitar
3,20% masih berlantaikan tanah. Kondisi rumah di Kabupaten Tangerang

relative masih layak huni, meskipun ada beberapa rumah dalam kondisi tidak
Iayak huni, dengan program pemerintah Kabupaten Tangerang yang melibatkan
lintas sector melalui Program Gebrak Pakumis Plus dan Bedah Rumah mulai
memperbaiki kondisi rumah tinggal dan lingkungannya.

Gambar 2.45
Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kondisi Kelayakan Bangunan

di Kabupaten Tangerang Tahun 2019

1,83

. Layak Hunl r Tidak La5rak Hunl

Sumber : BPS Prouinsi Banten "

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum. dan Perlindungan Masyarakat

a. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Penegakan Perda dan Perbup dilaksanakan dalam rangka menciptakan

kesadaran masyarakat untuk mentaati undang-undang serta untuk

memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan

adalah operasi yang bersifat pembinaan (non yustisi) dan Operasi Yustisi

(diselesaikan secara hukum). Penegakan Perda dan Perbub untuk menciptakan

kondisi yang aman. tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga hal ini akan

mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun kondisi pelanggaran Perda

dapat dilihat di bawah ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada kurun
waktu tahun 2Ol5-2O19 tingkat penyelesaian pelanggaran rata-rata berada

pada kisaran 93,OT %.

Tingkat penyelesaian pelanggaran adalah jumlah pelanggaran yang

dapat diselesaian dalam waktu 24 jam. Perkembangan selama lima tahun

terakhir tercantum pada table 2.65 berikut :
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Tabel 2.79
Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Di Kabu aten Tan eran Tahun 20l5-2O21

Sumber : Satpol PP Kab. Tangerang. Tahun 2O15-2O19

Tabel 2.8O
Jenis Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tangerang

Tahun 2020

Sumber : Satpol PP Kab. Tangerang, Tahun 2020

Tabel 2.81
Jenis Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tangerang

Tahun 2021
No Jenis Gangguan Satuan Jumlah Penanganan Lokasi Kecamatan

t PSK Surat Perintah 7 7 kali Rajeg, Pasar Kemis,
Panongan

3 Unjuk Rasa Surat perintah t2 12 kali Puspem Tigaraksa

4
Bangunan
Liar /PKL

Surat perintah 6 6 kali Tigaraksa, Teluknaga

Penanganan
protokol

kesehatan
Surat perintah 25 25 kali 29 kecamatan

6
Penanganan

operasi tindak
pidana ringan

Surat perintah 3 kali Tigaraksa, Cikupa,
KelapaDua, Pasar Kemis

Sumber : Satpol PP Kab. Tangerang, Tahun 2021

6. Sosial

Kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di

daerah adalah pelayanan dasar dalam urllsan social salah satunya adalah

penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang

No Uraian 2017 2018 2019 202r

1

Jumlah pelanggaran
Perda dan/atau Perkada
yang dilaporkan
dan/atau dipantau

124 136 146 123 103

2020

J)

2
Jumlah pelanggaran
Perda dan/atau Perkada
yang diselesaikan

t2l t32 88 32 53

Tingkat Penyelesaian
Pelanggaran 97.58 99 .26 90.41 92.68 85.43 910 96%

No. Jenis Gangzuan Satuan Jumlah Penalganan Lokasi Kecamata-n

I PSK Orang 31 Penertiban Pasar Kemis,
Panongan, Cikupa

, Tempat Hiburan Tempat Hiburan 24 Penertibar Pagedalgan,Kelapa
Dua

3 Unjuk Rasa Ka-li 6 Pengamalan Puspem Tigaraksa
4 Bangual Liar Balgunan 106 Penertibal BaJ araja
5 Tempat Usaha Tempat Usaha Penertiban Pasar Kemis

6 Galian Taltah Galialt 1 Penertiban Kresek

3

20 15 2016

114

1
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Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Tangerang pada tahun
2020 sebanyak 217.423 jiwa, penanganan PMKS di Kabupaten Tangerang
dilakukan dengan sinergitas antara program pemerintah pusat, pemerintah
provinsi dan dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Untuk Kabupaten
Tangerang dilaksanakan program-program bantuan dan pemberdayaan

terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) . Untuk tebih jelasnya tentang data

PMKS lihat table-tabel dibawah ini :

Tabel 2.82

Karakteristik Anak/ Keterlantaran di Kabupaten Tangerang Tahun 2O21

No. Uraian 2020 202r
1 Anak Balita terlantar 8.261 a26r

2 Anak Terlaltar 66.033 61853

Anak Berhadapan dengan

hukum
0 40

4 Anak Jalanan 163 163

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2O21

Dari data diatas jumlah anak berhadapan dengan hukum mengalami

peningkatan, anak terlantar mengalami penurunan. Disini disimpulkan bahwa

perlunya edukasi tentang hukum terhadap anak anak. Untuk anak terlantar

telah terjadi penurunan dibanding tah:ur. 2O2O, hal ini disebabkan karena Dinas

Sosial telah mengatasi masalah tersebut.

Tabel 2.83
Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di Kabupaten Tangerang

Tahun 2020
No. Kecamatan Jumlah KK

Kecamatan Balaraj a
Kecarnatan Cikupa

6,900
2 4,304

Kecamatan Cisauk 4,869
4 Kecamatan Cisoka 9,530
5 Kecamatan Curug 4,696

6
Kecamatan Gunung
KaIer

9,114

7 Kecamatan Jambe 5,067
I Kecarnatan Javanti 5,815
9 Kecanatan Kelapa Dua 2,460
10 Kecamatan Kemiri 7,842
11 Kecamatan Kosambi 70,432
t2 Kecamatar Kresek 9,895
13 Kecamatan Kronjo 70,27 |

1

3
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No. Kecamatan Jumlah KK
l4 Kecamatarr Legok 8,065
15 Keca-rnatan Mauk r2,046

Kecamatan Mekar Baru 7,774
t7 Kecamatan Pagedangan 5,397
18 Kecamatan Pakuhaji 17,267
19 Kecamatan Panongan 5,935
20 5,424
27 Kecamatan Rajeg 74,504

Kecamatan Sepatan 7,296
Kecamatan Sepatan
Timur 1o,642

Kecamatan Sindang Jaya 9,379
7,986
6,765

Kecamatan Solear
Kecamatan Sukadiri26
Kecamatan Sukamulya 8,508

2a Kecamatan Teluknaga 14,189
29 Kecamatan Tigaraksa 1 1,551

Sumber : Kementerian Sosial RI, 2020

Ket. Tahun 2O21 tidak dilaksanakan pendataan Pemutakhiran Basis Data

Terpadu (PBDT).

Tabel 2.84
Jumlah Keluar Fakir Miskin di Kabu ten Tan eran Tahun 2021

No. Kecalnatan
Keluarga Fakir

Miskin 2027

I Cisoka 3,728
3,467 34672 Solear

Tigaraksa 3,3s2 3352
18304 Jambe 1,830

5 Cikupa 914 9t4
21506 Panongan 2,150

644 684Curug
4538 Kelapa Dua

9 Legok 2,487 2447
Pagedalgarr t,744 1744

169311 Cisauk 1,693
t2 Pasar Kemis t,576 1576
13 Sindang Jaya 3,615

2215L4 Balaraja
15 Jayanti 1,989 1989

Sukamulya 3,614 3614
t7 Kresek 3,O73 3073
18 Gunung Kaler 3,946 3946

382719 Kronjo 3,827
20 Mekar Baru 3,968 3968
2t Mauk 3,647 3647
22 3,400
23 Sukadiri 2,135 2135

16

Kecamatar Pasar Kemis

J

7

10

3615
2 275

16

Kemiri 3400
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No. Kecamatan Keluarga Fakir
Miskin 202r

24 Rajeg 6,115
,< Sepatan 2,240 2240
26 Sepatan Timur 3,810 3810
27 Pakuhaji 7,244 72a4
28 Teluknaga 6,008 6008
29 Kosambi 3,r71 377 t
Kabupaten Tangerang 88,135 88135

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2O21

Untuk keluarga fakir miskin di tahun 2021 jumlahnya tetap dibanding

tahun 2020. Hal ini menunjukkan kemungkinan Dinas Sosial belum bekerja

maksimal atau karena pengaruh pandemi covid 19.

Tabel 2.85
Karakter Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku di Kabupaten

T eran Tahun 2021

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Untuk pengemis dan gelandangan mengalami penurunan disbanding

tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa Dinas sosial kabupaten

tangerang bekerja untuk mengurangi pengemis dan gelandangan. sebaliknya

dengan adanya peningkatan kriminalitas menandakan perlunya ditambah

jumlah personil keamanan seperti polisi, satpol PP, dan edukasi hukum di

setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.86
Penyandang d i sa bi'lita s di Kabu aten Tan eran Tahun 2021

No 2021Uraian 2020

1 Pengemis 26r 98

2 r67 2lGelandangan

J Narapidana 571 843

No. Uraian Jumlah

I Laki-laki 3.610

2 Perempual 2.978

6.588Jumlah

Sumber : disdukcapil, Kab. Tangerang Tahun 2021

6115
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Penyandang disabilitas di Kabupaten Tangerang tahun 2021 berjumlah
6.588 jiwa, dengan sebanyak 3.610 jiwa merupakan laki-laki, dan sebanyak

2.978 jiwa adalah perempuan.

Tabel 2.87
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Tangerang

Tallun 2O2l
No Uraial Jumlah

1 Data Keluarga Bermasa-la-h Sosial Psikologi 2,308
2

3

Data Anak Memerlukan Perlindungan Khusus 691
Data Anak Dengan Kedisabilitasan Tahun 2020 611

4 Pemulung 2,480
5 Penyandang Disabiltas 6,588
6 Anak Terlantar 61853
7 Anak Baiita Terlantar 4,26t
8 Perempual Rawan Sosial Ekonomi 4,367
9 Fa-krr Miskrn 88,135
10 Anak Berhasapan Dengan Hukum 40
11 163
T2 Anak Korban Tindak Kekerasal 65
13 Gelaldarrgal

Pengemis

2l
l4 98
15 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatart
16 Korban Penyalahgunaan Narkoba
t7 Wanita Tuna Susila 80
18 HIV Jlr,
19 Kelompok Minoritas
20 Korban Tinda-k Kekerasan 65
2t Pekerja Migran Bermasa.lah Sosial llo
22 Lanjut Usia Terlantar 16,301

Traffrcking 5

24 Korban Bencana Alam 20,234
25 Korbal Bencana Sosial

Total 277,423
Sumber : Dinas Sosial, Kab. Tangerang, 2021.

Tabel 2.88
Rekapitulasi Hasil Pendataan Potensi dan Sumber Kesejateraan Sosial (PSKS)

di Kabu aten Tan eran Tahun 2027

NO .]trNIS PSKS

1 Pekerja Sosial Profesional (PSP) 198 i98
o 3i8 318Pekerja Sosia-l Masyarakat (PSM)

Karang Taruna 274 274

4 Dunia Usaha 383 383

5 0 0WKSBM

Anak Ja-1ana-n

846

101

zc

2020 202t
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JENIS PSKS 2020 202t

6 Tenaga Kesejahteraan Sosia-l Kecamatan (TKSK) 29 29

7 TAGANA 176 176

8 Lembaga Kesej ahteraan Sosial (LKS) 55

9 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1 I
10 Keluarga Pioner 0 0
11 Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)

Penyr:luh Sosial Masyarakat
0 0

t2 6

13
Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisal dan
Kejuangan (NK3) o 0

Total t440 7440
Sumber : Dinas Sosial Kab Tangerang, 2021

2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Tenaga kerja

Berdasarkan data Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2020

jumlah penduduk usia kerja yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas di

Kabupaten Tangerang tahun 202O adalah I,836,726 jiwa, dengan penduduk

yang beke{a sebanyak 1,596,938 jiwa.

Tabel 2.89
Jumlah Angkatan Kerja dan Bekerja Sesuai Pendidikan yang ditamatkan di

Kabu aten Tan eran Tahun 2020

1. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan altif di

semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju

kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari

partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Persentase Bekeq'a
thdp Angkatan

Kerja

Pendidikan Tertinggi
yang ditarnatkan Bekela

Jumlah
Angkata-n

Ke{a
1 19< Sekolah Dasar (SD) 527,t39.OO 577.307.OO

Sekolah Menengah
Pertama 319, 195.00 365,752.OO 87,03

7ta,6a4.oo 81,98Sekolah Menengah
Atas s89,168.00

o)'70Perguruan Tinggi 161,436.O0 173,983.00
86.94Jurlrlah/Total 1,596,938.00 t,a36,726.OO

NO

6

Sumber : BPS Kabupaten Tangerarlg, 2021
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a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah
proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah

seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan

dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang

menempati posisi Eselon II - IV. Jumlah perempuan di lembaga pemerintahan

Kabupaten Tangerang sebanyak 5. 651 dari 10.326 orang pegawai atau

Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2O2O adalah

54,7Vo.

b. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap

seseorang terutama perempuan. yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik. seksual. psikologis. dan/atau penelantaran rumah

tangga termasuk ancarnan untuk melakukan perbuatan. pemaksaan. atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah

tangga.

Tabel 2.9O
Jumlah Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten

Tan Tahrn 2019-2021

Sumber : Dinas Pemberdagaan Perempuan dan PA Kab Tangerang, tafum 2021

Dari data diatas untuk kecamatan Cikupa dan Rajeg menunjukkan nilai
yang signifikan, hal ini diperlukan adanya edukasi pendidikan mengenai

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

2020 202t
0 0Balaraia 1

1 7Cikupa 3
Cisoka 0 2 o

1 1Curug 0
0.Iambe 1 o

Kelapa Dua 4 0 1

1Kemiri 1 4
0 2Legok 2

Pasar Kemis 4 3 2
2Raieg 4 0

Sepatan 1 0 1

0 ISukamulya 3
Kresek 1 I I

) 0Palongan 0
Pakuhaii 0 I o
Jayalti o I
Jumlah 25 16 t9

Kecamatan I zots

o
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c. Perempuan Yang Menduduki Lembaga Perwakilal RaLyat

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga

Legislatif daerah (DPRD) berada pada angka 14 persen atau 7 anggota legislatif
perempuan dari 50 anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Walaupun masih

belum mencapai target keterwakilan 30 persen perempuan. Jumlah Kursi Yang

Diduduki Perempuan Di DPRD Kabupaten Tangerang sebanyak 7 kursi.

Tabel 2.91
Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Tangerang

Tahun 2021

Sumber : DPPA, Kab Tangerang Tahun 2021

d. Pekerja Anak Usia 5- 14 Tahun

Usia pekerja yang diperbolehkan secara peraturan yang berlaku adalah

l<isaran antara usia 15 - 64 tahun, sedangkan usia 5 - 14 tahun dianggap

bertentangan dan menyalahi ketentuan aturan yang berlaku, sehingga pekerja

yang berusia 5 - 14 tahun rawan kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2019,

di Kabupate Tangerang jumlah pekerja anak sebanyak 14 orang, dan di tahun

2O2O pekerja anak di Kabupaten Tangerang tidak ada lagi. Program pemerintah

Kabupaten Tangerang untuk menurunkan angka bahkan menghilangkan

tingkat pekerja anak, melalui advokasi dan perlindungan khusus anak dengan

dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A) Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.92
Peker a Anak di Kabu aten T eran Tahun 2019-2021

Sumber : DPPA, Kab Tangerang Talun 2O21

e. Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Mendapat Lay anan Bantuan

Hukum

Pada umumnya korban kekerasan pada anak dan perempuan

mengalami penderitaan fisik, psikis, sexual maupun sosial yang secara

keseluruhan dapat berpengaruh pada penurunan kualitas hidup, sehingga bagi

korban diperlukan penanganan secara khusus dan komprehensif berupa

Perempuan yang menduduki
kursi DPRD

7 7 7

Persentase I4 l4 l4

2019 2020 202t

Pekerja Anak Usia 5- 14 Tahun 14 0 o

Uraian 2019 2020

Uraian
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rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi psiko-sosial, pemulangan dan reintegrasi
sosial yang dilakukan oleh berbagai instansi bersama dengan masyarakat.
Korban yang mengalami kekerasan akan mendapatkan perlindungan dan
bantuan hukum secara gratis dari pemerintah Kabupaten Tangerang untuk
memberikan pelayanan kepada korban kekerasan. Data tahun 2olg,
menunjukan bahwa korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum
sebanyak 24 korban, dan menurun ditahun 2020 menjadi 16 orang, penurunan

ini dikarenakan jumlah kasus kekerasan cenderung menurLln ditahun 2020,

dan laporan aduan korban kekerasan menurLln di tahun 2O2O.

Tabel 2.93
Jumlah anak dan perempuan Korban Kekerasan Mendapat Bantuan Hukum

di Kabu ten Tan Tahun 2079-2O2I

22

Sumber : DPPA, Kab Tangerang Tahun 2O21

Terjadi peningkatan korban kekerasan anak dan perempuan di tahun

2021. Hal ini perlu adanya edukasi hukum disetiap kecamatan Kabupaten

Tangerang.

Tabel 2.94
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kecamatan

di Kabu aten T e Tahun 2020

Anak Dan Perempuan Korbal Kekerasan

Mendapat Layanan Bantuan Hukum
24

0 50 0 0 0 0 0 0Balaraja 5 0

I 0 0 0 22CiLupa 16 2 0 I 1 I

o o I0 0 0 0 0 0Cisauk I

0 0 0 60 0 3 0 0 0Cisoka 3

0 50 I 0 0 0 0 0Curug 4 0

00 0 0 0 0Gunung Kaler 0 0 o 0 0

o 0 0 0 4Jayanti 3 0 0 I 0 0

I 0 0 6Jambe 0 0 0 U 2 03

20 0 0 0 0 0 0 0Kelapa Dua 2 0

00 0 2 2 0 0 o oKemiri I

00 0 0 0 0Kosambi 0 0 0 0 0

0 0 0 3I\resek 2 0 0 0 I 0 0

0 0Kjonjo 0 0 0 0 0 0 o 0

0tegok 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0

3Mauk 2 0 o 0 0 I o 0 0 o

0Meka-r Baru o 0 0 0 0 0 o o 0 o

Uraian 2019 2020 2027

16

JENIS (ASUS (Per 3l Agustus 2020)

AXI}
Pekeia

Anah

Jumlah

Peleaehan

Seksual
TPPO

XDRT

Fisik

KDRT

Psikis

Kekerasan

Fisik

Kekerasan

Psikis
ABH

liDCAMATAN Kekcrasan

Scksual

0

0
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Sumber: DPPA, Kab Tangerang Tahun 2O21

Tabel 2.95
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kecamatan

Di Kabu aten ran Tahun 202 1

Pagedaigan 4 0 0 0 o 0 0 0

0 l 0 0

0 0 I

I I I 0 7 t7
Rajeg 2 0

Sepatan 0 0 0 0 10

Sepatan Timur I 0 0 3 0 0 4

Sindarg .Jaya 0 0 0 0 0

2 0 0 o 0 0

Sukadi 0 0

Sukarnulya

(.) 0 o 0

0 o

65 7 (.) 6 I 23 0 0Jumlah
t2t

Ba.laraja 2 0 0 0 0 I 0 0 o 0 3

CiL:uPa 0 2 I 3 0 0 0 183

Cisauk I 0 0 I I 0 0 0 0 0 3

ICisoka I 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 8Curug 7 0 0 1 0 0 0

00 0 L) 0 0 0Gunung lfuler 0 0 0 0

70 o I 0 oJaya]]ti 6 0 0 0

t00 '2 0 7 0 01 o 0 0

0 o 0 0 0 4Kelapa Dua 1 2 0 0 I

0 0 0 0Kemiri 0 0 I 0

0 0 0 0 3Kosarnbi I I 0 I 0 C)

0 3 0 0 5Kresek 1 0 0 0 I o

I0 0 t) 0 0tconjo 1 0 0 0 0

50 0 0Legok 2 I 0 I 1

0 0 0 IMauk I 0 0 0 0

o

o

0 0 IMeka.r Baru I 0 0 0 0 0 0

30 0 I o 0 0 0Pagedaigai I 0 I

I 0 0 0 0PaI<uhaji I 3 0 0 u

o 0 0 2Panongan 1 I 0 0 0 0 0

o 0 0 IIPasar Eemis 3 0 I I I 1

3 0 0 6RajeB 0 I 0 I I 0 0

5Sepatan I I 0 0 I 0 02 0 0

7SepataII Timu! I 2 0 0 0 0 2 0 02

JENIS KASUS (Per 3l Asustus 2020)

RECAMATAN Kekerasan

Seksusl

l'clccehiur

Seksual
TPPO

KDITT

Fisik

XDITT

Psikis

KekerasaJr

Fisik

Kckcrasan

Psikis
ABH AKB

Pekeda

fura-k

Jumlah

0

0

lo fI
o t- f-- t. lo E

ParonBan Ir 0 0

4Pasa, Kemis Ir
U

o

t---.-l ol
Solear

F-
lorll,lr 0 lo

0
----i;--t

t o l
I

Ir

=

["-T-. t .-T--
iT-'t '-T-. l .Io--T--, . -F.-

'f-r-r, [, T,F-T-,.-T---T-.-l . I-I Tr-
[--'--T--'I o lom . -T-'t:T',--T--, .lo lg lo .-f--.--l--5-Fry , -T-.m .-T- . -T-'-l0lo

JENIS hIASUS (Per 31 Agustus 2021)

I(ECAMATAN Kekerasejr

Seksual

Pelecehar

Seksua]
TPPO

I(DRT

Fisik

KDRT

Psikis

Kekcrasan

Fisik

Kekerasan

Psikis
AiiR

Pekeia

Anak
Jumlah

0

0

0

0

0

0
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Dari data Tahun 2020 ke 2021 mengenai Kekerasan terhadap Perempuan

dan Anak Di Kabupaten Tangerang untuk Kekerasan seksual, TPPO, dan ABH

mengalami penurunan. Sedangkan untuk Pelecehan Seksual, KDRT Fisik, dan

KDRT Psikis mengalami peningkatan. Hal ini diperlukan edukasi hukum

kepada masyarakat agar tingkat Pelecehan Seksual, KDRT Fisik, dan KDRT

Psikis mengalami penurunan.

Tabel 2.96
Jumlah Pengaduan/Laporan Tentang Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

di Kabu ten Tan Ta}.rn 2019-2021

Sumber : DPPA, Kab Tangerang Tahun 2O21

Dengan adanya peningkatan jumlah Pengaduan/Laporan Tentang

Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Tangerang antara tahun

2O2O dan 2021, menandakan bahwa masyarakat di Kabupaten Tangerang

sudah mulai melek hukum.

2. Lingkungan Hidup

Untuk menghitung persentase penanganan sampah dapat disusun

tabel sebagai berikut ini :

Tabel 2.97
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah

Kabu ten T eran Talr,un 2Ol7-2021

Sindang Jaya 4 I 0 0 I I 0 0 t) 0 7

Solear 4 1 0 0 I 0 0 o 0 6

Sukadiri I 0 0 0 0 0 o I 0 0 2

Sukamulya 3 0 0 0 I I 0 0 t) 0 5

Telulglaga 2 I 0 0 1 0 I o o 0 5

Tigaraksa 7 L 0 0 3 1 0 o 0 t2

62 24 0 t2 19 t0 5 22 0 0 r50
Jumlah

143

275 t20 154Jumlah Pengaduan

24,630/o 39,OO%23,630/o 24,t30/o
Timbulan sampah yang ditangani

{%t
32,34v',o

Sumber : DLHK Kabupaten Tangerang, 2021

KECAMATAN

JENIS KASUS (Per 31 ASuslus 2O21J

Kekerasan

Seksual

Pelecehan

Seksual
TPPO

KDRT

Fisik

KDRT

Psikis

Kekerasan

Fisik

Keke!asaD

Psikis
ABI] AKB

PekeI]-a

Arlak
Jumlnh

0

0

20212019 2020Uraial

202t2079 202020t7 20t8Indikator
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Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang yang terus bertambah tentu
saja mempengaruhi timbulan sampah yang ada. Dengan metode pendekatan
diasumsikan bahwa volume timbulan sampah di Kab. Tangerang sebesar 1.956
ton/hari (asumsi : sampah yang dihasilkan = O.7 kglorglharl\.

Satu-satunya tempat pembuangan akhir yang dimiliki adalah TpA

Jati.varingin dengan luas lahan 18 Ha dan yang sudah terpakai sekitar 7 Ha.

Kondisi ini tidak serta merta mampu menyelesaikan masalah atau menampung

volume sampah yang ada karena disebabkan oleh beberapa factor. Diantaranya

adalah infrastruktur yang kurang memadai seperti akses masuk ke TPA.

teknologi pengelolaan sampah yang masih open dumping (yang menyebabkan

rendahnya penilaian TPA pada Pl adipura yaifi 36.27). Berikutnya disebabkan

oleh kurangnya armada sampah. Adapun data armada pengangkut sampah vs

volume sampah dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.98
Sam ah teran t di Kabu aten Tan ran Ta}lun 2O2l

Catatan : Volume bak: 6ws, Ritase : 2

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa timbulan sampah yang

terangkut adalah 3. i80 ton/hari atau sekitar 51% dari total sampah yang ada.

Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya kawasan kumuh dan titik-titik
sampah liar. Hal lain yang juga menyumbang permasalahan sampah adalah

masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku budaya 3R.

Kabupaten Tangerang telah membangun dan, rnemfasilitasi masyarakat dengan

pembangunan TPST dalam kurun waktu tahun 2014 sld 2019 telah dibangun

42 TPST di beberapa kecamatan namun yang aktif hanya sekitar 29 TPST.

diantaranya TPST 3R Gemah Ripah yang berlokasi di Kecamatan Tigaraksa.

Adapun Bank Sampah juga sudah mulai dikembangkan dan terdapat 2 (dua)

Bank sampah yang sudah berjalan dengan baik. yaitu Bank Sampah Kemuning

(Binong) dan bank Sampah Puri Permai (Tigaraksa). TPST dan Bank Sampah

inilah yang masih perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerirrtah Daerah.

Armada Jumlah
(unit)

Sampah yang terangkut
(m3 /hari)

Dinas 207 2.484
Kecamatan 46 552

Roda 3 (Germo) 72
Total ?o<

t44
3180
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3. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk
serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan
pembangunan. Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi pelayanan KTP elektronik, KIA,

Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta
Perkawinan. Bentuk pelayanan terhadap penduduk dalam penerbitan KTp

adalah proses perekaman data penduduk yang berjumlah 2,226,573 jiwa.

Tabel 2.99
Perekaman KTP di Kabupaten Tangerang Tahun 2021
NO. KECAMATAN LAK]-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 Balaraja 42,563 41,7Q7

2 Jayanti 23,850 23,433 47,243
3 Tigaraksa 54,026 53,067 107,093
4 17 ,948 t7 ,579 35,527

Cisoka 32,t3t 30,969 63,100
6 Kresek 24,573 24,431 49,OO4

7 Kronjo 21 ,645 22,303 43,948

8 Mauk 31,396 30,423 61 ,819
9 16,9 10 16,7 46 33,656
10 Sukadiri 22,749 22,064 44,853

11 Rajeg 60,426 58,418 118,844

12 9 t,2aa a9,944 tal,232
13 Teluknaga 55,7 18 t12,9 t7
14 Kosambi 39,579 78,508

15 Pakuhaji 43,930 85,873

16 Sepatan 38,006 36,620

t22,27 5t7 Curug 6t,364
18 Cikupa 73,4a3 71,273 144,756

19 Panongan 42,832 42,072 84,904

20 81,145

Pagedangan 36,785 36,142 7) O)7

Cisauk 30,201 29,457 59,658

Sukarnulya 25,349 25,OO4 50,353

24 Kelapa Dua 60,381

3 1 ,793

6r,992 122,37 3

Sindang Jaya 30,793 62,586
Sepatan
Timur 36,409 34,562 7 0,97 1

27 Solear 64,852
Gunung
Kaler 18,856 18,938 37,794

84 ,27 0

Jambe

5

Kemiri

Pasar Kemis

57,t99
38,929

4t,943
7 4,626

60,91 1

Legok 41,158 39 ,987
2t
22

26

32,97 8 3t,87 4

2a
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LAKI-LAKI PEREMPUAN

29 Mekar Baru

JUMLAH

14,630

I,t% 3?8
14,796

lJ0rprs
29,426

,,r%,!?3
Sumber : Dinas Kependududukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Jumlah penduduk wajib KTP di Kabupaten Tangerang tahun 2021

sebanyak 2,295,725, data tersebut merupakan jumlah penduduk usia diatas 17

tahun yang diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagai bentuk
tertib administrasi penduduk.

Tabel 2.10Q
Jumlah Penduduk Wajib KTP di Kabupaten Tangerang

Tahun 2021

I Balaraja 43,861 42,949 86,810
2 Jayanti 24,624 24,135 48,7 59

3 Tigaraksa 55,789 54,800 110,589

4 Jambe 18,5 13 t8,t44 36,657
5 Cisoka 33,114 31,983 65,O97

6 Kresek 25,240 25,108 50,348

22,874 45,1277 Kronjo
8 Mauk 32,245 3t,266 63,51 1

9 L7 ,221 34,669Kemiri 17 ,444
10 Sukadiri 23,313 22,648 45,96r
11 Rajeg 62,472 60,380 t22,452
T2 Pasar Kemis 94 ,480 93,186 147 ,666
13 Teluknaga 59,019 57 ,495 1 16,s 14

t4 Kosambi 40,7 57 40,o94 BO,851

88,15315 Pakuhaji 45,104 43,O49

16 Sepatan 39,182 76,953

63,O76 62,677 125,75317 Curug
149,01018 Cikupa 75,589 73,42t

43,465 87 ,796Panongan 44,331

84,O2520 kgok 42,632 41 ,393
2l Pagedangan 38,030 37 ,368 75,398

22 Cisauk 31 , 183 30 ,47 2 61,655
25,600 51,589Sukamulya 25,989

126,\0724 Kelapa Dua 62,1,81 63,926
64,426Sindang Jaya 32,7 34 3 t,692

26 Sepatan Timur 37,509 35,615 73,124
67 ,t29Solear 34,t74 32,955

2A Gunung Kaler 19,394 19,446 38,840
30,35629 Mekar Baru 15,128 t5,224

2,295,725JUMLAH 1,159,364 1,136,361

NO. KECAMATAN J UMLAH

NO. KECAMATAN LAKI.LAKI PEREMPUAN JUMLAH

19

Sumber : Dinas Kependududukan dan Pencatatan Sipil, 2021
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Pelayanan kependudukan lainnya berupa pencatatan akta kelahiran yang

di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap penduduk, pada

tahun 2021 sebanyak 766.896 jiwa atau sekitar 84.82 persen yang sudah

tercatat dan memliki akta kelahiran, sisanya sebanyak 137,258 jiwa atau
sekitar 15. 18 persen belum memiliki akta kelahiran.

Tabel 2.101
Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Tangerang

Tahun 2021
I BELUM

MEMILIKI
AKTA

o/o BELUI
MEMILII

1 Balaraja 3t,767 90.43 3,362 9 .57

2 Jayanti t6,778 85.45 2,856 14.55

3 Tigaraksa 42,387 89.66 4,487 10.34

4 Jambe 13,808 87 .23 2,O21 t2.77

5 Cisoka 23,927 87 .47 3,424
6 Kresek t6,o7 I 42.89 3,317 17.11

7 Kronjo 11 ,7 34 68.63 5,363 31 .37

8 Mauk 2t,394 84.55 3,910 15.45

9 Kemiri 1 1,986 42.39 2,561

10 Sukadiri r5,321 46.23

82.7 4

87.3.1

2,446 13.77

11 Raj eg 40,609 8,469 17 .26

t2 61,009 8,871 t2.69
Teluknaga 36,545 79.68 9,319 20.32

14 Kosambi 26,22 | a7 .24 3,820 12.72

15 Pakuhaji o.7 070 80.9 i 6,437 19.09

16 Sepatan 25,67 8 8r.78 5,721 18.22

t7 Curug 3A,997 84.30 7,261 15.70

18 52,890 88.09 7,r53 11.91

19 Panongan 32,904 87.88 4,536 t2.t2
20 Legok 46.73 4,933 t3.27

21 Pagedangan 24,417 84.34 4,533 15.66

22 Cisauk 2 1,51 1 85.05 3,781 14.95

23 Sukamulya 16,750 84 .25 3,131 15.75

24 Kelapa Dua 34,t67 a5.42 5,832 14.58

25 Sindang
Jaya 86.26 3,780 13.74

26 Sepatan
Timur 23,550 81. 16 5,467 18.84

27 Solear 23,091 86.63 3,563 13.37

Gunung
Kaler 1 1,543 79 .28 3,017 20.72

29 Mekar Baru 8,585 7 t.t4 3,483 28.86

I JUMLAH 7 66,896 84.82 137 ,254 15. l8
Sumber : DKB Semester II TAHUN 2021, Dinas Kependudukan don Pencatatan

Sipil,2o2l

NO KECAMATAN
SUDAH

MEMILIKI
AKTA

O/" MEMII-IKI
AKTA

17 .6t

Pasar Kemis

13

Cikupa
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4. Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah
penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per
keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumiah keluarga. Menurut data
yang tercatat pada tahun 2019 bahwa banyaknya kepala keluarga adalah

966.O49 Keluarga, dengan jumlah anak sebanyak 1.057.096 anak.

Sementara untuk menunjang Program Keluarga Berencana, penduduk

Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 juga telah dan sedang ber-KB dengan

menggunakan beragam pilihan jenis alat KB yang dapat dilihat pada data

berikut ini :

Tabel 2.1O2
Jumlah Keluar a dan Anak di Kabu ten Tan ran Tahun 2Ol7-2021

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Tangerang Tahun 2O21

Jumlah Keluarga JuDrlah tural(KECAMATAN
20 t7 2018 20 t9 2020 2021 20 17 20ta 20r9 2020 2021

Balaraja 38.348 39.502 40.659 2899 | 48.420 39.179 38.934 30612 30612
Cikupa 86.148 aa.7 42 9t.340 94.619 37050 97.245 39.673 79.392 38187 3aI87
Cisauk ta.a22 r 9.389 19.956 20.673 18312 28.210 1935634.034 64.868 19356

Cisoka 22.594 23.274 23.955 24.8 15 174).3 38.598 l8.064 30.160 19334 1933.+

Curug 58.259 60.014 6t.77 | 63.988 2888s 73.965 99 805 59.478 28244 28244
Gunung Kaler 13.727 t4.140 14.554 t5.077 139r0 t9.427 58.556 14.538 12734 12734

Jarnbe I 1.187 11.523 11.861 12.247 t22t4 18.039 13.875 14190 14190

Jayaiti t7 .210 t7.728 18.247 18.902 14766 30.444 80.700 13769 137 69
Kelapa Dua 57,053 58.770 60.491 62.662 24994 78.656 49.742 60.492 24349 24349

Kelrfri 10.649 10.969 1r.290 r r.696 10456 t7 .962 46.710 13.134 9a7a 9a7A

Kosarnbi 41,400 42.647 43.896 45.47 t 16585 58.880 35.010 46.047 13126

Krcsek 17.516 18.043 18.571 19.238 15707 24.029 17 .607 1700817008

Kronjo 15.749 t6.223 16.698 t7 .297 9028 22.7 60 38.320 17.103 6798 6794
Legok 29.t43 30.021 30.899 32.009 44.724 49.135 39.186 28732 2a732
tr1auk 21.1 18 2t.754 22.390 23.194 19453 29.945 30.687 2t.799 18621

Mekar Baru 1o.377 10.690 11.003 11.398 4141 15.070 217t5 t 1 .249 3722
Pagedangar! 27.79 24.626 29.464 30.522 25727 15.790 23 929 36.62r 26525 26525

Pakuhaji 29.838 30.736 32.772 27263 43.663 19.78 r 32.389 25380 253803 r.636
Panongan 22.7 At 48.561 21643 2464330.467 32.485 22s68 55.98s

47954 47954Pasa-r Kemis 81,841 84.307

31.359

46.77 3 89.888 50033 t4.976 111.100

Rajeg 39.164 40.343 4 | .524 43.014 46180 70.67 r 29.766 57.656 48688

Sepatan 29.015 30.057 r9r19 46.158 t7 .492 36.761 20r04 20r04

15901Sepatan Timut 23.498 24.9t4 '17080 36.870 \9.402 27 .545 15901

Sindang Jaya 21.420 22.477 23. r35 23.966 21558 37.605 72.7 15 29.496 23704 23704
Solear 20.473 21.50r 22.131 22.925 25084 47 .453 26145 26t45

Sukadin 14.983 15.434 rs.aao I r e .lso 96r7
3 8.895
r 9.562 37 .250 14.007 8479 a479

Sukar[ulya 17.331 17 .852 r 8.375 19.035 12064 24.667 43.736 18.855 11973 11973

Teluknaga 40.723 44.728 38520 62.4 t2 63.188 44.O47 34639 3463941.950 43.178
Tigaraksa 35.462 52.295 36922 3692237 .599 38.949 36067 62.962 60.146

JUMI-AH 906.047 932. s70 966.O49 652741 1.328.848 1.356.313 l.c57.096 649761 64776r

Tabel 2.1O3

42.1 l8

7 5.772
22.376

t31.26

25696
14621

29,577
t26.970

48688

27.366 28.t90

24.205 25.808

3 | .427

36.530
851.804
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Peserta Keluarga Berencana Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kecamatan di
Kabupaten Tangerang Tahun 2Ol7 -2021

KEC
MIX KONRASEPSI

IUD MOW MOP IMPLANT
20t7 t, 20ta 20t9 2020 2021 2017 20r8 2019 2020 202r 20t7

o
2018 20t9 2020 202 t 20t7 2018 2019 2020 20 21

Balaraia 1779 1.791 1.823 1873 95 593 596 627 643 r68 168 r68 168 70 2424 2451 2465
Cikupa 165 6446 6.526 66t7 6648 6 516 5r6 5 r6 516 0 304 305 30s 305 I 16 1 102 I 133 3467 I .t1) l
Cisauk 54 408 386 454 4 t24 t24 t24 134 0 51 51 51 5l I03 580 595 64r
Cisoka 13 971 994 1015 t042 0 45 45 45 3 r8 0 327 327 42

242
50 1841 1802 1843

Curug 49 4079 4.093 4162 4180 0 364 364 364 364 0 212 242 47 32a2 3335 3467 3617
Gunung
Kaler 7 888 567 573 599 I 256 256 2s6 256 0 92 92 57 2027 2066 2043

Jarnbe 36 754 779 857 0 I l0 I l0 r l0 119 0 38 38 38 38 50 1025 1059 1099 I I57
Jayarti 35 724 807 0 r75 t75 174 0 90 40 90 90 107 746 420 972
Kelapa
Dua 100 2707 29 t7 0 t82 r82 r82 205 0 140 140 140 178 I t0 2944 3005 3074 3 238

I(emiri 9 r008 l0t5 1026 LO29 0 221 221 22t 0 77 77 77 77 34 794 858 953
Kosambi 1582 1589 r591 1596 0 614 614 614 614 0 413 413 413 413 ()l 2988
I&esek 2A 938 943 944 t29l 0 180 180 180 242 0

0
I80 7I 71 87 139 1346 1388 14 14 1763

Kronio 49 490 509 517 526 o 88 88 88 ti8 22 22 2',2 22 66 t204 t299 t299 354
Legok 41 2443 2263 2595 0 896 65s 654 370 o 653 474 474 163 55 3696 37 54 3837

-r l.! 1459 1490 r538 1561 0 325 o t71 t'i1 174 175 ::13 2369 2412 :;.17
l\'leka-r
BaJu

29 566 890 893 535 I 254 251 254 7-l 0 92 2) 45 t326 1330 1356 t7s
Pagedang
irn

98 r905 i945 1993 2246 3 360 360 360 361 2 2t1 211 2tt 226 t122 \717

Pakuhaji 6 r4l8 t443 1450 260A ) 165 I65 16s 500 0 611 6tl 6l I 730 57 2176 2304 I I l0
Pano!gan t7 936 962 974 1003 0 264 260 260 265 0 67 67 67 67 {J 1567 r636 1691 1i2()
Pasar
Kenris

92 2308 2385 2446 2556 0 363 363 365 369 o 163 163 163 161 135 3236 3357 3521 3599

Raieg
Sepatan

47 1408 t437 1491 1578 0 570 570 570 57r o 132 t32 132 '\32 l5r 3073 3184 3350
46 t376 15r7 1532 1552 0 300 300 300 245 o 153 153 153 r l0 90 27 a3 2858 2942 3003

Sepatai
limut 16 to77 1088 1 102 332 0 275 85 85 85 70 42 r665 t692 1723 :: l.l
Sindang
Jaya 47 883 924 969 991 0 135 135 r35 I35 t) 1+0 140 1,10 140 2a 836 943 ()87

Solear 2T 785 794 800 792 2 32 t 3',2t 338 0 59 59 59 58 7ri 1885 t9t4 2047 2to7
Sukadlri tl 534 536 540 556 0 224 228 22a 0 70 70 70 70 20 1156 t237 t296 1367
Sukamuly I3 545 589 2 208 2ro 2ro 2t5 0 62 62 62 62 .1.1 r2a7 13.18 l.r2l

i I lrlTeluknaga 953 3796 3300 3387 3584 206 It59 I I79 1255 0 384 384 344 38,1 53 4251 4282 4466
Ilgaraksa 793 793 455 l4l8 o 203 203 203 r20 0 199 199 199 109 t026 1084 1165 ,.1 ,1

JUMI,AH 2099 44994 32530 4579s i48556 95( 9251 9303 9517 '2 5399 so62 5I l2 4406 22r4 55473 5a)8o9 6L24| 6217 3

Sumber : DPPKB, Kab Tangerang Tahun 2O20

Tabel 2.104

Peserta Keluarga Berencana Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kecamatan di

Kabupaten Tangerang Tahun 2Ol7 -2021

I'ILIl\,l PLANT SUNTIKAN

20 )o ).o2 t 2018 2019 '2020

tiric

20 )9 2020 202t 20l8 ?019 2020 202r 2018 2019

2451 239 7465 ao27 5342 5IO.r 54I9 5960 236 234 239Bsl8aja 2557 8027 867b

I133 6770 68:r9 6866 315 327Cikupa I186 t294 I5481 16385

595 3094 3l t3 I56 t57 r58629 686 5156 5293 5452 7030 3054

I802 I843 3251 3398 199 2 333 380 503567 6354 6537 6761 5937

Curug 3335 8144 4242 335 352 3583428 36r7 I1698 I1665 r2030 14705

laro 22t2066 2079 2 t35 3646 37:13 4047 5l0il 3252 3333 3500 35t18

372 3971059 to92 1157 4024 4139 45It 5455 ta4l 1945 1986 366

76tJ 972 5484 996 4055 4040 475i1 4',227 t71 .1001

Dua 3005 3055 1023 '\3773238 ll47l I22I8 -19.10 32t) 60n-l 917

llIIX (ONI?ASI]PSI

TiONDOM

,\l)l
3 tu

171

57lJ

L 867

0

1319

I 26tel 26481

7344 33715632 15709

zszr I

247

442

I I646 I3:176 4422



-131 -

IMPLANT SUNTI]<AN
I(EC

20l9 2020 202 | 20l8 2019 2020 2021 2018 20l9 20 20 2())t 20ta 2t)t9 2020
658 903 953 3162 3372 3537 4638 lE54 l.l lo l9s2 249 292 293

2b46 27 49 29aA 10845 r0985 3309 313.r .24I 292 301

1763 5360 55r0 5534 4391 li:a 2 r90 294 312 321

Kronjo '\257 r296 354 4060 4106 4254 32 29 54.15 254 269

3696Lcgok 3749 3837 3005 3I57 3303 I ?41 1350 1423 {4., 291 3l I

Nlsuk 2442 2537 7353 8490 3453 3590 3674 3206 229 23r 240

Baru 1330 1354 274 5167 5210 5279 5t74 21472l l0 3025 194 188 205

I288 I343 t7 t7 8499 8580 9974 4985 5078 4652 267 335

2)27 lllo 12194 12433 13036 9670

4955

a) t-) 5.150 562I 57 27 556 704

I636 1669 t7 26 7854 7923 7993 9145 7193 7 245 7205 7154 144 r88 194

3357 3470 I9685 t0704 i 1473 ,JIJ6 10473599 19399 206.18 2 2259 9973 l0oilI

Rajcg 3184 3678 rr688 t223r r4339 6304 6526 6865 760 497 991

29r5 3003 785r 8027 8108 89r r 4793 503n 807 833

)692 t7I9 ?646 2574 t557 277 3072223 7534 7702 9564

479) 420 5r0 610SindMA
937 947 7252 7434 9553 44lO 4572 4458

2t3t 52 55t 9l4 2027 599I 6015 2021 2023 2031

I143 I20l1239 t27 3 t367 3248 3.r3,1 3683 4774 )457 2583 216t 1043

1319 IS4 t I.121 6022 6163 6138 76 t8 2384 2152 3l3a I5() 162 161

7600 823 8554242 4409 48ir8 10475 t0600 II959 t4508

2305

7504

272 243 2431084 II35 10590 107I3 I0736 74)O 3393 3453 3q5a)

7778

267 5

I 1837 r3579JUMLAFI 56078 62173 228346 227567 24076
6

264685 120009 12 1676 12612
7

132908 I1625

NlIX KONRASEPSI

KONDOM

,\)al

'r2l

ls2

t72

520

t)20

I t03

778

i:\)

Tabel 2.1O5

Jumlah Klinik, Petugas Peny'uluh Lapangan KB, PKB, PPKBD dan Sub PPKBD

Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahwn 2Ol7 -2021

KECAMATAN

JUMLAH
KLINIK PPLKB PKB

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2014 20t9 2020 202t
Balaraja 47 4 6 0 0 0 0 1 0
Cikupa 8 6 11 0 0 0 1 0
Cisauk 3 1 I 2 0 0 0 0 0
Cisoka 2 1 1 2 0 0 0 0
Curug 6 5 5 3 0 0 1 1 0 0
Gunung Kaler 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Jambe 1 0 0 1 o o 0 0 0 0 0 0
Jayanti 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelapa Dua 6 2 2 7 0 0 0 0 0 0 1

Kemiri 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Kosambi 3 1 3 0 0 0 1 i 0 0
Kresek 2 I 1 1 0 0 0 0 I I 1 1

Kronj o 1 0 1 0 0 o 0 1 1 1

Legok 4 2 2 4 0 0 0 0 I 1 0
Mauk I 0 o 2 0 0 0 0 0 0 0 0

PIL

I I502 13029 2935 3033

r388 I394 2 )A9

7613 3238 3259

2481 6800 6986

872t

2280

3323 I1480

2a5a 4628 7(t3

25552515

878 7903

2LO7 5970 5103

803

Sumber : DPPKB, Kab Tangerang Tahun 2021

4 0
6 1 0

0 0
o 0 0
0
0

1

0
1 0

0 1

0

1083

50
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2019 2021 20 18 20t9
Mekar Baru 1 0 0 I 0 0 o 0 0 0 0 o
Pagedangan 3 2 2 2 0 0 0 0 1 I 1 1

Pakuhaji 2 0 0 2 0 0 0 o 1 rlo 0
Panongan 4 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1

Pasar Kemis 12 10 10 13 0 0 0 0 1 1 0 0
Raies 4 2 2 3 0 0 0 0 0 0
Sepatan 2 1 1 3 0

0
0 0 0 0 0 0 0

Sepatan
Timur 2 1 I 2 0 0 0 0 1 1 0 0

Sindang Jaya 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Solear 2 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0
Sukadiri I o 0 1 0 0 0 0 0 0 o
Sukamulya 1 o 0 1 0 0 0 0 0 I
Teluknaga 4 t 5 0 0 0 1 1 1 1

Tigaraksa 4 2 2 4 0 0 0 o 0 0 0
JUMLAH 132 93 0 0 0 13 7 8

,
I

I III
PPru]D SUB PPKBD

2018 2020 2021 20 18 20\9 2020 2021 2018 2019

BalaJaja 9 9 9 9 48 48 100 57 62 63

Cikupa 14 t4 t4 L4 69 69 8,1 83 90 I04 r08

Cisauk 6 6 6 6 36 36 37 45 43 45

Cisoka IO 10 10 t0 56 56 65 68 67 77

Curug 7 7 7 7 138 138 90 91 152 151 102 10t

Gunung Ka.ler 9 9 9 9 37 37 37 37 47 46 47

Jallbe 10 IO 10 IO 5t 5I 5,1 59 62 6I 64 70

Jayanti a 8 8 8 39 39 4t 49 48 50 55

Kelapa Dua 6 6 6 6 96 96 98 98 r08 104 107 rt2

Kemi-ri 7 7 32 32 41 40 39 40

Kosalr!bi t0 l0 l0 IO 1.18 148 146 t62 160 r57 151

I(resek 9 9 9 9 43 43 44 45 55 54 55 56

lkonjo l0 10 10 10 4t 43 53 54 44

I-egok 11 II l1 ll 72 72 70 78 88 86 83 93

Mauk t2 t2 t2 t2 56 56 57 57 68 69 7l
Mekal Baru 8 8 8 8 33 37 42 4l 45 .11

Paqedansan ll 1t ll tl 72 72 76 76 a7 86 90 90

Pakuhaji t4 l4 14 I4 108 108 90 B1 t25 123 r04

Panongan 8 I 8 8 68 68 87 79 BO 97 91

Pasar Kemis 9 .) <) 9 r27 r27 146 146 149 t47 165 t7t

Rajeg 13 l3 13 l3 87 87 III 114 104 t02 126 131

8 8 8 8 43 43 63 59 53 52 72 70

Sepatan Timua 8 B 8 8 38 38 42 49 48 51 52

7 7 7 5l 51 61 60 60 60 70 70Sindang Jaya

KECAMATAN

JUMLAH
KLINIK PPLKB PKB

20ra 20 t9 2020 2021 2018 2020 2020 202t

1

0
0 I

I 0
0

13

Sumber : DPPKB, Kab Tangerang Tahun 2021

Tabel 2.106

Jumlah Klinik, Petugas Peny'uluh Lapangan KB, PKB, PPKBD dan Sub PPKBD

Menurut Kecamatan Tahun 2Ol7-2021 (lanjutan)

KECAMATAN

JUMI-A.H

TOTAL

20 r9 2020 2021

44

7

!38

4I

69

Sepatan

42

7
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Sumber : DPPKB, Kab Tangerang Tahun 2021

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Tangerang tahun
2020 meningkat drastic menjadi 35% dibandingkan tahun 2019 yang

mengalami penurLrnan 32%o dari tahun 2018-2019. Dari Psangan Usia Subur

tersebut sebanyak 97.015 pasangan yang ber-KB dari 691.501 PUS yang ada.

Untuk lebih jelasnya iihat table berikut :

Tabel 2.7O7
Jumlah Pasangan Subur Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang

Ta}lun 2077-2027

2018 20 19 2020 2018 2019 2021 2018 2019
Solear 7 7 7 53 53 54 55 63 62 64
Sukadi.ri 8 B 4t 44 50 49 52

Sukaloulya 8 8 37 37 39 40 46 45 50

Teluknaga l3 13 138 138 160 r56 r53 175 t79
Tigaral<sa t4 14 14 89 B9 I08 t07 105 124 166

JUMLA.H 274 274 2?4 274 1,943 1,943 2,362 2,277 2,39t 2454

KECAMATAN
JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR

Jumlah Pasangan
Usia Subur yang
isterinya dibawah

20 Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 20t9

Balaraja 25,A57 26,t4 18,99s 26,2t6 28368 204

Cikupa 42,229 43,43 29,939 43,796 45935 284

Cisauk 13,093 13,45 t2,798 13,654 r4270 362

Cisoka L6,437 17,784 t4,197 18,352 19350 788

Curug 39,983 40,352 14,957 40,768 44673 t76
Gunung
Kaler 13,346 14,596 9,138 13,346 13941 270

Jambe 10,951 tt,t92 8,567 11,631 12369 266

Jayanti t7 ,54 t7 ,447 o <? 17 ,947 19983 17t
Kelapa Dua 30,59 32,185 11,65 33,082 364t7 r32
Kemiri 10,017 10,409 6,751 10,818 I I J.).t tt4
Kosambi 26,45 27 ,t89 19,433 27 ,592 32670

14729

321

Kresek t4,418 t4,976 10,514 16, 161 163

Kronjo 13,329 13,443 9 ,484 13,52 17714 28r
Legok 16,173 t7 ,325 13,627 17 ,613 19309 263

Mauk 20,532 20,948 14,Q4 2t,454 t9776
15,502 13,701 5,982 11682 159

Pagedangan 24,425 24 ,7 43 15,724 25,O32 22315 246

Pakuhaji 31,41 32,1r5 19,05 r 28195 505

Panongan 26,122 26,7 47 19,512 26,726 28396 500

Pasar Kemis 49,164 50,989 38,753 51 ,882 45512 334

Sumber : DPPKB, Kab Tangerang Tahun 2021

JUMLAH

PPKBD SUB PPIGD TOTALKECAMATAN

2021 2020 2020 2021

7

2,063

t 160

I- r48

ar,o* |

lal t'
t4

---t;---l
13

62

Mekar Baru 15,46
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Tabel 2.108
Jumlah Pasangan Subur Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang

Ta}lun 2Ol7-2O2L 1an utan

Rajeg 3 | ,347 34,091 30,o7 2 34,956 39107 830
Sepatan 27 ,886 28,555 t6,522 27 ,896 29419 184

331
Sepatan
Timur t9 ,254 19,455 1,4,23 19,618 21329

Sindang Jaya 17,93t t9,4t4 15,568 20,331 21679

Solear 1 4 01'7 15,222 12,204 15,293 16314 298
Sukadiri 11,068 1 1,905 9,543 t2,624 t3372 135

213Sukamulva 14,516 t4 ,832 10,127 15,t26
Teluknaga 42,441 43,7 32 23,603 44,287 47 tO] 228
Tigaraksa 23,45 23,534 22,47 3 23,703 26290

JUMLAH 660,388 680,301 456,984 69 I ,s01 7 18552 8,645

Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin ber-
KB

Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin
ber-KB tetapi tidak terlayaniKECAMATAN

2017 20ta 2079 202t 2017 2018 2020 2021

Balaraja 1,66 | ,646 1,563 20225 r,791 1,66

20L9

1,646 1,563 I 130t,791
Cikupa 6,54 7 ,497 6,444 6,291 33136 6,54 7 ,497 6,444 6,29 | 5134

Cisauk 2,5a4 2,538 2,503 2,415 2,584 2,538 2,503 2,4 t5 1604

Cisoka 3,632 3,552 3,485 13269 3,632 3,485 3,338 28413,338

Curug 4,37 4,334 a ,<o 4,058 4,05831452 4,37 4,334 4,259 4331
Gunung
Kaler 2,605 2,653 2,9 t8 2,583 12140 2,605 2,653 2,9 t8 2,583 657

Jambe 2,191 2,067 2,O 17 1 ,847 10144 2,191 2,067 2,O 17 L,847

Jayanti 2,t39 2,088 2,0 18 1,895 t4711 2,139 2,OE8 2,018 1,895 t444
4,647 4,67 4 4,73t 4,353 27925 4,647 4,67 4 4,731 4,353 3364

Kemiri 2,O23 2,001 |,962 1,88 9353 9 n,94 2,OO1 1 ,962 1,88 830

Kosambi 4,819 4,7 A 4,819 4,739 4,38 649 L4,739 4,38 22117 4,78

Kresek 1 ,477 1,847 1,758 \,728 I1961 7,877 1 ,847 1,758 |,728 17 09

Kronj o 2,514 2,445 2,359 14536 2,514 2,445 2,359 1,978

Legok 3,486 3,435 4,162 4 ,O07 13804 3,486 3,435 4 ,t62 4,OO7 3331

Mauk 2,622 2,568 2,52 2,348 t6446 2,622 2,568 2,388 t776

Mekar Baru 2,67 2,59 2,259 9280 2,67 2,59 2,259 c) 1501

1868Pagedangan 2,629 2,6 2,547 2,333 197 23 2,6 2,547 z,ccJ
Pakuhaii 3,028 3 2,918 2,529 21205 3,O28 3 2,918 2,529 2925

Panongan 4,173 4 I 06 3,989 t9657 4 ,212 4,173 4,106 3,989

Pasar Kemis 6,61 6,561 6,476 6,61 6,1016,101 4 t637 6,561 6,476 2253

4,O3 6,2 t6 5,818 28060 4,O3 7 ,332 6,216 5,818 5901

Sepatan 7,O77 6,835 6,656 19875 7 ,rt2 7 ,O77 6,835 6,656 592?,

Sepatan
Timur 3,465 3,452 3,367 3,276 14555 3,465 3,452 3,367 3,276 3279

Sindang
Jaya 3,013 2,99 2,963 2,652 17173 3,013 ,oo 2,963 2,652 3052

Solear 3,44 3,1 1 3,087 2,998 13114 3,44 3,11 3,087 2,998 2368

2,096 2,OA 2,48 1,785 10563 2,096 2,08 2,Oa 1,785 2590

Sukamulya ) 40?. 2,483 2,431 2,304 2,493 2,483 2,43t 2,304 t44 |
Teluknaga s,531 5,472 5,3785,964 33 135 5,531 5,472 5,964 5,378 toa77

I

17oos 
I

2020

11180

Kelapa Dua

4,2t2 3949

Raj eg

7 ,tt2

Sukadiri
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KECAMATAN

2017 20ta 2019 2020 2021 2017 20ta 2019 2020 2021
Tigaraksa 4,223 4, 181 4,O77 4,O25 17863 4,223 4,181 4,O77 4,O25 5463

JUMLAH to2,432 105,24 1O2,847 97,015 541646 t02,432 to5,24 LO2,A47 97,Ots 91375

Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin ber-
KB

Sumber : DPPKB, Kab Tangerang Tahun 2021

Tabel 2.109
Jumlah Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah

melalui Kam un KB di Kabu aten Tan ern Tahlun 2077-2027

Tabel 2.110
Jumlah Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan

Induk en endalian Penduduk di Kabu ten Tan ran 20t7-202t

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Tangerang TaLun 2O21

Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Renraja (BKR) di Kabupaten

Tangerang sampai dengan tahun 2021 berjumlah 4.843 kelompok, dengan

20t7 20 18 20 \9 2020 2020 202t
Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan
Pendidikan Pendidikan Pendidikan

LH dan
Kebersihan

LH dan
Kebersihan

LH dan
Kebersihan

LH dan
Kebersihan

Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag
KEMENAG KEMENAG KDMENAC KEMENAG

DP3A DP3A DP3A DP3A

Dukcapil Dukcapil Dukcapil Dukcapii
Pertanian
Peternakan

Pertanian
Peternakan

Pertanian
Peternakan

Pertanian
Peternakan

Perikanan Perikanan Perikanan

Binamarga Binamarga Binamarga Binamarga
Dinas Sosial Dinas SosialDinas Sosial Dinas Sosial

Perkim Perkim Pcrkim Perkim

Pemerintahan
Desa

Pemerintahan
Desa

Pemerintahan
Desa

Pemerintahan
Desa

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tangerang
Tahun 2021

2017 2018 2019 2020 2021
DINKES DINKES DINKES DINKtrS

DISNAKER DISNAKER DISNAKER DISNAKER DISNAKER
DINSOS DINSOS DINSOS DINSOS DINSOS
DISDIK DISDIK DISDIK DISDIK DISDIK
DINAS

PERTANIAN
DINAS

PERTANIAN
DINAS

PERTANIAN
DINAS

PERTANIAN
DINAS

PERTANIAN
DP3A DP3A DP3A DP3A DP3A

DUKCAPIL DUKCAPIL DUKCAPIL DUKCAPIL DUKCAPIL
BPS BPS BPS

DINAS
KOPERASI DINAS KOPERASI DINAS

KOPERASI
DINAS

KOPERASI
DINAS

KOPERASI
BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA

Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin
ber-KB tetapi tidak terlayani

Pendidikan

Perikanan

DINKES

BPS BPS



- 136-

adanya kelompok BKR ini diharapkan pemahaman tentang keluarga berencana

bisa ditingkatkan dengan baik.

Tabel 2.1 1

Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kabupaten
Tangerang Tahun 2Ol7 -2021

]umlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)

Su, ber: DiMs PengerulaLiatl Pekdud.uk dan Keluzrga Berenca o Kahultal Tatrytrdtry

"fabel 2.112

Iumlah AnSgota Kelompok Bina Keluarga Lemaia (BKR) Jumlah Anggota Kelompok Dina Keluarga Remaja
KLCANlAI'AN 2017 2018 2019 2020 2077 2018 2020 2021

Balaraia 128 128 128 128 119 119 119 119 125

Cikupa 58 58 5ll .11 .11 .11 l1
Cisauk 92 92 92 !2 67 t'7 1,7 67 92

Cisoka 300 300 300 288 288 288 288 358

Curug 207 207 ?07 167 767 167 167 77

Cunung Kaler 726 126 126 116 115 115 115 163

Janrbe 218 278 218 200 200 200 265200

]ayanti 120 720 120 120 106 106 106 106 98

Kelapa Dua 125 125 125 125 '110 110 110 110 219

Kenrir! 696 696 519 519 519 519 200

KosamI,i 350230 230 230 185 185 185

K.resck 176 776 170 170

KIonjo 300 300 300 300 2^J0 2.10 240 2.10 570

Legok 267 260 260

Mauk 300 200300 300 300 2.13 213 243

Mekar Baru .116 116 ..1 t 6 {16 372 372 372 '157

Pagedangan 233 233 233 233 1t8 118 56

Pakuhaii 45 .15 .15 {5 38 3rJ 38 38 70

Panongan 171 77'l 171 '171 201207 207 207

90 90 90 6L tr1 b1 61 71

95 95 95 95 225Rajeg 121 12.1 12{

Sepatan 101 101 10I 101 67 67 67 67 300

Sepatan Timur t20 120 120 100 1i)0 100120

Sindanglaya 105 105 105 105 61 61 81 81 100

Solear l.l{ 1.1.t I l.l 127 127 127 127 1.18

Sukadin 162 162 162 t62 7n 7l) 7t) 1.t0

209 209 209 209 151Sukamulva 237 237 237 23?

54,5Teluknaga 332 332., 2{3 213

220Tigaraksa 211 214 2l.t 21.1 180 180 180

JUMLAH 5.873 5.873 5.873 5.873 .1.8{3 -1813 .1.8{3 5822

2079

58 1b6

300

207

726

218

230 1U5

776 176 170 770 163

267 267 260 260 275

1.18 1,18

207

100 100

70

332

180

^1.8-13
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Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

Sumber: Dinas Pengndalian Penduduk dan Keluarga Bnenuna Kabupalen Tmguang

Jun ah Anggoh KelompokBina Keluarya Balita (BKB)
Junlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita

[BKB) yans ber-KB

KECAMATAN 2017 2018 2019 2020 2019 2020 2021

Balaraja tbL 275 2i, 250 26i ?71 2i1 2{8

Cikupa 155 50 50
'166

101 25 25 109 97

2{0 310 2{0 172 177 177 177 177

Cisoka 411 ,116 ,116 172 372 317 350

Curug 358 358 i56 299 30{ 301 30{ 18{

GunungKaler 271 271 2.19 216 216

Janrbe 258 270 213

layanti 13E 138 138 118 128 126 129 110

Kelapa Dua 226 ?!6 226 595 167 175 265 230

Kemiri 230 J/U 370 212 101 101 101 167 150

167 167Kosanrbi 370 232 193 193

Kresek 253 ll0 230 255 218 203 203

Konjo 150 {30 580 2E0 230 230 100 100

I*gok 408 108 110 323 1t/ 3?7 425 +Jl108

Mauk 261 221 270

271 216 218 216 199 110Mekar Baru 275

272 165Pagedangan 3t1 312 31? 3.12 261 261

Pakuhali 93 109 109 109 56 56 56 95

353 132 132 158 189Panongan 1E0

135 2r5 2.15 1{l 126Pasar Kemis 136 ?75 2i5 1.15

1ri2 229 229 186 122Rajeg 255

161 161 161 115 90Sepatan 181 181 18{ 118

S€pahnTimur 228 228 271

152 152 152 160 180Sindanglaya 216 396 25?

Solear 403 107 107 116 309 3.15 315 352 212

5{ 160 160 185 185Suhdid 87 175 185

bJSukamulya 361 361 361 105 201

Teluknaga 321 289 2E9 261 208 20E 20s 210 2t0

216 196 215Tigaraka 305 258 216 216258

5.999 6.025 5883JU]\,1LAH 8.101 8.151 8251 7.805 5,985

Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Kabupaten
Tangerang Ta}:un 2Ol7 -2027

2017 2018

363

181

247

175

230 192

252 215

208

396

175

27r

?16

5.999

lcisaul I zno

238 I zzo I zet

2s8 I zss 2sol2solz&lz$
I ,rt

21s | 263

I rso I qso I sso larlarlas
253

56

| +tz I rso I rso

1s{l160lrooltmlso

268 | 27r | 271 
|
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Tabel 2.113
Jumlah Anggota Kelompok Bina Keiuarga Lansia (BKL) di Kabupaten

Tangerang Tahun 2017 -2027

]umlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)

Sunhr: Dinas Peryendalian Pe udtk dan klulrga Berenaua Kabupalen Tangeratg

5. Perhubungan

Populasi kendaraan yang berada di Kabupaten Tangerang menurut data

Polri dari tahun 2019-202 1 meliputi mobil penumpang, bus, truck, dan sepeda

motor. Data tahun 2021 untuk mobil penumpang sebanyak 198.647 unit, dan

sepeda motor sebanyak 1.203.050 unit, dengan banyaknya kepemilikan sepeda

JunrJah Anggota Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)
.funrlah Anggoh Kelompok Bina Keluarga lansia

(BKL) yans ber-KB

KECAMATAN 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2021

Balaraja 226 207 207 150 179 165 185 90 100

Gkupa 111 111 241 1 07 63 83 175 126

Gsauk 381 198 :/+ 287 287 128 lb/

Cisoka JJU 330 330 110 2i6 276 r08 110

Curug I t/ 281 306 306 306 280 32

Gununglialer 362 422 255 261 299 299 126 "t22

Jamh 204 20.{ 201 236 189 191 232 201191

Jayanti 98 113 70 73 941{3

Kelapa Dua 291 ?52 2t5 97 216 350215

Kemiri 694 690 690 1,10 l3l 132 1.10 157

Kosambi 229 320 320 339 13.1 13.{ 13.1 179 150

196 121 121 122Kresek 15{ 15.1 162 156

Kronjo 600 s80 580 590 175 130 {30 5.10 590

305 305 .190 4/bkgok 335 336 336 {95 2E6

l\,Iauk 600 600 t/) 223 223 175 175

Mekar 8aru 215 215 212 299 156 156 207 116

Pagedangan 198 198 198 125 105 115 115 255 1{5

Pakuhaji 101 101 10 53 53 53 7 30

Panongan 172 113 113 20{ 103 90 90 100 150

Pasar Kemis 11.1 11{ 87 76 67 67 65 92

Rajeg 175 E6 9.1 r03 103 61

Sepatan 258 258 l5r 242258

Sepatan Timur 120 76 i6 371 72 36 36 238 15

155 126 107SindangJaya 283 371 371 857 155 155

Solear 219 219 100 107 118 18 61 81

Sukadiri 0 130 1{3 0 120 120 143 143

Sukamulya 233 233 233 206 216 216 111 176

Teluknaga 445 326 326 326 285 285 285 285

Tigaraksa 300 201 201 1{0 215 191
'191

]UMLAH 8022 7882 /dt1l 7197 5569 5368 5389 5187 495{

113 75 82

15.1

600

250

130

361

138

165

381 I :a'
?60

lnelrzs 99

lr:slru
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motor di Kabupaten Tangerang dikarenakan jumlah penduduk Kabupaten
Tangerang yang banyak di Provinsi Banten, dan didominasi sebagai alat
transportasi yang hemat untuk aktivitas kerja dan kegiatan lainnya.

Tabel 2. i 14
Jumlah Kendaraan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No Kendaraan 2019 2020 202r

1
Mobil
Penumpang t92,302 189,087 t98,647

c Bus 400 310 7,648
Truk 55,246 53,669 52,444

4 Sepeda
Motor 1,339,870 1,253,300 1,203,050

Jumlah 1,587,818 t,496,366 I,456,189
Sumber : BPS Prouinsi Banten, 2O21

Ijin Trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dengan mobil bus atau

mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan

kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus.

yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap.lintasan tetap dan jadwal

tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-

trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Ijin

trayek di Kabupaten Tangerang tahun 2020 sejumlah 1.4O8 buah dengan

jumlah penduduk 3.245.619 jiwa. Sehingga dapat dihitung bahwa rasio ijin
trayek tahun 2020 sebesar 1 : 2305. Sementara ijin trayek di Kabupaten

Tangerang tahun 2021 sejumlah 1.408 buah dengan jumlah penduduk

3.263.794 jiwa, sehingga dapat dihitung bahwa rasio ijin trayek tahun 2021

sebesar 1: 2.318.

Tabel 2.115
Rasio Ijin Trayek Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021

No Uraian 2079 2020 202r

1

Jumla-h
rjin
Trayek

7.9t7 1.479 1.408 1.408

Jumlah
Penduduk 3.692.693 3.800.787 3.245.619 3.263.794

1:
2.3183

Rasio
Trayek

Ijin | :2.678 1 : 2.305

Sumber : Dinas Perhubungan tahun 2021

20i8

2.

I : 1.926
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Unit pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau uji KIR di
Kabupaten Tangerang hanya 1 unit yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan yaitu
yang berlokasi di Kecamatan Balaraja. Seiama tahun 2015 sampai dengail 2021

telah dilaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor di UFrI PKB sebanyak

376.361 unit, kendaraan dengan rincian mobil barang sebanyak 349.839 unit,
mobil bis sekitar 17.008 unit, molil penumpang sebanyak 8. 126 unit, dan

tempelan sebanyak 1.378 unit.

Selama tahun 2015 telah di uji KIR sebanyak 51.735 unit, tahun 2016

sebanyak 51.192 unit, tahun 2017 sebanyak 51.461 unit, tahun 2018

sebanyak 59.650 unit, tahun 2019 sebanyak 59.650 unit, tahun 2020 sebanyak

51.133 unit, dan tahun 202 I sebanyak 56.137 unit. KIR adalah rangkaian tes

untuk mengukur apakah sebuah kendaraan masih layak jalan atau tidak.

Istilah ini berasal dari bahasa Belanda 'keur'yang berarti menyetujui. Uji KIR

mobil wajib bagi kendaraan niaga, baik itu yang digunakan untuk mengangkut

penumpang maupun barang. Oleh sebab itu, tingkat kesadaran masyarakat

dalam melakukan uji kir sudah semakin baik dibanding tahun sebelumnya, hal

ini sesuai dengan peningkatan jumlah kendaraan yang melakukan uji kir dari

tahun 2020 ke tahun 2O21.

Tabel 2.116

Perkembangan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT PKB Dinas

Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 20 l5-2O21

Jenis

Kenda.raan
2015 2017 2018 2079 2020 2021

Mobil

Baralg
45.432 45.639 47.442 51.505 56.27 t 54. 154

Mobil Bus 4.8s0 4.8t2 3.520 3.199 315 209 103

1.043 741 241 t47 2.734 7.707

Tempelan 2t8 202 326 261 371

Jumlah 51.735 51.t92 5 1.46 1 55.053 59.650 51. 133 s6.137

20t6

Sumber : UPT PKB Dinas Perhubungan. tahun 2021. Diolah.

Unit pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau uji KIR di

Kabupaten Tangerang hanya 1 unit yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan yaitu
yang berlokasi di Kecamatan Balaraja. Selama tahun 2015 sampai dengan 2O21

44.956

Mobil

Penumpang
1.509
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telah dilaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPI pKB sebanyak

376.361 unit, kendaraan dengan rincian mcibil barang sebanyak 349.839 unit,
mobil bis sekitar 17.008 unit, mobil penumpang sebanyak 8.126 unit, dan

tempelan sebanyak 1.378 lrnit. Selama tahui-r 2015 telah di uji KIR sebanyak

51.735 unit, tahun 2016 sebanyak 51.192 unit, tahun 2017 sebanyak 51.461

unit, tahun 2018 sebanyak 59.650 unit, tahun 2019 sebanyak 59.650 unit,
tahun 2020 sebanyak 51.133 unit, dan tahun 2021 sebanyak 56. 137 unit.

IflR adalah rangkaian tes untuk mengukur apakah sebuah kendaraan

masih layak jalan atau tidak. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda 'keur'yang

berarti menyetujui. Uji KIR mobil wajib bagi kendaraan niaga, baik itu yang

digunakan untuk mengangkut penumpang maupun barang. Oleh sebab itu,

tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan uji kir sudah semakin baik

dibanding tahun sebelumnya, hal ini sesuai dengan peningkatan jumlah

kendaraan yang melakukan uji kir dari tahun 2O2O ke tahun 202 1.

Tabel 2.177
Perkembangan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT PKB Dinas

Perhubun n Kabu aten Tan eran

Sumber : UPT PKB Dinas Perhubungan. tahun 2O21. diolah

a. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan iaut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera.

sungai. danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun

penumpang ke dalamnya.Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai

sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo

maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai

prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan

penumpang. serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan

umum. Kabupaten Tangerang memiliki 1 buah pelabuhan laut dan 1 buah

terminal bis untuk menunjang transportasi penduduk antar daerah dan 2

pelabuhan udara.

2019 2020 2021Jenis
Kendaraan

2015 2016 201.7 20 l8

Mobil Barang + J. a1JZ 45.639 17 .442 s 1.505 56.27 1 48.956 54. 154

Mobil Bus 4.850 4.812 3.520 3.199 J1J 209
t47 2.7 38 1.707Mobil Penumpang 1.043 741 241

37tTempelan 218 26t
Jumlah 5 1.735 5t.t92 51.461 56.137

Ta}:run 2075-2021

103

1 .509

2o2 | szo
55.053 59.650 51.133
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6. Komunikasi dan Informasi

A. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Selular
(HP)

Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang memiliki Telepon Seluler di

Kabupaten Tangerang tahun 2019 adalah sekitar 36,5 persen, sedangkan yang

tidak memiliki telepon seluler sekitar 36,5 persen.

Gambar 2.46
Persentase penduduk 5 tahun keatas yang memiliki HP Tahun 2Ol5-2O21 di

Kabupaten Tangerang

r Memiliki ! Tidak Memiliki

E E E
2 016 201l 2018 2 019 2020 2021

Sumber; Statisti/c Kes ejahteraan Rakgat Prouinsi Banten Tahun 2015-2021

B. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer dan

Akses terhadap Internet

Sementara itu, aktivitas penduduk yang mengakses internet pada tahun 2018

sekitar 50,33 persen dan pada tahun 2021 naik menjadi 71,47 perset, dengan

menggunakan komputer sebanyak 8,95 persen.

Gambar 2.47

Persentase penduduk 5 tahun keatas yang menggunakan Akses internet

Tahun 2Ol5-2O21 di Kabupaten Tangerang

I Menggunakan t Tidak Men8gunakan

HBB Efl
2 016 2077 2 018 2019 2A 20 1021

Sumber: Statistik Kes ej ahteraon Rakyat Prouinsi Banten Tahun 2012-2021

Kabupaten Tangerang dengan luas wilayah yang sangat luas dari pantai

utara sampai yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak, dan

Kabupaten Pandeglang memberikan kendala berupa sinyal internet dan seluler

60,59

38,33

51,67l

I

I

39,41 36,5

53,5



-143-

yang tidak bisa diterima dengan masih adanya blank spot, sebanyak 257

desa/keiurahan menerima sinyal 4G dan meningkat ditahun 202 1 sebanyak

267 desalkelurahan menerima sinyal 4G, tahun 2020 sebanyak L7

desa/kelurahan masih menerima sinyal GIH/H+IEVDO tapi tahun 2021

menurun menjadi 7 desa/kelurahan yang menerima sinyal tersebut, ini berarti

desa/keiurahan pengguna internet dan seluler mulai beralih ke teknologi 4G.

Tabel 2.118

Banyaknya Desa/Kelurahan dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler,

2O2O dan 2021

No Sinyal 2021

1 4G 257 267

2 G/H/H+/EVDO t7 7

2,5G/E/GPRS 0 0

4 Tidak Ada 0 0

Sumber : BPS Prouinsi Banten, 2021

7. Koperasi, usaha kecil, dan menengah 
,.

a. Persentase Koperasi Aktif

Terdapat 723 koperasi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021. Dari
jumlah tersebut, 437 koperasi merupakan koperasi aktif dan mampu menyerap

2.151 karyawan. Berdasarkan modalnya. koperasi di Kabupaten Tangerang

lebih banyak menggunakan modal dari luar dibandingkan modal sendiri.

Tabel 2.119

Perkembangan Koperasi di Kabupaten Tangerang 2Ol8-2O21

KDCAMATAN

Balaraj a

KOPBRASI
KOPERASI

TIDAK
AKTIF

TENAGA KERJA

2020 20ta 20 t9 2020 2021 2020 202r 20ta 2019 2020 2027

4l 30 JZ 34 8 8 90 96 99 96

Cikupa 36 45 57 57 96 105 108 91

Cisauk 5 6 6 9 18 18 15 18 18 0

0Cisoka 7 5 5 2 2 15 15

43 t2 15 15 19 2B 2a 36 45

2020

3

KOPERASI AKTIF

93

15

Curug 45



KECAMATAN
KOPERASI KOPERASI AKTIF

KOPERASI
TIDAK
AKTIP

TENAGA KERJA

2020 2018 20 t9 2020 202t 2020 202t 20 18 2019 2020 2021
Gunung
Kaler 6 2 2 2 3 4 4 () 6 6 0

Jambe 4 3 3 4 1 1 9 9 9 0

Jayanti t4 10 11 11 12 3 3 30 33 JJ 2

Kelapa Dua .7< 22 36 43 39 39 66 99 108 70

Kemiri 5 4 4 4 5 1 1 12 12 11

Kosambi 7 5 5 7 2 15 15 15 2

Kresek 8 4 4 4 4 4 9 l2 t2 0

Kronjo 5 2 2 2 7 3 3 6 6 6 7

Legok 24 7 8 9 15 15 15 2t 24 0

Mauk t2 I 11 11 11 I 1 27 33 33 8

Mekar Baru 2 1 2 2 2 0 0 3 6 6 0

Pagedangan 34 11 15 19 2t 15 15 215 227 242 152 1

Pakuhaji 9 3 3 4 6 6 9 9 9 0

Panongan 18 9 13 13 16 27 39 39 71

Pasar Kemis 59 26 29 30 36 29 29 7B a7 90 81

Rajeg t7 t7 20 6 6 39 51 51

Sepatan 7 9 10 13 13 13 2l 27 30 24

Sepatan
Timur 5 3 3 3 4 2 2 9 9 9 112

Sindang
Jaya

5 3 4 ) 7 0 0 9 12 15 0

Solear 13 7 9 10 11 3 3 21 27 30 0

Sukadiri 7 6 6 6 1 1 18 18

15

18 6

Sukamulya 6 5 9 I 1 15 15 0

Teluknaga 11 14 15 22 42 0

Tigaraksa 42 30 35 42 7 7 222 222 10

JUMLAH 641 2a6 340 355 437 286 286 1.157 1.319 1.367 2.151

-t44-

Sumber : Dinas Koperasi Kab Tangerang Tahun 2021

8. Penanaman Modai

Penanaman. Modal adalah pengeluaran atau perbelanjaan perusahaan

untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapanperlengkapan produksi

untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang

tersedia dalam perekonomian.

3

12

2

3

I

16

5

27 l2

I
207
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a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor Penanaman Modal Asing/PMA dan Investor dalam

negeri yang berinvestasi di Kabupaten Tangerang tahun 2O19 sebarlyak 2.776

investor. dengan 1.140 investor dalam negeii. 1.636 investor asing.

Tabel 2.72O
Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Tangerang Tahun 2Ol5-2O21

Sumber : DPMPTSP Kab. Tangerang. 2O21

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Nilai investasi PMA di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 senilai

313.602 (ribu US$). Untuk PMDN mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya

menjadi Rp. 4.121.081,30. Sedangkan perluasan proyek PMA sebesar 1.251,00

dan PMDN sebesar 2.354,OO.

Tabe| 2.127
Nilai Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Tangerang Tahun 2OL5-2O21

1 PMDN 53 115 181 326 1. 140 2.t73 2.345
2 62 110 132 833 1.636 r.778 1.25 1

3.596Jumlah 1i5 225 t.7 L6 2.776 3.951

M I:IE' Ef*ElEllf\rtMEl MEil@ETErl@@

URAIAN 2016 20 t7 2018 20t9 2020 2021

PMA

774.731.6Nilai tnvestasi (ribu
US$)
Perluasan (Ribu US$)

472.4a6.60 560.327.5 4 I 2.661 .5 516.4 50 t49,732 313.602,88

Jumlah Proyek
Perluasan Proyek

62 110 t32 833 I636 470

PMDN

Nilai Investasi Uuta
Rp)

Perluasan (Juta Rp.l

3.401.518.4 3.986.356.3 6.988.565 7.656.675 2,O42,947

Jumlah Proyek

Perluasan Proyek

53 r l5 181. 326 1.140 781 2.354,00

Sumber:DPMPTSP Kab Tangerang 2021

Dengan bertambahnya jumlah investor pada PMDN dari tahun 2O2O ke

2021 menandakan semakin dipercayanya investasi di kabupaten Tangerang.

Akan tetapi untuk Penanaman Modal pada PMA mengalami penurunan , hal ini
dikarenakan adanya pandemi Covid-19 maka banyak perusahaan PMA yang

berkurang jumlahnya dalam berinvestasi di Kabupaten Tangerang.

PMA

1.251,00

6.413.641.5 4.121.O81,30
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9. Kepemudaan dan olah raga

Pada tahun 2021, persentase organisasi pemuda yang aktif terdapat

sejumlah 85% dari total yang ada, Angka ini mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya yaituTOVo. Sementara persentase wirausaha muda juga mengalami
peningkatan setiap tahunnya yaitu dari 670/o di tahun 2020 menjadi TOyo di

tahun 2021. Untuk cakupan pembinaan olahraga dan pembinaan atlet muda,

mengalami peningkatan menjadi 75%. Jumlah atlet yang berprestasi mengalami

penurunan di tahun 2021 dari tahun sebelumnya, yaitu 21 orang menjadi 4

orang, Penurunan signilikan terjadi di tahun 2021 seperti yang tertera pada

table berikut ini :

Tabel 2.722
Data Ke emudaan Kabu aten T eran Tahun 2077-2021

Sumber : Disporabudpar, 2 02 I

10. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya

terdapat bahan pustaka untuk masyarakat. yang disusun menurut sistim

tertentu. yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat

serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan

dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara

langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah

daerah.Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas

mengumpulkan. menyimpan. mengatur dan menyajikan bahan pustakanya

untuk masyarakat umum. Banyaknya jumlah perpustakaan akan

menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka

kepada masyarakat pengguna perpustakan. Besarnya jumlah perpustakaan

juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan

pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta

sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun sebanyak 72.256

orang dengan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 1 1 1 .363 eks.

2017 20 18 2019 2020

20 40 55 70 85Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)

Persentase wirausaha muda (%) 42 62
Cakupan pembinaan olahraga (7o) 4l 41, 75

Cakupan pembinaan atlet muda (7o) 20 60 79 75
22 21 4Jumlah atlet berprestasi (Orang) 22 145

202tIndikator

67 70
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r' Tahun 2Ol5l.5.629 judul / 16.888 eks

/ Tahun 2016 : 3.336 judul / 18.000 eks

r' Tahun 2Ol7 :i8.l2Ojudul / 55.000 eks

/ Tahun 2Ol8:60.120 judul/60.000 eks

/ Tahun 2019 :68.000judul/68.000 eks

/ Tahun 2O2O: 11 1.363 koleksi

/ Tahun 2O2L: ll2.L47 koleksi

Sementara kunjungan ke perpustakaan sebanyak 15.852 orang

mengalami penurunan dikarenakan pembatasan di pandemi Covid-19.

Kapasitas perpustakaan yang ada di Kabupaten Tangerang baru 1.492 unit
dengan 1 perpustakaan daerah, 29 perpustakaan kecamatan.

Tabel 2.123

Kondisi Perpustakaan di Kabupaten Tangerang Ta}aun 2Ol5-2O21

Uraian 2015 2016 20t7 2018 2019 2020 2021
Jumlah

Pengunjung
Perpustakaa

n

84.344 t6t.221 249.793 304.358 335.707 72.256 15.852

Koleksi Buku 16.888 18.000 55.000 60.000 64.000 I I 1,36
3

tt2.t47
Jumlah

Perpustakaa
n

6 6 6 6 6 1.49 1 1.492

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.'fangerang Tahun 2015-2021

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

1. Kelautan dan perikanan

Tingkat konsumsi ikan atau dikenal dengan Angka konsumsi ikan

merupakan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap komoditas ikan

yang dikonversi dalam satuan kg per-kapita per- tahun.

Potensi Kabupaten Tangerang dalam sector perikanan khususnya ikan

dari laut cukup tinggi, dengan panjang garis pantai yang cukup panjang,

berpotensi tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Tangerang tinggi. Data

konsumsi ikan di Kabupaten Tangerang tahun 2O21 mencapai 1085,7

Kg/Kapita/Tahun dengan rata-rata tingkat konsumsi sekitar 37,44

Kg/Kapita/Tahun.



-148-

Tabe| 2.724
Jumlah Konsumsi Ikan per Kecamatal di Kabupaten Tangerang

Tahun 2018-2021

KECAMATAN
KONSUMSI IKAN (Kgl Kapita/Tahun)

20 18 20i9 2020 202 \

Balaraja 33.57 37,86

Cikupa 33.40 34.69 36.25 37 ,65

Cisauk 32.89 34.12 36.7I 36,98

Cisoka 33.54 34,85 35.89 36,89

Curug 33.89 36.22 37 ,65

32.49 34.94 35.85 36,85

Jambe 32.7 5 34.28 35.35 36,92

Jayanti JZ, al J 34.25 35.95 36,98

Kelapa Dua 33.45 34.98 37 ,97

Kemiri 32.97 34.E0 35.85 37 ,68

Kosambi 33.95 35.11 36.24 37 ,48

Kresek 32.12 34.90 35.98 36,78

33.55 3s.22 37 ,89

Legok 7,C C4 34.32 36.48 37 ,44

Mauk 33.45 34.65 35.85 37 ,87

Mekar Baru I

I

34.29 35.86 37 ,29

Pagedangan 35.98 36,89

Pakuhaji JJ,/O 34.95 36.45 37 ,79

Panongan 33. 10 34.82 35.85 36,72

Pasar Kemis 32.78 34.25 3s.95 37 ,48

Raj eg 34.45 36.24 37 ,aa

Sepatan

Sepatan Timur

33.58 34.99 36.25 37 ,67

34.75 36.29 37 ,63

Sindang Jaya 34.t2 35.87 36.89

Solear 32.80 34.90 35.87 36,79

Sukadiri 33.85 34.49

34.O2

35.94 36,78

Sukamulva 32.96 3s.9 0 37 ,79

Teluknaga 34.94 36.38 38,12

37 ,69Tigaraksa 33.2s

Jumlah 960,43 7 ,OO4.t2 I,046.42 1085,7

Rata2 Kabupaten 33.t2 34.62 36.08 37 ,44

Sumber : Dinas Peikanan Kab Tangerang, 2021

34.98 36.25

Gunung Kaler

36.24

Kronjo
I

36.35

32.89 34.22

33.10

I

33.90

34.95 35.98
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Produksi tangkapan ikan di Kabupaten Tangerang Tahun 2O21 dari laut
sebanyak 20.942,33 ton, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020,

sedangkan nilai produksi sekitar 766.336.561. Hal ini menunjukkan bahwa

terjadi kenaikan pada produksi dan nilai produksi. Untuk lebih jelasnya lihat
tabel berikut ini :

Tabel 2.125

Produksi Dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan

Jenis Penangkapan di Kabupaten Tangerang Tahun 2O|8-2O2L

Jenis 2019 2021
Perikanan Tangkap di Laut
Produksi
(ton) 20,625.OO 20,590.52 20,414.30 20.942,33

Nilai
Produksi
(000 Rp)

s07,905,691.00 718,390,871.56 659 ,222,090.78 766.336.561

Perikanan Perairan di daratan
Produksi 69.7 | 207 .98 a7 .91 88,34
Nilai
Produksi
(000 Rp)

2,O42,695.OO 4 ,634 ,27 6 .O3 2,109,818.99 2.156.367

Sumber : Dinas Peikanon Kab Tangerang, 2021

11. Pertanian

Potensi pertanian di Kabupaten Tangerang masih cukup tinggi dengar

keterbatasan lahan dan persaingan dengan industry, tetapi tidak menyurutkan

usaha pemerintah Kabupaten Tangerang untuk memaksimalkan produksi

sector pertanian untuk kebutuhan pangan masyarakat. Untuk lebih jelasnya

lihat table berikut ini :

Tabel 2.126

Kontibusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB di Kabupaten Tangerang

2018-2021

KECAMATAN

JUMLAH PRODUKSI
PADI/BAHAN PANGAN
UTAMA LOKAL HASIL

KELOMPOK PDTANI (TON)

JUMLAH PRODUKSI PADI/ BAHAN
PANGAN UTAMA DI DAERAH (TON)

20 18 20t9 2020 20 18 20t9 2020 202t
Balaraja 8,281 10,400 10,788 8,28t 10,400 10,788 10.545

Cikupa 2,26r 2,674 3,309 2,261 2,67 4 3,309 3.031

Cisauk 2,64a 2,556 2,855 2,648 2,556 2,855 2.622

Cisoka 11,530 1 1,541 12,764 1 1,530 11,541 t2,764 12,t27

Curug 2,468 2,7 63 2,779 2,468 2,763 ) 774 3.249

Gunung Kaler 22,94t 20,6s6 24,202 22,981 20,656 24,202 23.907

Jambe 6,586 6,342 9,081 6,586 6,342 9,081 6.877

Jayanti to,277 10,895 12,404 10,277 10,896 12,408 1 1.735

20 18 2020



- 150-

KECAMATAN

JUMLAH PRODUKSI
PADI/BAHAN PANGAN
UTAMA LOKAL HASIL

KELOMPOK PETANI (TON)

JUMLAH PRODUKSI PADI/BAHAN
PANGAN UTAMA DI DAERAH (TON}

20 18 2019 2020 2018 2019 2020 202r
Kelapa Dua 80

10,446
240 363

Kemiri 9,820 t7 ,823 9,620 to,446 17 ,a23 17.605
Kosambi 2,O09 1,343 1,985 2,009 1,343 1,985 t.478
Kresek 16,679 t4,344 17,735 t6,679 14,344 77 ,735 16.088

Kronj o L7 ,522 18,510 23,249 17 ,522 18,510 23,249 20.419
Legok 7 ,439 7,518 7 ,682 7 ,439 7,518 7 ,6A2 a.2a9
Mauk 25,692 22,835 24 ,592 25,692 22,835 24,592 21.904
Mekar Baru 18,394 16,843 20,577 18,394 16,843 20,577 20.o44

Pagedangan 3,668 3,699 3,503 3,668 3,699 3,503 3.682

Pakuhaji 2\ ,O25 23,625 27 ,525 2t ,o25 23,625 27 ,525 30.754

Panongan 7 ,919 7 ,438 7,714 7,9t9 7 ,438 7,714 6.508

Pasar Kemis 4,539 4,393 5,068 4,539 4,393 5,068 4.6a2

Rajeg 24 ,947 t9,795 27 ,47 4 24,947 t9,795 27 ,47 4 36.043

Sepatan 6,347 6,239 5,936 6,347 6,239 8,238
Sepatan
Timur 10,818 7 ,537 8,O87 10,318 7 ,537 I,Oa7 10.638

10,783 1 1,054 16,713 10,783 I 1,054 t6,71,3 15.s85

Solear 10,760 to,547 1 1,235 10,760 to,547 I 1,235 11.009

Sukadiri 19,5 10 16,933 16,403 19,510 16,933 16,403 20.396

Sukamulya 14,117 13,510 1.4 ,367 14,117 13,510 14 ,367 1 1.980

Teluknaga 6,080 7 ,679 1o,147 6,080 7,679 10,147 9.340

Tigaraksa 10,975 to,26r 1 1,466 to,97 5 t0 ,261 rt,466 10.829

JUMLAH 316,152 302,614 357,704 316,t52 302.614 357,704 360.003

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kab Tangerong, 2021

Tingkat produktivitas tanaman pangan padi atau bahan pangan utama

lokal lainnya yang diproduksi di Kabupaten Tangerang pada tah.ur. 2O2l

mencapai 360.003 ton, dengan luas areal tanaman sekitar 36.202 Ha.

Tabel 2.127
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar di

Kabu aten Tan eran Tahun 2018-202 1

PRODUKSI TANAMAN
PADI/BAHAN PANGAN

UTAMA LOKAL LAINNYA
(roN)

LUAS AREAL TANAMAN PADI/BAHAN
PANGAN UTAMA LOKAL LAINNYA (H )

2020 202t

KECAMATAN

20 18 2020 20 1B 2019
|,Ll7 2.151Balaraja

20t9
48.27 1,117 1,117

315 665Cikupa 46.62 47 .O9 47 .56 3ls 315
310 310 310 543Cisauk 46.86 47 .33 47 .80

! aoo 1,224 2.520Cisoka 47 .O8 47 .55 48.03 | ,228
677Curug 47 .OO 47 .47 47.91 306 306 306

Gunung Kaler 47 .54 48.O2 48.50 2,50s 2,505 2,505 4.892

Jambe 46.48 46.94 47 .41 733 733 L446

240 80

5,936

Sindang Jaya

47 .79
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KECAMATAN

PRODUKSI TANAMAN
PADI/ BAHAN PANGAN

UTAMA LOKAL LAINNYA
(roN)

LUAS AREAL TANAMAN PADI/BAHAN
PANGAN UTAMA LOKAL LAINNYA (Ha)

20ta 2019 2020 20 t9 2020
),,247

2021
Jayanti 47 .38 47 .A5 48.33 1 ,247 2.44a
Kelapa Dua 47 .O2 47 .49 47 .97 25 25 75

Kemiri 48.42 48.90 49.39 1,772 t,772 1,772

Kosambi 47 .94 44.45 302
47 .O9 47 .56 48.04 1 ,847 I,847 t,447

Kronjo 47 .64 48.t2 48.60 2,407 2,407 2,407 4.1a7

Legok 47 .02 47 .49 47 .97 810 810 1.7 1l
Mauk 47 .88 48.36 44.44 2,569 2,569 2,569 4.415

Mekar Baru 47 .20 47 .67 48.15 2, 181 2,18t 4.136

Pagedangan 47 .O8 47 .55 48.O3 402 759

Pakuhaji 48.10 48.58 49 .O7 2,479 2,479 n 470 5.936

Panongan 46.58 47 .O5 848 848 848 1..433

Pasar Kemis 47 .48 47 .95 48.43 503 952

Rajeg 48.44 48.92 49.41 2,492 2,492 2,492 7 .222

Sepatan 48.49 48.97 49 .46 635
Sepatan
Timur 48.36 48.84 49.33 798 2.135

47 .42 47 .89 44.37 1,702 1,702 1,7 02 3.190

Solear 46.64 47.t\ 47 .58 1,154 1,154 1,154 2.290

Sukadiri 48.58 49.O7 49.56 1,635 1 ,635 1 ,635 4.O7 5

Sukamulya 47 .50 47 .98 48.45 I ,437 1 ,437 1 ,437 2.440

Teluknaga 47 .46 47 .93 44.41 1 ,260 I ,260 1 ,260 2.O99

Tigaraksa 46.86 47 .80 1,2 13 1,2t3 7,2t3 2.243

JUMLAH 47 .42 47 .89 48.37 36,202 36,202 36,202 7 3 .622

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kab Tangerang, 2O21

Tingkat Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per

Hektar di Kabupaten Tangerang Tahur, 2Ol8-2O21 mencapai 73.622 Ha. Hal ini

menunjukkan bahwa ketahanan pangan kita semakin meningkat.

12. Perdagangan

Sektor perdagangan di Kabupaten Tangerang memberikan kontribusi

terbesar ke-3 terhadap PDRB Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 11,O4O,282.72,

kontribusi sector perdagangan mengalami penurunan dibadingkan tahun 2019

yang sebesar Rp. 11,675,614.85, penurunan sector perdagangan merupkan

dampak global pandemic covid-19. Data ekspor bersih (selisih antara total nilai

ekspor suatu negara dan nilai total impor) kabupaten Tangerang termasuk

mengalami penurunan, sehingga Pemerintah Kabupaten Tangerang mendorong

2018

47 .50

Kresek 3.484

810

2, 181

402 402

503 503

635 635 1.649

798 798

Sindang Jaya
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para pelaku ekspor untuk meningkatkan ekspor keluar negeri di masa

pandemic Covid- 19.

Data ekspor Kabupaten Tangerang diambil dari data pelaku usaha yang

menggunalan Surat Keterangan Asal. Surat Keterang Asal (SKA) atau biasa

disebut Certificate of Origin (COO) adalah merupakan sertifikasi asal barang,

dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang/komoditas yang

diekspor adalah berasal dari daerah/negara pengekspor yang mempunyai

perjanjian kerjasama dengan negara tujuan. Mendasari hal ini adalah

kesepkatan bilateral, regional, multirateral, unilateral atau karena ketentuan

sepihak dari suatu negara pengimpor/ tujuan yang mewajibkan SKA ini
disertakan pada barang ekspor Indonesia. SI(A ini sebagai bukti bahwa barang

tersebut dihasilkan dan diolah di Indonesia dengan nilai kandungan local

minimum 40%. Sehingga data yang disampaikan dibawah ini tidak menjelaskan

jumlah ekspor keseluruhan Kabupaten Tangerang karena tidak semua pelaku

usaha berhak menggunakan fasilitas ini.

Berdasarkan data ekspor bersih berdasarkan Surat Keterangaan Asal

Kabupaten Tangerang di tahun 2027 terladi kenaikan nilai ekspor sebesar 32%o

dibandingkan tahun 2020. Hal ini dikarenakan ekonomi dunia sudah mulai

bangkit dan melakukan penyesuaian dalam menghadapi pandemi covid ini

sehingga bisnis masih terus berjalan. Alas kaki masih mendominasi komoditi

tertinggi untuk Kabuputan Tangerang dengan negara tujuan benua Eropa

kemudian disusul dengan produk garmen dan textile. Namun negara di Benua

Eropa tidak masuk kedalam 10 besar negara dengan tujuan ekspor tertinggi

karena Benua Eropa sudah menggunakan system DAB dimana adanya

perjanjian antara Indonesia dengan Eropa yang memperbolehkan pelaku usaha

yang akan mengirim produknya ke Eropa tidak perlu mencetak COO. Dalam

menghadapi pandemi yang dialami seluruh dunia ini produk makanan

merupakan produk ungg.rlan yang tidak terdampak pandemic bahkan

permintaanya meningkat. Pada tahun 2O19-2O2O, produk Garmen merupakan

komoditi tertinggi tetapi terjadi penurunan dikarenakan ada beberapa pabrik

garmen yang tutup akibat pandemi maupun pindah lokasi pabrik maka

digantikan oleh produk alas kaki.

Untuk jumlah perusahaan yang melakukan ekspor menggunakan

fasilitas SKA ini pun mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020, tetapi
jumlah negara tujuan terjadi penurunan sebesar 12 negara. Hal ini
dikarenakan:

1. Negara yang masih memberlakukan lock down
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2. Negara yang ekonominya belum stabil

3. Perjanjian kerjasama Indonesia dengan negara tujuan telah berakhir atau
belum diperbarui.

Tabel 2.128
Eks or Bersih di Kabu aten Tan eran Tahun 2018-2020

Ekspor
No Jenis Usaha

2018 2019 2020
Total

i | (64) ALAS KAKI 64,558,677,O87 49 ,666 ,47 0 ,634 36,606,634,539 5,221,672,700.42

2
(52) TEKSTIL

DAN PRODUK
TEKSTIL (TPTI

892,O10,264 5,788,514 679,548,t4t.367 ,6t3,624,974

(61) TEKSTIL
DAN PRODUK
TEKSTIL (TPI)

8,886,933,863 7,t70,846,616 3,410,322,Q98 s96,813,019.06

4
(62) TEKSTIL

DAN PRODUK
TEKSTIL (TP/T)

2,7 06,688,47 0 2 ,7 L3 ,97 0 ,206 894,27 5,840 244,462,293.77

5 (03) MOLUSKA 4,176,966,300 5,533,883,108 9,933,618,018 226,632,O4 L t7

217 ,434,587 .276
(39) BARANG

PLASTIK 2,100,354,359 1,583,599,265 4,247 ,208,OO5

1s7,885,698.007

(87)
KENDARAAN
SELAIN YANG
BERGERAK
DIATAS REL

DAN
BAGIANNYA

1,2t7,o2r,156 I ,35a,602,7 36 97 0,464,267

t53,t26,628.O38
(44) KAYU
OLAHAN

1 ,7 97 ,7 44 ,854 1,560,161,027 1,235,183,375

9
(69) PRODUK

KERAMIK 7,347 ,674,443 1 ,172,879 ,500 1,295,786,513 14r,370,4t9.37

|,to9,715,227 94,546,497.3410
(19) MAKANAN

OLAHAN 981,231,185

77,010,860.1511 (70) GELAS 1,006,193,882 779,380,49s 640,683,253

62,998,950.12t2
(74) TEMBAGA

DAN
PRODUKIVYA

581,311,018 1,466,115,353 |,364,168,763

13 (94) LAMPU 87 ,65 | ,897 1,74a,433,295 3,857 ,2t6,465 60,57 6,47 2.17

60,439 ,620.40l4 (96) TERMOS 24a,326,998 246,7 lO,20I 226,58s,059

15 252,619,901 60,864,994 34 ,77 6 ,O9 I .92
(55) TEKSTIL

DAN PRODUK
TEKSTIL (TPT)

101,441,186

34,550,320.2216

(72) LoGAM
TIDAK MULIA

DAN
PRODUKT'IYA

1Q6,7 t7 ,379 |,379,631,499 1,,473,234,391

33,170,807.68t7

(95) MAINAN
DAN

PERAI,ATAN
OLAH RAGA

40 1,036,343 s8t,495,478 222,966,185

18
(42) BARANG
DARI USUS

1,087, 139,365 30,145,527.8381,959,486 1,798,937,618

t9 (33) KOSMETTK 156,986,393 214,850,802 1,374,400,930 22,838,732.2t

20
(8s) MESIN DAN

PERALATAN
ELEKTRIS

22 ,664 ,27 | .80555,688,346 366,334,2s3 786,516,689

TOTAL 80,430,762,971 78,410,616,950 8 ,172,663,620.29
Sumber : Dinas Peindustian dan Perdagangan Kab Tangerang Tahun 2020

3

I

924,479,527

92 ,O87 ,O4 r ,966
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Tabel 2.129
Eks or Bersih di Kabu eranaten Tan

KOMODITI EKSPOR BERSIH KAI}UPATEN TANGERANG 202I

-

20 besar komoditi

I Alas kaki; Den8an Sol Luar Kulit, Uppers Terdi.ri Da-ri Tali Kulir
Di Instep Dar Sekitar Jempol Kaki 984,874,151 13,788,238,1 14,000

2
Sepatu Olaluaga; Sepafu Te[is, Sepatu Basket, Sepatu C]]n,
Sepatu l,atiha! Dan Sejenisnya, Dengarl Sol LuaJ !.a-rct Atau
Plastik Dar Bagian Atas BahaJr Tekstil

569,a96,622
I

7,978,552,703,000

3 407,513,444

4

Persiapan Sayuran; Salr.lran, Buah, I(acang-kacqngan Dan
Bagian Tanama! lain ysng dapat dima-kan, Disiapkan Atau
Diawetkan Oleh Cuka Atau Asan Asetat (tida-k temlasuk
Mentimun Dai Gherkins)

325,a7 4,798

.1,2{i6,566,"1 16,000Besi Atau Baja, Besi Babi, Spiegeleisen; Butrarl Da-ripadarrya

6

304,7 54,744

303,281,823 +,2.15,!1.15,522,000
Besi atau Baja Non-paduai; Dalam Kumparan, Tanpa Pola
Lega, Flat-roued, kbar 600rl1m Atau L€bih, Hot'rolled, Dari
Ketebalal 4.7smm Atau trbih Tetapi Tidak Melebihi 1omri

I
3,782,073,666,0007 270,148,119

262,270,O3t8

Tungku; Bagian pembaka-r tungku, untuk ba.han bolar cair,
ba}lan baka.r padat atau gag yang dilumatkan, stoker nekanik,
parutan, debitur abu dan sejenisnya

Ka-ret; Vulkanisir, Sabuk Transmisi T3k Berujung Dari
Penampang Trapesium (v-belt), Selarn V-ribbed, Dari LinBkar
Luar Melebihi 60cm Tetapi Tidak Melebihi 180 Cm

9 256,602,74s

Krustasea; Beku, Udang Dan Udang, Tidal< Termasuk Varietas
Air Dingin, Dala]! Cangkang Atau Tidak, Merokok, Dimasak
Atau Tidak Sebelum Atau Selama Merokok; Dalam cangkang,
dimasak dengarl 6engulrus atau dengan merebus da.lam air

I
56 ,00010

Propylene, Polimer Olefm Laimya; Pol)?ropylene Dal.url Bentuk
Primer 252,862,O54

246,992,500

aI

Alas kaki; N.e.c, Dalan Judul No, 6402, I{enutupi Pergclangan
Kaki, Dengan Sol Luar Dart Bagian Atas Karet Atau Plastrk1r

t2 .t,166,O77,362,000226,148,3A3

l3

Hidrokarbon Asiklik; Tsk jenuh, N.e.c. Dalam Judul No. 2901

224,512,635 3,143, r76,890,000

2,75-1,621 ,660,000Balang Berkemah; (baharl tekstil), N.e.c Dalam Judul No. 6306 196,758,690

r 76,913,054Si-rkuit Tcrpadu ElelitroDrk; tunplili(]r

Tahun 2027

NA\IA IiOi'{ODll l NILAI FOB

5,705,193,816,000

Tembaga; Bar, BatanS Dan Profil, Paduar Tenlbagil (selarn
PaduaI Dasa-r Tembaga-seng)

4 ,562 ,247 ,172 ,OOO

3,457,895,000,000

TerDbata; Halus, Unwrought, N.e.c. Da-lam IteDr No. 7403.1

l5 2 ,47 6 ,7 a2 ,7 56 ,AOO
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! .! KOMODITI EKSPOR BERSIH KAE}UPATEN TANGERANG 202I

16
Minyak-Lne dan residu padat lainnya; Apakrh Tanai Atau
DalalII Bentuk Pelet, Hasil Dari Eksrral<si Kacang Sa\!rt Atau
trfinyak I.,eme1

168,553r 157

17
Minyak Nabati; Minyak Sa$lt Dar Fraksinya, Selarn Minyak
Mentah, Apakah DisempumakaJr atau Tidak, Tctapi Tidak

. 
DiEodifikasi Secara Kimia

r67,181,755

18 Halida dalr Halida Oksida Non-loga]n; Tidak ternasuk ldorida t64,229,501 2 ,299 ,2 13 ,O t4 ,OOt)

t9
AsaE L€msk Moookarboksiiat Indusu'r; Mlnya} asam dari
penluLinga!; (selain Assm Stearat, Asam Oleat Atau Asam
LeEak Minysl< Tinggi)

141,435,696

I

r40,126,392Peralatan Listiik; Transistor, (selain Fotosensitl), Dengan
Tingkat Disipasi lw Atau tabih

TOTAL NIL\I EKSPOR 5,790,930,694 8l,073.029,7 r6,000

20

2.1,.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan

terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. produktivitas total daerah. dan

nilai tukar petani.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka konsumsi RT

per kapita)

Secara empiris, kemampuan konsumsi rumah tangga dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi masih terbatas karena sangat dipengaruhi oleh

kemampuan atau daya beli masyarakat, Dalam kurun waktu 2OL5-2O19,

konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam

nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah

penduduk, Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai

konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, Porsi pengeluaran konsumsi rumah

tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2017 s,d 2019 terus meningkat,

Pada tahun 2Ol9 porsinya adalah sebesar 51,90 persen, Angka ini
menunjukkan bahwa penopang perekonomian di Kabupaten Tangerang masih

ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Sumber : Dispeindag Kab Tangerang, 2021

20 besar komoditi

. NII.AI I'OB

2,359,744,198,000

1,980,099,744,000

I ,961.769,488,000
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Secara total, pertumbuhan konsumsi., rumah tangga Atas Dasar Harga

Konstan (ADHK) adalah sebesar 5,05 persen pada tahun 2019, Angka ini
menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai pertumbuhan

sebesar 5,29 persen, Ini disebabkan menurunnya laju pertumbuhan di

Kabupaten Tangerang tahun 2019, Sementara itu, konsumsi perkapita

cenderung meningkat dari tahun 2015 sampai dengan 2019, Ini menunjukkan

bahwa perkembangan perekonomian di tingkat konsumsi masyarakat lebih

cepat daripada perkembangan penduduk, Ekonomi tumbuh di atas

pertumbuhan penduduk.

Dampak Covid-19 terasa pada daya beli masyarakat pada tahun 2020,

Daya beli masyarakat Kabupaten Tangerang menurun. Hal ini disebabkan

karena salah satunya adalah menurunnya pendapatan masyarakat akibat

pembatasan aktivitas masyarakat. Tahun 2021 kehidupan mulai beradaftarsi

dengan kondisi pandemic Covid- 19, pembatasan kegiatan tetap dilakukan

tanpa mengurangi protocol kesehatan, aktivitas perekonomian mulai berjalan

normal, dan produktifitas masyarakat mulai berjalan sehingga dampaknya

kondisi ekonomi dan social masyarakat mulai menunjukkan bangkitnya dari

kelesuan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mulai pulih dari konstraksi yang

sebelumnya 3,75 persen, tahun 2O21 mulai bangkit dengan laju pertumbuhan

ekonomi mencapai 4,63 persen, lebih tinggi dari pada Banten dan Nasional.

Masyarakat mulai kembali kerja dengan mulai berkurangnya pengangguran

akibat Covid-l9, tahun 2021 mulai menunjukkan tren penurunan angka

pengangguran, tetapi kondisi kemiskinan cenderung meningkat disebabkan

ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need),

ditambah inflasi terhadap beberapa kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.130
Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah tangga Kabupaten

Tahun 2016 - 2021

Tota.l Nonsumsi Rumah Taigga

74,665.6aa, ADHB (Miliar
Rp) 56,994,77 61,506. t5 67,159.46 72,994.7 t 7 t.692.45

b, ADHK 2O1O
(Miliar RDI

47,04634 49,404.52 52,000.18 54,496.20 53,122.77 54,753.24

51.4252,1 51.69 51.73 52.t1 52.82

Rata - Rata Konsumsi perkapita

Proporsi terhadap
PDRB IIB

a, ADHB (Miliar
Rp) 16,389,60 N/At7 ,172,35 r8,268, rq 19,264,O1 22,159,01

b, ADHK 2010
(Miliar Rp) 13,540,30 r3,786,4 r 14,091,58 14,373,I4 r6,420,21 N/A

2016. 2017 2014 20t9 2021*Uraiai
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PertumbuhaJr

a, Total Konsumsi
RT

4,96 5,29 5,05 N/A

b, Perkapita 2,O4 t,a2 2,21 2,93 14,2 N/A

Jumlall Penduduk 3,477,495 3,692,693 3,800,7a7 3,245,619.'
**Angka sensus 2020
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2020

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah

dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung

aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

Aksesibilitas Daerah pada tahun 2019 untuk panjang jalan existing

adalah sebesar 992.61 km dengan klasifikasi beton 947.81 km atau 95.49o/o.

aspal 24.63 atau 2.48Vo. dan DII 20.18 KM atau 2.O3o/o. Jika dibandingkan

dengan kondisi jalan tahun 2018. maka jalan di kabupaten Tangerang dengan

klasifikasi beton meningkat O.460/o.

Tabel 2. 13 1

Jenis Perkerasan Jarin Jalan di Kabu ten Tan Tahun 2Ola-2O2O
TAHUN 2018

Aspal DllBeton

(KM) (KM)

Panjang Panjang Ruas (KM)

(KM)

943.30 26.30 23.O1Panjang existing 992.61

Panjang ( % ) 2.650100% 95.03%

TAHUN 2019

Panjang DllAspalPanjang Ruas (KM)

(KM) (KM) (KM)

Parrjang existing 20. t8992.6t 947 .ar 24.63

Panjang ( % ) tooyo 95.490/o 2.4avo 2.O3v.

Tahun 2020

Uraiarr 2016 2017 201B 2019 2020. 202r.'

3,544,770

Beton



Panjang existing 992.6r 879.62 77.11 35.98

Panjang ( % J 100% 88.62 7.77 3.62
Tahun 2021

Panjang existin-q
Paniang (ol)

Sumber : Dinas Bina Marga dan SDA kab. Tangerang, 2O2O

2.1.4.3 Fasilitas Bank dan non Bank

Posisi pinjaman rupiah dan valuta asing yang diberikan Bank Umum dan

BPR di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 diperuntukan untuk Modal

Kerja sebesar Rp, 48,139,347 juta, investasi Rp, 26,786,929 juta dan konsumsi

Rp,55,327,116.

Tabel 2.132
Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang Diberikan dari Bank Umum

dan BPR di Kabupaten Tangerang dan Jenis Penggunaan futa rupiah)

Modal Kerja 44,201,333 45187413 52,185,191 51,586,062 46,893,956

Investasi 24,89 1,300 24,524,628 28,883,677 28,032,656 24 ,330 ,O t6 23,240,458

Konsumsi 43,715,500 47 ,8t0,622 53,305,355 55,741,884 55,661,689 57 ,700,O27

1 12,808,133 LL7,522,663 134,374,224 13s,360,603 126.885.662 t26.542.61 1

Sumber : Indikator Ekonomi Provinsi Banten,2O2l

2.2 Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2O2O mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2Ol4 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2Ol'7 tentang

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja. Tata Cara Reviu

Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Tangerang.

2.2.1 Evaluasi Terhadap RPJMD

Indikator Makro dalam RPJMD Kabupaten Tangerang menggambarkan

kenrajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Indikator makro

pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat

Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, dan

Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak

(Impact) dari pelaksanaan program lkegiatan yang bersifat lokal, regional dan

-158-

Uraian 20t7 2018 20t9 2020 202120 L6

45,642,t86

TOTAL
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nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah

daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku

pembangunan lainnya.

Tabel 2.133

Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No.
Uraiar

Indikator
Makro

Satuan
Capaian

2017 2018 2019 2021

t LPE Persen 5,84 5,93 5,45 -3,75 4,63
Persen 3,s 3,46 3,31 l,t7 7,79

3
Tingkat
Penganggurarr
Terbuka

Persen 10,57 I 7 8,91 13,06 9,06

4 Kemiskinan Persen 5,39 s,18 i s,14 6,23 7,t2
IPM Nilai 70,97 7 t,59 7 r,93 7 r,92 72,92

1. Laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan pasca pandemic Covid

- 19, kenaikan ini mempengaruhi hampir seluruh sektor, tak terkecuali

sektor ekonomi. Secara umum, laju pertumbuhan PDRR Kabupaten

Tangerang pada tahun 2O2l mengalami kenaikan sebesar 4,63Vo dari

sebelumnya mengalami penurunan hingga mencapai -3,7 5o/o. Sebagian

besar lapangan usaha mengalami penurunan laju pertumbuhan yang

drastis, kecuali lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan, dan

perikanan, informasi dan komunikasi, dan jasa keuangan dan asuransi.

Lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan dan

usaha di bidang jasa keuangan dan asuransi mengalami kenaikan tipis

dibandingkan tahun 2020.

2. Tangerang mengalami inflasi sebes ar I ,79 persen. Komoditas yang

memberikan andil inflasi di Tangerang adalah mobil sebesar 0,21 persen,

daging ayam ras dan beras masingmasing sebesar 0,05 persen, bawang

merah sebesar 0,04 persen, cabai rawi! tomat dan telur ayam ras masing-

m.asing sebesar 0,03 persen. Sementara komoditas yang memberikan

andil deflasi, yaitu cabai merah sebesar 0,17 persen; angkatan udara

sebesar 0,08 persen; parfum dan buah naga masing-masing sebesar 0,02

persen; emas perhiasan, kangkung dan bayam masing-masing sebesar

0,01 persen.

3. Kemiskinan tahun 2O2l rnengalami kenaikan sebesar 7,12 persen.

Berdasarkan data yang telah dirilis oleh BPS, indeks kedalaman

kemiskinan (P1) Kabupaten Tangerang tahun 2O2l sekitar 1,21

2020

2 Inflasi

5
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sedangkan tahun 2020 sekitar 0,95. Tahun 2021 indeks keparahan

kemiskinan (P2) mencapai 0,29 tahun 2O2O mencapai O,22. Sementara

itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tahun 2021

sekitar 7.L2 o/o atau sebanyak 2723;0 orang, mengalami peningkatan

secara persentase dari tahun 2020, dan mengalami peningkatan dari segi

jumlah. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis

kemiskinan pada tahun 2O2O senilai Rp52O.742,- lkapita/bulan,
sedangkan tahun2027 sekitar Rp. 545,065 kapita/bulan.

4. Menurut data BPS Provinsi banten tahun 2021, angka pengangguran di

Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dilihat dari tingkat

penganggurarl terbuka (TPT) yang mencapai 9,06, yang sebelumnya di

tahun 2020 mencapai 13,06 tertinggi di Banten, penurunan angka

pengangguran menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di

Kabupaten Tangerang mulai pulih dari dampak pandemi covid-19 dengan

banyaknya industri pengolahan menerima kembali para tenaga kerja.

5. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup

sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar

hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat

ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah

tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk
hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada

saat kelahiran adalah sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur

melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (dalam

tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur

7 tahun di masa mendatang. Adapun Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

adalah rata-rata lamanya (dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas

dalam menjalani pendidikan formal. Sementara itu standar hidup layak

digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang

nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli

(purchasing power parity). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat,

Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 69,93 tahun, Sementara

pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekoiah antara 12,84 tahun,

serta Rata-rata Lama Sekolah antara 8,61 tahun. Adapun, Pengeluaran

per Kapita Disesuaikan berada pada kisaran 72.273 juta rupiah. Selain

dari sisi pencapaian, variasi juga terlihat dari kecepatan atau

pertumbuhan IPM nya. Tercatat, Kabupaten Tangerang tumbuh 0,51
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persen, sehingga menjadi daerah yang pembangunan manusianya

mengalami kemajuan paling pesat. Kemajuannya itu didorong oleh

cepatnya perbaikan pada dimensi pengetahuan dan dimensi standar

hidup layak.

Tabel 2.134

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No. Indikator Tujuan/ Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian
l"/'l

1 2 3 4 5 6

1

Persentase penanganan
kasus ketentraman dan
ketertiban

Persen 100 100 100

Angka Harapan Hidup
(AHH) Tahun

Tahun

69,96 69,93 100

Rata-Rata Lama Sekolah
{RLS) (Dalam Tahun) 8,41 8,61 102,37

4 Laju Pertumbuhan Ekonomi
(LPE)

Persen 3,O7 5,47

5
Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) Persen 12,140/o 9,060/o 133,90/o

6 Nilai AKIP Persen 71,37 72,6r

7
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Persen 81 85,95 106,1

8
Suwey Eksternal Persepsi
Korupsi 3,79 4,19

9
Prosentase infrastruktur
wilayah dalam kondisi baik Persen 91 95

i0 Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)
Persentase inovasi yang
diimplementasikan

55,7

Perserr 56 81

Capaian indikator makro RPJMD Kabupaten Tangerang pada Tahun 2021

menunjukkan 94,2 persen melampaui target (>100 persen) dan sisanya belum

mencapai target. Adapun penjelasan masing-masing indikator makro tersebut

diuraikan sebagai berikut :

Capaian kinerja yang tidak mencapai target ditunjukan pada:

1) Indikator Nilai AKIP Hasil Evaluasi KemenPANRB-RI belum diperoleh

karena masih dalam proses penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kabupaten Tangerang oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, namun demikian jika Nilai

AKIP tahun sebelumnya dapat dijadikan rujukan sementara maka terjadi

penurunan nilai namun masih dalam rentang nilai sangat memuaskan

dengan capaian target sebesar 98,77o/o*l;

2

Indeks

11
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2) Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik pada tahun ini
mengalami kenaikan capaian kinerja dari tahun sebelumnya;

3) Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami peningkatan capaian

kinerja meskipun tidak signifikan, dengan capaian target sebesar 70,2lVo;

4) Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan dengan

capaian target sebesar 8,7o/o;

5) Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) belum mencapai kinerja yang

telah ditetapkan dikarenakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Tangerang pada Tahun 2020 berkonstraksi -3,7O7o yang dipengaruhi oleh

1 I (sebelas) sektor PDRB yang mengalami penurunan sehingga tidak

terjadi pertumbuhan ekonomi hingga -65,070/o, narnun demikian melihat

rentang waktu Tahun 2016 hingga Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Tangerang rata-rata tumbuh sebesar 3,29o/o;

6) Indikator Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) belum mencapai kinerja

yang telah ditetapkan namun masih dalam rentang nilai baik dengan

capaian target hanya 64,|Ook,

Secara umum Kabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Jumlah Sasaran yang

ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Tangerang Tahun 2O19-

2023 sebanyak 11 Sasaran Strategis.

Tahun 2021 merupakan tahun Ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten

Tangerang, dari sebanyak 11 Sasaran Strategis dengan 11 indikator kinerja

utama yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran Kabupaten

Tangerang sebagaimana yang tertera pada tabel diatas.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan

informasi kinerja sebagaimana tercantum pada beberapa tabel berikut :

1 Melebihi/Melampaui Target 45,45 %

2 Sesuai Target o,00 %

3 Tidak Mencapai Target 54,55 0/o

Tabel 2.135

Pencapaian Kinerja Kabupaten Tangerang Tahun 2020

No. Tingkat Capaian I(nerja Capaial
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Adapun pencapaian kinerja sasaran dari sebanyak 11 Sasaran Strategis,

pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah

ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.136

Pencapaian Sasaran Strategis Kabupaten Tangerang Tahun 2021

1

Meniagkatnya
Ketentraman
dan
Ketertiban
Masyarakat

1 100

2
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan

Angka
Harapan Hidup
(AHH)

1 100

3
Meningkatnya
Kualitas
Pendidikan

Rata-Rata
Lama Sekolah
(RLS)

I

4

Meningkatkan
Daya Saing
Ekonomi
Kerakyatan

Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (LPE)

1 100

5
Menurunnya
Pengangguran

Tingkat
Penggangguran
Terbuka (TPT)

1 100

6

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah

1 100

Nilai AKIP Hasil
Evaluasi
KemenPANRB-
RI

7

Meningkatnya
Kinerja
Pelayanan
Publik

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)

I 100

8
Meningkatnya
Integritas
Aparatur

Indeks
Persepsi
Korupsi (lPK)

1 100

9

Meningkatnya
Kualitas dan
Kuantitas
Infrastruktur

Persentase
Infrastruktur
Wilayah Dalam
Kondisi Baik

1 100

10

Meningkatnya
Kualitas
Lingkungan
Hidup

lndeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup (IKLH)

1 100

11

Meningkatnya
Kinerja
Inovasi
Daerah

Jumlah
Perangkat
Daerah yang
Menghasilkan
Inovasi Daerah

1 100

64 Offit

No.
Sasaran
Strategis

Jumlah
Indikator

Melampaui
Target

Sesuai
Target

Bclum
Mencapai

'l'arget
Jumla}l Vo Jumlah Yo Jumlah %

Persentase
Penanganan
Kasus
Ketentrama!
dan Ketertiban

100

11 45,45
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2.2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan

Kabupaten Tangerang dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan tahun 2019. secara umum untuk realisasi program atau kegiatan

yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

disebabkan oleh beberapa penyebab diantala kegiatan bersifat lintas sektor

sehingga dalam mewujudkannya diperlukan kerja keras. ketersediaan anggaran

yang belum terpenuhi secara cukup sehingga kegiatan berjalan tidak
optimal. beberapa kegiatan yang bersifat lelang terlambat untuk ditenderkan

sehingga waktu pelaksanaan dalam tahun lalu tidak selesai. perencanaan di

awal tahun yang menganut prinsip mengikuti kegiatan seperti pada tahun-

tahun sebelumnya sehingga berdampak pada kurangnya pencapaian SPM dan

IKK.

Sedangkan untuk realisasi program atau kegiatan yang melebihi target

kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan merupakan keberhasilan

dimana secara umum dengan keterbatasan yang telah disebutkan di atas.

masih mampu untuk menghasilkan output melebihi dari target.

Evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2O2O disajikan dalam

tabel di bawah ini :
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Tabel 2.137

Capaian Program Kabupaten Tangerang Talrun 2O2l

1.OI URUSAN
PEMERINTA}IAN

BIDANG PENDIDIKAN
PROGRAM

PENGELOLAAN
PENDIDIKAN

Angka Partisipasi Mumi
(APM) SD/MI 84,5 85 85,5 100% Dinas Pendidikar

Angka Partisipasi Mumi
(APM) SMP/MTS

65,15 65,8 66, r 66,1 Dinas PendidikaJr

ANGKA PARTISIPASI MURNI
(APM) PAUD

2a 31 34 86,5 Dinas Pendidikan

ANGKA PARTISTASI MURNI
(APM) Kesetaraan 16vo 15"ui, 0, t3 67,05 Dinas Pendidll{an

PROGRAM
PENGEMBANGAN

KURIKULUM

Jurnlah peserta didik yaig
dapat Baca Tulis Al Qura!

Jenjang SD DAN SMP
o o/o r0.000 r0.000 Dinas Pendiclikan

I,O2 URUSAN
PEMERINTA}IAN

BIDANG KESEHATAN
PROGRAM

PEMENU}IAN UPAYA
KESEHATAN

PERORANCAN DAN
UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Rata-rata capaion penerapan
Staidar Pelayalan Minimal

Bidaig Kesehatan
100% LOOv. 90"/" 9ao/" Dinas Kesehatan

Prosentase lbu hafiil KEX 80/o 6,70/" Dinas Kesehata!

Persentase Bolita dengan
status gizi baik berdasarkan

BB/TB
79o/o 85,3 vo a7o/o Dinas Kesehatan1 oo9/o

< lOYo Dirtas KesehatanSuccess rate tubelkulosis 9OYo 90v" 90.k

Respon Time Kejadian Lua,
Biasa (KLB) < 24 jalll IOOYI 9OYo Dinas Kesehatan100% 100%

JuElah Puskesmas yang
be.s€rtilikat alseditasi

Uta.aa
0

8
puskesm puskesm

as
900L

Jumlah RSUD yang
bersertifikat akreditasi

Paripurna
2 RSUD 2 RSUD too/" Dinas Kesehatan2 RSUD

Persentas€ Masyarakat
Memiliki Jarninan Kesehatai

(JKN)
80% 8 r9',o 84,470/0

31
puskesm

as
Dinas Kesehatar

Dinas Kesehatar

PROGRAM INDIKATOR Realisasi
2019

Realisasi
2020

Realisasi
202r

Capaiai
s.D 2021

Pcnanggung
Jawab
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670/o 690/. 90,00 3 RSUD Dinas Kesehatan

PROGRAM
PENINGKATAN

XAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA

KESEHATAN

Prosentase Fasi-litas
Kes€hat6i dengan SDMK
seluai standa.r di FKTP

Prosentase Fasilitas
Kesehat n dengan SDMK

sesuai standar di FKRTL (RS)
770k 7*/" 76,22 84"/o Dinas Kesehatar

PROGRAM SEDI,AAN
FARMASI, AII,T

KESEI]ATAN DAN
MAI(ANAN MINUMAN

Prosentas€ sa.rana pelayahan
kefarmasian sesuai standa, 7 6ah 780/o 96t'/" Dinas Kesehatan

Pros€ntase industri rumah
tangga pangan (IRTP) sesuai

standar
7 6a/" 78on 940/o 85% Dinas Kesehatar

PROGRAM
PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT
BIDANO KESEHATAN

Prosentase Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat Tatanan

Rumah Tangga
60"/" 6llo a.lyo Dinas Kesehatar

Plos€ntase Perilaku Hidup
Bersih da! Sehat Tatarar

lostitusi Peodidikan
7 5o/o 7 50/" 84%, Dinas Kesehatan

PROGRAM
PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT
BIDANG KESE}IATAN

Prosentase Perilaku Hidup
Bersih dai Sehat Tatanan

Rumah Tangga
6O"/o 6llo 79 70"/" Dinas Kesehatarr

Prosentase Peri.laku Hidup
Bersih dan Sehat Tatanar

Institusi Pendidikan
77"/o 79 85% Dinas Kesehatall

1.03 URUSAN
PEMERINTAHAN

BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN

PENATAAN RUANG

700/"

PROGRAM
PENGELOI.AAN

SUMBER DAYA A]R
(SDA)

330/" 85% DBMSDA
Pros€ntase infrastxuLtur

Sungai , saluran peBbualg
dan Daerah lrigasi terbangun

2c)o/"

PROGRAM
PENCELO I,AAN DAN

PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN

AIR MINUM

Cakupan Sarana Air bersih 370/o 4ovo

80%

420/"
Dinas Perumahan,
Permukiman dan

Pemakamajr

PROGRqM
PENGEMBANGAN

SISTEM DAN
PENGELOI,AAN
PERSAMPAHAN

REGIONAL

Prosentase Pengelolaai
Persanpahan di TPA

r00 100 8t /o DLHK

PROGRAM
PENGELOI.AAN DAN

PENOEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH

Persentase meningkatnya
sarana sanitasi bagi
Easyarakat miskin

8r,28 8r,3 8t,32 479i
Dinas Perumahan,
PermukimaD dan

Pemak€man

Plosentase kapasitss luEpur
tinja 2 5,,15 30,45 100

Dinas Perumahan,
Pemukiman darl

Pemakamal

PROGRAM
PENGEMBANGAN

PERMUKIMAN

Capaian Proglam : Cakupan
Layana.n Kawasa.n

Permukiman
6, 16 6, I6 6, 16 8r,36

Dinas Perumahg!,
Permukiman daJr

Pemal<aman

Cakupan TPU yaig
memenuhi Standar 60 65 75,00 45,45

Dinas Perumahan,
Permukima, dart

Pemakaman

Persentase sarqna dan
prasarana tpu yang

tcrpelihara
100 100 100% 30,80

Dinas Perumahslr,
Permukiman dar

Pemakaman

PROGRAM INDIKATOR Realisasi
2Ct9

Realisasi
2020

Realisasi
202r

capaian
s.D 2021

Penanggung
Jawab
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85,00 DTRB28V" 54 0/"
Persentase B6nguna!

Gedung PeEerintah yang
dipelihaIa dan dibangun

PROGRAM
PENATAAN

BANGUNAN GEDUNG

r00 DTRIJ0 oo/"
Juolah Rencana Tata

Bangunan dan Lingkun8ai
(RTBL) yaig disusun

PROGRAM
PENATAAN

BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA

DBMSDA870/o tooo/"86vo
PROGRAM

PENYELENGGARAAN
JAI,{I.I

Prosentase Pettingkatan dan
Rehabilitasi Jalan Kabupaten

Tertangaii

350,1, DBMSDA100%

Ketersediaan Data
Perencanaan

Pembartgu nanJalan
Jembatan

100%

92"/o DTRB50%
PROGRAM

PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

Pelsentase Pemenuhai RDTR

r00%

I.O4 URUSAN
PEMERINTA}IAN

BIDANG
PERUMAHAN DAN

KAWASAN
PERMUKIMAN

Dinas Perumahar,
Permukiman dan

Pemakaman
'22 50,00% 100.r,

Prosentase Pemenuhai
Pembinaan Penyelenggaraan

Rumah susun den
Apartemen

PROGRAM
PENGEMBANGAN

PERUMAHAN

Dinas Perumahan,
Perrtrukiman daI1

Pemaka$an
100 100%

Cakupan Pemenuharl
Perencalraalr pengembartgar!

kawasan Permukimai
100%PROGRAM KAWASAN

PERMUKIMAN

Dinas Perumalai,
Permukiman dalr

Peoakamarr
6"/. 18,390/0 29,96v"Pros€ntase Penaiganal

Kawasan Kumuh
40k

PROGRAM
PERUMAHAN DAN

KAWASAN
PERMUI(IMAN

KUMUH

100%
Dinas Perumaha.o,
Permukimart dan

Pemakaman
2lo/o 24"/oProsentase PSU dalarn Asset 14"/o

PROGRAM
PENINOKATAN

PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM

(PSU)

24,550/.

1,05 URUSAN
PEMERINTA}IAN

BIDANG
KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN

UMUM SERTA
PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

s2,oto/o92,41o/" 17 ,830/o

PROGRAM
PENINGKATAN

KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN

UMUM

Pelsentase peningkatan
ketentraEan dsn ketertiban

umutu

BPBD146,93 130

29,86vo

PROGRAM
PENANGGULANGAN

BENCANA

Persentas€ penirgkatan
kualitas pelayanan

Pencegahan dan
penanggulangan bencana

170,2

BPBD75 96"/. r 009,.

Persentase jumlah penduduk
di kawasai rawan bencaJra
yan8 memperoleh informasi
!awa! bencana sesuai jenis

ancamaJl beltcana

65

53 125 BPBDJuEIah desa d6n kelurahan
yang tanggap bencana

53 54

BPBDr00 100Persentase korban bencana
Yang tertargani 100 100

PROGRAM INDIKATOR
Realisasi

20 t9
Realisasi

2020
Realisasi Capaiai

s.D 2021
Penalggung

Jawab

Satpol PP
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PROGRAM
PENCEGA}IAN,

PENANGGUI"ANGAN,
PENYELAMATAN

KEBAXARAN DAN
PEMEI,AMA'TAN NON

KEBAKARAN

Persentase penangalan
keboka-rai dslam klrrun

wa.I<tu respon time 15 menit
50% 50% 62,svo 274 BPBD

I.06 URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL

100

PROGRAM
PEMBERDAYAAN

SOSIAL
Prosentase PSKS yang dibina 66"/o 540k 61,18% 100% Dinsos

PROGRAM
PENANG,C.NAN

WARGA NEGARA
MIGRAN KORBAN

TINDAK KEKERASAN

Presentase Warga Negara
Migrai Kolban Tindak

Kekerasal Yaig
Mendapatkan Penanganai

ovo o"/" 00k Dinsos

PROGRAM
REHABIUTASI

sostAL
t6,140/" 67 ,99o/o Dinsos

Prosentase penyandarg
disabilitas terlantar, anak

tetlsntar, larjut usia
terlantar dar gelaldangan
pengemis dan PenyandaiS

Masalah Kesejalteraar
Sosial (PMKS) l,einnya di
Luar Panti Sosia.l yang
terpenuhi kebutuhan

dasarnya

22o/o 140/o

PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL

Prosentase terpenuhinya
pelayanan jarninan sosia.l

bagi PMKS Yang vs.lid
100% 1000/. 70"/. r00% Dinsos

tooo/" 100,000/. Dinsos
PROGRAM

PENANGANAN
BENCANA

Prosentase Terpenuhinya
kebutuhan dasa.r Korban
Benca.lra alaltr d€I sosial

pada saat taDggap darurat
bencana daerah /kota

100% tooo/o

PROGRAM
PENCELOI.AAN
TAMAN MAKAM

PAHLAWAN

Prosentase pengelolaan TM P
Radeo Aria walgsakara 6sok 70"/. 76"/o tooo/o

2.07 URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG TENAGA

KER.IA

aov"

PROCRAM
PELATI}IAN KERJA

DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA

Persentasc pencari kerja
yarg dilatih 70/" 4,170/" 8,35% Dinas Teoaga

Kerja

o"/. 8,35% Dinas Tenaga
Kerja

Perse[tase Lulusan Pelatihan
BLK Yang Di Tempatkan 34"/o

PROGRAM
PENEMPATAN

TENAGA KERJA

JUE[ah Penca-ri ketja yang
ditempatkan 17277 t7 477 a,35vo

Dinas Tenaga
Keia

PROGRAM
HUBUNGAN
INDUSTRIAL

8,3s% 45"/o
Dinas Tenaga

Kerja

Besara.n kasus Jarg
diselesaikan melalui

Pedsnjia.n Bersama (PB)
r8% 24,540k

2,08 URUSAN
PEMERINTA}IAN

BIDANG
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN

ANAK

47.550

PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN
r00% r 000/0 40.450/" 26Yo DPPPA

Dinsos

Persentase Pen8uata!
Kelembagaan

Pengaru su tamaan Gender

PIIOGRAM INDIKATOR
Realisasi

20t9
Rea.lisasi

2020
Rea.lisasi

202t
Capaian
s.D 2021

Penanggung
Jawab
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PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

PROGRAM
PERLINDUNCAN

PEREMPUAN

Persentase Perlindun gaJr
Terhadap Perempuan

r00% toov" 500/. DPPPA

PROGRAM
PENINGKATAN

KUALITAS
KELUARGA

Cakupan Kelembagaar! PUC
yang Aldif 17"/o t70/o 1ob/n t006/0 DPPPA

100% 100% DPPPA

PROGRAM
PENGELOIAAN
SISTEM DATA

GENDER DAN ANAX

Persentas€ Profil Gender dari
Penlusunar Pedoman

PenguEpulan Data Terpilah
I00o/o 100%

tooyo 45.9q/o la,4ao/o DPPPA
PROGRAM

PEMENUHAN HAK
ANAK (PHA)

Jumlah seluruh klaster hak
anak roook

PROGRAM
PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK

Prosentase Perlindungar
Terhadap Anak IOOYo 100% 100% DPPPA

2.09 URUSAN
PEMERINTAI{AN
BIDANG PANGAN

100%

Dinas Pertania!
dan Ketahanai

Pangan

PROGRAM
PENINGKATAN

DIVERSIF1KASI DAN
KETAHANAN PANGAN

I\IASYARAKAT

Capaian Skor Pola Panga!
Harapan (PPH) aao/" 860/. r00%

Persentase Cadangan PaJlgan r001" 10%

88.16

IO"/o
Dinas Pertalian
dan Ketahsna!

PaJrgan

88%
Diras Pertaiian
dan Ketahartan

Par!gan

PROGRAM
PENANGANAN
KERAWANAN

PANGAN

Pcrsentas€ Desa Rentan
Rawar! Pangan Yang

Tertartgarri
9,09 t2,73 t2,73

PROGRAM
PENGAWASAN

KEAMANAN PANCAN
88% a60/o 100%

Dinas Pertanian
dalr Ketahanan

Pangar,r

Capala! Skor Pola Pangan
Harapan (PPH)

88%

2.IO URUSAN
PEMERINTAHAN

BIDANG
PERTANAHAN

60

PROGRAM
PENATAGUNAAN

TANAH

Prosentase Realisasi laharr
yang direncaiaka! pertahun rooo/o 100% 100% 84"/o

Dinas Perumahan,
Permukiman dan

Pemakajnan

2.1 1 URUSAN
PEMERINTATIAN

BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM
PERENCANAAN

LINGKUNGAN HIDUP
Indeks Kua.litas Lingkungai 50 47 ,57 55,8 100% DLHK

PROGRAM
PENCENDALIAN
PENCEMARAN

DAN/ATAU
KERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

80% o,a2 DLHK
Persentase Pelaku usaha
yang memiliki dokumen

Iingkungan hidup
0,78

PROGRAM
PENGELOI,AAN

KEANEI{ARAGAMAN
HAYATI {KEHATD

Persentase RTH o,22 24/o o,26 63,25 DLHI(

PROGRAM
PENGENDALIAN

BA}IAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (E}3)

DAN LIMBAH BAIIAN
BERBAHAYA DAN

BERACUN {UMBAH
Bs)

Prosentase tindaklarjut
pengaduar pengelolaai LB3

100 100 100 0,85 DLHK

PROGRAM INDIKATOR Rea.lisasi
2019

Realisasi
2020

. Realisasi
\. zozr

Capaian
s.D 2021

Penalggu!rg
Jawab



-169-

JuElah Pelaku usaha yang
meEiiiki dokumen
lingkungan hidup

440 340 285 0,3 DLHK

PROGRAM
PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN
TERHADAP IZIN

LINGKUNGAN DAN
IZIN PERLTNDUNGAN
DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

IPPLH)
PROGRAM

PENINCKATAN
PENDIDIXAN,

PELATIHAN DAN
PEI,IYULUHAN

LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT

Terfasilitasinya pembinaan
darr pengelolaan lingkunga-n

di Sekolah
25 30 36 100 DLHK

3 4 350 DLHK

PROGRAM
PENGHARGAAN

LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAXAT

Terfasiltasiiya pembinaan
kaopung ildim 2

r00 100 45 DLHK

PROGRAM
PENANGANAN
PENCADUAN

I,INGI{UNGAN HIDUP

Persentase Penanganan
Pengaduan Pengelolaar

Lingkungan Hidup
100

20 DLHIiPersentase timbula.lr sampah
terkelola 38 .11 44

PROGRAM
PENGELOI-AAN
PERSAMPAHAN

100

2.12 URUSAN
PEMERINTAHAN

BIDANG
ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN

SIPIL

tooo/" 100,10% 50 Disdukcapil
PROGRAM

PENDAFTARAN
PENDUDUK

Cakupan PerekaEqn KTP-el 100%

100% 100ozt 95,7 60/o DisdukcapilPROGRAM
PENCATATAN SIPIL

Cakupan Kepemilikan Akte
Kelahtai 0 s/d 18 tahun

l0oo/o 100,v" Disdukcapil

PROGRAM
PENGELOLAAN

INFORMASI
ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

Persentase Jaringar SIAK
dala.Er Kondisi Baik t00% 1000/.

98"/" Disdukcapil
Persentase Pemenuhar

Pengelolaan Profil
Kependudukan

l00o/o 100%

PROGRAM
PENGELOI.qAN

PROFIL
KEPENDUDUKAN

t 000/.

2.13 URUSAN
PEMERINTA}IAN

BIDANG
PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN
DESA

32,52Yo 1007" DPMPD

PROGRAM
ADMINISI'RASI

PEMERINT.{}IAN

Persentase desa dengan
Tatakelola Pemerintaha Desa

Yang Baik
t6,670/" 22,350/"

200/" DPMPD

PROGRAM
PEMBERDAYAAN

LEMBAGA
KEMASYARAKATAN,

LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT
HUKUM ADAT

Persentas€ dcsa denSan
kmbaga I(emasyarakatan

Desa yallg aktif
r 070 2Oo/o

2.14 URUSAN
PEMERINTA}IAN

BIDANG
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN

KELUARGA
BERENCANA

100%

DPPKB
PROGRAM

PENGENDALIAN
PENDUDUK

s7 ,35/"

PROGRAM INDIKATOR
Realisasi

20r9
Realisasi

2020
rRealisasi

2021
Capaia,
s.D 2021

Pcnanggung
Jawab
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Tersedianya Eodel solusi
strate8is pengendalian

da$pak kependudukar
0,0.1 0,04 DPPXB

Presentase desa/kelurahn
yang memiliki data dall

infoemasi
0,05 DPPKB

PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA

BERENCANA ffBI
o,04 DPPKI}

Presentase PPKBD tlla.ndiii 40/o 40/o 0,04 DPPKB

5.3% DPPKBPers€ntase KB Baru 50/"

PROCRAM
PEMBERDAYAAN

DAN PENING(ATAN
KELUARGA

SEJAHTERA (KS)

Presentase Kelompok
ketahaiar yaig ahif 780k 299 40/o DPPTiB

2.15 URUSAN
PEMEzuNTA}IAN

BIDANG
PERHI,IBT]NGAN

PROGRAM
PEI,IYELENGGARAAN

LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JAI,A,N

(LIl.r)

96,55 0 96,55 136 Dinas
Perhubungan

Persentase j€ringan trayek
dan moda tlansportasi

Dinas
Perhubungan

Proscntase Penanganan Titik
Kemacetan La.lu Lintas 1I,11 33 55,56

Persentase Inspeksi
Keselematan IaIu Lirltas 50 50 60 96,55 Dinas

Perhubungar

Dinas
Perhubungan

Perseotas€ Perlangkapan
Jalan di Jalan (abupaten 100 100 88 r00

2.16 URUSAN
PEMERINTAHAN

BIDANG
KOMUNIKASI DAN

INFORMATTKA

80

90% u8 Diskominlo
PROGRAM

INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

Prosentase layanan
keterbukaa! Daftar informasi

pubtik
80 8tn/o

PROGRAM APLIKASI
INFORMATTKA 20,00,,/o 100% DiskominfoProsentase penyediaaJl

layaran intemet 20,oovo

Prosentase penyediaar
layanan aplikasi

51,520/" 60,ooo/" 64,95/o 100% Diskomiolo

2.17 URUSAN
PEMERINTAHAN

BIDANG KOPERASI,
USAHA KECIL, DAN

MENENGAH

1o0,00

PROGRAM
PENGAWASAN DAN

PEMERIKSAAN
KOPERASI

100,00 Dinas Koperasi
dai Usaha Mil<ro

Persentase update dai
jumlai Koperasi aktif yang
dilakuka! Pemeriksaai darr

Pengawasan
PROGRAM
PENILAIAN

KESEIIATAN
KSP/USP KOPERASI

Pelsentase update dan
juIr[ah Kopetasi aktif yang

dilakukan peni.laian dan
pemeringkatai.

Dinas Kopemsi
dal1 Usa}la Mikro

PROGRAIt4 INDIKATOR
Realisasi

2019
Realisasi

2020
Realisasi

2021
Capaian
s,D 2021

Penanggung
Jauab
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60 Dinas Koperasi
darr Usehe Milro

PROGRAM
PEMBERDAYAAN

DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI

Pers€otase update dan
jumlah Koperasi aldif yang

dilakukar Peningkatan
Pemberdayaan d6n

pellindungan Koperasi.

29,25 Dinas Koperasi
dar Usaha Milco

PROGRAM
PEMBERDAYAAN

USA}IA MENENGAH,
USATIA KECIL, DAN

USA}IA MIKRO
(UMKM)

Prosentase usaha yaig
terfasilitasi legalitas usaha

12 13,29
Dinas Koperasi

darr Usaha Mikro

PROGRAM
PENGEMBANGAN

UMKM

Pelsentase Koperasi dan
Usaha Mik o yang

terfasilitasi Dana Pemerintah
melalui UPDB

t2

5000 7.4t Dinas Koperasi
daII Usaha Miloo5000

2,18 URUSAN
PEMERINTA}IAN

BIDANG PENANAMAN
MODAL

r2,00

DPMPISPPersentase kemudahan
berusaha

0 l0 25000

PROGRAM
PENGEMBANGAN

II{LIM PENANAMAN
MODAL

PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

Pelsentase peuingkatan
minat investor

20 20 20 DPMPISP

DPMPISP
PROGRAM

PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

lndeks kepuasar masyarakat
(tt<M) terhadap pelayanan

perizinan dan non perizinan
85 86 87 50

PROGRAM
PENCENDALIAN
PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL

Skor kepatuhar investor
yang Delaporkan laporan

keBiatan penalarrran modal
(LKPM)

50 55 30 100 DPMPTSP

10 20 90 DPMPTSP

PROGRAM
PENGELOI,AAN DATA

DAN SISTEM
INFORMASI

PENANAMAN MODAL

Persentase data perizinan
yang diolah d€n

diinformasika! melalui
sistem pelaporan online

70

2.19 URUSAN
PEMERINTATIAN

BIDANG
KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

3296 70

PROGRAM
PENGEMBANGAN
(APASITAS DAYA

SAING KEPEMUDAAN

Persentase pemuda binaan 750

35

950

35 35 Disporabudpar

PROGRAM
PENGEMBANGAN
XAPASITAS DAYA

KEOLAHRAGAAN

Persentase atlit cabarg
olahaaga binaal

5500 Disporabudpar

PROGRAM
PENGEMBANGAN

KAPASITAS
KEPRAMU(AAN

JuE alt anggota Pranuka
yang dikeBban8kan I 14000 57000 1 18610

100
2.20 URUSAN

PEMERINTAIIAN
BIDANG STATISTIK

Diskonlinfo

PROGRAM
PEI,IYELENGGARAAN

STATISTIK
SEKTORAL

Prosentase layanan
ketersediaan data statistik

sektora.l
0 250/. 96,430/0 570.000

2.21 URUSAN
PEMERINTAHAN

BlDANC
PDRSANDIAN

100

Diskominfo
PROGRAM

PENYELENGCARA,{N
PERSANDIAN UNTUX

Pers€ntase layanan kemanar
informasi 0 o 100

DisporabudpaJ

PROGRAM INDIKATOR Realisasi
2019

Rea.lisasi
2020

Realisasi
2021

Capaian
s.D 2021

Penanggung
Jau'ab



-172-

PENGATTANAN
INFORMASI

2.22 URUSAN
PEMERINTAHAN

BIDANG
KEBIIDAYAAN

r00

PROGRAM
PENGEMBANGAN

KEBUDAYAAN

Perseotase Event
kebudayaan yang

dilaksanakar
jYo 8 450/o Disporabudpat

2.23 URUSAN
PEMERINTAIIAN

BIDANG
PERPUSTAKAAN

PROGRAM
PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

Persentase Peningkata!
Pelayana! dan Pembinaai

Perpu stakaan
370/o 670/o 8001, 50 DISPERPUSIP

2.24 URUSAN
PEMERINTAHAN

BIDANG KEARSIPAN

PROCRAM
PENGELOLAAN

ARSIP

Persentase penerapan
pengelolaan arsip seaara

baku, pemilEia, arsip inalctif
d6n penyerahan 6rsip da.ri
SKPD/BUMD/l2mbaga ke

Disperpusip

540/o 700/o 1000/. DTSPERPUSIP

3.25 URUSAN
PEMERINTATIAN

BIDANO KEI.AUTAN
DAN PERIKANAN

1000/"

PROCRAM
PENGEI,OI-AAN

PERIKANAN
TANGKAP

L€ju Produksi Perikanan
Tartkap 0,005 0,005 0,7 DISXAN

9,26 DISKAN2. Produkivitas Perikanan
Budidaya 4,6

DISKAN

PROCRAM
PENGELOLAAN

PERIKANAN
BUDIDAYA

l. Persentase Pen8etaiuan
Produksi Budidaya Ikan 8001 80% 80,/o 0,50%

PROGRAM
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL

PERIKANAN

35,99 36,26 5,4 DISl(ANTingkat Konsumsi lkar 34,6

3.26 URUSAN
PEMERINTAHAN

BIDANG PARIWISATA
30v"

PROGRAM
PENINGKATAN DAYA

TARIK DESTINASI
PARIWISATA

Presentase peningkatan daya
tarik pariwisata 0 0 40,45 Disporabudpar

PROGRAM
PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF

Perscntase Sumber Daya
Pariwisata dall Ekonomi

Iceatif yang dibina
0 0 '2 Disporabudpar

3.27 URUSAN
PEMERINTA}IAN

BIDANG PERTANIAN
r00

PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
PENCEMBANCAN

SARANA PERTANIAN

Persentase Peningkatai
Produktivitas Pertanial:l

1o1o 7
Dinas Pertanian
dan Ketahalan

Pa.ngart

PROGRAM
PE}IYEDIA.AN DAN
PENGEMBANCAN

PRASARANA
PERTANIAN

Persentase Peningkatan
ProduLtivitas Pertanian t/o

Dinas Pertaniai
dan Ketalranar

Pangsn

PROGRAM INDIKATOR Realisasi
20t9

Realisasi
2020

Realisasi
2021

Capaian
s.D 2021

Penanggung
Jawab
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PROCRAM
PENGENDALTAN

KESE}IATAN HEWAN
DAN KESEHATAN

MASYARAKAT
rV'ETERINER

Pers€[tase Hewan Sakit yang
Dapat Dis€ebuhkan 50/" 50/" 10/o

Dinas Pertanian
dsn Ketalienen

Pangan

Persentase Produk Hewar
yang Memenuhi SNI

50/" 50/" tvo
Dines Pertanien
dan Ketahanar

Pangan

PROGRAM
PERIZINAN USAI{A

PERTANTAN

Pers€ntase PeningkataD
Ploduksi Peternakan 20/" 20/o t,50/o 55"/o

Dinas Pertanian
dan Ketahanan

Pangatl

PROGRAM
PEI.IYULUHAN

PERTANIAN

Plesentase Peningkatan SDM
Pertanian t"/" 500/.

Dinas Pertanian
dsn Ketahanan

Parlgan

3.30 URUSAN
PEMEzuNTA}IAN

BIDANG
PERDAGANCAN

to/.

1,50/.

PROGRAM
PERIZINAN DAN
PENDAFTARAN
PERUSA}IAAN

4T/" 15,670/" to/o Disperindag

Prosentase Pelaku Usaha
Perdagangan dan IKM yang
diawasi dalam BeEenuhi
mekanismc daJr proscdur

ekspor

2to/o

PROGRAM
PENINGKATAN

SARANA DISTzuBUSI
PERDAGANGAN

Persentase Sa.rana Distribusi
Perdagangan

2t,37 13,73 0 Disperindag

PROGRAM
STABILISASI HARGA

BARANG
KEBUTUHAN POKOK

DAN BARANG
PENTING

Prosentase Baiang
Kebutuhan Pokok darl
Balaflg Penting yaig

Bersubsidi yaig di Monitor/
di Pantau

2t37"k r 3,73 41,670h 189,770/o Disperiidag

140/" 0 93,10 Disperindag
PROGRAM

PENGEMBANGAN
EKSPOR

Proseltase Pclaku Usaha
yang EetDenuhi Eeka! sme

dan prosedur ekspo!

PROGRAM
STANDARDISASI DAN

FERLINDUNGAN
KONSUMEN

t20/" 24,24o/o 156,53 Disperindag

Presentase Pelaku Us$a
y8!8 metalsanaksn

Pelaysrran Tera/T€ra Ulang
UTTP

200/"

3.3I URUSAN
PEMERINTAHAN

BIDANG
PEzuNDUSTRIAN

36,01%

PROGRAM
PERENCANAAN DAN

PEMBANGUNAN
INDUSTRI

hesentase Pelaku II(M yarg
Mendapatkan

PendaDlpingan/Pembinaan
dan Pelatilan

14,0 r 17 ,34 4,760/" 66,760/" Disperindag

PROGRAM
PENGENDALTAN IZIN

USAIIA INDUSTRI
KABUPATEN/KOTA

Prosentase Pelaku Usaha
IKM yang memiliki

izin / legalitas yang diawasi
t40/o t70/o 14,54yo Disperindag

PROGRAM
PENOELOI.AAN

SISTEM IN!'ORMASI
INDUSTRI NASIONAI

Disperindag

Prosentqse data industri dan
data kawasafl industri yang

dilakukar! pengolalar,
gJElisis, dar

publikasi / diseminasi

t40k t7 ,34 5,74v" 75,22

3.32 URUSAN
PEMERINTAIIAN

BIDANG
TRANSMIGRASI

t32,t t"/.

PROGRAM
PEMBANGUNAN

KAWASAN
TRANSMIGRASI

Dinas Teoaga
Kerja

Jumlah caloo transmigran
yang terseleksi 5Kt( OKK 8,35o/o 75,6r

4.OI SEKRETARIAT
DAERAH 8,35%

PROORAM INDII(ATOR Realisasi
2019

Realisasi
2020

Reaiisasi
2021

Capaiarr
s.D 2021

Penalggung
Jawab
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SEKRETARIAT
DAERAH

PROORAM
PEMERINTAHAN DAN

KESE'AHTERAAN
RAKYAT

Plosentase Penyelesaiai
Permasalahan d.ibidang

Kesra
0 0 10070

SEKRETARIAT
DAERA}I

Prosentase pemenuha!
Ad&,inistrasi Pemedntahan

0 0 r00

100 IOOYo
SEKRETARIAT

DAERAH

Prosentase Produk Hukum
dan Penanganan

Kasus/Perka.ra yang
diselesaikan

0 0

PROGRAM
PEREKONOMIAN

DAN PEMBANGUNAN

Plosentase Rumusan
Kebijakan ekonomi yang di

tnplementasikan
0 0 r00 r00% SEKRETARIAT

DAERAH

100 100%
SEKRE'TARIAT

DAERAH

Prosentase Rumu sa!
Kebijakan Pembaigunai
y6ng di implementasikan

o 0

3 100%
SEKRETARIAT

DAERA}I
Telcaparnya Tingkat
Kematanga! UKPBJ

4.02 SEKRETARIAT
DPRD

1000/.

PROGRAM
DUKUNGAN

PEI.A.KSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI

DPRD

7a,63 79v. 46,42 4 Sekretariat DPRD

Plosentase Hasil dar
Pelaksaraan Fasilitasi

Persidangan Tepat Wal(hl
a2,43 83,02 64,370/0

7 4,83 7 5,O4 29,27"/" 82,37"/o Selqetariat DPRDJuDlah produk hukuE yang
difasilitasi pembahasartnya

5 UNSUR
PENUNJANG

URUSAN
PEMERINTAIIAN

46,8q/"

PERENCANAAN 77,850/"

Persentas€ Dokumen
Pelaporan daJr Pengendaliar
PerencanaaJr Pembangunan

1000k 1009i, too"/" Bappeda

PROGRAM
PERENCANAAN,

PENGENDALIAN DAN
EVALUASI

PEMBANGUNAN
DAERAH

Presentase Dokumen
Pelapora! Tepat W6]ctu

lCOok tooo/" 100% Bappeda

7 00/" 100% BappedaPlosentase Ketersedian Data
Pembangunan 600/o 650/"

Bappeda

PROGRAM
KOORDINASI DAN

SINKRONISASI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

DAERAH

7o hasil rekomendasi yarg
ditindaldanjuti dan
diimplementasikan

100% 100% 1000/. 100%

Bappeda

70 hasil rekomendasi yang
ditindaldanjuti dan

diimplementasikan bidanS
Perencanaar Perekonomiar

dan SDA

5070 5O"/1, 50,/o aook

7o hasil rekomendasi yang
ditindaklanjuti darl

diimpleoentasikan bidang
Perencanaan Sosial Budaya

dan Pemerintahan

1000/" 100% lOAvo Bappeda

Sekretariat DPRD

PIiOGRAM INDI(ATOR Realisasi
2019

Realisasi
2020

Realisasi
202r

Capaian
s.D 2021

Penalggung
Jawab

lOOo/o
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7o hasil rekomendasi yang
ditindallanjutj dan

diimplementasikan bidatg
Perencanaan Prasarana

Wilayah

100% roook 100% tooo/" Bappeda

KEUANGAN toook
PROGRAM

PENGELOT.AAN
KEUANGAN DAERAH

Persentase Tingkat
kepatuhan Rasio

Penganggaran
100% 100% 100% 100% BPKAD

Persentase kinerja
penyelengga-raai Akuntansi 92"/" 930/" 100% BPKAD

Tingkat Ketepatan
Penyelesaian Administrasi

Keuangan Bcndaha.ra SKPD
809/. 85% r00% BPKADtooo/o

PROGRAM
PENGELOT.AAN
BARANG MILIK

DA!RAII

Persentase Kineia
Pengelolaan Aset Daerah 800/" 850/. 100% 96v. BP(AD

Pers€ntasc Barang Milik
Daerah yang

digunausahakan
45"/" 50% 95"/" BPKAD

PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDAPATAN

DAERAH

95'ti,

Plo sa.lrtase Kepatuhar wajib
pajak 62Yo 65.k 7 to/o 6Syo BAPENDA

Persentase Pemenuhen
Capaian Ta-rtet Pendapatan

secaia Tepat Waktu
100% 100 r00% BAPENDA

r00% o,77 BAPENDA
Pelsentase Capaian Target

Pajak DaeraI 100% 100

1000/. 100% 100% 100 BAPENDA

Pers€ntase Pemenuhan
Layaian dan Pelapolai Data

Informasi Pendapatan
Daelah

100KEPEGAWAIAN

PROORAM
KEPEGAWAIAN

DAERAH

Persentase pemenuhan
pengadaan ASN,

Pemberhentian darr informasi
kepegawaian ASN

100 % 100% 100,00%

Persentasc pemenuhan
fasilitasi layanan mutasi dan

promosi ASN
r00 % 100 0/. r00% BKPSDM

Prosentase peningkatan
disiplh ASN 99,2 0/" 99,3 0k 99,91 100 v" BKPSDM

Persentase capaian
pengembangan karir sesuai

koapetensi ASN
20 0/" 40 0/" 46,7 4 100 % BKPSDM

PENDIDIIGN DAN
PEI.ATIHAN 99,6 0k

BKPSDM

PROGRA,M INDIKATOR Realisasi
20 t9

Rcalisasi
2020

Itea.lisasi
202r

Capaian
s.D 2021

Penaiggung
Ja*'ab

100 0/.
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PROGRAM
PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA
MANUSIA

Persentase aparatur yang
aendapatkan pengembanga[

kompetensi Telmis,
manajerial, fungsiona.l dan

latsar/ prajabatan

IOO Yo too "/. 100 roo o/o BKPSDM

PENEUTIAN DAN
PENGEMBANGAN

PROGRAM
PENELITTAN DAN
PENGEMBANOAN

DAERAH

Prosentase Implementasi
Kebijakai Hasil Litbang 1000/. 100% too,% 100 % Bappeda

Juniah Inovasi Daerah yang
diimplementasika! l0 35 Bappeda

PROGRAM
PEIIYELENGGARAAN

PENGAWASAN

Menurunnya JulEla.L temuarr
hasil pemeriksaan 25o/o 100% 100% 135 lnspektorat

PROGRAM
PERUMUSAN
KEBIJAXAN,

PENDAMPINCAN DAN
ASISTENSI

Nilai Maturitas
Penyelenggaraai SPIP

3,0602 3,0602 3,08r1 Inspektorat

UNSUR
KDWILAYAHAN

r00%

3,t5227,OI KECAMATAN

PROGRAM
PE}.IYELENGGARAAN
PEM ERINTAHAN DAN
PEI.AYANAN PUBUK

Prosentase terpenlrhinya
PATEN sesuai dengal
stqndar Keconatan

Tiga.raksa

32,42 55,68 74,O7 Kec. TigaJaksa

88,6 88,8 Kec. Tigaraksa
Prosentase inflastluldur
dasar dalara kondisi baik

Kecamatan Tigaralsa

a7 ,02 88,64 91,35 aa,62 Kec. Cikupa
Prosentase terpenuhinya

PATEN sesua.i dengan
standa! Kecamatan Cikupa

Kec. cikupa
Prosentase inflastruktur
dasa, dalarr kondisi baik

Kecamatan Cikupa
90 92 96 93,6

320 56./" 7 4,O70/" 95,52 Kec. Panon8an

Prosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengan
standa, Kecamatan

Panongan

Kec. Panoogan
Prosentase infrastlulctur
dasa! dalarn koodisi baik

Kecamatal Panongan
320/" s6vo 74,O7vo

55,68 75 100%

98

Kec. CURUG
Prosentase terpenuhinya

PATEN s€suai dengan
standar Kecamatan Curug

32,42

100% Kec. CURUG
Prosentase inflastruktur
dasar dalarlr kondisi baik

Kecaraatan Curug
71, t8 81,18 92

Pros€ntas€ terpenuhinya
PATEN sesuai dengan

standar
32vo 569'," 74,O70/o 100,00 Kec. Irgok

Plosentase infrastruktur
dasar dalam kondisi baik 650k 74Vo 80% 98,00 Kec. kgok

Prosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengan

standar
aoo/" 850/" 90"/" 100% Kec. Pasar Kemis

PROGRAM INDIKATOR ttcalisasi
2019

Realisasi
2020

Realisasi
2021

Capaian
s.D 2021

Penarggung
Jawab
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Prosentase infrast-ruktur
Casar da.lam kondisi baik ? 80/6 420/" 900/o Kec. Pasar Kemis

Prosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengan

stardar
56"/" 93,230/" r00% Kec. Balaraja

Prosentas€ trfrastruktu r
dasar dala$ kondisi baik 32Ya 56% 93,230/" 900/" Kec. Ba.laraja

Plosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengan

stsndar
32,42"/o 55,68% 7 4,O70/o 100% Kec. Icesek

740/D
Prosentase infrastruktur
dasar dalaln kondisi baik 32,42o/o 55,68% 100% Kec. Iftesek

7 50/" 100 Kec. Iftonjo
hosentase terpenuhinya

PATEN sesuai dengan
standar

67vo 700k

Prosentase infrastruktur
dasar dalam kondisi baik 67vo 7 00/" 100 Kec. Iftonjo

320/0 560/. 85 95o/o (ec. Mauk

950k Kec. MaukProsentase inirastruktu!
dasar da.lam kondisi baik 320/" 560/o a7

85,90% 100% Kec. Rajeg
Prosentase terpenuhinya

PATEN sesuai dengan
standar

32 56%

320,/" 56"k 86,s0% rooo/" Kec. RajegProsentase infrastruktu,
dasar dalarn koodisi baik

75 lOO"/o Xec. SEPATAN
Prosentase terpenuhinya

PATEN scsuai dengai
standar

32"/" 56/"

80 100% Kec. SEPATANProsentase infrastruktur
dasar dalam kondisi baik 65"/o 7 40/o

9fi r009t Kec. Teluknaga
Prosentase terpenuhinya

PATEN sesuai dengan
standa-r

100% 1007.

Prosentase infrastrul(ur
dasar dalam kondisi baik 100% 1000/. 97 900/. Kec. Teluknaga

Plosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengan

standar Kecamatan Cisoka
320k 560/" 9a,7 5"/" 100% Kec. Cisoka

Prosentase infrastruktur
das€r dalam kondisi baik

Kecarnatan Cisoka
560/0 99,55% 100% Kec. Cisoka

71,O1yo tooo/o Kec. Pakuhaji
Prosentase terpenuhinya

PATEN sesuai dengan
standar

320/" 56"/"

PROGRAM INDIKATOR Realisasi
2019

Realisasi
2020

Realisasi
2021

Capaiall
s.D 2021

Penanggung
Jawab

Prosentase terpenuhinya
PATEN s€suai dengan

standar
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Prosentase infrastruldu!
dasar dalam kondisi baik 320/" 56Vo 7 4,SU/o LOO"/o Kec. Pakuhaji

Prosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengan

starda.r
560/0 74,O70/" 100% Kec. Kosambi

Prosentase infiastruktur
dasar dslsrn kondisi baik 320/" 560/0 81 100% Kec. Kosambi

Plos€ntase terpenuhinya
PATEN sesuai dengai

standa,
74"/o aovo a2,5O"/o 100% Kec. Cisauk

Proseotase infrastxuktur
dasar dal8.rn kondisi baik 750/o 7av" 80,00% t000/. Xec. Cisauk

Prosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengar

staida,
32"/" 80"/. 450/o 87 ,500/"

Kec. Gunung
Kaler

Plosentase infrastruktur
dasa-r dalam kondisi baik 7 Avo 85,90% a50/o

I(ec. Gunung
Kaler

hosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengan

standar Kecafi atan Jambe
324/" 560k 7 4,O7"/o 100% Kec. Jambe

Prosentase infrastruLdur
dasar da.lam kondisi baik

Kecamatan Jarnbe
32o/o 56vo 7 3,OOvo tooo/" Kec, Jaxobe

Prosentase terpenuhinya
PATEN s€suai dengan

standar
320/o 56yo 85,50% LOOv" Kec- Javanti

Pros€otase inflastruktu!
dasar dalam kondisi baik 56"/o 730/o r 00!r, Kec. Jayarlti

Pro sentase terPenuhinya
PATEN sesuai dengan

standat
320/" 560/" 100% 100% Kec. Xemiri

Prosetttase inflastruktur
dasar da.lam kondisi baik 32o/o 560/o aOo/o toov" Kec. Keloiri

Proselrtase terPenuhinya
PATEN sesuai dengan

standar
tooo/o r00% Kec. Meka.r Baru

Pros€ntase infrastrulatur
dasa, dalam koodisi baik t00% 100%

88,09% 100%

? 3,OAo/" 100%,

Prosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengan

standar
320/" 560/" 95,980/. 95,750/" Kec. Pagedangan

Pros€ntase infrastrul..tur
dasat dalarn kondisi baik Kec. Pagedangai65"/" 95,gao/" a7,49v"

ProserItase terpenuhinya
PATEN sesuai dengan

standar
too,'/o 1007o 85 100%

Kec. Sepatan
Timur

PROGRAM INDIXATOR
Realisasi

20 19
Reel-isasi

2020
Realisasi

2021
Capaian
s.D 2021

Penanggung
Jawab

Kec. Mekar Baru
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Kec. Kelapa Dua

Prosentase infrastruktur
dasar dalaJn kondisi baik toov" 100% 90"/"

Kec. Sepatan
Tiruur

Prosentase terpenuhrnya
PATEN sesuai dengan

stardar
32/" 560/o 7 4 ,O70/" tooo/" Kcc. Sifldang Jaya

Pros€ntase infrastruktur
dass, dalanx kondisi baik 7 40/" 7av" 100% Kec. Sindsng Jaya

hosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengEn

standa.r Soleat
67"/" 7O"/o 75/o 10070 Kec. Solear

Prosentase infrastruldur
dasar dalaE kondisi baik

Solear
670/" 700/" 90"/, Kec. Solear

Prosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengan

staJrdar
56v" 74,07 95"/o Kec. SukaEulya

hos€ntas€ infrastruktur
dassr dalam kondisi baik 32.k 56/o 7 4,O7 95"k Kec. Sukamulya

I(ec. Sukadiri
Prosentas€ terpenuhinya

PATEN sesuai deogan
standar

32,42/" 55,68% 7 4 ,070/0 tooo/o

IOOYo Kec. Sukadirihosentase inflastruku!
dasar da-larn kondisi baik o"/" 0

Prosentase telpenuhinya
PATEN sesuai dengan
standa, I(elapa Dua

32,42yo 55,68% 98,3 t"/" 100,0

100,00 Kec. xelapa Dua
Prosentas€ infrastruktur
dass.r dala.rn kondisi baik

Kelapa Dua
32,42vo 55,6avo 96,120/"

65 100,00 Kec. Tigaraksa

PROGRAM
PEMBERDAYAAN

MASYARAXAT DESA
DAN KELURA}IAN

Pros€ntase kelompok
&asyorekat yang meodapat
peEbinaarr/pemberdayaan

500/" 600/"

Kec. Cikupa
Prosentase kelompok

masyarakat yang mendapat
pembinaan/pemberdayaai

43v, 52.k 60 100,00

Prosentase kelompok
masyarakat yaig mendaPat
peDbinaan/ pembeldayaan

1000% l5 20 700k Kec. Parongar

Prosentase kelompok
Easyarakat yang mendapat
pembinaaJr/ peBbeldayaan

5jaa Kec. CURUG

Prosentas€ kelompok
masyafakat yang mendapat
pembinaa.rr / pemberdsyaan

500 60/" 30 Kec. Iagok

Prosentas€ kelompok
masyarakat yang mendapat
pembinaarl/ pemberdayaan

60./" 7 0"/" 6O"/t 88,00% Kec. Pasa, Kemis

Prosentas€ kelompok
masya.rakat yang mendapat
pembinaan/ pemberdayagn

25 50 88,88% 85% Kec. Balaraja

PROGRAM INDI(ATOR Realisasi
2019

Rea.l.isasi
2020

Realisasi Capaian
s.D 2021

Penanggung
Jawab
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50 62,5O"/o loo"/o Kec. Kresek
Prosentas€ kelompok

masya.rakat yang melrdapat
pembinaa'r/pemberdayaan

Prosentase keloBpok
masyarakat yang Eendapat
peDobinaan / peEberdayaan

25 50 IJtJ Kec. tkonjo

Prosentase kelompok
masyarakat yang mendapat
peEbirtaan /pemberdayaaJr

30 72 8IJ Kec. Mauk

Prosentase kelooxpok
masyarakat yang Eendapat
pembinaan/ pemberdayaar

25 50 67,5O"/o 8B Kec. Rajeg

Prosentase kelompok
masyarakat yang mendapat
pembinaaJl/pemberdayaan

50o/o 65 88 Kec. SEPATAN

Prosentase kelompok
masya.rakat yang mendapat
pembingan/petllberdayaan

100% 100% 95 88 Kec. Teluknaga

30 97,77"/o 85% I(ec. Cisoka
hosentas€ kelompok

masyarskat yang dendapst
pembinaen / pemberdayaarr

25

tao"/" Kec. Pakuhaji
Pros€ntase kelompok

masyarakat yang Erendapat
pembinaa!/pemberdayaarr

32"/o 56% 7 4,O70/"

Prosentase kelompok
masyarekat yang mendapat
pembinaai/pemberdayaan

25 30 74,,e/o 88 Kec. Kosa$bi

100% Kec. Cisauk
Prosedtase kelompok

masya-rskat yang mendapat
pembinaan/pemberdayaan

7sYo 79o/o 7 4,O70h

Plosentase kelompok
masyarakat yatrg Eendapat
peEbinaan / pemberdeyaan

0,25 79Yo 84,620/" B8
Kec. Gunung

Kaler

Pros€ltase kelompok
masyarakat yalg mendapat
pembinaan/ pemberdayaan

o,25 50% 60,0o/o 900/" Kec. Jambe

Prosentas€ kelonpok
masyarakat yang mendapat
peebitraan/ petubeldayaan

250/o 500/" 62,50vo 100% Kec. Jayanti

Prosentase kelompok
masyarakat yang mendapat
pembinaan /pemberdayaaD

25o/o 50% a80k Kec. Kemiri

Prosentase kelompok
masyarakat yang m€ndapat
pembinae!/pemberdayaan

3O"/o 400k 88%

Prosentase kelompok
masyarakat Yaig mendapat
pembinaan/pemberdayaan

250/o 50% a2,290/" 8ao/o Kec. Pagedargan

Prosentasc kelompok
masyarakat yang mendapat
pembinaan/pemberdayaair

I000/. r00% 55"/.
Kec. Sepatan

Timu!

Prosentase kelorBpok
roasyarakat ya.ng mendapat
pembinaan/pemberdayaan

85% Kec. Sindang JayaStP/o

Kec. Mekar Baru

I'ROGRAM INDIKATOR Realisasi
2019

Realisasi
2020

Realisasi
2021

Capaia.lr
s.D 2021

Penanggung
Jawab
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1009/. Kec. Solear
Prosentase kelompok

masyarakat yaJlg mendapat
pembinaan /pemberdayaar!

'250/. 50,r, 62,500/"

50"/" 62,50 85% Kec. Sukamulya
Prosentase kelompok

Basyarakat yang mendaPat
petlbinaa.n / peEberdayaan

25/o

0 8ao/" Kec. Sukadiri
Pros€ntas€ kelompok

masya.rakat yang mendapat
pembinaan/pembeldayaan

0 tr/o

50 88% Kec. Kelapa Dua
Prosentas€ keloEpok

masyarakat yang mendapat
pembinaan/pemberdayaa!

25

88% Kec. Tigaraksa

PROGRAM
KOORDINASI

KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Prosentase gangguan
trantibum yang
ditind6klarju ti

71,43 7 | ,43

60 64 aav" Xec. Cikupa
Prosentase gangguaJr

trantibum yang
ditindaklaiju ti

58

57 ,r4 l(ec. Paiongan
Prosentase gangguai

trsntibum yang
ditjrdaklanjuti

716/o 42,a60/o

Kec. CURUG
Plos€ntase ganggua!

trajltibum yang
ditindaklanju ti

71,43 71,43 45 70

Kec. Lcgok
Prosentase gangguan

trantibum yang
ditindildarj u ti

0, t4 6OYo 7 t ,430/0

600/" 7 t,43 Kec. Pasar Kemis
Prosentase gargguan

trarltibun yang
ditindsklanj u ti

75 80

71,430/o Kec- Ba.laraja
Prosentase gdrgguan

trantibum yang
ditindakl€ijuti

71"/o 7 to/" 79,490/o

7 t ,43 3lyo 100% Kec. Icesek
Pros€ntase gangguan

trantibum yang
dit.indaklaij u t.i

7 | ,43

Kec. lftonjo7lo/o 7 to/" 94,200k 71,430k
Prosentase gangguan

tlantibum yang
ditind aklanj uti

71,43 I(ec. Mauk
Prosentase gangguan

trantibum yang
ditin daklanl uti

71o/o 7 to/" 94,200/o

7 | ,430/0 Kec, Rajeg
Prosentase gangguan

trantibum yorg
ditindaklanjuti

7lo/o 7lo/o 42,a6o/o

Kec. SEPATAN
Proscntase gangguan

trantibua yang
ditindaklanjuti

t40,/o 409/o 7 ).,43v"

97 7 t ,43vo Kec. Teluknaga
Prosentase gaigguan

t antibua yant
ditindaldajlj u ti

1000/0 1009,.

430/o 7 | ,430/" Kec. Pakuhaji
Prosentase gangguan

trartrbum yang
ditindaklanj u ti

7 ro/" 7 t"/.

Prosentsse gaJrgguan
trantibum yang
ditindakreijuti

7 to/" 100% Kec. Kosambi7lo/o

PROGRAM INDIKATOR Reaiisasi
20t9

Realisasi
2020

Realisasi
2021

Capaian
s.D 2021

PenErggung
Jawab
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Kec. Pagedangan

7 SYo 81,250/o 7 |,430h Kec. Cisauk
Prosentase galgguart

trantibum yang
ditindaklanj uti

690/"

75o/o r000/0 7l,43"/o Kec. Gunung
Kaler

Proscntas€ gargguan
trantibuE yaDg
ditindaklanj uti

T lYo

93"/" Kec. Jambe
Prosentase Bangguan

tJaIrtibum yang
ditindaklarj uti

T tok 710/o 42,460/"

7 tok 4t,ao"h 1009/" Kec- Javanti
hosentase gangguarl

traltibum yang
ditindaklanjuti

7 L./,,

7lo/o Kec. Kenli-ri
Prosentase gangguajr

trantibum yang
ditindaklaJlj uti

7 to/o ao,'/"

6jvo 65v" 7 t,430/o Kec. Mekar Bar'u
Prosentas€ galgguan

trantibum yalrg
ditindaklanj uti

56v"

40,oao/o 7 t ,430/"
Pros€ntase gangguan

trsntibum yaig
ditindaklanj uti

140/o 2slo

100% 100% 47 Kec. Sepatan
Timur

Prosentas€ gargguarr
trantibum yang
ditindaklanjuti

1,]0/o I 0070 7 | ,430/. Kec. Sindartg Jaya
Prosentase gajrBguan

tr8ntibum yartg
ditindaklanjuti

65,670/" 100% Kec. SoleaJ
Plosentase gangguan

trantibum yang
ditindaldanjuti

7 to/" 71o/o

71,430/o Kec. Sukamulya
Proacntase g€ngguan

trantibum yang
ditindaklanju ti

71.o/o 710/" 42,86

7 r,43'v. Kec. Sukadiri
Prosentase gangguan

Eantibum yang
ditindaklalju ti

o.t, oo/.

88,88% 7 | ,43v" Kec. Kelapa Dua
Prosentase ganggua-n

trajltibum yang
ditir:rdaklanjuti

7 t ,43vo 7 | ,43Yo

7 t ,430/0 Kec. TigaraksaProsentase desa dentan
laporsn kcuangan baik 50 58.33

PROGRAM
PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN
PEMERINTAIIAN

DESA

67 7a 7 | ,430/. Kec. CikupaProsentase desa dengar
taporan keuangan baik 50

Kec. PanongarPlos€otase desa dengan
laporan keuangar baik 560/0 66,670/" 83,33

Prosentase peningkatan tata
pemerintahar desa

440/o 56% 68 92 Kec, CURUG

Kec. lrgokProsentase desa dengan
Iaporan keuargan baik 44"/" 560/0 77,770/0 88,88%

PROGRAM INDIKATOR Rea.lisasr
20t9

Realisasi
2020

Realisasi
202\

Capaial
s.D 2021

Penarggung
Jawab
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88,88 Kec. Paser KemisPros€ntase desa dentaJr
lapolan keuangan baik 6OYo 80

Kec. Bala.rajaProsentase dess dengan
laporan keuanga! baik 440/. 56"/o 94,89/" 88,88%

55,55 670/. 100% I(ec. IkesekProsentase desa dengar
Iaporan keuangar bajk 44,44vo

ov. 88,88% Kec. KronjoProsentase desa dengan
Iaporan keuangan baik 440/o

89 Kec. MaukProsentase desa dengan
lapora.n keuangan baik 44,44"/o 55,55% 75

7 0,0o"/" 49"/. Kec. RdegProsentas€ desa dengan
laporsn keuanga! baik 440/o 56Yo

Prosentase desa dengan
laporart keuangan baik

44o/o 560/o 68 88,88% Kec. SEPATAN

100 88,88% Kec, TetuknagaPros€ntase desa dengan
lapolan keuanga! baik 100vo r00%

88,88%Prosentase desa dengan
laporan keuantan baik 440k 56"/o 100%

1000/0 Kec. PakuhajiProsentas€ desa dengan
laporan keuangan baik 440/o 560/" 67Yo

560/o 66,670/0 88,880/. Kec. KosarnbiProsentase desa dengar!
laporan keuangan baik 440/o

88,88% Kec. CisaukProsentase desa dengan
laporan keuangan baik 800/" a30/" 85,000/.

Kec. Gunung
Kaler

Prosentase desa dengan
laporan keuanga! baik 44"/. 83% a8,90/o 88,88%

Pros€ntase desa denga,
laporan keuargan baik 44Vo 560/" 66,67"/" 900/., Kec. Jafibe

Kec. Cisoka

PROGRAM INDIKATOR Realisasi
2019

Realisasi
2020

Realisasi
2021

Capaiai
s.D 2021

Penanggung
Jawab
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560/" 66,670/" 1000/.Prosentase desa dengan
laporan keualgan baik 440/o Kec. Jayanti

56% aovo agtvo Kec. KemiriPlosentase desa deogan
Iaporan keuangan ba.ik

440k

Prosentas€ desa denga!
laporan keuangan baik 6O"/o 7 oyo 7ovo 88,88% Kec. Mekar Baru

Prosentas€ desa dengan
laporan keualgan baik 44Yo 56% 90,930/" 88,88% Kec.

PAGEDANGAN

Kec. Sepatan
Timur100% 100"/o 75 aov"Pros€ntase desa dengan

laporan keuangan baik

65,67vo 88,88% Kec. Sindang JayaProsentase desa dengan
lapolan keuangan baik 440k 56v"

Kec- Solear440/o 50v" 880/" 100%Prosetltase desa dengan
lapora! keuangan baik

88,88% Kec. SukaElulya440/o 56"/o 66,670/"Prosentase desa dengan
lapolan keuangal bark

a9/o Kec. Sukadiri0 0.v" OYo
Prosentase desa dengan
laporaJr keuangan baik

95,560/" 88,880/. Kec. Kelapa DuaProsentase desa dengan
lapora! keuangan baik 44,440/0 55,55%

88,88%
UNSUR

PEMERINTAHAN
UMUT,I

88,880/.
8.01 KESATUAN

BANGSA DAN
POUTIK

aO"/o Kesbangpol

PROGRAM
PENGUATAN

IDEOLOGI
PANCASILA DAN

KARAKTER
KEBANGSAAN

Persentase Capaian
Efelcifitas Penguatan nilai-
nilai pancasila, wawasan

kebaigsaan, dan karakter
bangsa

80o/o aoo/"

PROGRAM
PENINGKATAN
PERAN PARTAI
POUTIK DAN

LEMBAGA
PENDIDIKAN

MEI,\LUI
PENDIDIKAN POLITIK

DAN
PENGEMBANGAN

ETIXA SERTA
BUDAYA POLITIK

Peraentas€ Capaian
Efeldifitas Penguata.n

Pendidikan Politik dar!
Penget rbangan Etika Serta

Budaya Politik

7 ao/o 7 avo 780/o Kesbangpol

PROGRAM INDIKATOR
Realisasi

2019
Realisasi

2020
Iiealisasi

202r
Capajan
s.D 2021

Penanggung
Jawab
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PROGRAM
PEMBERDAYAAN

DAN PENGAWASAN
ORCANISASI

KEMASYARAKATAN

Persentase Capaian Efetilitas
Pembina.an dan

Pemberdayaan Organisasi
KeEasyalakatan

6OYo 65v" 65V" 80"/" Kesbaig)ol

PROCRAM
PENIBINAAN DAN
PENGEMBANGAN

KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL,

DAN BI'DAYA

Persentase Capaiar
Efehilitas Pembinaan daJl
Pengembarlgan Ketahanan

Ekonomi, Sosis.l, Dan
Budaya

600/,, 65% 65/" 80%, Kesbargpol

Kesban&)ol

PROGRAM
PENINGI{ATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENINCNATAN
KUALITAS DAN

FASILITASI
PENANGANAN

KONFLIK SOSIAL

Pcrsentase Capaian
Efeldilitas Penyelcngga.raan
Kewaspadaa! Nasional di

Daerah

80% ao"/" 80% 70"/"

x 7U/"

ao"/"X,XX

PROGRAM
PENUNJANG

URUSAN
PEMERINTAHAN

DAERAH
KABUPATEN /KOTA

SEMUA OPD

r00 Dinas Pendidikar

P€rs€ntase pemenuharl
admilristrasi keuangan,

perencaoaa!, penganSgaran,
dan evaluasi kinerja

peraJrgkat daerah

r00 100

Perscntase pemenuhaJt
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang dan

pemeliharaan

100 100 100 Dinas Pendidikar

r00 100 100 Dinas Kesehatan

Persentase peme[uhar
administrasi kepegawaian,
uEum, jasa penunjang dan

pemeiiharaan

100

100% 100 DBMSDA

Persentase pemenuhan
edministrasi keuanga!,

perencanaan, penSanggaran,
dan evaluasi kinerja

perangkat daera}l

100%

PROGRAM
PENUNJANG

URUSAN
PEMERINTA}IAN

DAERAH
KABUPATEN/ KOTA

Pelsentase pemenuhar
administrasi kepegawaian,
umuEl, jasa penunjajrg dajt

pemeliharaan

100% 1009i, 1.OO"/" 100 DTRB

Pelsentase peoenuhar
administrasi keusngan,

perencanaan, penganggaran,
dan evaluasi kinerja

perangkat dae!8h

100% 100% 100% DTRB

Persentase pemenuhan
adlrinistrasi keuangan,

perencanaan, penSanggaran!
dan evaluasi kineia

perangkat dae.ah

0 ovo 93/" 1000/0
Dinas Perumahan,
Permukiman dan

Pernal.arnan

PROGRAM INDIKATOR Realisasi
2019

Rea.lisasi
2020

Realisasi
2021

Capaiai
s.D 2021

Penaiggung
Jawab
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Pers€ntase pemenuhai
adEinistrasi kepegawaian,

umum, jasa penunjang dan
pemeliharaan

100 100 lo0 10070
Dinas Perumahan,
Pcrmukiman dan

Pemakarnen

100 Satpol PP

Peasentase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
urtruE, jasa penunja.ng dan

pelBeliharaan

aa,820/" 66,42"/o 7 L ,660k

84,650/o 100 Satpol PP

Persentase pellenuhan
administrasi keuangan,

pelencanaan, penganggaran,
dan evaluasi kinerja

pelangkat daerah

100 7 4,O60/o

100 100 100 BPBD

Persentase pemenuhar
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunJang dan

pemeliharaa-rl

100

r00 100

Pers€ntas€ pemenuhan
administrasi keuangan,

perencanaan, pensanggaran,
dan evaluasi kinerja

persngkat daerah

r00 100

100 IO0r00 t00
Persentase pemenuhar

adrxrinistrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang dan

pemeliharaan

100 Dinsos100 r00 100

Peasentase pemenuhaJt
administrasi keuangan,

pelencanaan, pengangSara-n,
dan evaluasi kineda

perangkat daelal

100
Dinas Tenaga

Kerja100% r00% 8,350/.

Persentase pemerruhan
adeinistrasi kepegawaian,
uaum, jasa penunjang dan

pemeliharaan

100
Dinas Tenaga

Kerja1000/. I000/. 8,35%

Pelsentase pemenuhan
adlxinistrasi keuargan,

perencanaan, pengarggarar,
dan evaluasi kinerja

peraJrgkat daerah

I,35o/o 100% DPPPA

Persentase pemenuhaJl
adroinistrasi keuangai,

Pelencanaan, Penganggarar,
dan evaluasi kinerja

perartgkat daerah

1000,'. 100%

DPPPAr00% I000/.

Pelsentase pemenuhai
administrasi kepegawaiaJr,

umulu, jasa penunjang dan
pemeliharaan

100% tooo/"

r00 r 009/0 DLHK

Peasentase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
uEum, jasa pcnunjang dar,r

pemeliharaan

r00 100

BPBD

PROGRAM INDlXATOR Realisasi
2019

Rea.lisasi
2020

Realisasi
202t

Capaian
s.D 2021

Pe anggung
Jawab
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100% DLHK

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaian,

umum, jasa penunjaltg dai
pemeliharaa.rl

100 lo0

100%

100

r00% 100% 100 DPMPD

r00 r00 100% 100 DPMPD

Persentase pemenuhan
adrninistrasi keuangan,

perencanaan, penganggarsn,
dan evaluasi kineia

perangkat daelah

100% Disdukcapil

PROGRAM
PENUNJ.{NG

URUSAN
PEMERINTAHAN

DAERAH
KABUPATEN / KOTA

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang dan

pemeliharaan

100% 10070 I000/.

IOOYo IOOYo 100 DPPIG}

Pers€ntase pemenuhan
ad-ainistrasi kepegawaian,
uEum, jasa penunjang dan

petueliharaarn

tooo/o

DPPKI}

Pers€otase pemenuhan
administrasi keuangan,

perenca.naaJr, pengarlgSaran,
da! evaluasi kirerja

Pe.angkat daerah

toov" 1000/. 100% 100%

Persentase pemenuhai
administrasi kepegawaion,
umutn, jasa penunjang da!

pemeliharaai

100
Persen

r00
Petsen

100
Persen

r00% Dinas
Perhubungall

Dinas
Perhubungar

Persentase perEenuhan
adEinistrasi keuangan,

perencanaan, penganggaran,
dan evgluasi kinctja

perangkat daerah

r00
PerscI!

r00
Persen

100
Persen

r00
Persen

Diskorninfo

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang daJt

pemeliharaan

100 r00 I00

100 loo 100
Pe!sen

Diskominfo

Persentase pemenuharr
adoinistrasi keuantan,

perencalraan, penganggara!,
dal! evaluasi kinerja
pera!8kat daera.L

100

100
Dinas Koperasi

dar Usaha Mikro

Pers€ntase pemeouhai
adminisEasi keuaigar,

perencanaarl, penganggaran,
dar evaluasi kinerja

perangkat daerah

100 100 0

PROGRAM INDIKATOR
Reahsasi

20t9
Realisasi

2020
Realisasi

202).
Capaia-n
s.D 2021

Pena!ggung
Jawab

Persentase pemenuhal
administ asi kepegawaian,
umum, jasa penunj€ig da.n

pemeliharaan

100%



- 188-

100 100 100 loo DPMPTSP

Pers€ntas€ pernenuhart
administrasi keuangan,

Perencanaa.n, pen8anggara.n,
dan eva.luasi kinerja

pelangkat daerah

r00 100 100 DPMPTSP

Persentase pemenuhan
admirfstrasi kepegawaiai,
umum, jasa penunjtrrg dan

pemeliharaan

100

Di sporabu dp art00% r00% 100% 100

Persentase pemenuhan
administrasi keuaJrgan,

Perencanagr, pengarggaran,
daJr evaluasi kinerja

perangkat daerah

Disporabudpar

Persetrtase pemenuh6n
adrrjnistrasi kepegawaian,
uBuE, jasa penunjaJrg dan

pelueliharaa!

100% 1000,'. 100% r00

100% DISPERPUSIP100 100 r00%

Persentase pemenuha!
administrasi kepegawaian,
uEuo, jasa penunj€ng dar

pemeliharaan

10070 DISPERPUSIP100 100 100%

Persentas€ pemenuhan
administrasi keuangan,

perencanaan, penganggaran,
da.rr cvaluasi ki$erja

Perangkat daera}!

r00 DISKANr00% to00k t00%

Persentase pem€nuhan
adEiristrqsi kepegawaian,
umum, jasa peuunjang dan

pemeliharaan

100% r00 DISKAN

Persantase pemenuhan
administrasi keuangan,

perencanaan, penganSgaran,
dan evaluasi kinerja

Perallgkat daerah

100% r 000/0

100%
Dinas Pertanian
dan Ketahanan

PaigaJr

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawa.iaJr,
umum, jasa penunjaJrg darl

pemeliharaa!

1009'0 99Yo 990/"

100% tooo
Dinas Pertanian
dan Ketahanan

Pangan

Persentase pemenuhan
administrasi keuangan,

perencanaan, penga.nSSaran,
dan evaluasi kilerja

persngkat daerah

r00% lOOvo

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaiarl,

umum, jasa penunjang dan
p e melih€faan

tooo/o r00% 75 990/. Disperindag

PROCRAM INDIKATOR Rea.lisasi
2019

Rea.lisasi
2020

Rcalisasi
202t

Capaian
s.D 2021
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100.k 75 100v" Disperindag

Perseotase pemeouhan
admioistrasi keuanga!,

perencanaan, pengangSarai,
dan eva.luasi kinerja

pelangkat daerah

100%

SEKRETARIAT
DAERS}Iloo./" 100% 90 100"/.

Persentsse pemenuhan
sdrainistrasi kepeSawaian,
umum, jasa penunjarg dan

pemeliharaan

100 r00% SEKRETARIAT
DAERAH

Persentase pemenuhan
administrasi keuangart,

PerencElllaan, penganSgaran,
dart evaluasi kinerja
perangkat daerah

100%

r00% SEKRETARIAT
DAERAH100% t 009i, 100

Prosentase FasrLtasi
Pelayanan Kedinasan

KDH/WKDH dan Pejabat
Daerah

58,39 r00% SEKRETARIAT
DAERAHIndeks Refomasi Birolsasi 50,37

100%
SEKRRIARIAT

DPRDaI,23 81,76 64,56yo

Persentase pemenuhan
admi[istrasi kepe8awaian,
uduo, jasa penunj€ng dan

pemeliharaan

SEKRETARIAT
DPRD82,67 82,74 64,29"/o 65

Persentase peEenuha!
administrasi keuangan,

Perencanaan, penSanggaran,
dan eva.luasi kineda

perangkat daelah

1000/. 100% a6,Ol"/o Bappeda
Persentase pemenuhai

adrrriristrasi kepegawaidt,
umum, jasa penunjang darl

Pemeliharaan

IOOYo

Bappeda100% 100% 85,90%

Perscntase pemenuharl
adrainistrasi keuangan,

Perencanaan, penSangSaran,
dan eva.luasi kinerja
perulgkat daerah

10u/"

tooo/" 100% BPKAD

Pelsentase pemenuhan
adroinistlasi kepegawaian,
umum, jasa penunjaiS dan

pemeliharaan

100% 100%

100o/. 100% 100% BPKAD

Persentas€ pemenuha!
administrasi keuaJlgarl,

perencanaan, penEa.oggaran,
dan eva.luasi kinetja

perangkat dae.ah

r00%

Pers€ntase pemenuhal
administrasi kepegawaian,

umum, jasa penunja-ng dan
pemeliharaan

rOOYo I007o 1.OO/o r 000/0 BAPENDA

PROGRAM INDIKATOR
Realisasi

2019
Realisasi

2020
Rea.lisasi

202 L

Capaiar
s.D 2021

Penanggung
Jawab

IOO"A
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1000/. toovo BAPENDA

Persentase pemenuharl
adltxinistrasi keuangan,

PerencanaaJt, pengangSaran,
dan evaluasi kineda

perangkat daelah

100% 100%

lOOo/o t 00o/o 100% BKPSDM

Pers€ntase pemenuhar
adojnistrasi kepegarraian,
umum, jasa penunjang dan

pemeliheraan

lOO"/o

100% 100% BKPSDM

Persentase PemenuhaJr
administrasi keuangan,

PerencadaaJr, pengangSaraD,
dan evaluasi kinerja

Perangkat daerah

1000/. I00%

roook 1000/. 100% 100tvo Inspektorat
Pcrsentas€ peloenuhan

administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang dan

pemeliharaan

100% too,k Inspektorat

Persentase pemenuhan
administrasi keuangaJ!,

perencaiaan, pengangSaran,
dan evaluasi kinerja

perangkat daerah

rooo/" 100%

Pers€ntase pemenuhal1
adEinistrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang darl

pemelihara€n

IOOYo 100d/o r 00% 100%

PROGRAM
PENUNJANG

URUSAN
PEMERINTAIIAN

DAERAH
I<ABUPATEN/KOTA

lOOo/o r00% 100v" 1000/d Kec. TigaJaksa

Persentase pelEenuhan
adrEinistlasi keualgai,

perencanaan, pengangSaran,
dan eva.luasi kinerja

Perangkat daerah

too"h 100% Kec. Cikupa

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang dan

pemeliharaan

r00% 1009'0

Peasentase PeEenuhalr
ad-Einistrasi keuanSan,

peaelrcanaan, penganSSalan,
dan evaluasi kineia

perangkat daerah

100% lOOvo 100% 100% Kec. Cikupa

Persentase PeDenuhan
administrasi kepegawaian,

umum, jasa penunjang dan
pemeliharaa! Kecamatan

Panongan

l00p/o 100% lOtf/o r00% Kec. Pa-nonga!

Kec. Panongarr

Persentase adminlstrasi
keuangan, pelencanaan,

penSonggaran, da.rl evaluasi
kheia peralgkat daelah

K€camatan Panongan

100% 100% 100% 100,2.

Kec. Tigaralsa

PROGRAM INDIK TOR
Realisasi

2019
Realisasi Realisasi Capaian

' stD 2021
Penanggung

Jawab
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Kec. CURUG100% 100% 100% 100%

Perseotase pemenuhar
adroinistrasi kepegawaian,
umum, jasa pcnunjang dan
pemeliharaan Kecamata!

Cumg

Kec. CURUG1000/0 I000/. r 00% tooo/"

Persentase administrasi
keuangan, perencanaa!,

pengarggarar!, dan evaluasi
kineoa perajlgkat daerah

Kecamatan Psnongan

100/. lAOo/o 100% Kec. kgok
Persentase pemenuharl

admiristrasi kepetawaiarr,
umuE, jasa penunjang daJr

pemeliharaan

100%

Kec. L€gokLOOYo 1009/0 1007o 1000/.

Persentase pemenuhari
administrasi keuangan,

perencanaalr, pengEmBgarqn,
da! evaluasi kineia

Perar8kat daerah

Kec. Pasar Kemis100% 100% r00% 100%

Pe!sentase pemenuhan
administlasi kepegawaian,

umum, jasa penunjang daJl
pemeliharaan

1000/. 100% Kec. Pasar Kemis1009i.

Persentase pemenuhaJr
administrasi keuangan,

perencanaan, penganggaran,
dan eva.luasi kineda

perangkat daelah

100%

100% 94,200/0 100% Kec. Balaraja

Persentase pemefluhan
administrasi kepegawaia-o,
umum, jasa penunjang da.n

pemeliharaan

100%

l(ec. Balarajar 000/. 100% 94,200/" 10096

Persentase pemenuhan
administrasi kelrartgan,

perencanaan, pengarSSaiatr,
dan eva.luasi kineia

Perantkat daerah

9r,r7o/o 100% I{ec. I&esek

Pers€ntase pemenuhalr
adrninistrasi kepegawaian,
u!ou@, jasa penunjang dan

pemelihalaan

r00% 100%

100% 1000/. 97 ,7y/" IOOYo Kec. Icesek

Persentase pemenuha!
adsinistrasi keuangan,

perencanaan, penganggaran,
dan eva.luasi kineda

perartgkat daerah

Pelsentase pemenuhan
adrlinist asi kepegawaiar!,
uDurr, jasa perunjang dan

pemeliharaan

r 000/. 1.OU/o 100% 100% Kec. Iftonjo

PROGRAM INDIKATOR
Rcalisasi

2019
Realisasi

2020
Realisasi

2021
Capaian
s.D 2021

Penanggung
Jawab
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Kec. Kronjo

Persentase pemenuhan
administrasi keuangan,

perencanaan, penganESaran,
dar! eva.luasi kineia

peranSkat daerah

1000/. r 00% 100% 100v"

100% Kec. Mauk

Persentase peErenuhan
adroinistrasi kepega\paian,
umum, jasa penunjalrg da.n

pemeliharaan

IOOYo 10070 98

tooo/" 97 lOO"/. Ncc. Mauk

Pers€ntase pemenuhan
administrasi keualgan,

pelencanaalr, pengalggaran,
dan evaluasi kinerja

perangkat daerah

100%

Kec. Rajeg100% too"/" t00%

Persentase pemenuha.n
adlt nistrasi kepegawaia.n,
umu!3, jasa pcnunjang dan

pemeliharaai

tooo/"

100% 100% 100% Kec. Rajeg

Petsentase pemenuhan
administrasi keuangan,

perencanaan, pengaigSaran,
dar evaluasi kinetja

perangkat daerah

t00%

100% I000/. Kec. SEPATAN100% 10O"/o

Persentasc Pemenuhan
adminis&asi kepegawaian,
umum, jasa peounjang dan

pemeliharaan

Kec, SEPATANtoook 1000/. 100%

P€rs€ntase pemenuhan
adeinistrasi keuangan,

Perencanaan, pengangSaran,
don evaluasi kineqja
perangkat daerah

100%

100% Kec. Teluknaga10070 100

Persentase Pemenuhan
adEinistrasi kepegawaran,

umum, jasa penunjang dan
pemeliharaan

1000/.

I(ec. TeluknagaIOOYo 100 100%

Persettasc pemenuhan
adEinistrasi keuargan,

perencaraan, penganggarEn,
dan evaluasi kineda
peraigkat daerah

100%

Kec. Cisokar 00% t 00% 90,50% 100%

Persentase pemenuhar
adEinistrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjarg dan
pemeliharaan Kecamatan

Cisoka

Kec. Cisokar00% 1000/0 970/o 10070

Pclsentase administ asi
keuaJrgan, perencanaan,

pengangSarart, daJ! evaluasi
kinela perangkat dae.ah

Kecamatan Cisoka

PROGRAM INDII{ATOR Realisasi
2019

Rea.lisasi
2020

Realisasi
202r

Capai€rI
s.D 2021

Pcnanggung
Jawab



-193-

Persentas€ pemenuhan
administrasi kepegawaian,
uEum, jasa penunjang dan

pemeliharaar

100% 1000/. 1000/. l00o/o Kec. PaLnhaji

Persentase pemenuhar
administrasi keualgan,

perencanaal, penganggarai,
dan evaluasi kineia

perangkat daerah

1000/. r00% 1000/. 100% Kec. Pakuhaji

Persentase pemenuhar
adroinktlasi kepe gawaion,
umutn, jasa penunjang da,

peraeliharaan

roovo toov" 100% r000/. Kec. I{osarnbi

toovo I00"/. 100v. 100% Kec. Xosa.rnbi

Persentase pemenuhan
ad[rinistrasi keuangah,

p€rencanaai, pengaiggaran,
dan evaluasi kine.ja

pelangkat daerah

Kec. Cisauk

Pers€ntase pemenuhaJ!
adoinistrasi kepegawaiai,
umuE, jasa penunjang dan

perDelihataan

9OYo 90% 90v" 100%

100% K€c. Cisauk

Perscntas€ pemenuhart
adEinistrasi keuangan,

perencanaan, pengangSaran,
dan evaluasi kinerja

Perangkat daerah

9Oo/o 90/" 900/.

Kec. Gunung
Ka.ler

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaiar,
umum, jasa penunjEurg dail

pemetih a.raaJl

10070 I00.1, 10070 900/"

100% 900/.
Kec. Gunung

Kalet

Persentase pemenuhan
ade.inistrasi keuangan,

perencanaan, Pergan8garan,
dan evaluasi kinerja

perangkat daerah

100% 1000/.

Kec. Jembe

Persentase peluenuha.n
adrxritistrasi kepegawaian,
uEuE, jasa penunjang dan
pemeliharaan Kecamatan

Jalrtbe

lOU/o 100% lOO"/o LOOo/o

Persentase administasi
keu6ngan, pelencanaan,

penganggaran, dan evaluasi
kineda perangkat daerai

KecarBatan Jambe

r00% 100% I OO70 r00% Kec. Jambe

Persentase pemenuhan
adeinistrasi kepegawaiar,
uEum, jasa penunjang dan

pemeliharaan

100% 100% r00% 100% Kec- Javenti

PROGRAM INDIKATOR
Realisasi

20 t9
Realisasi

2020
Realisasi

2-O2l
Capaiai
s.D 202r

Peoanggung
Jawab
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Kec. Jayanti

Persentase pemenuhan
adlD.irtistrasi keuangan,

perencana.an, penSanggaran,
dan evaluasi kinerja

perangkat daerah

l00o/o ' 1000/0 100%

100% t000/" 100%

I00%

100% I(ec. Kemiri
Pelsentase pemenuhan

administrasi kepegawaian,
umuE, jasa penunjarg dar

pemelihalaan

I0070 100,/. Kec. Keniri

Persentase pemenuhal
administrasi keuangan,

perencanaan, PenganStaran,
dan evaluasi kineda

Perargkat daerah

1009,0 100%

Kec. Mekar Bartl

Persentase pe!!tenuhan
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang dan

pemeliharaan

100% 100% 1000/. t00"/,

100% l00r/D Kec. Meka.r Baru

Persentase pemenuha!
ad-Edinistrasi keuangan,

Perencanaan, Penganggaran,
dai eva.luasi kinerja

perangkat daereh

I O09/o 100%

r 00% 100% 88,770/o too"/" Kec.
PAGEDANCAN

Persentase pemenuhaJ!
ad.oiristrasi kepe gawaiai,
umum, jasa penunj€-rI9 dan

pemeliharaan

1000/. 44.770/o 1000/"

Persentase pemenuhan
administrasi keuangan,

perencanaan, penganggaran,
dan evaluasi kinerja

perangkat daerah

100%

rooo/"
Kec. Sepatan

Timut

Persentase pemenuhar!
adninistrasi kepegawaia!,
umua, jasa penunjalg da.n

pemeliharaan

100% 100% 98

1009'. 97 100,)1,
Kec. Sepatan

Timur

Pelsentase pemenuhan
administrasi keuanga!,

perencanaan, penSajrggaran,
dalr evaluasi kineia

perangkat daerah

100%

10001, Kec. Sindartg Jaya
Perserttase pemenuhan

administrasi kepegawaian,
umum, jasa peounjalg dan

pemeliharaa!

100% 1000/. 100%

tooo/" 1000r, Kec. Sindang Jaya

Pers€ntase pemenuhan
administrasi keuangan,

pelencanaan, penganggaran,
dan eva.luasi kinerja

peranSkat daerah

t00% 100%

Kec.
PACEDANGAN

PROGRAM INDIKATOR
Realisasi

2019
Realisasi

2020
Realisasi

2021
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r00% 1000/. toe/o tooo/o Kec. Solear

Persentase pemenuhaIr
adEinistrasi kepctawaiar,
umuB, jasa penunjarg dan
pemeliharaan Kecamata!

Solear

100% 100% rooo/o Kec. Solea,

Persentase administrasi
keuangan, perenca.naajr,

penSanggaran, dan evaluasi
kinerja perargkat daerah

Kecamatajr Paronga.rr

1000/.

1000/. 100% r00% 100% Kec. Sukamulya
Persentase pemenuhaJt

administrasi kepegawaian,
umuDr, jasa penunjang da!

pemeliharaan

1000/. 100% I(ec. Sukarnulvar00% IOU/o

Persentase pemenuhan
administrasi keuangan,

pelencanaan, Pengan&garan,
dan evaluasi kineia

pera!8kat daemi

Kec. SukadiriIOOYo 10oyo

Persentase pemenuh6n
administ!:asi keuangen,

perencanaan, penganggaian,
dan evaluasi kinetja

perangkat daerah

100% rooo/"

100% 100% Kec, Sukadiii
Persentase pemenuha!

administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang dan

pemeliharaan

100% 1000/.

97 ,6 r000/" Kec- Kelapa Dua

Pelsentase administrasi
keuangan, perencanaan,

penganggaran, dan evsluasi
kinetja perangkat daerah

Kecamatar PanongaJt

r00 100

Kec. Kelapa Dua100 98,s 100%

Persentase Pemenuharr
ad@inistrasi kepegawaiar,
umum, jasa penunja!8 dan
pemelihaiaan Kelapa Dua

100

r00
Persen

r00 Kesbangpol

Persentase pemenuhai
adrninistlasi keuangan,

perencanaeh, pengarlggaraJr,
dan evaluasi kinerja

perangkat daerah

100
Persen

100
Persen

100
Persen

100
Persen

100 Kesbargpol

Pers€ntase pemenuhan
adrBinist asi kepegawaian,

uraulo, jasa penunjang dan
peIneliharaan

100
Persen

PROGRAM INDIKATOR Realisasi
20t9

Reahsasi
2020

Rea-Lisasi
2021

Capaiarl
s.D 2021

PenaJrggung
Jawab
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2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah

Dari hasil evaluasi terhadap program prioritas permasalahan yang

dihadapi antara lain :

1 . Kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat

terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional

yang tidak menentu, antara lain menggali dan mengembangkan potensi

Daerah, kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM serta

pengembangan sektor unggulan

2. Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus ditata dan

dikelola dengan baik dalam rangka mendukung perwrrjudan Reformasi

Birokrasi

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pasca pandemi Covid-19

yang masih perlu ditingkatkan

4. Perlunya peningkatan pelayanan infrastruktur yang mendukung

dinamika aktivitas masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya dan politik

dalam upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah

Dari hasil evaluasi terhadap urusan pemerintahan, permasalahan yang

dihadapi antara lain :

a. Bidang Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 antaralain:

1. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (trlM) belum dapat

dilaksanakan akibat pandemic covid 19;

2. Banyaknya ruang kelas yg rusak;

3. Rendahnya fasilitas sekolah;

4. Tidak memiliki tenaga teknis bangunan;

5. Belum optimalnya penerapan kurikulum akibat pandemi;

Bidang kesehatan

Permasalahan pada Bidang Kesehatan Tahun 2O21 antara lain :

1. Meningkatnya jumlah kematian ibu di Kabupaten Tangerang pada

Tahun 2021 sebanyak 109 orang per 1OO.0O0 KH dengan penyebab

Iangsung Pandemik Covid 19 yaitu sebanyak 42o/o kematian ibu

b
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Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 202 1 antara lain :

1. Banyaknya usulan perbaikan sarana prasarana perumahan yang

belum menjadi asset pemda sehingga tidak bias direalisasikan;

2. Pada sebagian TPU tidak ada batas antara TPU wakaf dan TPU miliki
pemda.

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pada Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan

Pelindungan Masyarakat tahun 2021 antara lain :

1. Permasalahan Penegakan Perda dan Perkada;

- Tingkat Kesadaran Masyarakat akan Perda dan Perkada masih

kurang,

- Data persebaran/pertumbuhhn tempat hiburan belum akurat,

- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap

perizinan dan aktifitas pelaku usaha hiburan, peredaran Miras.

2. Permasalahan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat;

C

d

karena Covid-19, selain itu juga penyebab tidak langsung kematian

ibu karena RS penuh di bulan Juni sampai dengan pertengahan

Agustus 2O2 1;

2. Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah

tidak bisa dilakukan secara maksimal terkendala peraturan PPKM,

jumlah pendamping yang terbatas, banyak petugas Puskesmas yang

terpapar Covid- 19 pada bulan Juni - Agustus 2O2l dan fokus pada

percepatan vaksinasi di bulan September 202 1 .

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2O21

antara lain :

1. Ketersediaan lahan dan kepastian status lahan;

2. Undang-Undang Cipta Kerja belum ada turunan produk hukum di

daerah. Sehingga pelayanan dokumen perijinan tertunda;

3. Refocusing menyebabkan beberapa pagu pembangunan gedung

tertunda.
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- Penyalahgunaan Pelaku kegiatan usaha/penyalahgunaan Fasos

Fasum untuk kegiatan usaha,

- Belum optimalnya koordinasi penanganan masalah gangguan

trantibum,

- Belum optimalnya koordinasi penanganan gangguan PSK.

Permasalahan perlindungan Masyarakat;

- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam Satlinmas.

Bidang Sosial

Permasalahan pada Bidang Sosial Tahun 2O2l anlaralann:

1. Belum optimalnya verifikasi dan validasi pendataan PMKS dan PSKS'

2. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan bagi PMKS.

Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2O2l antara lain :

1. Belum optimalnya penyerapan lulusan pelatihan UPTD Latihan

kerja di perusahaan;

2. Kurangnhya tenaga instruktur yang kompeten sesuai dengan

kejuruan yang ada;

3. Masih banyaknya perusahaan yang tidak melaporkan lowongan

pekerjaan dan penempatan tenaga kerja;

4. Tidak ada kesesuaian anatara kompetensi pencari kerja dengan

kebutuhan perusahaan;

5. Atitude pencari kerja yang rendah;

6. Belum optimalnya lembaga kerja sama Bipartit dalam menyelesaikan

peramsalahan ketenagakerjaan di perusahaan;

7. Belum efektifnya penanganan PHI pada tahap Bipartit.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 antara lain :

1. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;

2. Adanya pembatasan kegiatan tatap muka sehingga pembinaan tidak

maksimal.

f

h
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Bidang Pangan

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2O2l anlaralain:
1. Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Tangerang cukup secara

kuantitas narnun belum beragam secara kualitas;

2. Anomali lklim;
3. Harga bahan baku pakan unggas tidak stabil (sering terjadi lonjakan);

4. Skala usaha pemeliharaan ternak ra\rat masih rendah dan

perorangan.

Bidang Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2021 adalah tidak ada

kesepakatan harga pengadaan tanah antara pemilik tanah dengan harga

yang ditetapkan oleh tim apresial.

Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2027 anlaralain:
1. Pengelolaan TPA Jatiwaringin belum optimal;

2. Tindak Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten

Tangerang masih banyak.

Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2O2l artara lain :

1. Adanya Surat Edaran dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri

Nomor: 906l|622|KEUDA tanggai 25 Februari 2O2! tentang Hasil

Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

terkait DAK Non Fisik Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Museum dan Taman Budaya dan DAK Non Fisik Jenis Dana

Pelayanan Administrasi Kependudukan;

2. Kurangnya Sarana dan prasarana pelayanan adminduk, seperti alat

perekaman KTP el, alat cetak KIA, Komputer Pengolah Data, tidak

punya gedung arsip dokumen adminduk;

3. Masih sedikitnya OPD yang memanfaatkan data kependudukan;

J

k

1
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Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2O21

antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengeloalaan

BUMDesa disebabkan kurangnya pengaturan organisasi yang baik
dalam BUMDes dan pengurus BUMDes sehingga pengurus belum bisa

menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, peranan Kepala Desa

dan BPD selaku penasehat dan pengawas masih belum optimal yang

menyebabkan fungsi pengawasan (controlling) dalam manajemen

BUMDes belum berjalan efektif;

2. Pengembangan potensi yang dimiliki oleh desa dikarenakan produk

BUMDes yang tidak sesuai dengan potensi maupun harapan dari

masyarakat desa;

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 antara lain :

1. Belum optimalnya penyerasian Kebijakan Pembangunan berwawasan

kependudukan (kurangnya dukungan pada kampung keluarga

berkualitas);

2. tidak adanya PKBi PLKB di Tingkat Kecamatan dan Desa.

Bidang Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2027 antara lain :

1. Jumlah Petugas Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas tidak

sebanding dengan target penanganrin titik kemacetan sesuai Renstra

Dinas Perhubungan: 2079-2023. Jumlah petugas Dinas Perhubungan

pada tahun 2O2l yang melaksanakan tugas di lapangan berupa

penjagaan dan pengaturan lalu lintas (gatur lalin) berjumlah 159

orang. Sementara jumlah simpang yang perlu dilakukan gatur lalin

sebanyak 18 simpang. Secara eksisting yang dilakukan gatur lalin

hanya 9 titik, sementara sisanya 9 titik belum dilakukan gatur lalin

karena keterbatasan personil. Tugas petugas bukan hanya melakukan

gatur lalin, melainkan juga harus melakukan penjagaan dan

pengawasan operasional angkutan tambang sebagaimana diatur

dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2018. Hal ini

menyebabkan tugas gatur lalin menjadi kurang fokus. Dari 9 titik
yang dilakukan gatur lalin, di perbatasan-perbatasan sebanyak 15

o.
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titik diiakukan penjagaan dan pengawasan Perbup 47. Jika dijumlah,

sebanyak 24 titik yang dilakukan penjagaan tidak sebanding dengan

jumlah personil yang ada.

Lebar ruas jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan

yang melewati jalan. Kabupaten Tangerang merupakan salah satu

wilayah penyangga ibukota Jakarta, sehingga pertumbuhan

penduduknya tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi

berpengaruh terhadap pertumbuhan kendaraan yang melewati jalan.

Sementara pertumbuhan lebar jalan cukup lambat, mengingat dalam

suatu pelebaran jalan tidak serta bias dilakukan. Harus dibebaskan

dulu lahannya yang membutuhka biaya yang besar. Hal inilah yang

menyebabkan kemacetan menjadi semakin banyak di Kabupaten

Tangerang.

Kurangnya payung hukum Peraturan Bupati sebagai turunan dari

Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Dalam penyelenggaraan perhubungan di daerah pa),ung hukumnya

mengacu pada Peraturan Daerah sebagai upaya pengaturan masalah

perhubungan disesuaikan dengan muatan lokal Kabupaten

Tangerang. Peraturan Daerah nya sudah ada, yaitu Perda Nomor 4

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Namun aturan

turunannya, yaitu Peraturan Bupati belum ada. Hal ini yang

menyebabkan penindakan pelanggaran dan pengaturan di lapangan

me njadi kurang optimal.

p. Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang dihadapi pada tahun

2O2L adalah belum optimalnya pengamanan Teknologi Informasi terhadap

ancaman hacker.

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2O2l adalah belum optimalnya

pembinaan terhadap Koperasi Sehat.

c

3

q

r Bidang Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2O2l adala}:, perubahan regulasi

dan kebijakan perizinan berusaha.
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Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2021 adalah belum optimalnya

pembinaan terhadap Wira Usaha Baru (WUB).

Bidang Kebudayaan

Permasalahan bidang kebudayaan yang dihadapi Tahun 2O2l antara lain:

1. Minimnya pelaku seni tradisional untuk melestarikan dan

mengembangkan seni budaya;

2. Minimnya sarana dan prasarana kesenian tradisional yang dimiliki

oleh sanggar seni;

3. Rendahnya animo masyarakat terhadap pengembangan dan

pelestarian kesenian tradisional.

Bidang Kearsipan

Permasalahan pada Bidang Kearsipan pada tahun 2O2I adalah

Kompetensi Sumber Daya Manusia Kearsipan masih terbatas.

Bidang Perikanan

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2021 antara lain :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan,

pembudidaya, maupun pengolah dan pemasar hasil perikanan. Para

nelayan di kabupaten Tangerang masih menggunakan sistem

produksi nelayan dan pembudidaya yang tradisional;

2. Rendahnya nilai tambah produk perikanan yang disebabkan oleh

kapasitas kelembagaan perikanan masih rendah dan pola pembinaan

untuk peningkatan nilai tambah produk perikanan belum maksimal.

Bidang Pariwisata

Permasalahan bidang pariwisata yang dihadapi pada tahun 2O2l adala!:.

beium optimalnya promosi pariwisata dan Budaya di Kabupaten

Tangerang.

t.

u Bidang Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2021 antara lain :

1. Sarana dan prasarana belum optimal sesuai standar;

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia Perpustakaan masih terbatas.
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Bidang Pertanian

Permasalahan bidang pertanian pada Tahun 2O2l adalah

ketersediaan air di lahan-lahan pertanian, dan serangan

penyakit tanaman.

Kurangnya

hama dan

Bidang Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2021 antaralain'.

1. Kurang optimalnya promosi dan informasi potensi produk IKM dan

masih minimnya penggunaan Gerai tangerang Gemilang yang

ditqiukan sebagai sarana promosi produk UMKM lokal Kabupaten

Tangerang

2. Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang

beredar karena beberapa kendala, seperti masih rendahnya

pengetahuan dan kesadaran konsumen terkait hak dan kewajibannya

sebagai konsumen menurut undang-undang dan juga regulasi yang

belum mengatur mekanisme detil tentang penyidikan dan aturan

pelaksana pengurusan sengketa konsumen

3. Banyaknya kerugian dan menurunnya aktivitas perdagagan karena

pamdemi Covid- 19

aa Bidang Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2027 adalah Pembinaan kepada

pelaku IKM hanya terbatas dilakukan secara virtuai.

bb. BidangTransmigrasi

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2O2l adalah terbatasnya jumlah

kuota transmigran yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Tangerang tidak sebanding dengan animo masyarakat yang ingin

bertransmigrasi.

Bidang Administrasi Pemerintahan

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2O2l antara lann :

1. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah terkait penanganan Pandemi

Covid-19 terhadap pembatasan kegiatan kunjungan kerja dan

rapat/ bimtek/ diklat;

cc.

Z,
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2. Regulasi target waktu pelayanan belum maksimal diterapkan.

dikarenakan dalam penyelesaian pelaksanaan pelayanan perizinan belum

semuanya bisa dijalankan sesuai SOP dan perlu didr.lkung oleh OPD

teknis terkait.

dd. Bidang Pengawasan

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2A27 adalah terbatasnya sarana

dan prasarana pengawasan dibandingkan dengan jumlah objek

pengawasal.

ee Bidang Perencanaan

Permasalahan yang dihadapi bidang penunjang fungsi Perencanaan pada

Tahun 2021 antara lain :

1. Pengolahan dan Pemanfaatan data pendukung perencanaan yang

belum optimal;

2. Sistem kendali pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan optimal;

3. Kapasitas dan kompetensi SDM perencanaan yang belum memadai;

4. Penataan kelembagaan yang belum sesuai denBan peraturan yang

berlaku.

ee. Bidang Keuangan

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2O2l antaralain:
1. Kualitas layanan pajak daerah kepada masyarakat masih perlu

ditingkatkan.

2. Masih terdapat masyarakat yang belum patuh dalam membayar dan

mentaati ketentuan pajak daerah;

3. Pandemi Covid- 19 yang membatasi kegiatan sosial masyarakat

sehingga petugas pajak dilapangan menemui kendala dalam

berinteraksi dan berkoordinasi dengan wajib pajak yang berdampak

pada penurunan optimalisasi pajak daerah.

ff. Bidang Penunjang Kepegawaian

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 adalah Pandemic covid

masih belum berakhir maka berpengaruh pada proses pelaksanaan

kegiatan tahun 2021. Beberapa kegiatan yang mengalami perubahan

indeks biaya kegiatan karena pola pelaksanaan kegiatan menyesuaikan

dimasa pandemi ini.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara substansial,

diantaranya memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang

menggambarkan kondisi ekonomi makro daerah, tantangan dan prospek

perekonomian daerah serta arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan

keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan

daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN untuk
mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah cialam rangka

pencapaian target pembangunan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Global dan Nasional

Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh Negara di dunia memberikan

pengaruh besar, tidak sebatas pada bidang kesehatan namun memberikan

dampak ikutan termasuk bidang Ekonomi dan sosial. Berbagai langkah

antisipatif seperti kebijakan "lockdown" diambil oleh berbagai negara atau pun

pembatasan aktivitas sosial untuk mencegah penyebaran lebih lanjut COVID-

19, berdampak pada terhambatnya kegiatan pekonomian dan memberi tekanan

pada pertumbuhan ekonomi dunia termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Angin segar terkait penangan covid-19 mulai dirasakan setelah

beberapa negara mensosialisasikan keberhasilannya dalam memproduksi

vaksin. Dana Moneter Internasional/ International Monetary Fund 0MF)

memprediksi bahwa pembatasan Social Distancing akan berlanjut hingga 2O2l

tetapi akan menurun seiring waktu karena cakupan vaksin yang meluas

meskipun disisi lain masih terjadi transmisi lokal yang relatif rendah di berbagai

wilayah pada akhir tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa Pandemi Covid-

19 masih akan mempengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat di tahun

2021, sedangkan untuk tahun 2023 aktivitas perekonomian tergantung dari

hasil distribusi dan efektivitas vaksin yang ada.

Pada bulan Aprrl2O2l, Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi ke atas

proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2021, tetapi Indonesia justru direvisi ke

bawah dari proyeksi sebelumnya di bulan Januari.

Setelah terkontraksi 3,3% di 2O20, Worid Economic outlook IMF

memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 6%o di 202 1, naik dari

5,5% dari proyeksi bulan Januari. Sedangkan untuk 2023, diperkirakan
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ekonomi dunia naik 4,4% dibanding proyeksi sebelumnya 4,2%o. Semeotara itu
untuk Indonesia, pertumbuhan ekonomr 2O2l diperkirakan di 4,3%, lebih

rendah dibanding proyeksi Januari sebesar 4,87o. Untuk 2023, PDB Indonesia

diperkirakan tumbuh 5,87o.

Di tengah ketidakpastian akibat pandemi, jalan keluar dari krisis

ekonomi dan kesehatan ini semakin terlihat. Ratusan juta orang sedang

divalsinasi akan memberikan energi bagi pemulihan ekonomi di banyak negara

tahun ini. Pemulihan juga didorong oleh adaptasi kehidupan sehari-hari dan

stimulus fiskal AS. Akan tetapi pandemi masih ada dan kasus baru masih

bertambah di banyak negara. Pemulihan ekonomi juga berjalan ke arah yang

berbeda-beda. Negara-negara yang belum banyak mendapatkan vaksin,

memiliki kemampuan terbatas, dan sangat tergantung pariwisata akan memiliki

pemulihan yang tidak begitu baik.

Untuk kelompok negara berkembang di Asia, proyeksi 2021 natk 0,60/o

menjadi 8,6%o. Ini berkat dilonggarkannya kebijakan lockdown di beberapa

negara seperti India. Tetapi, kasus Covid-l9 yang masih banyak seperti di

Indonesia dan Malaysia menahan prospek pertumbuhan lebih tinggi.

IMF mengatakan prospek pemulihan global masih penuh ketidakpastian

meskipun pandemi sudah berlalu setahun. Mutasi baru dan jumlah korban jiwa

yang terus naik menghantui program vaksinasi yang terus berjaian. Pemulihan

ekonomi bergerak dalam laju yang berbeda-beda tergantung kebijakan masing-

masing negara.

IMF lebih optimistis akan pertumbuhan ekonomi global berkat kebijakan

fiskal yang diambil beberapa perekonomian besar, program vaksinasi, dan

adaptasi aktivitas ekonomi di tengah pembatasan sosial. Namun, masih banyak

ketidakpastian terkait pandemi, efektivitas kebijakan, dan evolusi kondisi

keuangan.

Gambar 3.1

Proyeksi Pertumbuhan Global
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Tabel 3.1

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2O23

Proyeksi ekonomi tahun 2023 cenderung direvisi naik untuk negara

negara maju, sedangkan untuk negara-negara berkembang beberapa direvisi

turun. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2O23 utamanya dipengaruhi oleh

penanganan COVID-19 serta keputusan pemerintah dalam mengurangi atau

menghentikan stimulus. Adapun tantangan global pada tahun 2023 adalah

gangguan rantai pasok, krisis energi, perkembangan varian baru Covid-19, dan

China Switching Policy.

Tahun 2023 ada optimisme untuk tumbuh lebih baik dari 2022, tetapi

tantangan global dan domestik masih akan dihadapi oleh Indonesia. Sehingga

optimis tetapi harus realistis.

Tabel 3.2

Proyeksi Indikator Makro Nasional Tahun 2022 dan 2023

NO INDIKATOR TARGET 2023

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,3o/o - 5,9%o

2 Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3Vo - 6,Ook

J Kemiskinan 7 ,50 - I,50k

4 IPM 73,29 - 73,35

World 3,5 3,1 3,2

Major Economies 2,2 2,2

Amerika Serikat )') 2,4

Euro Area 2,0 2,4 2,5

Jepang 1,4 1,0 1,1

Emerging Markets 4,6 4,4 4,4

C hina 5,3 5,3 5,3 5,1

6,4 5,1 5,1

Vietnam 6,s b,5

5,1

Thailand 4,O 4,3 4,3

Malaysia 5,7 5,7 4,4

Filiplna 7,0 6,0

Brazil 2.0 2,1

bb 6,5

Proyeksi Pettumbuhan El(onoml Beberapa Negara Dunla Tahun 2023

IMF

OKT 21 JUN 2I

5,2

6,0

5,76,9

't,6

7,1

WB

6,8

, OECD

SEP 2I DES 21JAN 22

3,8

--?:9 --
2!6 

-
2,5

1,8

i,z

JAN 22

3,2

-31.-
2,6

2,t
1,2

lndonesia

4,7

4,5

2,7

lnd ia
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3.L.2 Arah, Kebijakan Ekonomi Provinsi Banten

3.1.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten

Struktur ekonomi merujuk pada dasar sebuah perekonomian yang

dikaitkan dengan sektor (lapangan usaha) pembentuknya, atau dapat pula

diartikan struktur ekonomi sebagai komposisi peranan masing-masing lapangan

usaha dalam perekonomian.

Struktur perekonomian suatu daerah dirumuskan sebagai distribusi
persentase PDRB atas dasar harga berlaku dari kelompok lapangan usaha yang

terdiri dari kelompok lapangan usaha primer, sekunder dan kelompok lapangan

usaha tersier. Kelompok lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian. Kelompok

lapangan usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri Pengolahan;

Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur

Ulang; Konstruksi. Kemudian kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari

lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda

llotor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat;

Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

Terdapat tiga lapangan usaha utama yang menopang perekonomian

Provinsi Banten selama periode 2Ol7 2027, yaitu Industri Pengolahan,

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan

Konstruksi. Pada tahun 2O21 masih terjadi Pandemi COVID-19 yang melanda

Indonesia, khususnya Banten. Walaupun demikian, tiga lapangan usaha utama

tersebut tetap masih menjadi penopang utama perekonomian Banten, di mana

share dari Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor, dan Konstruksi masingmasing adalah 31,48 persen,12,90

persen, dan 12,33 persen.

Share lapangan usaha tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019

(masa sebelum pandemic Covid- 19), lapangan usaha Transportasi dan

pergudangan mengalami penurunan share yang pada tahun 2019 sebesar 1O,77

persen menjadi 6,25 persen di tahun 2021 . Hal ini disebabkan

apenyebarandanya penurllnan penumpang pada sarana transportasi sebagai

implikasi kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)

yang membatasi mobilitas masyarakat untuk mengendalikan penyebaran Covid-

19. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta
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lapangan usaha Real Estate mengalami peningkatan share masing-maisng

menjadi 6,06 persen dan 8,50 persen.

Tabel 3.3

Distribusi Persentase PDRB Provinsi Banten atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha 2Ol7 -2027

Catatar : * Angka sementara. ** Angka sangat sementara

Perubahan struktur ekonomi Provinsi Banten akibat proses

pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2OL7 s.d 2021, memang tidak

lepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih

dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing

komponen pengeluaran akhir, sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi

oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat

peningkatan perdagangan internasional. Data yang ada menunjukan bahwa

setiap komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada pendekatan

pengeluaran, mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya.

Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik

Banten digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah

1F Konstruksl/Consl.urllon 11,09 11,43 '12,33

Transportasl dan Peroudan0an / 10,87 10,97 10,76 6,47 6,25H
fra allon and

lnlormail dan Komunlkasl /
I nl om ell o n e n d Co n n unlc a

3,63 3.53 3.52 4.03 3,99J

7 7 7,59 7,89 8,67 8,50L RoalEslat/fdalfslald

Admlnlstrasi Pemerintahan, Perlahanan dan
Jamlnan SoslalWailb / Pu blh Adnlnlstalion
a o d 0 el on c0 ; C o n p u lsory Socl a I S 0c utlty

2,03 2,00 2,07 2,27 2,170

Jasa Kesehatan dan Kegratan Soslal /
Hunan Hoalth and SocialWork Actlvlllet

1,18 1,21 1,27 1,47 1,550

2020f

IBr 16lEIII
201f 2018 2019

ffidtEr.TlrtrtEr.:tillItmm ifi!I?t
tiiI,j i indflrriln arnn6gidnEAiflt n:t

r-m

M

Produk 0om€rtlk RoClonal Eruto /
Gtoss Roqlonat Domestlc Ptoduct

Lapangan usaha./,nduslry 2021*

t1)

6 Prrta,r Jf. Xe' -la ran. dan re'r.,' o'r /" A0ticullLrc, rJrcsir, and ftshrnJ 5,90 5,80 5,60 6,23 6,04

B 0,74 0,70 0,66 0,68 0,70

c 31 31 31

and Gas

dan Daur Ulang / ltalst Supply,Setvsrc0e,E 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
a n d B e n edlal i a n Acl irities

Llmbah

Wa'stb

,
G 12,49 12,73 13.30 12,90

T

Mobll dan Sepeda Motor/ '
Wholesale and nelail Trade: Repahal Molar

,K
Jasa 3.03 3.08 2.98 3.24 3.35

I B uslooss Acllvll lo sM, N JaSa

P Educallon

100,00 100.00 100,00 100,00 .l00,00



-2to-

tangga, Lembaga Non Profit (LNPRT), dan pemerintah). Sebagian lagi digunal<an

untuli investasi fisik (dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

dan perubahan inventori). Berikut diuraikan perilaku dari masing-masing

komponen pengeluaran tersebut. 3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB BANTEN

MENURUT PENGELUARAN Perkembangan perekonomian Provinsi Banten terus

mengalami perubahan seiring perkembangan aktifitas perekonomian wilayah

dan regional yang mempengaruhinya. Hal ini terlihat dari kinerja perekonomian

Provinsi Banten selama

Perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2021 tumbuh nencapai. 4,44

persen. Ini merupakan resultan dari pertumbuhan pada hampir seiuruh sector.

Artinya pada tahun kedua pandemic Covid-l9 perekonomian Banten mulai

pulih.

Terdapat tiga lapangan usaha yang turnbuh sangat tinggi di tahun 2021

yaitu lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, lapangan usaha konstruksi

dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial masing-masing

sebesar 12,76 persen, 10,81 persen dan 9,95 persen. Ini terjadi karena

meningkatnya pada ketiga sektor tersebut.

Sementara itu, terdapat tiga lapangan usaha yang mengalami konstraksi

ditahun kedua pandemic Covid- 19 antara lain lapangan usaha Jasa

Perusahaan, lapangan usaha Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib, serta lapangan usaha Jasa Pendidikan, maing-masing

terkontraksi sebesar 1,34 persen, o,83 persen dan 1,O2 persen,.

Kegiatan pembelajaran mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi selama

tahun 2021 sebagian besar masih dilakukan secara daring.

Selain itu adanya penurllnan realisasi Rencana Anggaran Belanja Daerah

di Banten karena dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19,

pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial.

Tabel 3.4

Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Banten atas Dasar Harga Konstan Menurut

Lapangan Usaha (persen) Tahun 2Ol7 -2021
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Catatan : * Angka sementara
*" Angka sangat sementara

3.1.2.2 PerkembanganTingkat Penggangguran

Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu isu yang selalu

menjadikan Banten sorotan karena seringkali berada di urutan teratas terkait

dengan TPT. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oieh BPS, pada Agustus

2021, TYI di Banten mencapai arrgka 8,98o/o jauh lebih tinggi dari rata-rata

nasional yang hanya 6,49%. Kondisi ini tentu saja bukaniah hal yang

menggembirakan mengingat Banten seharusnya memiliki TPT yang rendah jika

berkaca terhadap tingginya nilai realisasi investasi dari tahun ke tahun.
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Gambar 3.2

Tingkat Penggangguran Terbuka Agustus 2021
E
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Angka pengangguran di Provinsi Banten per Agustus 2021 masih cukup

tinggi yaitu 562.3f0 orang. Meskipun telah terjadi pengurangan jumlah

pengangguran di Provinsi Banten selama satu tahun ke belakang sebanyak

98.750 orang, tetapi angka tersebut masih terbilang cukup tinggi dan perlu

perhatian lebih dari pemerintah. Penduduk usia kerja pun selalu bertambah dari

tahun ke tahun dan hal ini harus diimbangi dengan pertambahan perluasan

kesempatan kerja. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan muncul

penggangguran baru baik karena bertambahnya penduduk usia kerja maupun

perpindahan status masyarakat yang tadinya bukan angkatan kerja menjadi

angkatan kerja.

Perekonomian Provinsi Banten jika dilihat dari sisi LU, didominasi oleh

LU industri pengolahan, tetapi jika kita melihat persentase penduduk bekerja

menurut lapangan pekerjaan utama, peringkat pertamanya adalah LU

perdagangan. Hal ini menunjukan bahwa LU perdagangan merupakan salah

satu LU andalan dalam hal penyerapan tenaga kerja karena mampu memiliki

posisi lebih tinggi dari kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Banten. Di sisi

lain, LU industri pengolahan meskipun memiliki peringkat pertama perihal

kontribusi PDRB, tapi tidak mampu memberikan hal yang sama terkait dengan

perannya dalam hal ketenaga kerjaan. Hal ini diduga karena industri
pengolahan di Banten karakteristiknya padat modal dan bukan padat karya

sehingga perannya dalam menyerap tenaga kerja tidak sebesar nilai tambah

yang dimilikinya.

THUI fr

-'a

't



-213-

Gambar 3.4

Persentase Penducluk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Agustus 2020-Agustus 202 I
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Sumber: BPS

Ada hal menarik dari data persentase penduduk bekerja menurut status

pekerjaan utama di mana setiap tahunnya ada lebih dari 2O%o penduduk Provinsi

Banten yang statusnya berusaha sendiri. Hal ini sejalan dengan semangat

pemerintah pusat untuk menambah jumlah wirausahawan di Indonesia. Akan

tetapi, memang harus ditelaah lagi data tersebut apakah berusaha sendiri

terscbut sesuai dengan karakteristik wirausahawan. Selain itu, hal menarik

berikutnya adalah komposisi antara pekerja formal dan informal di Provinsi

Banten di mana proporsinya hampir seimbang. Hal ini memeberikan informasi

kepada pemerintah untuk iebih memperhatikan lagi sektor informal karena

proporsinya yang sangat signifikan.

Gambar 3.5
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan

Formal/ Informal, Agustus 2o2o-Agustus 2O21
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Tamatan SD mendominasi penduduk yang bekerja di Provinsi Banten

sebanyak 32,4Oo/o per Agustus 2021. Hal ini tentu saja bukan hal yang

menggembirakan mengingat karakteristik perekonomian di Provinsi yang

didominasi industri pengolahan yang padat modal dan membutuhkan tenaga

kerja yang high skill. Kondisi ini diduga menjadi salah satu penyebab kenapa

TPI di Provinsi Banten sangat tinggi karena tidak match nya karakteristik

perekonomian dengan karakteristik ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Hal ini
bisa dikelola dengan cara mendorong sektor pendidikan sehingga pendidikan

tinggi akan mendominasi karakteristik penduduk dan juga karakteristik

ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Di saat yang sama Provinsi Banten menarik

investasi yang lebih berorientasi padat karya sehingga secara bertahap sektor

perekonomian dan sektor ketenagakerjaan akan bertemu dan TPT pun dapat

berkurang secara signifikan.

3.1.2.3 PerkembanganTingkat Penggangguran

Tingkat Penggangguran Terbuka (TPI) adalah salah satu isu yang selalu

menjadikan Banten sorotan karena seringkali berada di urutan teratas terkait

dengan TPT. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh BPS, pada Agustus

2021, TYT di Banten mencapai angka 8,98% jauh lebih tinggi dari rata-rata

nasional yang hanya 6,490/o. Kondisi ini tentu saja bukanlah hal yang

menggembirakan mengingat Banten seharusnya memiliki TPT yang rendah jika

berkaca terhadap tingginya nilai realisasi investasi dari tahun ke tahun.

Gambar 3.6

Tingkat Penggangguran Terbuka Agustus 2021
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Angka pengangguran di Provinsi Banten per Agustus 2021 masih cukup

tinggi yaitu 562.310 orang. Meskipun telah terjadi pengurangan jumlah

pengangguran di Provinsi Banten selama satu tahun ke belakang sebanyak

98.750 orang, tetapi angka tersebut masih terbilang cukup tinggi dan perlu

perhatian lebih dari pemerintah. Penduduk usia kerja pun selalu bertambah

dari tahun ke tahun dan hal ini harus diimbangi dengan pertambahan

perluasan kesempatan kerja. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan muncul

penggangguran baru baik karena bertambahnya penduduk usia kerja maupun

perpindahan status masyarakat yang tadinya bukan angkatan kerja menjadi

angkatan kerja.

Perekonomian Provinsi Banten jika dilihat dari sisi LU, didominasi oleh

LU industri pengolahan, tetapi jika kita melihat persentase penduduk bekerja

menurut lapangan pekerjaan utama, peringkat pertamanya adalah LU

perdagangan. Hal ini menunjukan bahwa LU perdagangan merupakan salah

satu LU andalan dalam hal penyerapan tenaga kerja karena mampu memiliki

posisi lebih tinggi dari kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Banten. Di sisi

iain, LU industri pengolahan meskipun memiliki peringkat pertama perihal

kontribusi PDRB, tapi tidak mampu memberikan hal yang sama terkait dengan

perannya dalam hal ketenaga kerjaan. Hal ini diduga karena industri

pengolahan di Banten karakteristiknya padat modal dan bukan padat karya

sehingga perannya dalam menyerap tenaga kerja tidak sebesar nilai tambah

yang dimilikinya.

Gambar 3.7
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Agustus 2020-Agustus 202 1
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Ada hal menarik dari data persentase penduduk bekerja menurut status
pekerjaan utama di mana setiap tahunnya ada lebih dari 2Ook penduduk

Provinsi Banten yang statusnya berusaha sendiri. Hal ini sejalan dengan

semangat pemerintah pusat untuk menambah jumlah wirausahawan di

Indonesia. Akan tetapi, memang harus ditelaah lagi data tersebut apakah

berusaha sendiri tersebut sesuai dengan karakteristik wirausahawan. Selain

itu, hal menarik berikutnya adalah komposisi antara pekerja formal dan

informal di Provinsi Banten di mana proporsinya hampir seimbang. Hal ini
memeberikan informasi kepada pemerintah untuk lebih mernperhatikan lagi

sektor informai karena proporsinya yang sangat signifikan.

Gambar 3.8
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan

Formal/lnformal, Agustus 2020-Agustus 202 1
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Tamatan SD mendominasi penduduk yang bekerja di Provinsi Banten

sebanyak 32,4ooh per Agustus 2027. Hal ini tentu saja bukan hal yang

rnenggembirakan mengingat karakteristik perekonomian di Provinsi yang

didominasi industri pengolahan yang padat modal dan membutuhkan tenaga

kerja yang high skill. Kondisi ini diduga menjadi salah satu penyebab kenapa

TPf di Provinsi Banten sangat tinggi karena tidak match nya karakteristik

perekonomian dengan karakteristik ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Hal ini

bisa dikelola dengan cara mendorong sektor pendidikan sehingga pendidikan

tinggi akan mendominasi karakteristik penduduk dan juga karakteristik

ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Di saat yang sama Provinsi Banten menarik

investasi yang lebih berorientasi padat karya sehingga secara bertahap sektor
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perekonomian dan sektor ketenagakerjaan akan bertemu dan TpT pun dapat
berkurang secara signifikan.

S0 ke bawah

Seldah MqEngai Abs

&lolah Mener{ah P€rbma

Sefobh tlen€,'gah Xlirruat

UdwGllas

DiFmr l/lt ll

33,57 30,94 32,40

n.19 n,19

19,6718,17 ,7,53

Agustus 2020 Februari2021 Agustus 2021

Sumber: BPS

TPT Provinsi Banten mengalami penurunan dari Agustus 2020 hingga

Agustus 2021 dan berdasarkan data di bawah, maka pendurunan tersebut

terutama berasal dari sisi perkotaan. Selain itu dilihat dari sisi pendidikan, TPT

di Provinsi Banten didiminasi oleh lulusan SMK. Hal ini diduga karena

karakteristik perekonomian Banten yang padat modal dan membutuhkan high

skill labor dan tidak mampu dipenuhi oleh lulusan SMK yang mungkin secara

skiil masih di bawah kualilikasi sektor industri pengolahan. Selain gap antara

tingkat skill yang diminta dengan tingkat skill yang tersedia, diduga tantangan

berikutnya adalah tingkat keserasian antara jurusan/kejuruan lulusan SMK

dengan permintaan pasar ketenagakerjaan di Provinsi Banten.

Gambar 3.10

TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal dan TPI Menurut Pendidikan
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Gambar 3.9
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan,

Agustus 2O2O - Agustus 2021
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3.1.2.4 Perkembanganlnflasi

Berbicara inflasi, dilihat trend dari tahun 2017 hingga tahun 2021 maka

inflasi baik di Banten maupun di tingkat nasional turun secara siginifikan.

Inflasi di Banten fluktuatif terkadang ada di atas rata-rata nasional, terkadang

ada di bawah rata-rata nasional, tetapi masih dalam kondisi yang terjaga.

Sepanjangan tahun 2O2l pun inflasi di Banten dari Januari hingga Februari

relatif terjaga. Hal ini tidak lepas dari usaha muti stakeholder dalam menjaga

tingkat inflasi di Provinsi Banten.

Gambar 3.11

Tingkat Inflasi Provinsi Banten
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3. 1.2.5 Perkembangan Kemiskinan

Kemiskinan di Provinsi Banten terutama terkonsentrasi di daerah

Perdesaan dengan 8,49o/o, sedangkan di perkotaan hanya 5,93oh. Hal ini diduga

karena memang tingkat hidup penduduk perdesaan belum mampu setara

dengan taraf hidup penduduk yang tinggal di daerah perkotaan sehingga

akhirnya lebih banyak penduduk yang tinggal di daerah perdesaan yang masuk

kategori miskin karena berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini perlu

mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena peran pemerintah harus

menjangkau baik penduduk yang tinggal di perdesaan maupun yang tinggal di

perkotaan.

Gambar 3.12
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Tingket Xemiskinan Perdesaan Jauh Lebih Tinggi daripada
Perkotaan
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Sumber: Bappenas dan BPS

3.1.2.5 Gini Ratio

Gini Ratio adalah salah satu alat ukur untuk melihat bagaimana tingkat

ketimpangan yang ada di masyaralat. Dilihat dari data yang ada, maka sumber

ketimpangan di Provinsi Banten terutama berasal dari ketimpangan yang terjadi

di perkotaan. Jadi, jika pemerintah ingin mengurangi ketimpangan secara lebih

cepat, maka pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap daerah

perkotaan dengan tetap memerhatikan ketimpangan yang ada di daerah

perdesaan.

Gambar 3.13

Perkembangan Gini Ratio Provinsi Banten, Maret 2Ol2 - Maret 2O2L
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3.1.2.6. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Penggangguran Terbuka,

Inflasi, dan Tingkat Kemiskinan

Berbicara tentang proyeksi ekonomi di Provinsi Banten, maka kita harus

melihat bagaimana proyeksi ekonomi di tingkat dunia, tingkat ASEAN, dan juga

tft
I
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tingkat nasional. Berdasarkan proyeksi yang dikeluarkan oleh IMF, proyeksi

ekonomi dunia secara umum diperkirakan tulnbuh seiring dengan melandainya

angka kasus Covidl9 di berbagai belahan dunia yang juga diiringi dengan

peningkatan cakupan vaksin. Kedua hal tersebut memberikan dampak yang

luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai belahan dunia. Jika
pada tahun 2O2O, mayoritas negara mengalami kontraksi. Maka sejak tahun

2021 diperkirakan semua negara di dunia akan mulai mengalami pertumbuhan

ekonomi yang positif.

Berdasarkan kondisi-kondisi terkini tersebut maka diproyeksikan pada

Tah,un 2022 dan Tahun 2023, ekonomi Banten mampu tumbuh sebesar 5,0%o

dan 5,2o/o. Ada beberapa asumsi yang mendasari proyeksi tersebut diantaranya

pertama, trend pelandaian kasus Covid-19 terus berianjut bahkan mengalami

penurunan yang lebih cepat dari kondisi saat ini. Ke dua, cakupan vaksin baik

vaksin pertama dan vaksin ke dua mengala-mi peningkatan yang signifikan

terutama vaksin ke dua yang saat ini angkanya belum cukup menggembirakan.

Ke tiga, diaplikasikannya protokol kesehatan di berbagai sektor sehingga roda

ekonomi di Banten mampu tetap tumbuh tanpa harus 100% bergantung

terhadap perkembangan kasus Covid-19 dan juga cakupan vaksin. Ke empat,

semakin normalnya aktivitas ekonomi dunia karena mayoritas perekonomian di

Banten berorientasi ekspor terutama sektor industri pengolahan yang sangat

bergantung baik dari isi ekspor maupun impor.

TPT pada tah:ul 2022 dan 2023 diperoyeksikan mengalami penurunan

menjadi 8,57o dan 8,0%o dengan beberapa asumsi diantaranya pertama

meningkatnya investasi yang memiliki karakteristik padat karya. Ke dua,

meningkatnya sisi supply tenaga kerja dengan tingkat skill yang lebih tinggi

yang lebih sesuai dengan sisi demand dari pemberi kerja. Ke tiga, berkurangnya

jurusan/ kejuruan yang tidak match dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan

bertambahnya jurusan/ kejuruan yang lebih match terhadap kebutuhan pasar

tenaga kerja diiringi dengan meningkatnya kerja sama antra institusi

pendidikan dengan insititusi pemberi kerja.

Gambar 3.14
Proyeksi Ekonomi
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I

2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

3 Tingkat Kemiskinan (%) ')
4 'r-lBldt Pen8ahgBu'an -. bu(o I . 'l
5 c ini R,rsio

Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Banten

Tabel 3.5
Realisasi dan Target Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2023

NASIONAL

1 73.31-73.36 72,72

5.3 - 5.9 4,4

8.50 - 7.50 6,s0

6.00 - 5.30 B,eB

0.378-0,375 0,363

7 2,ai.) t ),5s 73,27

5 0-5 6 q nf -q 1q

.1,99 s,.io 5,58

0,370

Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Banten

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tangerang

3. 1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk
mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar

harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Penyajian PDRB

ADHK mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya

ta-hun dasar yang digunakan.

Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2O2l kembali pulih yang

sebelumnya mengalami konstraksi dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2O20

berada -3,75 persen di tahun 2020, tahun 2O2l laju pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Tangerang kembali pulih dengan pertumbuhan sekitar 4,63 persenn

lebih tinggi jika dibandingkan dengan Banten dan angka laju pertumbuhan

ekonomi Nasional.

PMTB 5,5 %

Xonsumsl
Pemerintah 3,2%

@

NO

IPM

RKPD 2022

INDIKATOR MAIGO

Sasaran Awhl
Rt(P 2023

TARGET PROVINSI BANTEN

Rea lisas i

2021
RANC. RKPD

2023

Konsumsi RT
4,5y"

LPE Sektor

Net Ekspor 2,2t6

8,67

0,3s1
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Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2021 mengalami kenaikan

setelah pandemic Covid-19 yang tadinya mengalami kontraksi di tahun 2020
sekitar 3,75%0, tumbuh positif ditahun 2O2l menjadi 4,63o/o. Pertumbuhan

ekonomi tertinggi pada tahun 2021 dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi
sebesar 11,960/0, dan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar

ll,7Oo/o. Dari 17 sektor lapangan usaha yang ada sebanyak 5 sektor lapangan

mengalami penurunan yaitu sector iapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan, sector Pertambangan dan Penggalian, sector Jasa Perusahaan, sector

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, dan sector

Jasa Pendidikan. Sebanyak 72 sektor lapangan usaha menunjukkan

pertumbuhan yang positif di tahun 2O2l yaitu sector lapangan usaha Industri

Pengolahan, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, sector Pengadaan Air.

Apabila dilihat berdasarkan kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas

dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, pada tahun 2021, kontribusi

terbesar pada tahun 2O2l dicapai oleh lapangan usaha industry pengolahan

sebesar 34,087.80 miliar rupiah, sector lapangan usaha Konstruksi sebesar

13,984.82 miliar rupiah, sector lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1l ,449 .47 miliar rupiah, sector

lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,051.09 miliar rupiah, dan

sector lapangan Real Estat sebesar 8,838.9 i miliar rupiah.

Menurut PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha pada

tatrur. 2O2I kontribusi sector lapangan usaha yang paling besar dari sector

lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 34,087.80 miliar rupiah, sector

lapangan usaha Konstruksi sebesar 13,984.82 miliar rupiah, lapangan usaha

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar

11,449.47 miliar rupiah, dan sector lapangan usaha Real Estat sehesar 8,838.91

miliar rupiah. Untuk lebih jelasnya lihat table laju pertumbuhan PDRB

Kabupaten Tangerang ADHK Tahun 2O|8-2O2O.
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Tabel 3.6
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan

(ADHK) 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2018-2021

2018 20 19 '2020

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,94 .)?q 2,42 (0,84)

B Pertambangan dan Penggalian 2,30 (s,90) (e,4s)

c Industri Pengolahan 2,66 3,20 18,74). 4,O8

Pengadaan Listrik dan Gas 5,42 14,231 tt,70

E
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah,

Limbah, dan Daur Ulang
5,19 6,7 7 8,60 5,62

F Konstruksi 9,44 (3,29) 1 1,96

G 8,69 6,22 (3,7o) 1,83

H Transportasi dan Pergudangan 9,60 9,5s (s,32) 9,90

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,62 7 ,86 (s,63) 4,25

lnformasi dan Komunikasi 8,35 9,69 9,t2 5,t7

K Jasa Keuangan dan Asuralsi 7 I 6 o,72 1,58

Real Estat 9,44 o40 |,96 3,07

M N Jasa Perusahaan 6,O2 9,20 (6,00) 12,2sl

o
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan,

dan Jaminan Sosial Wajib
6,44 (0,38) (0,81)

Jasa Pendidikan 8,2s 8,30 0,69 (1,04)

a Jasa Keseha tan dan Kegiatan Sosial 9,64 11,13 4,41 9,\4

R, S,T,U Jasa Lainnya 8,69 9,36 1,39

5,56 (3,7s) 4,635,80

Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, sector Konstruksi, sector

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sector

Transportasi dan Pergudangan, sector Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum, sector Informasi dan Komunikasi, sector Jasa Keuangan dan Asuransi,

sector Real Estat, sector Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan sector

lapangan usaha Jasa Lainnya.

Di tahun 2021, PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku

(nominal) sebesar 145,210.12 miliar rupiah atau meningkat sebesar 6,98 persen

dari tahun sebelumnya yang nilainya 735,737 .06 miliar rupiah. Sedangkan pada

tahun yang sama, PDRB atas dasar harga konstan (PDB riil) adalah sebesar

97 ,809.90 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 4,63 persen dari tahun

Lapzurgan Usala 2021

D (12,3s)

8,18

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor

J

6,O7

L

8,75

P

(6,1 1)

Produk Domestik Reglonal Bruto
*Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

Sumber : Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2021
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sebelumnya yang nilainya 93,482.49 miliar rupiah. Kondisi tersebut mulai

menunjukan peningkatan setelah tahun 2020 yang menyebabkan PDRB

Kabupaten Tangerang baik ADHB maupun ADK terganggu. Pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Tangerang menurut PDRB harga konstan relatif sedikit

berfluktuasi sejak tahun 2016. Pada tahun 2016 sebesar 5,41o/o, tahun 2Ol7

meningkat menjadi 5,82Yo yang merupakan titik tertinggi dalam lima tahun

terakhir. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi turun tipis menjadi 5,80%

dan kembali menum.n di tahun 2019 mencapai 5,58%. Memasuki tahun 2020

gejolak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-I9 menyebabkan

pertumbuhan ekonomi turun drastis ke angka -3,75o/o. Apabila dibandingkan

dengan Provinsi Banten dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Tangerang dalam empat tahun terakhir, nilainya berkisar di atas angka 5,00%

dan relatif masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan

nasional dari tahun 2016-2019. Sayangnya, pada tahun 2O2O, laju

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang rnenurun hingga angka yang lebih

rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten maupun Nasional.

Laju pertumbuhan ekonomi nasional, Banten dan Kabupaten Tangerang mulai

pulih dengan ditunjukkan dengan mulai tumbuh positif, pada tahun 2O2L Lalu

Pertumbuhan Ekonomi meningkat di angka 4,630/o, begitu juga dengan Provinsi

Banten yang mulai tumbuh sekitar 4,44o/o.

Di tahun 2021, PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku (nominal)

sebesar 145.210,12 miliar atau naik sekitar 9.473,06 miliar dari tal:ur. 2O2O

yang sebesar 135.737,06 miliar. Sedangkan pada tahun yang sama, PDRB atas

dasar harga konstan (PDB riil) adalah sebesar 97.8O9,9O miliar rupiah atau

tumbuh sebesar 4,63 persen dari tahun sebelumnya yang nilainya 93.481,49

miliar rupiah ditahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang

menurut PDRB harga konstan relatif sedikit berfluktuasi sejak tahun 2OL6 dan

tahun 2020. Pada tahun 2016 sebesar 5,41o/o, tahun 2017 meningkat menjadi

5,82%o yang merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun

2018 pertumbuhan ekonomi turun tipis menjadi 5,80% dan kembali menurun

di tahun 2019 mencapai 5,58%. Memasuki tahun 2020 gejolak ekonomi yang

disebabkan oleh pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun
drastis ke angka -3,75o/o. Apabiia dibandingkan dengan Provinsi Banten dan

nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang dalam empat tahun

terakhir, nilainya berkisar di atas angka 5,00% dan relatif masih berada di atas

pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan nasional dari tahun 2OL6-2Olg.

Sayangnya, pada tahun 2020,laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang



menurun hingga angka yang lebih rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi

Provinsi Banten maupun Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Tangerang baik secara Nasional mulai bangkit kembali dari kontraksi, sehingga

tahun 2021 mulai pulih kembali ke kondisi new normal dengan laju

pertumbuhan ekonomi sebesar 4,64 persen.

Gambar 3. 15

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,
dan Nasional Tahun 2016-2027

716 82 5
----5,41_

5,
qff 4,44

4 5,o3

2076 2017 2018 2 019 202L
,07

-3,38
3,75

.+KabTanSerang .<l-Banten +lndonesia

Disamping menggunakan pendekatan lapangan usaha dalam PDRB

Kabupaten Tangerang, perekonomian suatu wilayah menggunakan juga

pendekatan PDRB dengan pengeluaran, yang menjelaskan besarnya nila barang

dan jasa yang dihasilkan (output) dalam wilayah domestik yang digunakan

sebagai konsumsi akhir oleh masyarakat , yang terdiri dari konsumsi akhir

rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang

melayani Rumah tangga (PK-LNPRT) , Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-

P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta

komponen ekspor barang dan jasa.

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam

perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi

rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Sektor lembaga non

prolit yang meleyani rumah tangga (LPNRT) berperan dalam meyediakan barang

dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara

gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Unit
pemerintah merupakan unit institusi yarrg terbentuk meleiui proses politik,

serta mempunyai kekuasaan di bidang legislative, yr:dikatif, dan eksekutif atas

unit institusi lainya yang berada daiam batas-batas teritori suatu wilayah atau

1,97 5.11 4,63
3,59

2

0

-4

-6
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Negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi

individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak

atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan

melelui aktivitas transfer.Aktivitas investasi merupakan salah satu factor

penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupaka salah satu

komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses

produksi, disamping tenaga kerja dan barang moda1. Aktivitas ekspor impor dari

dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah

itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan.

Nilai PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku selama

periode 2Ol7 -2O2t menunjukan peningkatan signifikan dari Peningkatan nilai

PDRB yang terus meningkat akhirya tertahan di tahun 2O2O, karena nilainya

turun dibanding tahun sebelumnya.Selain dinilai atas harga berlaku,PDRB

menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas

dasar harga berbagai produk yang dinilai degan harga pada tahun 2010.

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2021

53,122.77 54,7 53.28
Pengeluaran
Konsumsi Rumah
Tanqga

49,404.52 52,000.18 54,496.20

473.93468.26 4AO.O2Pengcluaran
Konsumsi LNPRT

3,426.47 3,097.36 3,143.37
Pengeluaran
Konsumsi
Pemerintah

3,t29.68 3,237.70

'23,117.6120,783.59 22,274.54 22,056.56Penlbentukan
Modal Tetap Bruto 9,527 .911

1. 10 0.08Perubahan
lnventori 8.48 8.64 6.40

7A,205.47 84,601. 17Ilkspor Barang dan
J;rs;r

73,901.40 77 ,259.58 80,968.19

68,309.546t ,7 46.54 63,480.80Dikurangi: Impor
Barang dan Jasa

59,450.87

9

Tabel 3.7

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten
Tangerang, 2017-2021 (miliar Rp.)

2020'

438.90 521.97

64,56A.64

l:i,.iai!,i1,i,,;!!rI;ti:i!
f{.J"rr. i,r:, ill .. ,

86,964.03 92,011.41 93,482.19 97,809. 90

PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan

perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utaanya berkaitan dengan

peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2Ol7 -2021,



5,498.45 5,780.75 5,731.96Pertanian Kehutanan
dan Perikanan 5,339.40

33.05B 35.87 37 .92

5,622.08

38.79 36.50

Industri Pengolahan 33,877. 15 34,778.O8 35,890.71 32,7 52.30 34,087.80

t,397 .42D
Pengadaan Listrik dan
Gas/ 1,408.41 1,490.37 L,427 .30

90.81E

Pengadaan Air;
Pengelolaan Sampah
Limbah dan Daur
Ulang

70.53 7 4.t9 79.17

1,251.O7

85.98

F Konstruksi 12,916.15 12,49t.27 t3,984.8210,909.63 11,802.04

71,244.77 L 1 ,449 .47PerdaganBan Besar
dan Eceran; Reparasi 10, 1 13. 12 10,991.87 11,675.61
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gambaran tentang perekonomian Kabupaten Tangerang berdasarkan pDRB atas
dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel diatas. Sama halnya dengan pDRB

atas dasar harga berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB atas

dasar harga konstan mengelami peningkatan dari 86.964,03 miliar rupiah
ditahun 2017, meningkat lagi menjadi 92.OI1,4I miliar rupiah di tahun 2018,

meningkat kembali menjadi 97.129,77 miiiar rupiah ditahun 2019, mengalami

penurlrnan di tahun 2020 menjadi 93.482,49 miliar rupiah dan kembali

meningkat ditahun 2021 menjadi 97,809.90 miliar rupiah.

3.1.3.2 Kontribusi Ekonomi

Apabila dilihat berdasarkan kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas

dasar harga berlaku menurut lapangan usahanya, pada tahun 2O2l,lapangan

usaha Industri Pengolahan memberikan sumbangan tertinggi sebesar 34.85

persen, kemudian disusul lapangan usaha Konstruksi sebesar 14.30 persen,

lapangan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

sebesar 11.71 persen. Selanjutnya lapangan usaha Real Estate menyumbang

9.04 persen dan lapangan usaha informasi dan komunikasi memberikan

sumbangan sebesar 6. 19 persen. Sedangkan pada tahun 2O2O,lapangan usaha

Industri Pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi yaitu sebesar

35.04 persen, meskipun persentasenya menurlrn dibandingkan tahun 2O 19,

kemudian disusul lapangan usaha Konstruksi sebesar 13.36 persen. lapangan

persen. Selanjutnya lapangan usaha real estate menFrmbang 9.17 persen dan

lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan sumbangan

sebesar 6. 18 persen.

Tabel 3.8

PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2018 - 2O2L (Mrhar Rupiah)

20r8 '2019 '2020* 202 i 1'

Pertambangan dan
Penggalia

G
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Mobil dan Sepeda
Motor

H
Transportasi dan
Pergudangan 2,461.27 2,697.43 2,955.03 3,074.81

I
Penyediaan
Akomodasi dan
Makan Minum

1,302. s8 1,414.83 1,440.15 1,501.32

Informasi dan
Komunikasi 4,436.55 4,807.00 5,272.80 6,051.09J

K
I

4,347 ,7 | | 4,659.l9 4,692.76 4,7 66.98 5,056.55

L Real Estat 7,019.03 7 ,68t.62 8,410.61 8,838.91
M
N

953.52 896.31

Administrasi
Pe!ncrintahan
Pcrtahanan dan
Jaminan Sosial Wa jib

1,251. I 1 1,332.18 I,448.75 t,443.24 1,431.56

P Jasa Pendidikan 2,746.00 2,324.12 2,340. t6 2,315.89

507.52Jasa Kesehatan dan
Kegratan Soslal

365.41 400.78 44s.38

RS
TU I,220.22 t,326.26 1,450.39 1,361.78 1,380.73

97 ,129.17 93,4A2,49 97 ,809 .90l\-ociuk Domestik
Il(rgional Bruto 86,964.03 92,011.41

Tabel 3.9

PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku 2O10 Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2Ol7 -2021 (Miliar Rupiah)

5,731.96Pertanian Kehutanan
dan Perikanan 5,339.40 5,7 80.7 s

33.05

5,498.45

37 .92 38.79 36.50B Pertambangan dan
Penggalia

s4,087.80C 34,778.O8 32,752,30Industri Pengolahan

t,397 .421,408.41 t,490.37

35,890.7 1

1, ,251 .O7D
Pengadaan Listrik dan
Gas/

7 4.19 85.9879.t7 90.81E

Pengadaan Air;
Pengelolaan Sampah
Limbah dan Daur
Ulang

t3,984 .42F Konstruksi 1 1,802.04

11,449.47G

Perdagangan Besar
dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda
Motor

10,113. 12 10,991.87 t 1 ,67 5.61

3,O74.81H
Transportasi clan
Pergudangan 2,461.27 2,9s5.03 2,797.73

1,s01.32

6,051.09

I

J 5,753.68

1,440. l5

K

1,414.83 1,525.991,302.58

4,807.00

4 ,659 . t9

5,272.80

4,692.76

4,436.55

4,347 .7 I

Inforrnasi dan
Komunikasi

5,056.5s

*Angka Sementara
'*) Angka Sangat Sementara
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Tahun 2021

2019

2,797 .73

7,525.99

5,753.68

Jasa Keuangan dan
Asuransi

8,57 5.46

Jasa Perusahaan 823.60 873.t9 476.t9

o

|,9a2.45

o 465.03

Jasa Lainnya

s,622.O8

35.87

33,877.15

I ,427 .30

70.53

I0,909.63 12,9 16. 15 12,49)..21

tt,244.t7

2,697.43

Penyediaan
Akomodasi dan
Makan Minum

Jasa Keuangan dan
Asuransi 4 ,7 66.98
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"Angka Sementara
r*) Angka Sangat Sementara
Sumber : Badan Pusat .Srctlstik Kabupaten Tangerang, Tahun 2021

Tabel 3.10

Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha, 2016-2021

Catatan / Note:* Angka sementara / Preliminary ftgures
"" Angka sangat sementara / Very pretiminary fgures
Sumber: Badan Pusat Statislik Ka bupaten Tangerang, 2021

Sementara itu, berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha,

Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada

lahun 2027 sekitar 6,530/o, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020

yang sekitar 6,53%, sementara pada tahun 2Ol7 -2018 kontribusi sektor

pertanian sebesar 6,85% dan 6,680/o. Sektor pertambangan dan penggalian

merupakan sektor yang memiliki kontribusi terkecil yang mana berkontribusi

sebesar O,O4%o pertahun terhadap PDRB Kabupaten Tangerang, sedangkan

8,575

1,982.45 2,146.O0 2,324.t2 2,340.16

6,53Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,92 6,85 6,68 6,46 6,95
0,04 0,04 o,04 o,04Pertambangan dan Penggalian 0,o5 0,04

37 ,47 36,8s 35,86 35,21 33,30 33,08Industri Pengolahan
3,O2 3, 19Pengadaan Listrik dan Gas 4,92 4,O2 3,81

0,06

3,34

0,06 o,o7 Q,O7Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
dan Daur Ulang

0,06 0,06

14,82 14,85 16,16Konstruksi 13,08 13,63 14,2).

10,76 1 1,00 1 1,36 11,57 TT,74
11,30Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor
3,202,85 2,90 2,98 3,08 3,05Transportasi dan Pergudangan

1,49 1,46Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,49 1,50 I ,51 t,52
3,61 3,54Informasi dan Komunikasi 3,20 3,28 3, 19

5,45
3,2r
5, 19 5,46 5,68Jasa Keuangan dan Asuransi 5,28 5,33

7 ,47 7,81 8,39 8,17Real Estate 6,92 7 ,30
1,01 1,05 1,05 1,10 1,08 1 ,00Jasa Perusahaan

1,70 t,70 I,76 1 ,89

1,80
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib 1,68

2,46 2,53 2,65 2,7I 2,93 2,73Jasa Pendidikan
0,53Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,40 o,42 o,44 o,47 0,51

1,60Jasa Lainnya |,46 t ,52 1,54 1,60

L Real. Estat 7,019.03 7 ,687.62 8,410.61 8,838.91
M
N

Jasa Perusahaal 823.60 873.19 953.52 896.31 a76.t9

o

Administrasi
Pemerintahan
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Waiib

1,251.11 1,332.18 L,448.75 1,443.24 1,431.56

P Jasa Pendidikan 2,315.89

a
Jasa Kesehatan dan
Kegiatar Sosial '

365.4 r 400.78 445.38 465.03 507 .52

RS
TU Jasa Lainnya t,220.22 |,326.26 r,450.39 1,361.78 1,380.73

. Produk Domestik

. Regional Rruto 86,964.03 92,0t1.4t 97 ,129.r7 93,4a2.49 97 ,809 .90

20t6 2077. 207
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sektor Industri pengolahan mempunyai kontribusi sebesar yaitu 3s,og% pada
tahun 2021, yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020
sebesar yaitu sebesar 36,300/o. sedangkan sektor perdagangan pada tahun 20 l6-
2020 cenderung fluktuatif. Kontribusi sektor perdagangan pada tatlun 2O2L

sebesar 11,30 persen, turun dibandingkan tahun 2020 sebesar ll,74o/o lebih
rendah dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 11,59%.

Tabel 3.11
Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga konstan Tahun 2016

- 2O2l (dalam persen)

Catrztan / Note:* Angka sementara / Preliminary figures
"" Angka sangat sementara / Very prelirninary figures
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Pertanian,
Kehutanan, dan
Perikanan

6,17 6,14 5,98 5,79 6, 18 5,86

B
Pertambangan dan
Pengga-lian 0,04 0,04 o,o4 o,04 0,04 0,03

C Industri Pengolahan 39 ,84 36,9638,96 37,80 35,04 34,8s

D
Pengadaan Listrik
dan Gas I,86 I ,62 I ,62 I ,47 1,34 L,43

E

Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur
Ulang

0,08 0,08 0,08 c,08 0,09 0,09

F Konstruksi 12,10 12,54 12,43 13,30 13,36 14,30

G

Perdagangan Besar
dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda
Motor

11,54 1 1,63 I 1,95 12,O2 1,2,O3 11,7 t

H
Transportasi dan
Pergu dangan 2,76 2,83 2,93 3,O4 ooo 3,14

I,57 1,54 1,53I
Penyediaan
Akomodasi dan
Makaa Minum

1,46 1,50 1,54

6, 15 6,19J Informasi dan
Komunikasi 4,99 1 0 5,43

5,10 5,17K Jasa Keuangan dan
Asuransi 5,O2 5,00 5,06 4,83

8,66 9,t7 9,O4Real Estate 7 ,77 8,O7 8,35

0,90M,N Jasa Perusahaan 0,93 0,95 0,95 0,98 0,96

1,54 r,46

Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Waiib

I ,43 I ,44 1,45 140

P ))4 2,2a 2,39 2,50Jasa Pendidikan

o
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 0,41 o,42 o,44 o,46 0,50 o,52

1 ,49 1 ,46 1,4 1R,S,T,U Jasa l,ainnva 1,35 1,40 1,44

IGTtrGORI .URAIAN 2016 I 2or7 2018 2019 2020* .

L
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3.1.3.3 Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan

kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh

terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 416 jenis

barang dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) di Kota Serang, Tangerang

dan Cilegon baik secara mingguan, dua mingguan maupun bulanan, diketahui

pada bulan Desember 2O2l ini sebanyak 215 komoditas mengalami perubahan

harga. Rincian lengkapnya adalah 158 komoditas mengalami kenaikan harga

dan sisanya sebanyak 57 komoditas mengalami penurLrnan harga, beberapa

komoditas yang mengalami kenaikan harga dibulan Desember 2O2l antara lain:

cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, minyak goreng, cabai hijau, kacang

panjang, daun bawang, ketimun, tarif dokter. gigi, dan curri-cumi. Sementara

komoditas yang mengalami penurunan harga selama bulan Desember 2021,

antara lain: biaya administrasi transfer uang, kulit melinjo, tomat,

pelicin/pewangi pakaian, pir, pil KB, kol putih/kubis, rampela hati ayam, obat

batuk, dan kepiting/ rajungan. Angka inflasi disajikan dalam tabei.

Pada Desember 2O2l dari 11 kelompok pengeluaran, 7 kelompok

memberikan andil/ sumbangan inflasi, 4 kelompok pengeluaran lainnya

memberikan andil/ sumbangan inflasi kurang dari 0,01 persen. Kelompok yang

menyumbangkan andil inflasi yaitu kelompok Makanan, Minuman dan

Tembakau sebesar 0,55 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,05 persen;

kelompok Transportasi sebesar 0,03 persen; kelompok Penyedia Makanan dan

Minuman/Restoran sebesar 0,02 persen; kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa

Lainnya sebesar 0,02 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan

Bakar Lainnya sebesar 0,01 persen; dan kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan

Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok

Pakaian dan Alas Kaki; kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan;

Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya; dan kelompok Pendidikan masing-

masing meny'umbang inflasi sebesar kurang dari 0,01 persen. Beberapa

komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan Desember ini adalah

komoditas: minyak goreng, telur ayam ras, cabai rawit, cabai merah, daging

ayam ras, tarif dokter spesialis, angkutan udara, buah naga, sabun detergen

bubuk/ cair, dan tarif check up. Sementara komoditas yang dominan

menyumbang deflasi pada bulan Desember ini adalah komoditas: pengharum

cucian/pelembut pakaian, tomat, susu bubuk untuk balita, ikan tongkol/ikan
ambu-ambu, pepaya, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan
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gembolo/ikan aso-aso, susu bubuk, popok bayi sekali pakai/diapers, dan susu
cair kemasan.

Kabupaten Tangerang mengalami inflasi sebesar 0,69 persen. Komoditas

yang memberikan andil inflasi di Kabupaten Tangerang adalah minyak goreng

sebesar 0,12 persen, telur ayam ras sebesar 0,10 persen, cabai merah sebesar

0,07 persen, daging ayam ras dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,06

persen. Sementara komoditas yang memberikan andil deflasi, yaitu pengharum

cucian/pelembut sebesar 0,02 persen, ikan tongkol, bawang merah, pepaya dan

susu bubuk untuk balita masing-masing sebesar 0,01 persen.

Tabel 3.12
Perkembangan Inflasi di Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Provinsi

Banten dan Nasional Tahun 2075-2021
2018 2019 2020 2021*

Kota Tangerang 3,94 2,65 3,50 3,46 3,31 1 1 7 0,69

Kota Serang 4,28 3,26 5,t7 3,78 3,06 1,89 o,73

Kota Cilegon 4,67 4,22 5,24 3,54 2,59 o,66

Provinsi Banten 4,29 )44 3,98 3,42 3,30 I ,45 0,69

Nasional 3,35 3,O2 3,61 3, 13 3, 13 1,68 0,57

* Desember 2021

Sumber : Badan Pusat Stattstik, 2021

Gambar 3.16
Perkembangan Inflasi di 'I'angerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun

2015-2021
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Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Perkembangan tingkat inflasi Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon

dari tahun 2Ol5-2O21 relatif berfluktuasi. Inflasi Kabupaten Tangerang sampai

saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Tangerang, hal tersebut karena

Kabupaten Tangerang belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan

intlasi YoY (%) 20i5 20t6 20t7



inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2015-2021, laju inflasi

di Kota Tangerang memiliki tren yang cenderung menurun. Nilai inflasi tertinggi

Kota Tangerang adalah pada tahun 2015, yaitu sebesar 3,94o/o, sementara nilai

inflasi pada ta}:,un 2021 adalah yang terendah, yaitu sebesar O,69yo.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan dengan nilai inflasi Provinsi

Banten, nilai inflasi di Kota Tangerang pada tahun 2019 adalah sebesar 3,31%o

sama jika dibandingkan Provinsi Banten yang juga sebesar 3,3oyo, memasuki

tahun 2020 inflasi kota Tangerang menurun mencapai r.ilai 7,17Vo yang nilainya

sedikit lebih rendah dari inflasi Provinsi Banten sebesar 1,45%o. Sementara itu,
jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional pada tahun 2Ol9-202 1, inflasi

Kota Tangerang pada tahun 2019 mencatat nilai yang lebih tinggi yaitu 3,30%

dibandingkan inflasi Nasional sebesar 2,72Vo dan tahun 2020 inflasi Kota

Tangerang sebesar O,17o/o tercatat lebih rendah daripada inflasi nasional tahun

2020 sebesar 1,680/o, dan pada Desember 2021 inflasi pada angka O,57yo.

3.1.3.4 PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi

kebutuhan setiap penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan sa-lah satu

indikator bagi keberhasilan pembangunan terutama pembangunan terutama

pembangunan bidang ekonomi. Meskipun demikian PDRB per kapita belum

dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya.

Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada

peningkatan produktivitas pembangunan setiap orangnya. PDRB per kapita

sebagai salah satu indikator produktivitas penduduk dapat dihitung dengan

cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Untuk memacu peningkatan

PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar

daripada laju pertumbuhan penduduk.

Seperti yang terlihat pada gambar di baw-ah ini, PDRB per kapita menurut

harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2O77-2O2L PDRB per kapita

mencapai titik tertinggi di tahun 2O2l yart.u sebesar Rp. 44.O89 (000 rupiah).

PDRB per kapita Kabupaten Tangerang menurut Harga Konstan tahun 2O21

sebesar Rp. 29.698 (OO0 rupiah).

Gambar 3.17
Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku di Kabupaten

Tangerang dan Provinsi Banten 2Ol7 -2021 (000 rupiah)
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52.414 52.736
48.370

2018 2019 2020*

! Xab Tangerang r Banten

35.911 37.764
34.184

55.211

2021r+

Sumber: BPS Prouinsi Banten, 2022
' Angka Sementara
t Angkd sangat sementara

Gambar 3.18
Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Konstan di Kabupaten

Tangerang dan Provinsi Banten 2Ol7-2021 (0O0 rupiah)
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3. 1 .3.5 Gini Ratio

Ada berbagai tolok ukur yang dapat digunakan untuk menghitung

tingkat pemerataan pendapatan, antara lain Kurva Conrad l-orenz, Corrado Gini

Coeffisient, Kuznets Index, Oshima Index dan Theil Decomposition Index.

Namun yang paling banyak dan juga digunakan di Indonesia adalah Gini

Coeffisient atau lebih dikenal dengan nama Gini Ratio (GR).

Pendapatan penduduk pada suatu daerah pada umumnya tidaklah

merata. Perbedaan pendapatan ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan

pendapatan. Suatu metode mengukur ketimpangan yaitu Indeks Gini. Indeks

Gini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan

37

2A21+',



masyarakat. Adapun kriteria dalam menentukan ketimpangan adalah sebagai

berikut:

O < G s 0,35 menunjukkan ketimpangan rendah

0,35 < G < 0,50 menunjukkan ketimpangan sedang

G > 0,50 menunjukkan ketimpangan tinggi

Level indeks gini tertinggi dalam periode 2O|O-2O19 yaitu sebesar 0,37

pada tahun 2011 dan 2014. Pada tahun 2016 dan 2Ol7 indeks gini sebesar 0,30

dan O,32 secara berurutan yang menunjukkan ketimpangan yang rendah. Hal

ini menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan Kabupaten Tangerang

semakin baik. Meskipun masalah ketimpangan dapat diatasi, namun perlu tetap

mewaspadai terjadinya ketimpangan yang lebih tinggi di tahun-tahun

berikutnya. Hal ini terjadi pada tahun 2017 - 2Ol9 yang justru menunjukkan

tren peningkatan ketimpangan dengan semakin meningkatnya indeks Gini (lihat

gambar 2.29 untuk detail pertumbuhan rasio Gini Nasional, Provinsi Banten,

dan Kabupaten Tangerang). Indeks gini dapat Kembali ditekan pada tahun 2020

yang menunjukkan angka 0,285.

Tabel 3.13

Pendapatan Penduduk 407o terendah dan Gini Rasio di Kabupaten Tangerang,
Tahun 2010-2020

Sumber : BPS Ko.bupaten Tangerang tahun 2O2O dan BPS Prouinsi Banten tqLun 2O27

Gralik di bawah ini menyajikan data ketimpangan pendapatan di

Tangerang dibandingkan Provinsi Banten., dan angka nasional. Dari grafik

tersebllt terlihat bahwa dalam beberapa tahun belakangan ketimpangan

2010 0,33

201 1 o,37

20,87

19,05

20t2 o,32 n1 4C

2013 0,34 20,93

2014 o,37 19,60

2015 0,34 19 ,49

2016 21,t4

o,32 21 ,43

2018 0,34 N/A

2Qt9 0,34 N/A

2020 0,285 N/A

Distribusi Pcrdapatan Penduduk .107o

tcrcndah (dalarn %)
Cini RatioTalrlr n

0,30 
|

20t7
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Kabupaten Tangerang bergerak sangat cepat dan cenderung meningkat

dibandingkan dengan angka ketimpangan Provinsi Banten maupun angka

nasional yang justru memiliki tren menurun hingga tahun 2019. Namun di

tahun 2020, angka indeks gini Kabupaten Tangerang menunjukkan penurunan

yang cukup signifikan hingga angka 0,285.

Gambar 3.19

Rasio Gini Kabupaten Tangerang, Banten, dan Nasional Tahun 2016-2020
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Sumber: Diolah dari website BPS

Ketimpangan yang tinggi bersumber dari beberapa aspek, salah satunya

tidak berkembangnya sektor pertanian. Dilihat dari jumlah penduduk yang

bekerja di sektor pertanian memang tidak banyak, tetapi nilai tambah sektor ini

kecil. Nilai tambah yang kecil bersumber dari tidak berkembangnya sektor yang

bersangkutan. Sebagai daerah yang berkembang ke arah industri, permintaan

lahan untuk industri cukup tinggi, akibatnya lahan pertanian beralih fungsi

menjadi iahan industri, sedangkan lahan pertanian bergeser ke tanah yang lebih

marginal. Sementara kebijakan yang diambil daerah lebih banyak mendukung

sektor industri yang menciptakan pertumbuhan dengan cepat.

Penyebab lain dari ketimpangan adalah produktivitas tenaga kerja yang

rendah dari sektor rumah makan, hotel, dan restoran. Sektor ini adalah sektor

yang memiliki pendapatan per kapita paiing rendah. Sektor ini adalah sektor

yang sangat padat tenaga kerja. Sektor ini melayani hotel, rumah makan, dan

restoran dari segala segmen. Sebagai daerah industri yang berkembang, maka

dapat diduga kelompok masyarakat dengan pendapatan perkapita rendah

adalah yang terbanyak dari sektor ini. Kebutuhan pekerja pabrik atas akomodasi



dan konsumsi mendominasi sektor ini sehingga menyebabkan ,produktivitas
sektor ini jauh lebih rendah dari rata-rata kabupaten.

Pada sisi lain, sektor industri pengolahan yang menjadi penopang utama
pertumbuhan bersifat padat modal. Industri padat modal hanya membutuhkan

sedikit tenaga kerja tetapi menghasilkan nilai tambah yang sangat tinggi.

Dengan demikian maka terjadilah ketimpangan antar sektor yang sangat

mencolok. Dari kondisi ini sangat mudah diduga bahwa mereka yang masih

terkategorikan penduduk miskin adalah mereka yang bekerja di sektor

pertanian dan akomodasi konsumsi itu.

Ketimpangan yang tinggi akan bermuara pada penduduk yang tidak

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya alias miskin. Dilihat dari jumlahnya,

penduduk miskin Kabupaten Tangerang memang hanya 57o penduduk, jauh

lebih rendah dari angka nasional yang masih mencapai angka lebih dari 9o/o.

3.1.3.6 Kemiskinan

Kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk

mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar

minimal untuk hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep

kemiskinan absolut yang mana pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan

pada satu garis yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan

ini terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis

Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar

yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Perkembangan Persentase

Penduduk Miskin dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Tangerang Tahun

2076-2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.20
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang Tahun

2016-202t

-&::J.-.--^--=! .-. " :l:

l. l. I I'l
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021
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Berdasarkan data yang telah dirilis oleh BPS, indeks kedalaman

kemiskinan (P1) Kabupaten Tangerang tahun 2020 sekitar 0,95 dan tahun 2021

meningkat hingga 1,21. Sedangkan pada tahun 2020 indeks keparahan

kemiskinan (P2) mencapar O,22 dan tahun 2021 mencapai 0,29. Sementara itu,
persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tahun 202O sekitar 6,23%o

atau sebanyak 242.160 orang, tahun 2021 naik menjadi 272,350 orang atau

sekitar 7, 12 persen. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis

kemiskinan pada tahun 202 I senilai Rp 545.065,- / kapita/ bulan.

Selain itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang

berfluktuasi nilainya, pada tahun 2018 mengalami penurunan mencapai nilai

sebesar 5,187o kemudian persentase penduduk miskin tahun 2019 kembali

menurun hingga mencapai 5,14yo, tetapi kembali meningkat di tahun 2020-

2O2l hingga mencapai 6,23 - 7,12%. Sementara itu, Perkembangan Persentase

Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional pada

Tahun 2013-2021 dapat dilihat pada grafik.

Gambar 3.21
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan

Nasional Tahun 2013-202 1
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Sumber : Badan Pusat Statistik, 2O2l

Upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengentaskan

kemiskinan dengan menjalankan beberapa program yang berasal dari

pemerintah pusat, antara lain seperti program keluarga harapan (PKH) dan

bantuan non tunai. Selain itu, juga pembentukan tim reaksi cepat (TRC) untuk
menanggulangi angka kemiskinan dengan memberikan pendampingan usaha

bagi warga miskin. Sedangkan jika dilihat pada tiga tahun ke belakang, pada
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tahun 2017,2018, dan 2019 persentase penduduk miskin di tingkat Provinsi

Barrten dan Nasional trennya juga cenderung mengalami penurunan.

Kondisi yang berbeda terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2021.

Pandemi Covid- 19 turut memberikan ddmpak meningkatnya persentase

penduduk miskin baik di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, maupun di

tingkat Nasional. Di Kabupaten Tangerang, persentase penduduk miskin

meningkat menjadi 7,12o/o, sedangkan di level Provinsi Banten, persentase

penduduk miskin juga meningkat menjadi 6,660/o. Di level nasional, persentase

penduduk miskin meningkat hingga menjadi 10,l4o/o.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan antara lain

1. Belum terpenuhinya standar kebutuhan hidup layak masyarakat walaupun

termasuk penduduk sudah bekerja, terutama penduduk yang mencari

kerja disektor informal

2. Inflasi harga kebutuhan bahan pokok sedangkan penghasilan belum ada

penyesuaiarl

3.L.3.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah

pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, TPT mengindikasikan besarnya

persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran, angka TPI yang

tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap

pada pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka bersumber dari Survey

Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2021, merupakan gambaran

kondisi ketenagkerjaan periode Agustus 2021.

a4

a2

10

a

6

4

o

1
1
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1

2cj:l3 2cJL4 201-5 201-7 201a 2t)19 2020 202L

Sumber : BPS Prouinsi Banten 2013-2020, diolah

Gambar 3.22

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tangerang Tahun

20L3-202t



-240-

Tingkat Penganggurarr Terbuka (TPI) di Kabupaten Tangerang pada

tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 9,O6Vo. Jumlah penduduk usia
kerja (> 15 tahun) di Kabupaten Tangerang sekitar 2,880,692 jiwa, yang terdiri
dari angkatan kerja sebesar I,842,OO9 jiwa, dan Jumlah bukan Angkatan Kerja

sebanyak 1,038,683 jiwa, meliputi Ibu Rumah Tangga, usia Sekolah, dan

lainnya.

Jumlah pengarlgguran tahun 2021 mencapai 166.798 jiwa atau 9,06

persen, dengan penduduk yang bekerja mencapai 1.675.2I1 jiwa atau sekitar

90.94 persen. Penurunan angka pengagguran ini merupakan imbas dari

pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19 yang melanda di seluruh dunia.

3.1.3.8 Proyeksi Indikator Makro Tahun'2022 dar, 2023

Kondisi perekonomian tainun 2022 dan tahun 2023 diproyeksikan akan

ma-kin membaik jika dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Hal ini ditunjukkan

dengan tumbuhnya perekonomian Kabupaten Tangerang menjadi 4,67 persen

yang sempat terkontraksi sebesar 3,75 persen tahun 2020. Demikian pula

dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang menurun hingga 4 persen jika

dibanadingkan tahun 2020. Namun dengan mulai tumbuhnya perekonomian di

Kabupaten Tangerang belum mampu menurunkan persentase penduduk

miskin. Hal ini disebabkan pendapatan yang diperioleh masyarakat belum dapat

memenuhi standar hidup layak yaitu Rp. 545.065,-/kapita/bulan. Proyeksi

kineda perekonomian Kabupaten Tangerang didasarkan pada beberapa asumsi

sebagai berikut :

1. Penanganan pandemi Covid-19 dengan dilaksanakannya vaksinasi secara

luas kepada masyarakat sehingga tercipta Herd Imunnity

2. Stimulus berupa Bantuan Sosial oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi

kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk meningkatkan

daya beli berlanjut di tah,ur. 2022

3. Sektor industry pengolahan, perdagangan, dan konstruksi mengalami

pertumbuhan yang signilikan dengan membaiknya iklim investasi di

Kabupaten Tangerang

4. Stabilitas harga bahan pokok

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023

mentargetkan capaian indikator makro daerah sebagai berikut :
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Tabel 3.14

Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Sumber : Progeksi Bappeda, 2021

3.2 Arah Kebij akan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan

subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen

pokok daiam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah

kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan

perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentarg

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang- undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penynrsunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang

diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat realisasi dan proyeksi/target

serta arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.2.1 . Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam

pendapatan daerah, besarnya PAD merupakan indikator tingkat kemandirian

daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan

retribusi atau pungutan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

No. Uraian lndikator Makro Satuan
Capaian

202t
Target

2022

1

Laju Pertumbuhan

Ekonomi Persen 3,O7 5,2t 5,47

2 Inflasi Persen 3,30 3,20

3 Tingkat Penganggu ran Terbuka Persen 9,06 8,8 8,3

4 Kemiskinan Persen 7 ,12 7 6,5

5 IPM Nilai 72,92 72,82 73,26

Target

2023



3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan

kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi

dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimp likasi
pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola

pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap

terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan

mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong optimalisasi Pendapatan

Asli Daerah antara lain :

a. Intensifikasi

Intensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan tercapainya

optimalisasi pajak penerimaan daerah dari wajib pajak yang telah terdaftar

sebagai wajib pajak melalui upaya meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan wajib pajak tersebut untuk melaporkan dan memenuhi

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang beriaku.

1. Sosialisasi kepada wajib pajak daerah terkait ketentuan perpajakan

daerah.

2. Monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan pajak dan retribusi

daerah.

3. Pengawasan kepatuhan dan kebenaran kewajiban pembayaran pajak

para wajib pajak.

4. Optimalisasi pajak melalui pemeriksaan pajak.

5. Dukungan pemanfaatan dan pengembangan aplikasi teknologi sistem

informasi manajemen terkini guna meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah.

b. Ekstensifikasi

Ektensifikasi adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan jumlah wajib

pajak yang terdaftar dan perluasan cakupan subjek pajak dan objek pajak.

Upaya ini dilakukan dengan cara :

1. Pendataan dan survey subjek pajak dan objek pajak guna mengetahui

informasi berkaitan dengan objek pajak dan subjek pajak yang telah

memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Tujuan

akhir dari kegiatan ini diharapkan wajib pajak secara sukarela

mendaftarkan diri atau berdasarkan data yang dimiliki likus melakukan

pengukuhan secara jabatan dan mengenakan pajak atas subjek pajak



atau objek pajak yang semula belum dikenakan pajak.

2. Koordinasi optimalisasi pajak daerah melalui kerjasama dengan

instansi terkait untuk optimalisasi penerimaan pajak

3.2.1.2 Dana Transfer

Pengalokasian dana transfer dari pemtrintah pusat dimaksudkan untuk

mempersempit ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Dana transfer-perimbangan ini mencakup; Dana Alokasi

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

(sDA).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat

umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar

daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Dana Aiokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah

dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana

perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara pusat dan

daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan

Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Kebijakan yang

ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer yaitu:

1) Peningkatan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka

meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah

Kabupaten Tangerang untuk setiap obyek dari dana perimbangan

sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2l Mengadakan komunikasi yang intensif kepada lembaga ditingkat pusat dan

provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan

mengalokasikan dana perimbangan bagi kabupaten/ kota;

3) Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan

oleh Provinsi Banten dan pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi

anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang.

4l Penghitungan besaran pendapatan dari dana transfer pemerintah dihitung

sementara masih mengikuti Dana Transfer yang diberikan kepada

Kabupaten Tangerang Tahun 2022

-243-
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3.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah

selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer yang mencakup dana

hibah baik dari Kementerian/Lembaga maupun dana penyesuaian dan otonomi

khusus. Pada Tahun Anggaran 2022 tidak ada Dana Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah karena Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat

dikelompokkan dalam Dana Transfer yaitu Dana Alokasi Khusus.

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada

tabel di bawah ini:

Tabel 3.15
ksi Penda tan Daerah Tahun 2023

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangal daerah, yang terdiri atas Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka

ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan

terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka

pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi

0,00

4 PENDAPATAN DAERAH

2.861.402.894.309 10,764.1 PENDAPATAN ASLI OAERAH (PAD) 2.583 .424.104.592

1.961.053.392.906 2.205.000.000.000 1) ta4.1.01 Pajak Daera h

4.1 .02 RetribusiDaerah 7 9 .'t 85 .396.662 80.356.917.823 0,'/2

53.789.023.713 58.482.204.636 8,734.1 .03 HasilPengelolaan Kekayaan Daerah ya ng

488.800.291.31 1 517.563.77 t.850 5,884.1.04 Lain-lain PAD ya ng Sah

3.154266.365.989 3. 15,1.266.365.989 0,004,2 PENDAPATAN TRANSFER

2.449.768.183.000 0,004.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.449.768.1 83.000

'/01.498.t82.989 0,004.2.42 Penda pata n Tra nsfer Antar Daera h 704.498.182.989

LAIN.LAIN PENDAPATAN OAERAH YANG SAH 0,004,3

4.3.03 Lain-lain Pendapatan sesuai denga n

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

.1,13Jumlah Pendapatan 5 .7 37 .694 .47 0 .581 6.01 5.669250.298

Uraian 2022 2023Kode
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peningkatan kesejahteraan rakyat yang iebih merata. Untuk itu, kebijakan

da.lam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang

sistematis dan terpola.

Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan

organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, dalam bentuk

Program/ Kegiatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

tentang Nomenklatur Klasihkasi, Kodelikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas

belanja operasi, belanja moda-I, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

1. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untrrk Kegiatan sehari-

hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja

operasi sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:

a. belanja pegawai;

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kompensasi tersebut diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala

Daerah, pimpinan I ar,ggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai

ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan tambahan penghasilan

kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan

Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan. Tambahan penghasilan sebagaimana

dimaksud diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat

bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau

pertimbangan objektif lainnya.

b. Belanja barang dan jasa;

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan

barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak

ketigadalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan

Daerah.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran,

program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai
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kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat

untuk masyarakat.

d. Belanja Bansos

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian

bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga,

kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari

kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu

dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode

akuntansi

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yarlg

dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan

aset tetap memenuhi kriteria:

a Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan

peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat

elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya

signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan

dalam kondisi siap pakai;

c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan

gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan

yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan

operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

d Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaiingan mencakup jalan, irigasi,

dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki

dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap

dipakai;



e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset

tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan

ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan

untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi

siap dipakai;

f Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap

yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah

Daerah, tidak memenuhi defrnisi "".i t.t.p, dan harus disajikan di

pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban

APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang

tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan

pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah

kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah

kepada pemerintah desa.Belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi

hasil dan belanja bantuan keuangan.

a. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang

bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah

desa. Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini minimal 10

persen dari Pendapatan Pajak dan Retribusi

b. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam

rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan

keuangan, dan atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan dianggarkan

sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh

peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja

Keuangan dalam hal ini adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Kabupaten ke Pemerintah Desa
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Tabel 3.16
Pr ksi Belan a Daerah Tahun 2023

3.2.2. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan terdiri atas penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran

Pembiayaan.Penerimaan Pembiayaan daerah KabupatenTangerang

bersumber dari SiLPA yang terdiri daro pelampuan pendapatan dan efisiensi

pelaksanaan keiagitan. Selanjutnya Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas

pembayaran cicilan pokok pinjaman (utang)yang jatuh tempo dan

penyertaan modal daerah, serta pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BELANJA5

5,1 BELANJA OPERASI 4.163 .67 4.254.397 1.318.851.526.946 3,73

5.'t.01 Belanja Pegawai 2.163.930.782.176 ?.250.518.7',7 5.008 .1,00

5.1.02 Belanja garang dan Jasa 1.713.306.992.921 t .7 8 t .839 .272.638 4,00

280.188.479.300 280.388.479.300 0,005.1.05 Belanja Hibah

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 6.048.000.000 0,00

5,2 BELAN'A MODAL 1.165.68'1.312343 1.21 1.811.686.270 9,1I

5.2.01 Belanja ModalTanah 1 34 .294.460 .619 64.650.785.156 -51,86

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 168.496 .102.7 37 201. t95 321.284 20,00

5.2.03 Belanja ModalGedung dan Eangunan 392.255.955.567 470.',t 07 .146.680 20,00

5.2.04 Belanja Modal.,a lan,.,aringa n, dan lrigasr 44s 261 459.292 534.32 r.431. 150 20,00

5.2.0 5 Eelanja ModalAset Tetap Lainnya 25.366.934.068 30.440.320.882 20,00

50.000.000.000 50.000.000.000 0,00

5.3.01 Belanja TidakTerduga 50.000.000.000 50.000.000.000 0,00

5,4 BELANJA TRANSFER 631.138.903.841 67t.9.10.0{7.082 6,91

5.4.0'l Belanja gagiHasil 184.734.548.541 228 .53 5 .69 t .'182 23,11

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 446.404.355.300 0,00446.404.355.300

6.315.669.260.298 4,10Jumlah Belanja 6.010.494.47 0.58',1

Total Surplus/(Def sit) . (272.800.000.000) (300.000.000.000)

Kodc U raian 2022 2023

6.048.000.000

EELANJATIDAK TERDUGA
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Tabel.3.17
Pemb an Tahun An an 2023

5 PEMBIAYAAN

300.000.000.000 300.000.000,0006,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.1,01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 300.000.000.000 300.000,000.000

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 300.000.000.000 300.000.000.000

6,2 P ENGELUARAN PEMBIAYAAN 27200.000.000 0

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 27.200.000.000 0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 27200.000.000 0

Pembiayaan Netto 272.800.000.000 300,000,000.000

2022Kode Uraian 202i

r

H
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 merupakan penjabaran

tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang Jahun 2019-2023.

Oleh karenanya, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023

dirumuskan untuk mencapai target kinerja RPJMD Kabupaten Tangerang

Tahun 2019-2023. Substansi sasaran dan prioritas pembangunan daerah

dalam RKPD 2023 memperhatikan :

I. Arah kebijakan Pemerintah dalam RKP Tahun 2023.

2. Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Banten dalam RKPD

Provinsi Banten Tahun 2023.

3. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2079 -2023 gna
mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun

2023.

4. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 20 1 1-203 1 ;

5. Hasil evaluasi RKPD tahun 2021 dan. Pelaksanaan RKPD tahun berjalan;

6. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah kabupaten Tangerang sebagai upaya pencapaian target

pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten.

7. Identiiikasi isu strategis serta penyelesaian terhadap masalah yang

bersifat urgen pada tahun 2023.

8. Kondisi sosial dan ekonomi akibat pendemi Covid- 19.

Guna mewujudkan pencapaian visi pembangunan jangka menengah

daerah tahun 2019-2023, maka RKPD Tahun 2023 difokuskan untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD

Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dengan mempertimbangkan

dinamika permasalahan pembangunan terkini dan juga diarahkan untuk

mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional tahun 202O-

2024 serta visi dan misi pembangunan Provinsi Banten Tahun 2Ol8- 2023.

Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam

menJrusun Rencana Kerja Tahun 2023 yang menjabarkan tujuan dan sasaran

pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas

-250-
)
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pembangunan.

4.1. T\rjuan dan Sasaran Pembangunan

T\rjuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD
1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi

dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan,

baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah. Dalam

rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antar
tingkatan pemerintahan, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan

Kabupaten Tangerang turut memperhatikan tujuan dan sasaran

pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023, maupun tujuan dan sasaran

pembangunan daerah Provinsi Banten dalam RKPD Provinsi Banten Tahun

2023, serta mengacu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak

dicapai pada tahun 2023 pada RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-

2023.

4.1.1. Telahaan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk

merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana

program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan

melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down.

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian

semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan

pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara

nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: " Peningkatan Produktiuitas

Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjulan", pembangunan

nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan;

3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;

4. Mendorong pemulihan dunia usaha;

5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;



6

7

8

-252-

Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap

perubahan iklim);

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan

sanitasi; dan

Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai

berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan

untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan

pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar I,5-2,0%o;

b. Proposi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial

sebesar 9 1%o;

c. Nilai Tukar Petani sebesar 103- 105; dan Nilai Tukar Nelayan sebesar

105-107.

d. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
. MP reformasi sistem perlindungan sosial;

. MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan

. MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah

adat Domberay.

2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan

dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem

pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:

1. Prevelansi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar

t7,50/o;

2. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;

3. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai

standar sebesar 71%o;

4. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan

tinggi sebesar 43%;

5. Persentase Sumber Daya Manusia IPIEK (dosen, peneliti,

perekayasa) berkualifikasi 33 sebesar 17,4aoh;

6. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar

9,24 tahun; dan

7. Angka partisipasi kasar Pergurungan Tinggi (Pf) sebesar 3L,89yo.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
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8. MP reformasi kesehatan nasional; dan
9. MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan

vokasi untuk industri 4.0).

Arah kebijakan penanggulangan penanganurn disertai dengan

peningkatan decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha,
yang ditandai dengan pencapaian:

a. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan

tinggi sebesar 437o;

b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar

48yo

c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten

dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan

d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1

tahun setelah kelulusan sebesar 60,7lo/o.

Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk
revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan

pencapaian:

1. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;

2. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2o/o;

3. Nilai devisa pariwisata sebesar US$ 1,76-6,06 Miliar;

4. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3o/o; dan

5. Nilai tambah ekonomi kreaktif sebesar Rp. 1.279 triliun.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

6. MP destinasi pariwisata prioritas; dan

7. MP pengelolaan terpadu UMKM.

Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan

dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai

dengan pencapaian:

a. Pertumbuhan inustri pengolahan sebesar 5,4-5,9oh;

b. Konstribusi PDB industri pengolahan 20,6ok;

c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan

yang dihasilkan sebesar 10;

d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;

e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonr4igas sebesar 5,55-

6,6,08%; dan

f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

4

5
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. MP kawasan industri prioritas dan smelter.

Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon

terhadap perubahan iklim) dilakukanuntuk ekonomi rendah karbon dan
transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:

1. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,O2o/o;

2. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar L.778,2

GW;

3. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar

Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61

perusahaan; dal
4. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 67o.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
. MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah 83; dan

o MP akselerasi pengembangan enegri terbaharukan dan

konservasi energi.

Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara

lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan

sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang

ditandai dengan pencapaian :

a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m3/detik;

b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses

sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak,

termasuk 1 1,5 aman);

c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air

minum layak sebesar 97 ,5%o;

d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7Vo; dan

e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optic

kumulatif sebesar 5070.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

1. MP reformasi sistem kesehatan nasional;

2. MP transformasi digital;

3. MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan

4. MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.

Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk

fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan

b. Luas area pembangunan Ibu Kot'a Negara seluas 5.600 Ha.

8
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Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
. MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun
2023, antara lain:
1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%o-5,9o/o;

2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,O2o/o;

3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,30/o-6,00/o;

4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,0378;

5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;

6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,Oo/o-8,OVo;

7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan

8. Nilai T\.rkar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

4.1.2.Telahaan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten Tahun

2023

Tahun 2023 merupakan tahun perencanaan pembangunan yang

sedikit berbeda, karena RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 bukan
merupakan pelaksanaan RPJMD. Hal ini disebabkan oleh telah

berakhirnya RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, karena Pemilihan

Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, sesuai

amanat Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2016, maka

Pemerintah Provinsi Banten belum mempunyaidokumen RPJMD yang baru.

Bagi daerah yang belum mempunyai RPJMD, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah memberikan panduan.

Penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, sebagaimana

diatur dalam Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut,

berpedoman pada arah kebijakan dansasaran pokok RPJPD provinsi

periode berkenaan, serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, dengan

mengacu pada RPJMN. Ha-lini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, serta

keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan

pembangunan nasional. Untuk memperjelas Pasal 147 Peraturan Menteri

Dalam Negeri tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penlrrsunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa

Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
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Dalam periode RPJPD Provinsi Banten Tahun 2OO5-2O25, tahun 2023
merupakan tahun pertama dari RPJMD ke-S, Tahun 2023-2025, yang

merupakan tahap modernisasi. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD

provinsi periode tersebut ditujukan untuk mencapai Visi dan misi
pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan Provinsi Banten,

sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2OO5-2O25,

adalah " Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan

Taqud. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Banten

Tahun 2005-2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya,

Sehat dan Cerdas;

2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secaraMerata

dan Berkeadilan;

3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

yang Lestari;

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan

Berwibawa.

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD, dan berdasarkan hasil

evaluasi RPJMD periode tahun 2017-2022 serta memperhatikanRPJMN

tahun 2O2O-2O24, Pemerintah Provinsi Banten dalam Rencana

Pembanguanan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 telah menetapkan

tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI: -BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SE.IAHTERA BERLANDASKAN IMAN

DAN TAQWA

I Indeks

Pemb angunaJr

Keluarga

(satuan nilai)

52,83 71,06Meq,ujudkan

Masyar'a-I(at

Sejaitera yang

Berakhlak

Mulia,

Berbudaya,

Sehat dan

Cerdas

Terwujudnya

Kesej ahteraan

Masyarakat

!nelalui

peningkatan

kuelitas

su[lberdaya

mallusi6

Tingkat

Kemiskinan

6,1V/o l202rl
menjadi

s ,37o/o .2026)

Meoilgkatnya

Kualitas

KeIuaJga

SeJahtera

No Misi Tujuarl
Indikator

T\rj uan
Sasaran

Indikator

Sasaran

2027

(Arval)

Target

Ta-hun

2023

2026

(Akhir)

58,13
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Meningkatnya

Pemberdayaan

Masyar€I€t

desa dan daerah

perbatasan

Indeks Desa

Membargun

(satuan: nilai)

0,695o,614

Mcringkat lya

Pelayanan

Sosial

Propo!si

penduduk

miskin yang

mendapatkan

pelayanan

sosial (satuan

persen)

7 ,71 7,79

Tingkat

Partisipasi

Angkatan

Keda (satuan:

Persen)

64,48 66,24Tingkat

Pengangguran

Terbuka

a,gao/" l2o2tl
Benjadi

a,2ovo 12026l

MeninBatnya

Tingkat

Pardsipasi

Angkata.n Kerja

(TPAK)

8,93 9,4Irldeks

P€6banguoan

Manusia (lPM)

Meningkatnya

Pemerataan

Akses dan

kualitas

pendidikan

ltrasyarakat

Rata-aata

l€rna Sekolah

(satuan I

tahun)

13,02Harapan lama
Sekolah

(satuan :

tahun)

70,o2 70,83Meningkatnya

Kua.litas

Kesehatan

Masyarakat

Angka

Harapan

Hidup

(satuarl: tahun)

22Prevalensi

Stunting pada

Balita (satuan

persen)

24,5

9t,67 93,91Meningkatnya

pembangunan

d€r
pemberdayaai

berbasis geflder

Iodeks

Pembaigunan

Gender

(satuani nilai)

58,63Indeks

pembangunan

kebudayaan

(satuan : nilai)

52,63Terbentuknya

K6ial<ter dan

jati diri

masyarakat

yang berakhlak

milia don

berbudaya

48,67 51,67Indeks

Pembangunan

r4,3

No Misi Tujuan
Indikator

Tf:;uan
Sasaran

Indikator

Sasaran

2027

(AwaJ)

Target

I a-nun

2023

20'26

(Aldrir)

0,665

7,74

65,19

9,I 1

13,75

70,4

93,O7

55,03

49,42
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Pemuda

d6rl Olah Raga

(satuan : nilai)

2 Mewujudkan

Perekonomia!

yallg Mqju dan

Berdaya Saing

secara Merata

dan Berkeadilan

Terwujudnya

Pemelataan

Pemb a.ngunan

dar kualitas

petumbuhan

ekonomi

Laju

Pertumbuhan

Ekonomi

4 ,44o/o l2o21l

menjadi 5,27

- 5,4r .2026)

Meningkatnya

Iklim Investasi

Moda-l Tetap dan

Usaha Bruto

(PMTB) ADHB

(satuarl

PertuBbuhan

Modal Tetap

Bruto (PMTB)

ADHB (satuair

; persen)

3,a7 6,82

Meningkatnya

Kontribusi

industri Sektor

lodustri dan

Perdagangan

LPE sehor

industri
(satuan:

persen)

4.93 5,69

LPE sektor

perdagangan

(satuan;

perserI)

1,84 4,24

LPE Sektor

Pariwisata dan

Eko!romi

tceatif (satuan

: pelsen)

4,3 4,66Meningkatnya

Kontribusi

Pariwisata dar
Ekonomi lGeatif

0,56 1,04Meningkatnya

Kontribusi

Sektor Pertaiiai
daJI Kelautan

LPE Sehor

Pertanian d€n

Kelautan

(satuan:

persen)

Salgat

tinggi

Tinggil'ldeks
Willia.mson

0,625

l2o2tl
menjadi 0,618

2026)

Menirgkatnya

Kualitas d6ll

Kuantitas

Infrastruktur

Dasar dan

Infrastruktur

StrateEis

Indeks Daya

Saing

Infrastruktur
(satuan: level)

12.573Pelgeluaran

Per Kapita

Pertalun ydtg

Dis,e suaikan

(Satuar I Ribu

Rupian)

12.033lndeks Gidi

0,363

(2O211

mcnjadi 0,336

12026l

Meri!gkatnya
Daya Beli

Masyarakat

63,14Menimgkatnya

Kualitas

Lingkungan

Hidup dan

Hidup

Pengelolaan

Sumber Daya

lodeks

Kualitas

Lingkungan

Hidup (satusn

: nilai)

62,943 Mewuj udkaJr

Pentelolaan

Sumber Daya

Alam dan

Lingkungan

Hidup y6ng

Lestari

Terwujudnya

Pengelolaan

Lingkuntan
Hidup untuk
slendukung

PeDbangunan
yang

berkelarjutan

Penurunai

Daisi Gas

Rumah

K^ca L4,48o/o

eozrl
menjadi 2070

12026l

No Misi Tujuan
Indikator

Tujuan
Sasaral

Indikator

Sasaran

202r
(Awa"l)

Target

Ta]un

2023

ai)A

(Akhir)

12.168

3,97

4,99

2,44

4,39

Tingg

12,033

62,99
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RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana

pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen

perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mempedomani RKP,

melalui penyelarasan tema, arah kebdakan, dan prioritas pembangunan

nasional dengan prioritas pembangunan Daerah. Tema RKPD Provinsi

Banten Tahun 2023, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan

dalam RPD Tahun 2023 dan tema RKP Tahun 2023, adalah " Memperlatat

Daga Saing Daerah tJntuk Memacu Perhtmbuhan Ekonomi Sebagai Fondasi

Tahap Modernisasl' .

Permasalahan-permasalahan pembangunan rrrerupakan analisis

Meningkatnya

Mitigasi,

Bencana

Kesiap siagaan

darl Targgap

Daiurat

Beocana

Indeks Resiko

Baflcana

(satua! : nilai)

r 49,08 140,02

65,88 80Mewujudkan

Pclyelenggaraat

Pcmerintahan

yang Baik,

Bersih, dan

Berwibawa

TerwujudDya

Tata KeIoIa

Perrerintahajr

Yang Baik,

Bersih dan

Berwibawa

lndeks

RefoEoasi

Bircbasi 6l
l2o2t)
Bcnjadi 8l
(2026)

Meningkatnya

Penyelenggaraan

Reformasi

Birokrasi

Nitai SAKIP

Pemerintah

Provinsi

(s6tuan : nilai)

a7,6Indeks

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(satuan : nilai)

55,89

2Indeks

Persepsi Anti

Korupsi

(satuan : nilai)

3,53tndeks

Pe.sepsi

Kua.ljtas

Pelayanar

(satuan : nilai)

3,45

TangguhIndeks

Ketaianai
Nasional

Provinsi

Banten

(satuan: level)

Cul'arP

Tangguh

Meningkatnya

Stabilitas

Ketaltana!

Nasiona.I di
Provihsi Banten

No Misi Tujua:r
Indikator

T\rjuan
Sasaran

Indikator

Sasaran

2021

(Awa1)

Targe t
Tahun

2023

2026

(Akhir)

147,37

69,77

42,2

3,47

CUI'-up

Ta.rgguh
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kesenjangan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hasil

evaluasi RKPD, analisis arah kebijakan RPJPD, serta analisis arah kebijakan

RPJMN. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut adalah:

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

2. Pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan berkeadilan

3. Terbatasnya daya dukung lingkungan, ketahanan bencana, dan

perubahan iklim
4. Implementasi reformasi birokrasi yang belum optimal

Dari permasalahan pembangunan tersebut, dirumuskan isu- isu

strategis daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun rencana. Isu-isu

strategis daerah Tahun 2023 adalah:

1. Daya saing Sumber Daya Manusia

2. Daya saing perekonomian

3. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim

4. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Hierarki prioritas pembangunan daerah tahun 2023 berdasarkan

hasil ana-lisis adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas danberkeadilan

2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM

3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan

perubahan iklim
4. Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan tata kelola

pemerintahan

Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,02%-5,15%

2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,67%o

3. Tingkat kemiskinan sebesar 5,587o

4. Rasio Gini sebesar 0,354

5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,27

4.1.3.Telahaan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tangerang

Tahun 2023.

T\.rjuan dan sasaran pembangunan Tahun 2023, merupakan rumusan

kondisi yang akan dicapai atas capaian kinerja pembangunan pada

pelaksanaan tahun Keempat dari RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-

2023 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah
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Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2023, yaitu "Mewujudkan Masyarakat
Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera".

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah

daerah, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah

daerah Kabupaten Tangerang Ta!;run 2019-2023, yaitu :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam 'kehidupan

bermasyarakat menuju masyarakat yang religius

2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan

kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat

3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis

keralryatan

4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang pfesional,

transparan dan akuntabel

5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang

berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana

Tata Ruang wilayah

6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas

daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya

Rumusan tuJuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang

yang hendak dicapai pada tahun 2O23 berdasarkan RPJMD Kabupaten

Tangerang Tahun 2019-2023 dalam rangka mendorong terwujudnya

pemerintahan yang berorientasi kepada hasil disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 T\rjuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten

Tangerang Tahun 2023

Satuan

Misi 1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan

bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.

I
Tujuan 1.1. Meningkatkan

perilaku spritualitas masyarakat

lndeks Ketentraman

dan Ketertiban
Indeks 1,08

1.1

Sasaran L
ketentraman

masyarakat

beragama

I l. Meningkatnya

dan ketertiban

dan kehidupan

Persentase

penanganan

ketentraman

ketertiban

kasus

dan
Persen tooo/.

Misi 2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan

untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.

Kode

Ivl isi/Tuj u an/ Sasiir-an /
Urusan/ Program Pcmban gunan

Daer-ah

Indikator Kinerja

(tujuan/

impact/outcome)

Target

Tahun 2023



-262-

i
T\:juan 2.1. Meningkatkan

Kualitas Sumber Daya Manusia
Angka IPM Angka 73,26

1.1

Sasaran 2.1.1. Meningkatnya

Dera.jat Kesehatan

Angka Harapan

Hidup (AHH)
Angka 70,21

Prevalensi stunting Persen 1,40A

Cakupan Jaminan

Kesehatan (UHC)
Persen 88%

)..2

Sasaran 2-1-2- Meningkatnya

Pengarusutamaan Gender

lndeks

Pemberdayaan

Gender (IDG)

Indeks 62,11

1.3

Sasaran 2.1.3. Meningkatnya

Kualitas Pendidikan

Rata-Rata Lama

Sekolah (RLS) (Dalam

Tahun)

Angka

Misi 3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis keralgratan

1

Tujuan 3.1. Meningkatkan Daya

Saing Daerah
Tingkat kemiskinan Persen 4,7 Ao/"

Laju Pertumbuhan

Ekonomi (LPE)
Persen 5,470/.

Tingkat

Pengangguran (TPl)
Persen 9,94v.

1.1

Laju Pertumbuhan

ekonomi sektor

Pertanian (Pertanian,

Kehutanan, dan

Perikanan)

Persen 5,56%

Sasaran 3.1.1. Meningkatnya

pertumbuhan sektor pertanian

dan sektor pariwisata

Persen 6,OOv.

Penambahan

Kunjungan

wisatawan

Persen 5,t2
t.2

Sasaran 3.1.2. Meningkatnya

jumlah investasi

Persentase

peningkatan

investasi

Kabupaten

cli

Tingkat Partispasi

Angkatan Kerja
Persen 70v.

Sasaran 3.1.3. Meningkatnya

kualitas SDM yang memiliki

kompetensi/ skill

t.4
Sasaran 3.1,4. Meningkatnya

produk hasil UMKM dan IKM

Persentase koperasi

aktif
Persen 60,oo

Jumlah 20.000

Jumlah lndustri

kecil Can Msnengah

di Kabupaten

Tangerang

Misi 4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan

akuntabel

Kode

Misi/Tujuan/ Sasaran/

Urusan/Program Pembangunan

Daerah

lndikator Kinerja

(tuJuan/

impact/outcome)

Satuan
Target

Tahun 2023

4,49

L
L
I

[[
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I

Tujuan 4.1. Meningkatkan Kinerja

Pemerintah Daerah

Reformasilndeks

Birokrasi
lndeks a2,45

1.1
72,61

Sasaran 4.1.1. Meningkatnya

Kinerja Akuntabilitas Pemerintah

Daerah

Nilai AKIP Nilai

1.2

Sasaran 4.L.2. Meningkatnya

Kineda Pelayanan publik
lndeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)
Indeks 8S

Sasaran 4.1,3. Meningkatnya

Integritas Aparatur

Survey Eksternal

Persepsi Korupsi
Skala 4,t9

Sasaran 4,1.4, Meningkatnya

cakupan dan pelaksanaan e-

government

Indeks Sistem

Pemerintahan

Berbasis Elektronik

(SPBE)

Indeks

Misi 5, Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan

pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah

lndeks 99,1 1

I

T\rjuan 5.1.

pemerataan

Wilayah

Meningkatkan

pembangunan
Indeks Kemahalan

Konstruksi (IKK)

95
I.1

Meningkatnya

kuantitas

Sasaran 5.1.1-

kualitas dan

infrastruktur

Prosentase

infrastruktur wilayah

dalam kondisi baik

Persen

Persen 60

Sumber

Rumah

Presentase

Air Minum

Tangga

Indeks Sanitasi Indeks 42,5

55,7

lndeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Indeks
2

Tujuan 5.2. Melestarikan Fungsi

Lingkungan Hidup

Indeks 57,5
2.1

Sasaran 5.2.1. Meningkatnya

Kualitas Lingkungan Hidup

II(A (Indeks Kualitas

Air)

Persen 26,13
2.2

Sasaran 5,2,2. Meningkatnya

Pengelolaan Persampahan

Persentase

sampah

ditangani

timbulan

yang

RisikoIndeks

Bencana
Indeks 125

Sasaran 5.2,3. Menurunnya

Indeks Risiko Bencana Kabupaten

Tangerang

Misi 6. Mengembangkan inovasi daerah dalatn rangka meningkatkan kualitas daya saing

daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

I
Predikat Terinovatif

Tujuan 6.1. Meningkatkan Produk

Inovasi Daerah yang dapat

mendukung kinerja dan ekonomi

pemerintah daerah

Predikat Indeks

Inovasi Daerah

Kode

Misi/Tujuan/ Sasaran /
Urusan/ Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

{tujuan/
impact//outcomeJ

Satuan
Target

Tahun 2023

I
Il

I

-l

l
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Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang merupakan

pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional

serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan

melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down.

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian

semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan

daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh

semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023:

"PEMANTAPAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PRODUKTNITAS

EKONOMI YANG BERBASIS PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAJV", maKa

focus pembangunan diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya

manusia dan Pemuiihan Industri, Pariwisata dan Investasi, serta penguatan

usaha mikro, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi Daerah sebesar 5,477o

2. Inflasi sebesar 3,2Oo/o

3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,370

4. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5%0

5. IPM sebesar 73,26

Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah

maka dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten

Tangerang turut mengacu arah pembangunan kewilayahan yang telah

ditetapkan da-lam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun

2O2O Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun

2)ll- 2O3l yang untuk mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan Industri,

permukiman, dan pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang

berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju masyarakat madani

melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan.

Sasaran 6.1.1. Meningkatnya

Kine4a Inovasi Daerah1l

Persentase inovasi

yang

diimplementasikart

Persentase 81

Kode

Misi/Tujuan/Sasaran/

Urusan/ Program Pcmbangunan

Dacrah

Indikator Kinerja

(tujuan /
impact/outcome)

Satuan

I
Targct

Tahun 2023

l
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Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

1) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang mempunyai daya

saing dan nilai tambah dengan skala pelayanan nasional;

2) Pengembangan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dengan pusat

perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya di wilayah

Kabupaten;

3) Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan

Iingkungan;

4l Peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan

keamanan negara; dan

5) Rencana pengembangan RTH.

Strategi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang

mempunyai daya saing dan nilai tambah meliputi:

a. mempersiapkan Ruang Kawasan Peruntukan Industri Daerah dilengkapi

dengan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan;

b. meningkatkan dan membangun infrastruktur pendukung Kawasan

Industri; dan

c. meningkatkan aksesibilitas antar pusat produksi dan pusat pemasaran.

Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura :

a. melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam

pelaksanaan pembangunan di atas lahan hasil reklamasi sepanjang

pantai utara Daerah dengan memperhatikan pembangunan yang

berkelanjutan Daerah sekitarnya; dan

b. membangun dan mengintegrasikan infrastruktur pendukung reklamasi

pantai utara dengan Wilayah daratan Daerah.

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan

dan keamanan negara meliputi:

a. mendukung penetapan kawasan pertahanan nasional dengan fungsi

khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara;

b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di

sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan

negara;

c. mengembangkan Kawasan Peruntukan Lindung dan/atau Kawasan

Peruntukan Budi Daya tidak terbangun disekitar Kawasan Pertahanan

dan Keamanan negara sebagai zona penyangga yang memisahkan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara dengan Kawasan

Peruntukan Budi Daya terbangun; dan
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d. membantu memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan darr

keamanan negara.

Rencana pengembangan RTH pada kawasan perkotaan ditetapkan

paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) dari Kawasan Perkotaan yang

direncanakan terdiri atas:

a. RTH publik 2OVo (dua puluh perseratus); dan

b. RTH privat 10% (sepuluh perseratus).

Strategi pengembangan Kawasan Permukiman yang terintegrasi

dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya di seluruh

Daerah:

a. mengintegrasikan pembangunan infrastruktur permukiman dengan

kegiatan Industri dan pertanian;

b. mewujudkan pusat-pusat kegiatan Wilayah baru sesuai dengan

kewenangan Daerah;

c. mengembangkan fungsi pusat-pusat kegiatan yang ada di Daerah sesuai

dengan hierarkinya

d. meningkatkan intensitas pembangunan permukiman di tiap Kecamatan

melalui pola pembangunan vertikal, pola perluasan dan/atau

pengembangan Kawasan Permukimd.n dengan tetap mempertahankan

ekosistem lingkungan;

e. menata Kawasan Permukiman Tigaraksa untuk meningkatkan peran dan

fungsi kawasan perkotaan Tigaraksa sebagai pusat pemerintahan dan

ibukota Daerah; dan

f. meningkatkan aksesibilitas antarpusat perkotaan, antarpusat desa,

antarpusat perkotaan dan pusat desa.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan

pembangunan nasional, Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten

Tangerang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan

Pemerintah Provinsi Banten dan Pembangunan Nasional, sehingga

perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023

harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas

pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 maupun

RKPD Provinsi Banten Tahun 2023.
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4.2.1. Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar

diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai

berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja

keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan

dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur
untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi,
mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja

baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi

dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan undang-

undang Cipta Kerja;

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan

lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan

menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari

ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern

yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi

keailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut,

diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu

dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,

berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif

dan berdaya saing melalui:

a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan

pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan



perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
dan

b) Akselerasi peningkatan nilai' tambah agrofishery industry,
kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan
digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program prioritas dan
Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan

Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1 Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;

2. Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;

3. Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energl;

4. Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan

5. Pengembangan industri pendukung EBT.

b) Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1. Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);

2. Pengelolaan hutan berkelanjutan;

3. Penyediaan air untuk pertanian;

4. Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;

5. Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan

ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur
hijau; dan

6. Pengembangan waduk multiguna.

c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan,

dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan

biofortilikasi pangan;

2. Peningkatan ketersediaan pangan hasii pertanian, perikanan

dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;

3. Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya

manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;

4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya

pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan

5. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan,

dengan kegiatan prioritas, yaitu:

-268-
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1. Peningkatan pengelolaan Wilayah pengelolaan perikanan (Wpp)

dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta
pengelolaan ruang laut;

2. Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa

kelautan;

3. Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan

nilai tambah produk kelautan dan perikanan;

4. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses

perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta

akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan

5. Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta

database kelautan dan perilianan.

e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM),

dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1. Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan

Usaha Menengah Besar;

2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi

wirausaha;

3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan

4. Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.

f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor

riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1. Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian,

kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;

2. Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya

alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan

industri terutama di luar Jawa;

3. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan

pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan

rantai pasok;

4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha

kreatif dan digital;

5. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk

reformasi ketenagakerjaan; dan

6. Pengembangan industri halal.
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g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat
Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1. Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tamba.h, dan Daya Saing

Produk Ekspor dan Jasa;

2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;

3. Pengelolaan Impor;

4. Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam

Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;

5. Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;

6. Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi

Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk

Kreatif; dan

7 . Peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free

Trade Agreement (mA) /Comprehensive Economic Partnership

Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan

kegiatan prioritas, yaitu :

1. Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;

2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;

3. Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;

4. Peningkatan Penerapan Pa'aktik Berkelanjutan di Industri

Pengolahan dan Pariwisata; dan

5. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi

Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman,

Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin

Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan

harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan

keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

a) Pengembangan sektor/ komoditas / kegiatan unggulan daerah,

b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum

berkembang,

c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
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d) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan

dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta

e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara

merata.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya

Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk
menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan

daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas,

adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata ke1o1a kependudukan;

b) Penguatanpelaksanaanperlindungansosial;

c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju

cakupan kesehatan semesta;

d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

f) Pengentasan kemiskinan; dan

g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program

Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan,

yaitu:

1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;

2) Integrasi SistemAdministrasi Kependudukan;

3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan

4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian

Penduduk.

b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan

prioritas, yaitu:

1) Sistem jaminan sosial nasional;

2l Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan

3) KesejahteraanSosial.

c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan

kegiatan prioritas, yaitu:

a) Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB),

dan kesehatan reproduksi;
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b)

c)

d)

e)

Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;

Peningkatan Pengendalian Penyakit;

Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan
Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan

Makanan.

d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan

kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;

2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;

3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan;

4l Penjaminan Mutu Pendidikan; dan

5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.

e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan

kegiatan prioritas, yaitu:

1) Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;

2) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan darr

Perlindungan Perempuan; dan

3) Kualitas Pemuda.

0 Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;

2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;

3) Reforma Agraria; dan

4) Perhutanan Sosial.

g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan

prioritas, yaitu:

1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;

2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;

3) Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan

4l Prestasi Olahraga.

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan

penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah

cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan

kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang

bertumpu pada:

a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
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b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga

diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan,

memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya

literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan

Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk
Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk

Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan

kegiatan prioritas, yaitu:

l) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat

nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;

2) Revolusi mental dalam tata ke1o1a pemerintahan untuk
penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan

responsif;

3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat

ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam

pembentukan karakter;

4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;

5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan

berlandaskan Pancasila; dan

6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan,

wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan

jiwa nasionalisme dan patriotisme;

b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk

Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa,

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah

Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;

2l Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk

memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan ralgrat;

3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk

memperkuat kebudayaan yang inklusif;

4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat

pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia;

dan
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5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi,
Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam

perspektifjalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan

kebersamaan di kalangan umat beragama;

2l Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;

3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;

4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan

5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.

d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi

Terwqjudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter,

dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan Budaya Literasi;

2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa

Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;

3) Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya

cipta; dan

4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi

dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas

perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur

akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui

kebutuhan infrastruktur wilayah;

b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam

pembangunan;

c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;

d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan

e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan

Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
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1) Penyediaan Akses Perumahan dan permukiman Layak, Aman
dan Terjangkau;

2l Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;

5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan

6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.

b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Konektivitas Jalan;

2l Konektivitas Kereta Api;

3) Konektivitas Laut;

4) Konektivitas Udara; dan

5) Konektivitas Darat.

c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Transportasi Perkotaan; dan

2\ Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan.

d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;

2l Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan

3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.

e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penuntasan Infrastruktur TIK;

2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan

3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan

Perubahan Iklim
Pembalgunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya

alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan

perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan

ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui

kebijakan:

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan'Hidup;

b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta

c) Pembangunan Rendah Karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan

Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
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a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas,
yaitu:

1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup;

2l Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup;

3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup; dan

4l Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan

prioritas, yaitu:

1) Penanggulangan Bencana; dan

2l Peningkatan Ketahanan Iklim.

c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;

2l Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan

3) Pengembangan Industri Hijau.

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan

Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan

rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga

negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus

berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan

transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik

berkualitas;

b) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;

c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola

keamanan siber;

d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;

dan

e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di

Iuar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan

Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:



1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;

2l Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan

3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.

b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas,

yaitu:

1) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar

Negeri; dan

2l Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.

c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas,

yaitu:

1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;

2) Transformasi pelayanan publik;

3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan

4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.

d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasiona-l, dengan kegiatan prioritas,

yaitu:

1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;

2l Penguatan Keamanan Laut; dan

3) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
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Kebijakan strategis dan sasaran yang akan diwujudkan dari ketujuh
Prioritas Nasional (PN) tahun 2023 sebagai berikut:

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

dan Berkeadilan

Kebijakan pembangunan pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi

untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk
mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah

dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer,

sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian;

industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);

serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan;

peningkatan kuaiitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam

rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju

Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemanfaatan digitalisasi; dan ekonomi

hijau.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan

Menjamin Pemerataan

Pembangunan wilayah pada tahun 2023 diarahkan untuk

menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa,

mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan

transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah,

dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan SDM Indonesia diarahkan untuk meningkatkan

kualitas dan daya saing SDM, yang merupakan salah satu prasyarat dalam

upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi Covid-19. Pembangunan

SDM pada tahun 2023 akan ditekankan pada reformasi sistem kesehatan

nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, percepatan penurunan

kematian ibu dan stunting, pembangunanScience-Techno Park, serta

pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan untuk

memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan,

serta meningkatkan peran kebudayaan sebagai kekuatan penggerak dan

modal dasar pembangunan dalam percepatan pemulihan ekonomi

pascapandemi Covid- 19.
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PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2023 akan mendukung pemulihan
ekonomi dan reformasi struktural melalui program prioritas pada

pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi,

infrastruktur perkotaan, infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, serta

transformasi digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,

dan Perubahan Iklim
Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan

iklim dalam RKP tahun 2023 difokuskan pada peningkatan kualitas

kehidupan masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif untuk mendukung

pemulihan dan transformasi dampak Covid-19 menuju pembangunan yang

lebih hijau dan berkelanjutan. Transformasi pascapandemi Covid- 19 pada

pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan

iklim akan dititikberatkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup

melalui penarrganan limbah 83 dan peningkatan pemantauan kualitas

lingkungan secara otomatis; perbaikan sistem ketahanan bencana yang

tanggap terhadap bencana yang bersifat seketika (sudden onset) maupun

perlahan (slow onset); serta pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan

pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan

Publik;

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan,dan keamanan

diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.

Pemulihan ekonomi didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi

dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi, serta penguatan kerja sama

pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan vaksin dari negara

produsen utama. Hal ini didukung penyelenggaraan pertahanan dan

keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara

di Asia dan keamanan siber. Pada bidang peiayanan publik difokuskan pada

penguatan kelembagaan, tata kerja, dan standardisasi penyelenggaraan

pelayanan publik. Selain itu, tahapan persiapan pemilu akan dimulai dengan

verilikasi data Kartu Tanda Penduduk secarh online.
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4.2.2. Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023

Permasalahan-permasalahan pembangunan merupakan analisis
kesenjangan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hasil
evaluasi RKPD, analisis arah kebijakan RPJPD, serta analisis arah kebijakan

RPJMN. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut adalah:

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

2. Pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan berkeadilan

3. Terbatasnya daya dukung lingkungan, ketahanan bencana, dan

perubahan iklim
4. Implementasi reformasi birokrasi yang belum optimal

Berdasarkan isu-isu strategis daerah tersebut, dirumuskan fokus

penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan untuk mencapai

sasaran pembangunan pada tahun 2023. Hierarki prioritas pembangunan

daerah tahun 2023 berdasarkan hasil analisis adaiah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan

2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM

3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan

perubahan iklim

4. Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan tata kelola

pemerintahan

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, lokus pada Kabupaten

Tangerang ada-lah :

1 . Pengembalgan Kawasan Strategis

- Pengembangan SMK yang mendukung sektor agribisnis dan

agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif,

teknologi dan rekayasa, serta energi dan pertambangan;

- Pengembangan BLK yang mendukung pemenuhan kebutuhan
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Dari permasalahan pembangunan tersebut, dirumuskan isu- isu

strategis daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun rencana. Isu-isu

strategis daerah Tahun 2023 adalah:

1. Daya saing Sumber Daya Manusia

2. Daya saing perekonomian

3. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim

4, Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
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tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil,
petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum
perdagangan dan manajer perusahaan (gedung)

Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah

- Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah

secara penuh dan konsisten;

- Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan

perizinan, terutama investasi.

- Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE);

- Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan

target prioritas Kabupaten Tangerang

Berdasarkan prioritas pembangunan dalam RPD Provinsi Banten

Tahun 2023, lokus pada Kabupaten Tangerang adalah :

1l Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Baku Regional : Pengadaan Lahan

WTP - Offtake SPAM Regional Karian Timur (Solear, Maja dan

Rangkasbitung);

2) Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA, SMK dan SKh;

3) Pengembangan Destinasi Pariwisata Situ Gede;

4) Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi

Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk

Kabupaten Tangerang, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan

pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang, sebagai berikut :

Tabel 4.3

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang

Misi

RPJPD
Fokus Kebija.kan

Arahan Kebijakan Pembangunan pada

RPJMD Kabupaten Tangerang

Misi I Peningkatan pemahaman, penghagat.tn dan
i.nplefienktsi norria agama dan nilai budaga dalam
ke hidup an ber '7],os 

g ara kat

Pemaitapan perilaku spiituElitas

masyarakat dengan menjaga ketertiban

masyarakat dar kehidupan beragama

Pelestarian dan a.hualisasi norma agana

Revitslisasi pelan dan fungsi kelembaBaan keaganaan

darl kebudayaan

Fasilitasi Peningkatan sarana da!
prasarana keagamaan dan budaya
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Misi

RPJPD
Fokus Kebijakan

Arahan Kebijakar Pembantunan pada

RPJMD (abupaten Tongerang

Peni^gkatan akse s mo,syarako't terhadap pelaA anarr

penAidikan yang bermutu dan terjaftgkau

Pengeobangan da! peningkatan saraia da! prasarana

pendidikan

Peoingkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik dan

ma.najeEeo kependidikan

Fasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan
pendidikan

Fasilitasi dan pemberdayaai kapasitas Iembaga

pendidikan swasta

Pernbinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca

masyarakat
Pelayanan peodidikan gratis bagi masyarakat
miskin

Petingkatan penerapa pendidikan yang beru.)awasan

Iptek d.dd berorientasi terhadap kebutuhan duftia usahd

Pemantapan kualitas pendidikan,
kesehatan masyarakat, serta
pengarusutarnaan gender

Fasilitasi pengembangan pendidikan kejurua! dan

kewirau sa}laa!

Fasilitasi Pengembangan kerjasama pendidikan
dengan dunia usaha

Peningkdto,tu akses tuasgarakat terhadap pelaUana^

kesehatafi gatug ben utu dan terjangkau

Pemantapan kualitas pendidikan,
kesehatan masyarakat, serta

pengamsutamaan gender

Pengembangan dan peningkatart kualitas prasarana dan

sa.rana kesehatar

Peningkatan kuantitas d6n kualitas tenaga darr

manajemen pelaysnan kesehatan

Pengendalian dan pengawasan obat dan makanan

Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat

Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat
miskin

Peningkdtatu h)d.litds kesehdtdft liflgkungan dan peilaktt

hidup sehat adsyarakat

Pemantapan kualitas pendidikan,
kesehatan masyarakat, serta

Pengarusutamaan gender

Pembinaan kesehatan lingkungan

Pencegahsn dan penanggulantan penyakit

Peobinaan dan fasilitasi kelelobagaan kesehatan

masyarskat

Perlindung an, penberd@y aan don p embinaan penV andang

mas alah ke sej ahtera.at so siaL

Pemantapan kualitas pendidikan,
kesehatan masyarakat, serta
pengarusutamaan gender

Peningkatan kapasitas kelembagaan

Pengembangan dan peningkatan kualitas plasarana dan

sarana pelayanan sosial

Pembinaa! dan peningkatan akses PMKS terhadap

pelayanan kesej ahteraan sosial

Pelayanan dan rehabilitasi sosial

Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS

Pemantapan kualitas pendidikan,
kesehatan masyarakat, serta
pengarusutamaan gender
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Misi

RPJPD
Fokus Kebijakar

Arahan Kebijakan Pembargunsn pada

RPJMD Kabupaten T€ngerang

Peni^g kato,^ kesemp atan kerja, prod.uktivit as teftaga kerj a

dan kesempo.tan berusaha

PelBarttapan Kua.Litas produlrtiviitas

tenaga keia yang unggul da.Ir berdaya

saing

Fasilitasi penihgkatsn kapasitas pelayanan lernbaga

ketenagakerjaan

Fasilitasi pembinaar, pendidikdt dan pelatihan

ketenagakerl aan

Fasilitasi kerjasama ketenagaleiaan denga! dunia usaha

Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan
industrial
Fasilitasi penumbuharl kewirausaiaan

Pening katatu lo.raf kesejahleraan d.an kemandiAan

tro.nsmigrdft

Pemantapan Kualitas produktivi.itas

tenaga kerja yang unggul dan berdaya

saing

Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan atau kesempatan

berusaha

Fasilitasi pelayanan perpindaha! penduduk sesuai

kebutuhan dan potensi sumberdaya

Peningkatan kerJasama penyelenggaraan

transmigrasi dengan daerah lain

Pefti^gkatan kapasitas perempuan, perliflduftgan anak

serta keberd,ogaan fiasyalakat dan desa

Pemantapan kualitas pendidikan,
kesehatan masyarakat, serta
pengarusutamaan gender

- Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan

pereEpuan dan perlindungan oltak

- Pembinaan dar! pelatihan ketera.lnpilar dar maiajeDen

usaha bagi pereBpuar!

Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat
dan desa

PeninSkata, kapasitas manajemen kelembagaan desa

Peningkatan kapasitas pemerintah
desa/kelurahan
Fasilitasi manajemen penyelenggaraan

pembangunan partisipatif

Peniagkatan po.rtisipasi aktiJ na-syarakat dan p engendalial

kepetududukan

Pemalrtapan perilaku spritualitas

masyarskat dengai menjaga ketertibar!

masyarakat dan kehidupan beragama

Peningkatan iasilitasi kapasitas

Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan keluarga

berencana

Peningkatan kesertaajr KB dar kesehatan reproduksi

Pemantapan perilaku spritualitas

masyarakat dengan menjaga ketertibart

masyarakat dan kehiduparr belagama

Pe ni^ g kat an p e ng e lo I aa n edmi nis tr a s i kep e ft du du ka n

Fasilitasi peningkatan peogelolaan administrasi

kependudukan

Peningkalan peran dan partisipdsi aktif kepemudaan

d.ala,m peolbodgulan

Pemantapan kualitas pendidikan,

kesehatan masyarakat, serta
pengarusutamaan gender

Peningkatan kapasitas kelembagaan kepe udaaJl .,
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Misi

RPJPD
Fokus KebUaka.n

Araltai Kebtakan Pembangunan pada

RPJMD Kabupaten Tangelang

Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha
dan berusaha bagi pemuda

Peningkatan pemasgarakdtan d.an prest@si olah raga

Pemantapan perilaku sprituatitas

masyarakat dengan meojaga ketertibar
masyarakat da! kehidupan beragama

PelEbinaan dan pemasysialatan olai raga

Peningkatan prasa-rana da,l sarana olah rata

Pembinaan manajemen keolahragaai

Misi 2 Peningkatan lklim Investasi yarg kondusif Penguatar dan penrantapan budaya

inovasi daeral untuk mengembangkan

ekonomi berbasis sumber daya lokal

Penyederhanaan dan percepatai pela)'na-nan investasi

Pemberian insentif pajak bagi investor

Jaminan kepastian hukum berusala

Promosi investasi

Pengenbangan d,aft peftiftgkatan kaposit@s UMKM dan

koperdsi

Penguatan dan pemaitapan budaya

inovasi daerah untuk mengembangkan

ekonomi berbasis sumber daya lokal

Pembinaan keterampilan dan kea}llian SDM

Pembinaan manajemen usaha

Fasilitasi modal usaha

Fasilitasi aksesibilitas pasat

Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar

dengan UMKM Koperasi

Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan

teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan

Optimdlisdsi prod.uk perlanian, perkebunan, kehuttTnan dan

keldutdn

Penguatan dan pemantapan budaya

inovasi daerah untuk mengembangkar

ekonomi berbasis sumber daya lokal

Pembinaan keterampilan dan keahliar) SDM

pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan
Dversifikasi. peniagkztat hto'litc's dan pengembang al
pasar produk agribisftis perlanian, perkebunan, kehutanafl

dan

Penguatan da-n pemartapan budaya

inovasi daerai untuk mengembangkan

ekonomi berbasis sumber daya lokal

Pembinaan manajemen usaha

Fasilitasi moda.l usaha

Fasilitasi aksesbi.litas pasar

Fasilitasi kerjasama perdagangan

Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan

teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan

Optinaliso,si ptoduuivitas don pasar produk i1dustri

b erbasis sumberdag a lokal

Pentuatan dan pemantapajr budaya

inovasi daerah untuk mengembalgkan

ekonomi berbasis sumber daya loka.l

Optimalisasi dan pengembangan industri
pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang

ramah lingkungan



Peftingkald^ pelaAaftan kepelabuha an bertaraf nasional

d.afl intemosional

Misi

RPJPD
Fokus Kebijakan

Arahan Kebijakan Pembantunan pada

RPJMD Kabupaten Talgerang

Pengenbango.tu produk dan perluasafl pasar industi kredtif
dan industi stralegis yang berorientasi ekspor

Pentuatan daJl pemantapsJr budaya

inovasi daelah untuk mengembangkan

ekooomi berbasis sumber daya tokEl

Fasilitasi aksesibilitas pasar

Fasilitasi kemitraan usaha arttara pelaku irdustri besar

denga! pelaku industri kecil dan menengah

Pengembangan dan peningkatan kualitas produk
industri kecil dan menengah yang mendukung
produk utama industri besar

Penguatan dan pemantapan budaya

inovasi daerah untuk mengembaJrgkan

ekonomi berbasis srlmber daya lokal

Fasilitasi kerjasana perdagartgan

Fasilitad keoitraan usaha alrtara pelaku uss]ra

pcrdagangan bes6r (modem) deflgan pelaku usaha

perdagargan kecil dan menengal (tradisional)

Pengembangan dan peninBkatan kualitas produk
perdagangan yang berorientasi pasar

Duersifikasi produk Luisata dan peningkatan ktalitas
prod.uk perd.agangan yang berorie^tasi pasar

Penguatan dan pemartapan budaya

inovasi daerah untuk mengembangkai

ekonomi berbasis sumber daya lokal

Pembinasn keterslnpilarl dan keahlan SDM Pariwisata

Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pa.riwisata

Penataa! dan pen8embangan destinasi psriwisata

Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana
pariwisata

Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha

pariwisata

Pengembangan dan peningkatan kitalitas pelayatuan jasa

keuanga4

Penguatan da! pemantapan budaya

inovasi daelah untuk mengerobangkan

ekonomi berbasis slrmber daya lokal

Pengembargan dan peoingkataJl kualitas sarana da.n

fesilitas pelayanar jasa kcuaJrgan

Fasilitasi pen8embangan dan pendayagunaan

teknologi informasi dalam pengembangan

pelayanan jasa keuangan

Peningkdtan ketersediaan dan penanganan kerd@atan

Panga^

Penguatan dan pemaitapan budaya

inovasi daerah untuk mengembalgkan

ekonomi berbasis sumber daya lokal

PeEbilraan daJr pengesrbangan distiibusi palgan

Pembinaan dan pengembaJrga.n konsumsi dan kearnanan

parrgsrl

Perumusan kebijakan ketersediaan, cadangan dan

kerawanan pangan

Perumusan kebija.kan distribusi, harga dal1 akses pangar

Perumus€n kebijakan pengartekaragaman konsumsi dan

keamanan pangarr

Pemantapan keleInbagaan ketahanan pangan
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Duersifikasi produk d.afl peningkatan k)alitas produk

perd.agangan Adftg beroieftta.si pasar

Pembinaan dan pen8eBba.ngan ketersediaan pangar

Pemerataan infrastnrktur Wilayah yang

berkualitas
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Misi

RPJPD
Fokus Kebijakan

Arahan Kebjjakan PembaiguDan pada

RPJMD Kabupaten Tangeralg

Pembangunai dan peningkata! pelabuhaD

Peningkata! daya dukung plasarana dai saJana

penurjang pelabuhar

Pengembangan kelembagaan dan tata kelola
pelayanan kepelabuhanan

Peningkatan pelayaran jalan dan Jembatai
Pemerataai Infrastnrktur Wilayalt yang

berkualitas

Pengembargan dan peningkatan jaringan jalan dan

jembatar yaig berkualitas

Pengembangan kerjasarna pengelolaan sistern
trasportasi Jawa Sumatera

Penittgkitdn peldVonan angkutan d.arat, kereta api dan

ASDP

Pederataan Infrastruhur Wilayah yang

berklr alitas

Revitalisasi jaringai kereta api

Penataan dan pengexobangai sistem dan moda angkutan

umum yatrg nya.rnan, aman, teiangkau dan rarnah

lingkungar

Peniftg kdtan pelay aftan b andar udaro
Pemerataan lnfrastruktur Wilayah yang

berkualitas

Pengelolaa-n banda.r udara yang ada

Pengembangan bandar udara perintidi wilayah selatan

Peningkatan pengelolaai sumberdaya air
Pemerataan lnfrastruktur Wilayah yalg
belkua-litas

Peningkatan pengelolaan sumberdaya arl (sungai,

waduk,embung, situ)

Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi

Pengelolaan pengendalian banjir
Pemerataai Infiastmldur Wilayah yang

berkualitas

Pengelolaa! prasarana pengendalian banjir

Peningkatsn kapasitas dan kualitas jaringai drainase

Peningkatan pelayanai air bersrh

Peningkatan kapasitas daJ! kua.litas sarana prasarana air

tJersih

Peningkatan pengelolaan persampahan dan at limbah
Pemerataa! Infrastruktur Wilayah yang

belku a.litas

Penataan dan pengembaJrgan persarnpahan (TPA, TPS dai
limbah komuoal)

Pengembangan kerjasama rnanajemen pengelolaan

sampah dan limbah regional

Pemerataan Infrastruktu r Wilayah yang

berkualitas
Peningkata! pelayanan eoergi da! listrik

Penataan dan pengeebangan jaringan energi dan listrik

Peningkata! pemanfaataJ! energi alternatif

Peningkatan pelayanan jaringan Iistrik pedesaan

Pe^ingkatan pelo.ga an telekomuniko'si dan darl

i^Iotmatikd

Pemerataa! Infrastruktur Wilay€I yarg

berkualitas

Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan

informatika secera terpadu

Peningkatan daya dul*nng dari kualitas sarana terrninal

dan ASDP
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Misi

RPJPD

tuahan Kebiiaka! Pembangunan pada

RPJMD Kabupaten Tangerorg

Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi
telekomunikasi dan informatika di pedesaan

Peftingkatan petgembongon peruma.han layak ltuni rlan

teda.ngkau

Pemerataai Infrastruhu r Wilayqh yang

berkualitas

Fasilitasi peobantunan perurnaiarr bagi masyarakat

kuran8 malopu

Fasilitasi usaha pengembangan perumahan
Peflataan d.a4 petubangunaft gedung serta reuitalisasi

kawasan h,uruth

Pemerataan lnftastruktur Wilayah yang

berkua-titas

Peningkatan daya dukung prasarala dan sanitasi

lingkungan perEuki.oar

Fasilitasi relokasi kawasan permukiman kumuh

Misi 3
Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang

berkelanjutar
Pemerataan InfiastruIdtr Wilay€I yang

berkualitas

Sinltonisasi, ha.rrflonisasi dan pemadu serasial rencana

tata ruajtg wilayah

Penega.l(an tertib pengendaliai pelnarfaatan mang

Penttgkatan kapasitas kelemba8aan penataan ruang

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
penataan ruang
Pengenbo,ngo,fl pengelolaan kawasan strategis berbosis

sumberdaya lokal

Pemerataan lnfrastruktur Wilayah yarg

berkualitas

Pengembangan kawasan strategis industri, perdagaigan

dan jasa di WKP I

Pengembangan kawasan sfategis industri, pertarian,

perdagangan danjasa di WKP ll
Pengembangan kawasan strategis pertanian di wKP

III

Peningkttai l dlitas dan pe^gendalian petlcemaran

linghngan hilup
Pemerataar Inflastruktu! Wilayah yang

berkualitas

Pengembaigan dan pendayagunaar telmologi rartah
lingkunFi dslalrl pengembangan aktivitas budidaya

Pengendalian dan penegak6rr supremasi hukum

lingkungan hidup

Peningkatar partisipasi al<tf masyarakat dalam

pelestaria, lingkungan hidup

Mitigasi dan penanggulaagan bencana alanl
Pemerataan Infrastruktur Wi.layah yaig
berkualitas

Penataar kawasa.nkawasan tawan bencana alam

Fasilitasi penanggulangan bencana alam

Misi 4

Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya

aparatur

Penguatan dsn pemantapan kualitas

tata kelola pemerintahan Yang

profesiona-I, transparan, dan akuntabel

Penataan dan optirrla.lisasi tata kela kelembagaan

Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatlrr

Kolopetelsi sesuai bidarg keahlian

Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana

aparatul

Peningkatan kualitas kearsipan daerah

Fokus Kebij8l<an
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Misi

RPJPD
Fokus Kebijakan

Arahffi Kebijakan Pembangunqn pada

RPJMD Kabupaten Tangerang

Peningkatan jenb do.^ b)o,litas data, perencanaan d.4.n

p e ng aw as an p e mb aft gunan

Penguatan dan pemaltapan kualitas
tata kelola pemerintahan yang

profesional, trartspalan, dan akuntabel
Pemu takhiran data dar idormasi

Fasilitasi pelayonan umum peme ntalan pusat dan

daera}l

Pening kd.taft kerjasamd pembangunan
Penguatan da! pemaitapan kualitas

tata kelola pemerintahai yang

profesional, transpaiai, dan akuntabel

PeninEkatan kerjasarua pemerintaian dengar pemerintah

daerah lain

Peningkatan kelasa.ma pemerintah dengon dunia usaha,

I^SM, OEtras, Perguruan tinggi

Peaiagk@taa kltd.litas pelaAanan publik
Penguatan dar-r pemantapan kualitas

tata kelola pemerintahai yang

profesional, transparan, dan akuntabel

Penataan darl optihelisasi penyelenggaraan standar

pelay6n6n EiniEal pelayanan publrk

Penintkatsn kapasitas dan kualitas sumber daya

pelayanan publik

Desentralisasi s€cara bertaiap kewenangarl pelayanan

publik P€ningkatan kualitas pelayanan mformasi

pembaigunan daera}l

Peningkatan dan pembinaan koordinasi dengan
pemerintahan kab. /kota dan instansi vertikal

Pe\ingkotan kapasitds pefiddp atan serta peng elolaan

keuangan d.an asset daera.h

Penguatal darl pemantapan kualitas

tata kelola pemerintaltaJ! yarg

profesional, transparan, dall akuntabel

Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan

kapasitag

Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada

kebutuhgn masyarakat dan pelaya.nar publik

Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola

keuangan daerah

Peningkatad partisipasi oktif nasgarakat ddn dunio usaha

dalam pembiagaan pembo^gunan daerah

Penguatan dan pemantapai kua.litas

tata kelola pemerintahdl yarg

profesional, tralspara!, dan akuntabel

Peningkatan kapasitas daJ! kualitas pembiayaan swadaya

masya.rakat

Fasilitasi Pembinaan daerah otonom banl
Penguatan dan pemantapan kualitas

tata kelola pcrnerintahan yang

profesiona.l, t ansparan, dan akuntabel

Peobinaan manajeman tata kelola pemerintaian

Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah

otonom baru

Peningkatan kuelitas perencanaan, pengenda.lian,

peltgawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana

perrbangunan daeroi

Peageldba.lrgan dan peningkatan kualitaa kcmifi'aa! dan

kerjasatrxa operasional dengan piha]< swasta dalarn

pembiayaan da! pelaksanaan pembargunan daerah

I



Misi

RPJPD

Arahan Kebijakan Pembangunan pada

RPJMD Kabupaten Tangerartg

Peningkatan kesaddrar\ kepatuhan dd|t penegakan

p erah$at7 pefu ld.ang -u dang an

Penguatan dan pemartapai kualitas

tata kelola pemerintalai yang

profesio al, transparan, dan akuntabel

Peningkata! peroahaman, penghayatan dan implementasi

tata dlai hukum

Penega.kan dan penataan produk hukum daerah

Per-regakan supreaasi huku6

Peningkdtafl kesadaran demokrasi tuasy arakat

Penguatan dan pemaltapan kuglitas

tata kelola pemerintahan yang

profesiona.l, transpaiajt, daJl akuntabel

Peningkaten pemaha.rnan, penghayatan da-n implementasi

tata nilai demokras

Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi

masyarakat dan politik

Peningkatan panisipasi aktif masgarakat dalam

p etueliho.r o.dn ketentrafi dn da1 keterlib an umum

Penguatar darl pemartapan kualitas

tata kelola pemenntalai yang

profesional, transparan, dan akuntabel

Peningkatan kesadaran dan penegal<an budaya dan

perilaku tentram dan tertib

Peningkatan k€Bitraan Easyarakat dalam

penyelenggaraar ketentrarflan dai ketertiba, umum
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Fokus Kebi.iakan

Sumber : Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2O23

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2O23

Rancangan RKPD Kabupaten disusun untuk menyepakati

permasalahan-permasalahan pembangunan Daerah dan prioritas

pembangunan daerah sehingga program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan Tahun 2023 dapat mendukung pencapaian visi misi Bupati dan

Wakil Bupati Tangerang serta 15 Program unggulan yang tertuang dalam

RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019'2023.

Isu Strategis Kabupaten Tangerang Tahun 2023, adalah sebagai

berikut :

1. Sumber Daya Manusia Pasca Pandemi;

2. PerekonomianMasyarakat

3. Insfrastruktur Wilayah dan Lingkungan;

4. Tata Kelola Pemerintahan

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2023, terdin

dari:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia Pasca Pandemi, fokus pada:

a. PeningkatanPelayananKesehatan

o Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan,
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ibu dan anak.

Penanganan Kesehatan Pasca Pandemi Covid-19.

Penanganan dan penurunan stunting.

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tigaraksa

Percepatan eliminasi TB dan HIV

Pemenuhan Jaminan Kesehatan MBR dengan data terintegrasi.

Peningkatan Pelayanan Pendidikan

. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.

. Penyediaan beasiswa bagi siswa MBR berprestasi

. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik

o Peningkatan budaya membaca dan literasi terpadu.

c. Peningkatan perlindungan sosial, perempuan dan anak serta

kepemudaan

. Peningkatan perlindungan perempuan, anak, difable, dan

kaum marginal.

r Peningkatanpengarusutamaangender

o Pemberdayaan pemuda

. Peningkatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

d. PeningkatanNilai-nilaiReligius

r Pemberian insentif guru ngaji

o Pengembangan diri siswa Baca Tulis Quran
. Pembangunan sarana sanitasi pada Pondok Pesantren

. Peningkatan pembangunan sector ekonomi di Pondok

Pesantren

. Peningkatan ketentraman dan ketertiban

Peningkatan Poduktivitas Ekonomi Masyarakat

a. Pemberdayaan Ekonomi

. Peningkatandigitalisasi (e-commerce)

. Pengembangan lembaga keuangan mikro (Koperasi, Bumdes,

BUMD)

. Penguatan akses permodalan dan pemasaran sektor Usaha

Mikro dan industri kecil menengah (IKM)

o Penguatan akses permodalan dan pemasaran sektor Ekonomi

a

a

a

a

b

2
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a

a
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Kreatif

Peningkatan jumlah wirausaha baru (WUB)

Peningkatan dan penumbuhkembangan koperasi

Peningkatan kapasitas BLK

Peningkatan kemudahan pelayanan perijinan usaha bagi

sektor UMKM/IKM, dan Wira Usaha Baru

Peningkatan omset IKM/Usaha Mikro

Peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa

(BUMDes)

Optimalisasi Gerai Tangerang Gemilang (GTG)

Pengembangan obyek destinasi wisata Kabupaten Tangerang

Optimalisasi Kampung Tematik

a

a

a

a

b Penguatan Ketahanan Pangan

o Peningkatan akses distribusi dan produksi di sektor pertanian,

perikanan, perkebunan dan perternakan

o Operasionalisasi Pusat Kawasan Agropolitan

. Peningkatan kapasitas Balai Benih (Perikanan, Pertanian,

Petemakan)

. Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat dalam program

ketahanan pangan

. Inovasi dan rekayasa teknologi pertanian, perikanan,

peternakan, dan perkebunan

o Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari

o Peningkatan kuaiitas daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup

o Optimalisasi Komisi Irigasi

. Optimalisasi Aksi Pangan dan Gizi

Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, focus pada:

a. Infrastruktur
. Peningkatan infrastruktur Wisata Bahari

o Pemeliharaan dan pembangunan jalan

r Pengendaliankemacetan

o Penuntasan Jembatan Fly Over Cisauk

b. Pengendalian Sumber Daya Air

)



4

-292-

. Penanggulanganbanjir

. Peningkatan kapasitas air baku dan sumber daya air yang

menunjang sektor pertanian, perikanan, peternakan dan
perkebunan

c. Penanganan Kawasan Kumuh

r Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
r Peningkatan kualitas iingkungan Kawasan kumuh

d. Peningkatansanitasi

r Percepatan Desa/Kelurahan Bebas ODF

o Pembangunan IPLT (lnstalasi Pengolahan Lumpur Tinja)

wilayah barat

e. PengelolaanPersampahan

. Revitalisasi TPA Jatiwaringi

. Optimalisasi TPS3R dan Bank Sampah

. Biokonversi Maggot

f. Konservasi Lingkungan Hidup

r KonservasiKeanekaragamanHayati

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, focus pada :

a. Peningkatan SDM Aparatur

r Peningkatan Manajemen ASN

o Penataan Kelembagaan Organisasi dan Meit Sgstem

. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur

pemerintahan

b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

o Operasionalisasi elektronifikasi transaksi Pemerintahan

Daerah

. Peningkatan pelayanan kependudukan dengan SIAK

terintegrasi

. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Sistem

Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE)

. Implementasi Roadmap Smart Citg dan Tangerang Satu Data

. Implementasi Design Smart City

o Peningkatan kinerja perenc€rnaan pembangunan,

penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah
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Dalam mendukung arah kebijakan daerah maka perenc€rnaan

perwilayahan agar dapat mengakomodir hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Perencanaan Kelurahan :

a. Sarala dan prasarana Posyandu di Kelurahan berupa honor kader,

gedung, sarana dan prasarana posyandu;

b. Operasional Pokja FKTS berupa perlengkapan administrasi,

koordinasi dan pembinaan lapangan;

c. Kelurahan Bebas ODF dengan penyediaan sarana prasarana

sanitasi, penyediaan jamban berseptik tank;

d. Validasi data sanitasi;

e. Penataan Ruang Bermain Ramah Anak dan Pojok Baca;

f. Pencegahan dan penurunan Stunting berupa Honor kader

Pembangunan Manusia (KPM) Stunting, PMT balita Stunting,

rembuk stunting;

C. Verilikasi dan Validasi DTKS berupa Honor petugas pendataan dan

operator, penggandaan format pendataan, FKP/ Muskel Penetapan

Usulan Perbaikan DTKS;

h. Kelurahan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana

i. Pengembangan Produk Unggulan Kelurahan, pojok UM di Kelurahan

dan Pembinaan UM

j. Pengembangan Kampung Tematik

k. Penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau)

L Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Kebijakan Perencanaan Kecamatan

a. Operasional Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) berupa

perlengkapan administrasi, rapat-rapat dan pembinaan lapangal

b. Penataan Ruang Bermain Ramah Anak dan Pojok Baca

c. Pencegahan dan penurunan Stunting: PMT balita Stunting, rembuk

stunting,

d. Verifikasi dan Validasi DTKS berupa Pelatihan petugas pendataan,

Rapat Penyepakatan DTKS

e. Kecamatan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana

f. Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, pojok UM di

Kecamatan dan Pembinaan UM

C. PengembansganlnovasiKecamatan

h. Pengembangan Kampung Tematik

2
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Pengelolaan Sampah berupa Pembentukan Bank Sampah dan Bio
Konversi.

j. Penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau)

k. Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni
1. Pemeliharaan Stadion mini dan Gedung Bersama Keagamaan

4.2.4 Arah Kebijakan Pemulihan Dampak Ekonomi

Arah kebijakan pemulihan perekonomian dititikberatkan kepada

peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia kepada sektor wirausaha baru

dan usaha mikro kecil hal ini berkenaan tema yang diusung pada RKPD tahun

2023. Adapun peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat yang

dilakukan dengan memberdayakan usaha mikro karena usaha mikro

merupakan sektor ekonomi yang dapat bertahan ditengah pandemi covid19

dengan berupaya memasarkan produk lokal yang dapat berdaya saing.

Salah satu Program Unggulan Bupati Tangerang yaitu Proaktif (Produk

Kreatif dan Inovatif) diimplementasikan dengan cara optimalisasi pemasaran

produk tersebut kepada suatu tempat Gerai Tangerang Gemilang (GTG) di

Desa Bojong Kecamata Cikupa, salah satu kegiatan di Gerai Tangerang

Gemilang yang difokuskan antara lain pada peningkatan digitalisasi

pemasaran (e-commercel baik Usaha Mikro dan juga Irrdustri Kecil dengan

pembuatan Qlang (Kios Gemilang) yang terintegrasi dengan aplikasi terpadu

Kabupaten Tangerang, selain itu aplikasi Bintang Gemilang yang

dikembangkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan bekerjasama

dengan akademisi diharapkan dapat menyerap produk lokal dan dapat

berdaya saing di pemasaran online. Dari beberapa kegiatan tersebut

diharapkan dapat menjadi langkah gemilang dari program unggulan Bupati

Tangerang Proaktif tersebut dalam pemasaran Usaha Mikro dan Industri Kecil

ke berbagai segmen masyarakat terlebih e-Commerce.

Prioritas selanjutnya adalah pengembangan lembaga keuangan mikro

seperti koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Lembaga

Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja (LKM AKR) dan pengembangan Koperasi

yang berafiliasi di Unit Pengelola Dana. Bergulir (UPDB), Lembaga ini

merupakan contoh dalam hal penguatan akses permodalan dan pemasaran

sektor usaha mikro dan industri kecil menengah di Kabupaten Tangerang,

tujuan dari penguatan ini adalah membantu lembaga Usaha Mikro dan

Industri Kecil untuk dapat Moue On sehabis diterpa kerugian Pandemi
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Covidl9. Secara output Sektor lembaga permodalan tersebut dikhususkan
untuk pengembangan usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten
Tangerang, adapun secara outcome (dampak) diharapkan dapat
meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang dan

secara teknis dalam kegiatan prioritas ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro dan Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) Kabupaten

Tangerang.

Prioritas Pemulihan Dampak Ekonomi (PDE) lainnya adalah dengan

meningkatan pelayanan dan kapasitas pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK)

di Jayanti oleh Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) da-lam menangani

permasalahan pengangguran, sebagai informasi data pada tahun 2021

(Agustus) bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tangerang

sebesar 9,06 persen diatas dari Propinsi Banten sebesar 8,98 persen yang

berarti bahwa peningkatan peluang pekerjaan di Kabupaten Tangerang harus

segera diupayakan. Langkah-langkah yang dilaksanakan antara lain dengan

memperbanyak pengembangan kelas pemberdayaan masyarakat, kelas

pelatihan serta penambahan kelas baru sesuai dengan pemenuhan

permintaan perusahaan di Kabupaten Tangerang, sebagai gambaran

informasi bahwa pada tahun 2022 ini Disnaker membuka kelas keterampilan

operator forklft sebagai bentuk penambahan kapasitas keterampilan di Dinas

Tenaga Kerja, kedepannya Pemerintah Kabupaten Tangerang akan

menambah kembali BLK-BLK lain dengan berbagai jurusan tambahan antara

lain perhotelan, Keteramilan Air Conditioner (AC) dan sebagainya. Upaya ini
diperuntukan sebagai komitmen dari Pemerintah Kabupaten Tangerang

dalam program prioritas pemenuhan peluang pekerjaan di Daerah Urbanisasi

seperti Kabupaten Tangerang ini. Upaya program prioritas lainnya dari

perekonomian adalah kemudahan pelayanan perizinan usaha bagi sektor

UMKM dan wirausaha baru oleh DPMPISP. Sebagaimana Permendagri nomor

59 tahun 2O2l bahwa kemudahan dalam pelayanan/ standar pelayanan

minimal (SPM) menitik beratkan kepada pelayanan dasar masyarakat seperti

kesehatan dan pendidikan, dalam hal ikiim investasi pun pelayanan dasar

perizinan mesti diwujudkan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2O2O tentang Cipta Kerja yang mesti didapatkan oleh masyarakat Kabupaten

dari sisi kemudahan perizinan dan penanaman Modal. Dalam hal ini prioritas

utama dalam peningkatan perekonomian pasca pandemic Covid 19 antara lain

dengan memudahkan pe rizinan.

Prioritas pembangunan sektor ekonomi perlu diwujudkan melalui



pengembatrgan pendekatan ekonomi kawasan seperti pengembangan Objek
Destinasi Tfrjuan Wisata (ODTW) Kabupaten Tangerang salah satunya
Ketapang Urban Aquaculture (KUA) di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk. KUA

merupakan contoh role model penataan kawasan ekonomi yang berintegrasi

dengan penataan lingkungan, konsep Resirculating Aquaanlture Sgsfem (RAS)

sebagai teknik budidaya ikan secara pemanfaatan air agar tidak boros, RAS

ini selanjutnya diintegrasikan dengan penataan lingkungan konservasi

Mangrove dengan konsep WanaMina (Wana;Hutan dan Mina;lkan) sehingga

diharapkan pada jangka panjang Masyarakat Kab Tangerang dapat

membudidayakan ikan secara ramah lingkungan dengan mendapatkan

sarana wisata dengan memanfaatkan hutan mangrove yang rimbun.

Diharapkan dari suatu kawasan yang terintegrasi tersebut didapatkan

peningkatan perekonomian, pariwisata serta edukasi masyarakat dapat

terwujud. Kawasan KUA tersebut dibangun dengan upaya kolaborasi dari

Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan beberapa stakeholders yang sama-

sama ingin mewujudkan penanganan dan pengelolaan kawasan pesisir secara

terintegrasi, hal ini terwujud dalam program unggulan Bupati Tangerang yaitu

GERBANG MAPAN (Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai), Tujuan dari

Gerbang Mapan yaitu mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat

dengan pendekatan ekonomi kawasan. Selain KUA (Ketapang Urban

Aquaculture) Kabupaten Tangerang memiliki Kampung Tematik, Kampung

tematik yaitu suafu kampung lagak huni gang memiliki potensi berdasarkan

inouasi dan kreasi dan melaksanakan kegiatan pemberdagaan masgarakat

gang bertujuan dalam peningkatan perekonomian masgarakat Kampung

Tematik di Kabupaten Tangerang sangat bervarian tema dan ciri khasnya, ada

yang memiliki tema lingkungan, pendidikan, kesehatan bahkan bertemakan

Wisata. Diharapkan dari sektor kawasan kampung tematik tersebut dapat

memberikan dampak ekonomi kepada karvasan-kawasan kampung yang

memiiiki potensi di daerahnya sehingga pemulihan dampak ekonomi (PDE)

pasca Covidl9 di Kabupaten Tangerang dapat pulih dan meningkatkan Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten Tangerang.

Prioritas peningkatan ekonomi lainnya adalah yang berkaitan dengan

ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang. Program TANGERANG MANTAP

(Tangerang Mandiri Tahan Pangan) merupakan program unggulan Bupati

Tangerang dan Wakil Bupati Tangerang tahun 2019-2O23 yang dijalankan

oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) diharapkan dapat

diperkuat dengan peningkatan akses distribusi jalan produksi di sektor
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pertanian, perkebunan, peternakan bahkan perikanan, dan terutama adalah

operasionalisasi Pusat Kawasan Agropolitan (PKA)/ PUSAGRO di desa

Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kawasan ini diharapkan dapat membuka
peluang pasar baru di Kabupaten Tangerang dengan peningkatan nilai (Value

added) dari produksi hasil pertanian berupa hortikultura dan buah-buahan,

PUSAGRO ini juga diharapkan dapat menjadi sentra pelatihan bagi

masyarakat sebagai sentra edukasi sektor pertanian dengan

menumbuhkembangkan edukasi penanaman dan pelatihan bagi masyarakat

secara inklusif. Program Ungulan Bupati Tangerang Tangerang MANTAP pada

PUSAGRO diupayakan bukan hanya pelayanan edukasi/ pelatihan bagi

masyarakat saja akan tetapi juga meningkatkan produksi pertanian sebagai

upaya dalam ketahanan pangan Kabupaten Tangerang. Komitmen lain dari

pelaksana Tangerang Mantap (DPKP) dalam upayanya pada kegiatan antara

lain peningkatan ketahanan pangan dengan meningkatkan kapasitas balai

benih (pertanian, peternakan dan perkebunan) yang selanjutnya diharapkan

dapat lebih memberdayaan masyarakat. Tangerang Mantap juga meliputi

pengembangan inovasi dan rekayasa teknologi (pertanian, , peternakan,

perkebunan dan perikanan) serta pengembangan plasma nutfah dan

pelayanan dasar bagi pemenuhan kebutuhan tanaman-tanaman buah dan

pelindung bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang membutuhkan.

Diharapkan dengan Sinergi dan kolaborasi dari akademisi, Pemerintah

Daerah dan Pemerintah Desa melalui teknologi tepat guna dapat

meningkatkan ketahanan Pangan Daerah. Selain itu pada Tangerang Mantap

juga dikembangkan Pekarangan Pangan Lestari (PPL) dengan menitikberatkan

kepada produksi sektor pertanian dengan kelembagaan Kelompok Wanita

Tani (KWT) dengan memanfaatkan lahan tidak produktif di Kabupaten

Tangerang, hal ini diwujudkan dalam dokumen rencana aksi pangan dan gizi

yang berguna dalam mendukung penguatan ketahanan pangan di Kabupaten

Tangerang.

Gambaran perekonomian Kabupaten Tangerang dalam pemulihan

dampak ekonomi (PDE) tersebut diharapkan dapat meningkatkan Laju

Perekonomian pelaku usaha rnikro serta industri kecil di Kabupaten

Tangerang Pasca pandemi covid 19, dan tentunya wirausaha baru (WUB) dapat

tumbuh. Tentunya langkah-langkah diatas merupakan respon Pemerintah

Kabupaten Tangerang dalam mengupayakan bangkitnya keterpurukan

perekonomian di Kabupaten Tangerang serta upaya tersebut dimasukan

dalam perwujudan program urrggulan Bupati Tangerang 2Ol9-2O23 yang
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tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2022.

4.3 Pokok-pokok Pikiran DPRD

Selain memuat sasaran pembangunan tahunan Pemerintah

Kabupaten Tangerang, prioritas pembangunan daerah juga disusun dengan

memperhatikan pandangan dan pertimbangan DPRD. Pandangan dan

pertimbangan DPRD menggambarkan permasalahan pembangunan daerah

untuk diselaraskan dalam dokumen rencana pembangunan daerah sehingga

dapat menghasilkan prioritas pembangunan daerah, yang secara efektif dan

elisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan Nasional.

Pandangan dan pertimbangan tersebut berupa saran dan pendapat, yang

berisi pokok-pokok pikiran DPRD, berdasarkan hasil reses/ penjaringan

aspirasi masyarakat. Pokok-pokok pikiran tersebut menjadi bahan

perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, yang selaras

dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam

RPJMD. Rekapitulasi Rumusan Usulan Program/ Kegiatan Hasil Penelaahan

Pokok- pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023

yang telah diinput melalui aplikasi SIPD adalah sebagaimana berikut :

Tabel 4.4

Rekapitulasi Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2023

FRAKSI
JUMLAH
USULAN URUSAN .]ENIS USULAN

PDIP Kecamatan Sarana Ola.l. Raga, Pemelihataal
Saluran, pemeliharaan Jalal
Lingkungan, Pemeliharaan turap,
penataan RTH /Taman Bacaal,
sa-rana prasa-rana Paten, sa-rana
prasarana persampahal

Kepemudaan
dan Olah
Raga

Sarana Prasarana Olah Raga

Kesehatarr Pengadaan sarana prasarana
kesehatan

Pembangunan Jalan, Pembangunal
balai/ gedung warga, Pembalgunal
turap, Pembangunan jalan
lingkungan, Penataa;r TPU,
Pembangunan Saluran, normalisasi,
pembangunan irigasi/drainase

Perhubungan Pengadaan PJU

413

PUPR
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FRAKSI
JUMLAH
USULAN

URUSAN

Pertanial

JENIS USULAN

Pengadaan sarana prasarana
pertanian

57 PUPR Pembarrgunarr j alarr lin gkungal,
pembangunan SAB, Turap, sarana
sanitasi, pembangunan turap

Kecarnatan Pemeliharaan j alan lingkungan,
pemeliharaan sa.luran

Golkar 35 Kecarnatan Pemeliharaan jalal lingkungan,
pemeliharaan saluran, pembangunan
RTLH

PUPR Pembangunan Jalan, Pembangunan
balai/ gedung warga, Pembalgunan
turap, Pembalgunan jalan
lingkungan, Penataan TPU,
Pembangunan Sa1uran, normalisasi,
pembangunan irigasi/drainase

Perhubungan Pengadaan PJU

PAN r37 Kecalnatan Sarana Olah Raga, Pemeliharaan
Saluran, pemeliharaan Jalarr
Lingkungan, Pemeliharaan turap

PUPR

PKB 50 PUPR Pembangunari Jalan, Pembangunal
balai/ gedung warga, Pembangunan
turap, Pembargunan j alarr
lingkungan, Penata.an TPU,
Pembangunan Saluran, normalisasi,
pembangunan irigasi/ drainase

PKS L9T PUPR Pembangunan Jalan, Pembangunan
balai/ gedung warga, Pembargunan
turap, Pembalgunan jalan
lingkungan, Penataan TPU,
Pembangunan Sa-lural, normalisasi,
pembangunan irigasi/ drajnase,
jembatan

Kecarnatarr Pemeliharaaa jalan lingkungan,
pemeliharaan saluran, pembalgunan
RTLH

Demokrat

Pembangunan Jalan, Pembangunan
balai/ gedung warga, Pembangunan
turap, Pembangunan jalan
lingkungal, Penataan TPU,
Pembangunari Saluran, normalisasi,
pembalgunan irigasi/ drainase



FRAKSI JUMt-C.H
USULAN URUSAN JENIS USULAN

Kepemudaal
dan Olah
Raga

Sarana Prasa-rana Olah Raga

JUMLAH
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Sumber : SIPD,2022

4.4 Keselarasan RKPD Tahun 2023

4.4.1 Keselarasan Tema Pembangunan antara dokumen RKP, RKPD

Provinsi Banten dengan RKPD Kabupaten Tangerang

Tema pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2022

adalah "Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang

Inklusif dan berkelanjutan", dan tema pembangunan Provinsi Banten adalah

"Memperkuat Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai Fondasi Tahap Modernisasi" sedangkan tema pembangunan di

Kabupaten Tangerang adalah "Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia

dan Produktivitas Ekonomi yang Berbasis Pembangunan yang Berkelanjutan"

dalam tema pembangunan baik Nasional, Provinsi Banten maupun

Kabupaten Tangerang terkandung makna'bahwa pembangunan diarahkan

untuk percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh dengan

peningkatan SDM masyarakat, dan SDM aparatur dan semua itu diharapkan

dapat memulihkan kondisi kehidupan sosial masyarakat. Adapun gambaran

penyelarasan tema pembangunan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

883



-301 -

Garr.bar 4.2

Penyelarasan Tema Pembangunan

4.4.2 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan

Provinsi Banten dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang
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Gambar 4.3

Keselarasan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang dengan

Prioritas Nasional dan Provinsi Banten
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Hasil penyelarasan target pembangunan, antara sasaran

Pembangunan RKP Tahun 2023 dengan sasaran pembangunan daerah dalam

RKPD 2023, disajikan dalam diagram berikut:

Pertumbuhan
Ekonomi

E Tingkat
Pengangguran
T.rh"ka

.r1\aXq
!,ll]r|rl,l

lndek Pemb!ngunan
Manusia

d Gini Ratio

5,O2oh-5,15o/o

5 ,30/o-6,Oo/o 8,670/o

7 ,Oo/o-B,Ooh; s,58%

73,29-73,35 73,27

0,354

8,3%

6,5%

-0t

:l:

a

rE

5 ,3on-5,9o/o 5,470/o

;st Kemiskinan

73,26

0,375-0,0378 o,24

m
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BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Tahun 2023

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2023 disusun dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan

pelayanan dasar kepada masyarakat. RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023

berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun

berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang hingga Tahun 2023 dan

sasaran pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten

Tangerang.

Tabel 5.1

Rekapitulasi Program Prioritas Kabupaten Tangerang Tahun 2023

86,5 Dinas PendidikanPROGRAM PENCELOLAAN
PENDIDIKAN

Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/Mr

Angka Partisipasi Mumi
(APM) SMP/Mrs 67,05 Dinas Pendidikai

ANGKA PARTISIPASI MURNI
(APM) PAUD

40 Dinas Pendidikar

ANGKA PARTISIASI MURNI
(APM) Kesetaraan

0,1 I Dinas Pendidika.n

Diras Pendid <anPROGRAM PENGEMBANGAN
KURIKULUM

Jumlah peserta didik yang
dapat Baca Tulis Al Quran
Jenjang SD DAN SMP

10000

E I
a

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Rata-rata capaian penerapan
Standar Pelayanan Minima.l
Bidang Kesehatan

I O0o/o Dinas Kesehatan

Proseotase lbu hamil KEK < too/o Dinas Kesehatai

90,)/o Dinas Kesehatar
Persentase Balita denga-n
status gizi baik berdasarkal
BB/TB

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembanqunan

Indikator Kinerja
Program (outcome)

Target Tahun
2023

Perangkat Daerah
Penanggung Jarvab

URUSAN PEMEzuNTAHAN W,dJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PDLAYANAN DASAR

1,01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANC PENDIDIKAN

1,O2 URUSAN PEM ERINTA]IAN
BIDANG }iESEHATAN
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Success rate tuberkulosis 900/o Dinas Kesehatan

Respoo Time Kejadia, Luar
Eiasa (KLB) < 24 jarn 1000,'. Dinas Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang
bersert-ifi kat akreditasi
Ut6lna

2 puske$lras Dinas Kesehatan

Jumlah RSUD yang
bersertirkat al(reditasi
Pa.ripurna

3 RSUD Dinas Kesehatar

Persentase Masyarakat
MemiLiki Jaminar Kesehatar
UKN)

840/o Di11as Kesehatan

7 50k
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA XESEHATAN

Prosentase Fasilitas
Kesehatan dengan SDMK
sesuai stardar di FKTP

Dinas Kesehatan

Prosentase Fasilitas
Kesehatan dengan SDMK
sesuai standar di FKRTL {RS)

85% Dinas KesehataJr

Prosentase sarana pelayanan
kefa-Enasiai sesuai stardar a4v" Dinas Kesehatan

PROGRAM SEDIAAN FARMASI,
ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN
MINUMAN

Prosentase industri ruEah
tangga pangan (IRTP) sesuai
standar

840/o Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan
Prosentase Peril€ku Hidup
Bersih dan Sehat Tatanan
Ruma}1 Tangga

7Oo/o
PROCRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAXAT BIDANG
KESEHATAN

Dinas Kesehatan
Pros€ntase Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat Tatanan
Institusi Pendidika!

a50/o

700/. Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARA(AT BIDANG
KESEHATAN

Prosentas€ Perilaku Hidup
Bcrsih dar Sehat Tataiai
Rumah Tangga

450/o Dinas Kesehatan
Prosentase Perilaku Hidup
Bersii dan Sehat Tatalan
lnstitusi Pendidikan

at,460/" DBMSDAPROGRAM PENGELOIAAN
SUMBER DAYA AIR (SDA)

Prosentase infrastruktur
Sungai , saluran pembuang
dan Daerah lrig€,si terbangun

Dinas Perumahan,
Permukimaa derl
Pemakarnan

PROGRAM PENGEI-OI-AAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

Cakupan Saranq Air bersil 470

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

lndikator Kinerja
Program (outcome)

Target Tahun
2023

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

1 03 URUSAN PEMEzuNTA}IAN
I}II]ANG PEKERJAAN UMUM DAN
PDNATAAN RUANG



I

PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM DAN PENGELOI.AAN
PERSAMPAHAN REGIONAL

Pros€ntase Pengelolaan
Persarlpahan di TPA 100 DLHK

PROCRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SIS]EM AIR
LIMBAH

Persentase meningkatnya
safana sarftasi bagi
masyarakat miskin

81,36
Dinas Perumalan,
Perruukiman darr
Pemakaman

Prosentase kapasitas lumpur
tinja 45,45

Dinas PeruEaian,
Permukimen dsn
Pemakaman

PROGRAM PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN

Capaian Program : Cakupan
Layanai Kawasar
Permukiman

6,16

Cakupa-n TPU yartg
memenuhi Standar 80

Dinas Perumaha!,
Permukiman dan
Pemalamar

Persentase sa.lana dan
plasarana tpu yang
terpelihara

100

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG

Persentase BartgunaJt
Gedung Pemerhtah yarlg
dipelihara dan dibalgun

100% DTRB

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
DAN UNGKUNGANI.IYA

Jumleh Rencena Teta
Bangunar! dan Lingkungan
(RTBL) yang disusun

DTRB

PROGRAM PEI.IYELENGGARAAN
JALAN

Prosentase Peningkatan dan
Rehabilitasi Jalan Kabupaten
Tertangani

92,Oa"/o DBMSDA

Ketersediaan Data
Perencanaan
Pemb a.ngu nanJalan
Jembatai

ro1.k DBMSDA

PROORAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

Persentase pemenuhan
RDTR

r00%

PROGRAM PENCEMBANGAN
PERUMAHAN

29,960k
Dinas PeruDahan,
Permukiman dan
Pemekaman

PROGRAM KAWASAN
PERMUKIMAN

Cakupan Pemenuhan
Perencarraan pengembangan
kewasan Permukiman

100%
Dinas Perumahan,
Permukiman dan
PemakaInsn

PROGRAM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Prosentase Penaigaran
Kawasai Kumuh

24,550/"
Dinas Perumahan,
Permukiman dan
Pernakaman

PROGRAM PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM (PSU)

Prosentase PSU dala$ Asset 29,860/o
Dinas Perumahai,
Permukiman dan
Pemakaman

r
I

PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN
XETERTIBAN UMUM

Persentase peningkatarl
keteotla$an dan ketertiba-n
umtlm

100% Satpol PP

-30s-

Dinas Perumahan,
Pecoukimai daJr
Per4akaman

Bidang Urusan
Pemerintahan da:rt Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja
Program (outcome)

Target Tahun Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

Dinas Perumala.Il,
Permukiman darl
Pemal<anxai

DTRB

I.O4 URUSAN PEM ERINTAHAN
BIDANG PDRUMAI{AN DAN
KAWASAN PERMUI{IMAN

Prosentase Pemenuhan
Pembinaa! Penyelenggaraai
Rumah susun dar
Apartemen

1.05 URUSAN PEI,{EzuNTAHAN
!IDANG KETEN TERA.]!{AN DJN'*
(ETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
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T

PROGRAM PENANGGUL"ANGAN
BENCANA

Persentase peningkatarr
kualitas pelayanan
pencegaha.n dan
peoanggulangEr bencaia

I25 BPBD

Persentase jur a}t penduduk
di kawasar rav,En benchrra
yang memperoleh infolDasi
lawal bencana sesuai jenis
ancarnao benca.na

too BPBD

Jumlah desa da! kelurala-o
yang tanggap bencana 56 BPBD

Persentase korban bencara
yang tertanSarri

too BPBD

PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANCGUI"A.NGAN,
PENYEI-AMATAN KEBAKARAN DAN
PENYEI.{MATAN NON KEBA(ARAN

Persentase penangaiaIl
kebakaran dalam kurun
waktu respofl tirne 15 menit

100% BPBD

T

PROGRAM PEMBERDAYAAN
SOSIAL

Prosentase PSKS yang dibina 67,99o/o Dinsos

PROGRAM PENANGANAN WARGA
NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK
KEKERASAN

Presentase Warga Negda
Migan Korban Tindak
Kekerasa-n YanS
Mendapatkan Penaigaiai

50% Dinsos

PROGRAM REHAI}ILITAS1 SOSIAL

Plosentase penyarldang
disabilitas terlantar, a.nak
terlantar, lanjut usia
tellantar dan gelandangan
pengemis dan PenyaJrdaig
Masa.lah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya di
Luar Paiti Sosial yalg
terpenuhi kebutuhan
dasanrya

25,O3

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

Pros€ntase terpenuhinya
pelayanan jamina.n sosial
bagi PMKS Yarg va.lid

I009'. Dinsos

PROGRAM PENANGANAN
BENCANA

Prosentase Terpenuhinya
kebutuharl dasa! Korban
Bencana alam dan sosia.l
pada saat tanggap darurat
bencana daerah /kota

r00% Dursos

PROGRAM PENGELOT.AAN TAMAN
MAKAM PAHI.AWAN

Plosentase pengelolaan TMP
Raden Aria W€-ngsakara

100% DiDsos

I

-

PROGRAM PEI-A.TIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Persentase pencafl keia
yang dilatih 50/" Dinas Tenaga Keia

Persentase Lulusan
Pelatihan BLK YanB Di
Tempatkan

Dinas Tenaga Kerja

Dinsos

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

lndikator Kinerja
Program (outcome)

Target Tahun
2023

Perangkat Daerah
Penanggung Jarvab

L06 URUSAN PEIIERINTAH/I-
BID,q"^'IG SOSIAL

2.07 URUSAN PEM ERINTAHAN
BIDANG TENAGA KERJA



-307-

Indikator Kineqa
Program (outcome)

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA
KER.'A 15 Dinas Tenaga Kerja

PROGRAM HUBUNGAN
INDUSTRIAL 26V" Dinas Tenaga KeI]a

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

Persentase Penguatar
Kelembagaa!
Pengaru su ta.rnaan Cender

100% DPPPA

PROGRAM PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

Persentase PerlindungaJl
Terhadap Perellrpuan 100% DPPPA

PROORAM PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA

Cakupan Kelembagaar PUG
yang Akif 18,4ayo DPPPA

PROGRAM PEN GELOT.AAN SISTEM
DATA GENDER DAN ANAK

Perseotase Prolil Gender dan
Penlrusunai Pedoma.n
Pengumpulan Data Terpilah

tooo/" DPPPA

PROGRAM PEMENUHAN }IAK ANAK
(PHA)

Jumlah seluruh klaster hak
ans]( tooyo

PROORAM PERLTNDUNOAN
KIIUSUS ANAK

Prosentase Perlindungan
Terhadap Anal<

10070 DPPPA

I

-

PROGRAM PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN
PANGAN MASYARAKAT

Capaian Skor Pola Pangsn
Harapan (PPH)

aao/"
Dinas Pertarian daJr
Keta}ranan Palgan

Dinas P€rtalriall dan
Ketahana! PaiganPersentase Cadangan Pangan

Dinas Pertaniar daJI
Ketahanan Pangan

PROGRAM PENANGANAN
KERAWANAN PANGAN

Persentese Dese Rentan
Rawan PgJlgan Yang
Tertangani

lOo/o

t2,73

88% Dinas Pertanian darl
Ketahana! PaJrgarl

PROGRAM PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN

Capaian Skor Pola Pangan
Harapan (PPH)

I

Dhas Perumahan,
Permukiman dan
Pemakarnai

Prosentase Realisasi lahan
yang direncanakan Pertafiun

100%PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

-

DLHKIndeks Kualitas Lingkungan 63,25PROGRAM PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP

0,85
PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAXAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase Pelaku usaha
yang rDemiliki dokumen
lingkungan hidup

0,3 DLHK
PROGRAM PENGELOI.AAN
KEANEKARAGAMAN }IAYATI
(REHATI)

Perserrtase RTH

DLHK

Target Tahun
2023

Perangkat Daerah
Penanggung Jarvab

Jumla} Pencari keia yang
ditempatkan

Besaran kasus yang
diselesaikar melalui
Perjanjian Bersama (PB)

2,08 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PE[,IBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

DPPPA

2.09 IJITUSAN PEI!'lDzuNTAHAN
BIDAN(} PANGAN

2. 1O URUSAN PEMERINTA}TAN
BII)ANG PERTANAHAN

2, 1 I.URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINCKUNGAN HIDUP
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Target Tahun
2023

PROCRAM PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (83)
DAN UMBAH BAHAN BERBA}IAYA
DAN BERACUN (LIMBAH E}3)

Prosentase tindaldariut
Penteduan pengelolaan LB3 DLHK

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP lzIN
LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNCAN DAN
PENGELOL"\AN LINGKUNCAN
HIDUP (PPLH)

350

PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PEI.ATIHAN DAN
PEI'IYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT

Terfasilitasinya pembinaan
dan pengelolaan lingkungan
di Sekoleh

45 DLHK

PROGRAM PENGHARGAAN
LINCKUNGAN HIDUP UNTU(
MASYARAKAT

Terfasi.litasinya pelobinaan
kaEpung ikti.Eo

6 DLHK

PROGRAM PENANGANAN
PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pels€ntase Penanganan
Pengaduan Pengelolaan
Lingkungarl Hidup

100 DLHK

PROGRAM PENGELOI^AAN
PERSAMPA}IAN

Pers€ntase timbulan sampah
terkeloLa

50 DLHK

PROGRAM PENDAFTARAN
PENDUDUK

Cakupan Perekaman KTP-el LOOo/" Disdukcapil

PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan Kepemilikqi A.lcte
Kelahiran 0 s/d 18 taiun r00% Disdukcapil

PROGRAM PENGELOI,AAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

PROGRAM PENGELOI.AAN PROFIL
KEPENDUDUKAN

Pelsentase Ja-ringar SIA(
dalam Kondisi Baik

Pers€ntase Pemenuhan
Pengelolaan Profil
Kependudukan

100% Disdukcapil

1000/" Disdukcapil

2.13 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

PROCRAM ADMINISTRASI
PEM ERI NTAHAN DESA

Pcrseotase desa dengan
Tatakelola Pemerintaha Desa
yarg Baik

20,33"/o DPMPD

PROGRAM PEMBERDAYAAN
LEMBACA KEMASYARAKATAN,
LEMBACA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Peasentase desa dengan
Lembaga Kemasyarakatajl
Desa yarg aktif

DPMPD

I
PROGRAM PENCENDALIAN
PENDUDUK

Tersedianya lqodel solusi
strategis pengendalian
dampal( kependudukar

0,04 DPPKB

Presentase desa/kelurahn
yang memiliki data dan
infoemasi

0,04 DPPKB
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DLHK

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

too

Jumlal Pelaku usaha yang
memiliki dokumen
lingkuflgan hidup

2, I2 URUSAN PE]\,IEzuNTAIIAN
BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUT"AN DAN
PDNCATATAN SIPIL

2. 14 URUSAN PEITERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BDRENCANA
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PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA (KB) DPPKB

Plesentase PPKBD m6.ndiri 4Vo DPPKB

Persentase KB Baru 4"/. DPPKB

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN KELUARGA
SE.'AHTERA (KS)

Plesentase Kelompok
ketahanan yang aktif r36 DPPKI}

-

PROGRAM PENYELE}IOGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JAr-AN (LLaJ)

Persentase jaringan trayek
dan moda tlarsportasi 96,55 Dinas Perhubunga!

Prosentase Penangana.n Titik
Kemacetan La.lu Lintas 100 Dinas Perhubungan

Persentase Inspeksi
Neselamatan Lalu Lintas 80 Dinas Perhubungar

Persentase Pella,rgkapan
Jalai di Jalai Kabupaten

8B Dinas PerhubunSar

I

PROGRAM INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

Prosentase layanan
keterbukadr DaJtaJ
informasi publik

tooa/" Diskominfo

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
Prosentase penyediaan
layana! intemet 100,00 Diskominfo

Prosentase penyediaan
layanaJr aplikasi 100,00 Diskominfo

I I

PROGRAM PENII2\IAN KESEHATAN
KSP/USP KOPERASI

Persentase update dar
jumlah Kopemsi aktif ysng
dilakukan penilaian dan
pemeringkatan.

Dinas Kopelasi dan
Usaha Mikro

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI

Persentase update dan
jumlal Koperasi aktif yartg
dilakukar Peningkatan
Pemberdayaan dan
perlindungar Koperasi.

t3,29 Dinas Koperasi dan
Usaia Miloo

PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAI{A MENENGAH, USA}IA
KECIL, DAN USAT{A MIKRO (UMKM)

Prosentase usa}la yarg
terfasilitasi legahtas usaha

7,41
Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro

PROGRAM PENGEMBANCAN
UMKM

Persentase Koperasi dan
Usaha Mikro yang
terfasilitasi D6na Peoerintah
Dcelalui UPDB

12,00
Dinas Koperasi dan
Usaha Miloo

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

Persentase kemudahan
berusaha

2a DPMPISP

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja
Program (outcome)

Target Tahun
2023

Perangkat Daerah
Penanggung Jarvab

2, 15 URUSAN PEMER]NTAHAN
BIDANC PERHUBUNGAN

2, 16 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2, 17 URUSAN PEMERINTAIIAN
BIDANG KOPERASI, USAIIA K!CIL,
DAN MENENGAH

2, 18 URUS$ PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN MODAI
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Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja
Program (outcome)

Target Tahun
2023

Perangkat Daerah
Penanggung Jau,ab

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN
MODAL

Persentase peningkatan
Einat investor 20 DPMPTSP

PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

lndeks kepuasar masyarakat
(IKM) terhadap pelayanan
perizinaa dan non perizinan

90 DPMPTSP

PROGRAM PENCENDALIAN
PEI"A,KSANAAN PENANAMAN
MODAL

70 DPMPTSP

PROGRAM PEN GELOLA,{Y DATA
DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL

70 DPMPTSP

2, 19 URUSAN PDMERINTAHAN
BIDANC K-EPEMUDAAN DAN
OLA.!IRAGA

PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN

Pelsentase pemuda binaan 1500 Disporabudpar

PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEOI,AHRAGAAN

Persentase atlit cabarg
olahraga binaar 37

JuElah aiggota pramuka
yarlg dikembangkai Disporabudpar

2,20 URUSAN PEMERINTA.EIAN
BIDANG STATISTIK

PROGRAM PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL

2,2 T URUSAN PEMEI?INTAHAN
BIDANC PERSANDTAN

55% Diskominfo

PROGRAM PEI.IYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTU(
PENGAMANAN INFORMASI

Persentase layanan kemanan
informasi 45"/o

2,22 URUSAN PEMERlNTAHAN
BIDANG KEBUDAYAAN

PROGRAM PENOEMBANGAN
KEBUDAYAAN

t0 Disporabudpar

2,23 URUSAN PEM ERINTAITAN
BIDANG PERPUSTA(AAN

PROGRAM PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN

Pers€ntas€ Peningkatan
Pelayaia, dan Pembinaan
Pe.pu stakaa!

lOO"/o DISPERPUSIP

2,24 URUSAN I'EMERINTA}IAN
BIDANG KDAITSIPAN

Pelsentase penerapan
pengelolaan arsip s€cala
baku, pemilaha! arsip
inaktif dan penyerahan arsip
dari SXPD/BUMD/Lembaga
ke Disperpusip

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 100% DISPERPUSIP

URUSAN PDMERINTAHAN PIUHAN

Diskominfo

Skor kepatuha! investor
yang melaporkai lapora-n
kegiatai penanaman moda-I
(LI(PM)

Perseotase data perizinan
yarlg diolah da'l
diinformasika! melalui
sistem pelaporan online

Disporabudpa-r

PROGRAM PENOEMBANGAN
KAPASITAS KEPRAMUKAAN 200

hosentase layanan
ketersediaa! data statistik
sektoral

Persentase Event
kebudayaan yang
di.laksaiaka,
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Target Tahun
2023

PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN TANCKAP

Laju Produksi Perikanan
Tarlgkap 0,50% DISKAN

Produ}<tivitas Perikanar
Pudidaya 5,4 DISKAN

PROGRAM PENGELOI.AAN
PERIKANAN BUDIDAYA

Persentase Pengetaiuar
Produksi Budidaya Ikai 800/. D]SI{AN

PROCRAM PENGOL.AHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Tingkat Konsu[rsi Ika, 40,45 DISKAN

I
PROGRAM PENINGKATAN DAYA
TARIK DESTINASI PARIWISATA

Presentase pelringkats! daya
ta.rik pariwisata i00 Disporabudpar

PROGRAM PENGEMBANCAN
SUMBER DAYA PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

Persentase Sumber Daya
Pariwisata dar Ekooomi
Itueatif yang dibila

3 Disporabudpar

I

PROGRAM PE},IYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA
PERTANTAN

l%o
Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan

PROGRAM PEI'IYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARANA
PERTANIAN

Persentase Peningkatan
Produktivitas Pertaiian t.k Dinas Pertartian dalr

(etahaJran Pa.rrga.rr

PROGRAM PENGENDALIAN
KBSEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

Perseutase Hewan Sakit yerg
Dapat Disembuhkan

Dinas Pertanian da.n
Ketahalan Pangan

Persefltase Produk Hewan
yang Nlemenuhi SNI

5"/"
Dinas Pertanian da-rl
Ketaha.nan Pangan

PROGRAM PEzuZINAN USA}IA
PBRTANIAN

Persentase Peningkatan
Produksi Petemakan

t,50/o
Dinas Pertartian dalt
Ketaianan PangaJr

PROGRAM PEI.IYIJLU}IAN
PERTANIAN

Ples€[tase Peningkatai SDM
Pertalrian

Dinas Pertariai dan
Ketahanan Pangan

I
PROGRAM PERIZINAN DAN
PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Prosentase Pelaku Usaha
Perdagangan dan II(M yang
diawasi dalam memenuhi
mekanisme dan prosedur
ekspor

42,t0v" Disperindag

PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANCAN

24 Disperindag

PROGRAM STAI}IUSASI HARGA
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN
BARANG PENTING

Prosentase Barang
Kebutuhan Pokok dar
Bsrang Penting yarlg
Belsubsidi yang di Monitor/
di Pantau

35,71 Disperindag

PROGRAM PENGEMBANGAN
EKSPOR

Plosentase Pelaku Usa}la
yang memenuhi mekortisme
dan prosedur ekspor

t6,970/t Disperindag

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja
Program (outcome)

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

3,25 URUS$ PEMERINTAHAN
BIDANG KEI.A.UTAN DAN
PI'zuKANAN

3,26 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PARIWISATA

3.27 URUSAN PDMDRINTAHAN
BIDANO PDRTANIAN

Persentase Peningkatan
Produktivitas Pertanian

3.30 URUSAN PDMERINTAHAN
BIDA].IG PERDAGANGAN

Persentase Sarona Distribusi
Perdagargan
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PROGRAM STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Presentase Pelaku Usaha
Yang melaksaiakai
Pelayanar Tera/Tera Ularlg
UTTP

t | ,6ao/o Disperindag

T

PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI

Presentase Pela]<u IKM yang
Mendapatkan
Pendampingai/ Pembinaan
den Pelatihan

16,03

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN
USAIIA INDUSTRI
KABUPATEN/KOTA

Prosentase Pelalu Usaha
IKM yarlg memiliki
izin/Iegalitas yang diawasi

33,59"k Disperindag

PROCRAM PENOELOLAAN SISTEM
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Prosentase data industri dan
data kawasar industri yang
dilakukan pengolahar,
aralisis, da.n
publikasi/diseminasi

Disperindag

I I
PROGRAM PEMBANGUNAN
KAWASAN TRANSMIGRASI

Jumlal calon tran smigraJl
yaig terseleksi 0 Dinas Tenaga Kerja

UNSUR PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTA}IAN

4.0 1 SEKRDTARIAT DAERAH

PROGRAM PEMERINTAIIAN DAN
KESDJAHTERAAN RAKYAT

Prosentase Penyelesaian
Permasalahan dibidang
Kesra

rooo/. SEKRETARIAT DAERAH

Plosentase pemenuharl
Ad.r[inist asi Pemerintahai 100v" SEKRETARIAT DAERAH

Prosentase Produk Hukum
dan Penangartan
Kasus/ Perkara yarg
diselesaikan

100% SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

Plosentase RumusaIl
Kebijal<an ekonomi yang di
Implementasikan

100% SEKRETARIAT DAERAH

Prcsentase Rumusa! .
Kebijakan Pembangunan
yaJlg di implementasikar

100% SEKRETARIAT DAERAH

Tercapainya Tingkat
Kematanga.n UKPBJ

SDKRETARIAT DAERAH

4.02 SEKRETARIAT DPRD

PROGRAM DUKUNGAN
PEI,AKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI DPRD

4237"/o Selcetariat DPRD

Prosentase Hasil dar!
Pelaksanaai Fasilitasi
Persidangar Tepat Wal<ttr

46,49"/o Sekretariat DPRD

JumIaI produk hukum yang
difasilitasi pembEiasalnya 77 ,45"/o Sek etariat DPRD

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAIIAN

PERENCANAAN

toovo Bappeda

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja
Program (outcome)

Target Tahun
2023

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEzuNDUSTRIAN

3.32 URUSAN PEMERINTAIIAN
BIDANG TRANSNIIGRASI

Disperindag
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PROGRAM PDRENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase Dokumen
Pelaporan dar Pengendalian
Perencanaan Pembanzunan

Prcsentase Dokumen
Pelaporar Tepat Waktu 100% Bappeda

Pros€ntase I(etersediar Data
Pembangunan 80% Bappeda

PROGRAM KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Yo hasil rekomendasi yang
ditindaklanju ti dan
diimplementasikai

tooo/o Bappeda

70 hasil rekomendasi yang
ditiodaklarjuti dan
diimplementasikan bidang
Perencanaan Perekonomian
dan SDA

IOOYo Bappeda

7o hasil lekomendasi yang
ditindaldanj u ti dan
diimplementasikan bidang
Perencanaan Sosia.l Budaya
dan Pemerintahan

100% B.rppeda

7o hasil rekomeodasi yang
ditind6}lanjuti dan
diirDplementasikan bidang
Perencanaan Plasarana
Wilaya}l

10070 Bappeda

KEUANGAN

I O00/o BP(ADPROCRAM PENGELOLqAN
KEUANGAN DAERAH

Persentase Tingkat
kepatuhan Rasio
Pengarggaran

96"h BPKADPersentas€ kineia
penyelenggaraan Akuntansi

BPKAD
Tingkat Ketepatsl
Penyelesaran Administrasi
KeuanSan Bcndalara SKPD

95"/"

BP(ADPROGRAM PENOELOLAAN BARANC
MILIK DAERAH

Perseotase Kinerja
Pentelolaar Aset Daerah

95v"

BPKAD
Persentase Barang Milik
Daerah yang
digunau sahakart

6,vo

PROGRAM PEN GELOI.AAN
PENDAPATAN DAERAH

77v" BAPENDAPersentase Kepatuhan wajib
pajak

r00% BAPENDA

Persentase Pemenuhan
keters€diaan dokumen
perencanaan dan
pengembangan pendapatan
daerah

BAPENDAP€rsentase Capaian Target
Pajak Daerai 100%

BAPENDA

Persentas€ Pemenuhan
layana, darl Pelaporan Data
Informasi Pendapatan
Daerah

tooo/o

KEPEGAWAIAN

I Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerjh
Program (outcome)

Target Tahun
2023

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
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PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Persentase pemenuhaJI
pengadaan ASN,
Pemberhentian dan
informasi kepegawaian ASN

r 000/. BKPSDM

Pers€ntase pemenuhai
fasilitasi layanan mutasi dan
Prooosi ASN

1000/. BKPSDM

Prosentase peningkatai
disiplin ASN 99,6 yo L}XPSDM

Persentase capaian
Pentembangan karir sesuai
kompetensi ASN

tooo/. BKPSDM

PENDIDI(AN DAN PEI.\TIHAN

PROGRAM PENG EMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Persentase apa.ratur yarg
mendapatkan pengembarrgan
kodpeteosi TekJris,
oalajerial, fungsional dan
Iats8r/ prajabatan

toook BKPSDM

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

r 00% BappedaPROGRAN,I PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Prosentase lmplementasi
Kebijakan Hasil Litbaig

Jumlah Inovasi Daerah yang
diimplementasikan

45 Bappeda

UNSUR FENGAWASAN URUSAN
PEMERINTAIIAN

100% I nspelitoratPROGRAM PEMELENGGARAAN
PDNGAWASAN

Menurunnya Jumlah temuan
hasil pemeriksaaa

InspeldoratNila.i Maturitas
PenyelengSaraan SPIP

3t,522
PROGRAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI

UNSUR KEWII-AYAIIAN

7.OI I(ECAMATAN

Kec. Tigaraksa100

Prosentase terpenuhinya
PATEN sesuai deflgatt
staidar Kecamatan
Tigaraksa

PROGRAM PEI.IYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

Kec. Tigaraksa
Prosentase inflasfu!(ur
dasa.r da.lam kondisi baik
KecaEatan Tigaraksa

96,2

95,52 I(ec. Cikupa
Prosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengan
sta-ndal Kecamatan Cikupa

98 Kec. Cikupa
Prosentqs€ infrastruLtur
dasar daldn ko[disi baik
Kecaraatan Cikupa

Kec. PaJtonganr00%

Prosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengajt
standar Kecamatan
Pai!ongan

liec. Panongar100%
Prosentase infrastruktur
dasar dalam koodisi baik
Kecarnatan Panongan

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Target Tahun
2023

Perangkat Daerah
Penanggung Jarvab
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Target Tahun
2023

Prosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengan
standa-r Kecamatan Curug

100

Prosentase infrastrultur
dasai dalam kondisi baik
KecaJnatan Curug

98,00 Kec. CURUG

Prosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengai
standar

100% Kec. Legok

Prosentase infrastruktur
dasa, dalarn kondisi baik 90v" Kec. Legok

Plos€ntase terpenuhinya
PATEN sesuai dengai
standa,

100% Kec. Pasar Kemis

Prosentase infrasfuktur
dasar da.lam kondisi baik 90"/" Kec. Pasar I(emis

Prosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengan
standar

100% Kec. Balaraja

hosentase ttfrastrul'-tur
dasar dalam kondisi baik I0070 Kec. Balaraja

Prosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengan
standar

100 Kec. Iftesek

Prosentase inflastrulrtur
dasar dalam kondisi baik 100 Iiec. Nresek

Plosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengan
starda.r

95o/'"

Prosentase infrastrulatur
dasar dalam kondisi baik 950/" Kec. lconjo

Prosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengai
standar

100% Knc. Mauk

Plosentase infrastruhu!
dasar dalam kondisi baik 100% Kec. Mauk

Pros€ntase terpenuhinya
PATEN sesuai deogan
standar

100% Kec. Rajeg

Prosentase infrashuktur
dasar dalam kondisi baik 100./" Kec. Rajeg

Prosentase terpeoululya
PATEN sesuai dengan
stsnda.r

100"/. Kec. SEPATAN

Prosentase infrastruliitur
dasai dalam kondisi baik 9090 Kec, SEPATAN

, Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

Kec. CURUG

Kec. lGoojo
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)

Target Tahun
2023

Proseotase terpenuhinya
PATEN sesuai dengan
standar

1000k Kec. Teluknaga

Prosentase inft astruLtur
dasa, dalam kondisi baik 1000/. Kec. Teluhlaga

Prosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengan
standar Kecamatan Cisoka

100% Kec, Cisoka

Plosentase infrastruktur
dasar dalam kondisi baik
KecaJllatar Cisoka

to00/"

Proseirtase terPenuhinya
PATEN sesuai dengar
standar

IOO'A

Prosentase itilastrulatur
dasar dalam kondisi baik 100% Kec. Pakuhaji

Prosentas€ terpenuhirlya
PATEN sesuai dengai
standar

r00% Kec. Kosarnbi

Prosentase infrastruktur
dasa.r da.larn kondisi baik 100% Kec. Kosarnbi

Prosentase teapenuhinya
PATEN sesuai denga!
standar

87 ,500/o Kec. Cisauk

Plos€ntase infrastruldur
dasar da.lam kondisi baik 85o/o Kec. Cisauk

Prosentase terpcnuhinya
PATEN sesuai dengan
standa,

Kec. Gunung Kaler

Prosentase infrastrlrktur
dasar dalam kondisi baik 1000,'. Kec. Gunung Kaler

Plosentase terpenuhinya
PATEN sesuai denga!
standar Kecamatan Jambe

r00% Kec. Jambe

Plosentase infrastmktur
dasar dalam kondisi baik
Kecarnatsn Jarnbe

1000/" Kec. Jarnbe

Pros€ntase terpenuhinya
PATEN sesuai dengan
standar

100% Kec. Jayanti

Paosentase infrastruktu!
dasar dalam kondisi baik 100% Kec. Jayaiti

Prosentase terpenuhinya
PATEN sesuai den8a!
staida.r

100% Kec. Kemiri

Prosentsse infrastrukur
dasar dala:rn kondisi baik 100% Kec. Kemiri
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Kec. Cisoka

I.ec. Pakuhaji

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan
Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

100%
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Prrorltas PembangUnan

Prosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengs!
standa!

1000/. Kec. Mekar Baru

Prosentase infrastruktu,
dasar dalam kondisi baik tooo/" Kec. Mekar Bar'u

Plosentase terpenuhinya
PATEN sesuai dengan
standal

100% Kec, PAGEDANGAN

Prosentase infrastruktur
dasar dalarn kondisi baik 90v" Kec. PACEDANGAN

Prosentas€ terpenuhinya
PATEN sesuai detrgai
stsndar

100% Kec. Sepatan TiEur

Prosentase infrastluktur
dasa.r dalam kondisi baik 100% Kec. Sepatan Timur

Prosentase te.penuhinya
PATEN sesuai denBan
standar

100% Kec. Sindarg Jaya

Prosentase iDfiast-ruktur
das6J dalain kondisi baik 900/" Kec. Sifldang Jaya

Prosentase terpenuhinya
PATEN sesuai deogan
standar Sot€€t

95"/" Kec. Solear

95% Kec. Soleai
Prosentase infrastrukhrr
dasar dalarlr kondisi baik
Solear

Prosentase terpenuhinya
PATEN sesuai den8ai
standar

100% Kec. Sukamulya

r00%Prosentase infrastrulctut
dasar da.laro kondisi bail<

Kec. Suksrnulva

Proseotase terpenuhilya
PATEN sesuai denSan
standar

100,0 Kcc. Sukadiri

Prosentase inflastruktua
dasar dalarn kondisi baik 100 Kec. Sukadiri

Pros€ntase terpenuhinya
PATEN sesuai dedgan
standar Kelapa Dua

100,00 Kec. Kelapa Dua

100,o0
Prosentas€ infrastiuktur
dasar dalam kondisi baik
l(elepa Dua

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Prosentase kelompok
masyarakat yalg mendapat
pembinaan/peBberdayaan

Kec. Kelapa Dua

Kec. Tigaraksa

7 50/" Kec. Cikupa
Prosentase kclompok
masyarakat yang mendapat
pembinaal/ pemberdayaan

Indikator Kinerja
Program (outcome)

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
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a I

I

Prosentase kelompok
masyaralat yalrg mendapat
pembinaan/pemberdayaan

30 Kec. Parongan

aao/" Kec. CURUG

Plosentase kelompok
masyarakat yaig mendapat
pembinaan /pemberdayaan

Kec. Legok

Prosentase kelompok
masya-rakat yang mendapat
pembinaan/ pemberdayaan

tooo/" Kec. Pasai Kemis

Prosentase kelompok
masyarakat yang mendaPat
peEbinaan/pemberdayaan

88 Kec. Balaraja

Plosentase kelompok '
masyarakat yang mendapat
pembinaan /pemberdayaan

Kec. Kresek

Prosentase kelompok
masyafskat y8-ng mendapat
pembinaan/ pemberdayaair

BB Kec. Kronjo

Prosentase kelompok
masyarakat yang mendapat
pembinaan/pemberdayaan

88 Kec. Mauk

Prosentase kelompok
masya.rakat yang ruendapat
pettrbinaajr/pemberdayaan

88 Kec. Rajeg

Prosentase kelompok
masyarakat yang mendapat
pembinaan/ pemberdayaai

8s% Kec. SEPATAN

Prosentase kelompok
Easya.rakat yang mendapat
pembinaan / pemberdayaa,

100% Kec. Teluknaga

88 Kec. Cisoka

Prosentase kelompok
masyarakat yang mendapat
pembinaan/pemberdayaan

IOOYI Kec. Pakuh4ji

Prosentase kelompok
masyarakat yang mendapat
pembinaan/ pemberdayaan

Kec. Kosambi

Pros€ntase kelompok
Easya.rakat yang mendapat
pembinaa.n / pemberdayaan

90"/" Kec. Cisauk

Proseotase kelompok
masyerakat ya-ng mendaPat
pembinaan/ pemberdayaan

too./o Kec. Gunung Ka]er

Prosentase kelompok
masyarakat yaJrg mendapat
pembinaa!/pembe!dayaan

88% Kec. Jambe

Prcsentase keloopok
masyarakat yang mendapat
pembinaan/pemberdayaan

88% Kec. .levanti

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja
Program (outcome)

Target Tahun
2023

Prosentase kelompok
masyarakat yang rnendapat
pembinaan/pembe.dayaan

Prosentase kelompok
masyarakat yang mendapat
pembinaan/pembeldayaall



T
I

I
Ploscntase kelotnpok
!trasyarakat yang urendapat
petnbins-an / pemberdayasn

aao/"

Prosentase kelompok
masyara.kat yang mendapat
pembinaar/pemberdayaan

aa70 Kec. Mekar Baru

Prosentase kelompok
masyarakat yang mendapat
pembinaan/pemberdayaai

85"/"

hosentase kelompok
masysrakat yang Eendapat
pembinaan/p€mberdayaan

100% Xec. Sepatai Timur

Prosentase kelompok
masyarakat yang mendapat
pembinaan/pemberdayaai

a5E"

Proscntase kelompok
masyarakat yarg mendapat
pembinaan /pemberdayaai

B8% Kec. Solear

Prosentase kelompok
masyarakat yarg mendapat
pembinaai/pemberdayaan

aa.k Kcc. Sukamulya

Plosentase kelompok
masyaaakat yaIlg mendapat
pembinaa!/pemberdayaai

SAYo Kec. Sukadiri

Plosentase kelompok
masyarakat yang mendapat
pembinaan / pemberdayaan

88% Kec. Kelapa Dua

PROGRAM (OORDINASI
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Proseotase gangguan
trantibum yang
ditindaldanjuti

Proseotase gangguan
trantibum yang
ditindaklanjuti

70 Kec. Cikupa

Prosantase gangguan
trantibum yang
ditindakla,Ijuti

71,400/" Kec. Panonga!

Prosentase gangguan
tra!tibum yang
ditindaklanj uti

7 t ,43 Kcc. CURUG

Prosentase gargguan
trantibum yan8
ditindalda.rljuti

?5h Kec. t2gok

Prosentase gangguan
trantibum yarg
ditindaldarlju ti

r00 Kec. Pasar Kemis

Prosentase gangguan
trantibum yang
ditindaklaijuti

7 L ,400/" Kec. Balaraja

Plosentase gangguan
trantibum ],ang
ditindaklanj uti

71,40 Kec. Kresek

Plosentase gangguan
trantibum ya.Dg
ditindaldanj u ti

7 L ,40vo Kec. Iconjo

-319- )

Kec. Kemiii

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pcmbangunan

Indikator Kinerja
Prograrl (outcome)

Perangkat Daeral'r
Penanggung Jawab

Kec, PAGEDANGAN

(ec. Sindang Jaya

7 r ,43 liec. Tigaralsa
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Prosentase ganggua,l
trantibum yang
ditindaklanju ti

71,400/0 Kec. Mauk

Prosentase gangguan
trantibum yarg
ditindaklarj uti

71,40yo Kec. Rajeg

Prosentase gangguar
trantibum yang
ditindeklanjutj

7 slo

Plosentase gangtuan
trartibum yang
ditindaklanj u ti

1000,'. Kec. Telulclaga

Prosentase gangguan
trantibum yang
ditjndaklanju ti

7 t,4V/o Kec. Pakuhaji

Prosentase gangguan
trantibum yang
ditindaldanj u tl

7 t ,40yo

Prosentase ganggua,
trantibum yang
diti'rdaldanju ti

93vo Kec. Cisauk

Prosentase ganggua!
trantibum yang
ditindaklanju ti

lOOo/o Kec. Gunung Kaler

Proseotase galgguaJl
trsntibum yarg
ditindakl alrj uti

Ke.. Jambe

Prosentase Sangguan
traitibum yaig
ditindaldanj u ti

7 | ,4U/o Kec. Jayalti

Kec. Kemiri
Prosentase gangguan
tartibum yarrg
ditindaklanj uti

7 | ,4e/o

Prosentase gangguan
trantibum yang
ditindaklanju ti

7 t ,400/" Kec. Mekar Baru

Kec. PAGDDANGAN
Prosentase SanBguai
trantibum yang
ditindaklanjuti

Prosentase gargguaJI
traitibum yaig
ditindaklaJtjuti

100% Kec, Sepatar Timur

Proseotas€ tangguarl
trantibum yang
dit ndaklanjuti

7 svo Kec. Sindang Jaya

Kec. Solear
Prosentasa gangguan
trantibum ya-ng
ditindaklanjuti

71,4U/o

Kec. Sukarnulya
Prosentasc gangguan
tmrtibum yaJlg
ditj!daklanju ti

71,400/0

7slo Kec. Sukadiri
Prosentase gangSuan
t-rantiburn yang
ditindaklanj u ti

Kec. Kosambi

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja
Program (outcome)

Target Tahun
)i)2.

Perangkat Daerah
Penanggung Jarvab
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T
Plosentase gangguan
trantibum yallg
ditindaklaijuti

7 t,40k Kec. Kelapa Dua

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAI'IAN
DESA

Prosentase desa dengarl
laporan keuangarl baik ' 91,67 Kec. Tigaraksa

Prosentase desa dengan
Iaporar keuangan baik 92 Kec. Cikupa

Prosentase desa dengan
laporan keua.llgan baik 88,880/o Kec. Panongan

Plosentase peningkatan tata
pemerintahar desa

88,88 Kec. Curug

Prosentase desa dengan
laporar keuaigan baik 88,88% Kec. kgok

Prosentase desa d€ngan
laporan keuangan baik 100 Kec. Pasa, Kemis

Prosentase desa dengan
laporan keuangan baik 88,88% Kec. Balaraja

Prosentase desa denga!
lapolan keuargar baik

89 Kec. Kresek

Prosentase desa dengan
Iaporan keuangan baik 88,88% Kec. Ikonjo

Prosentase desa dengan
laporan keuangan baik 88,88% Kec. Mauk

Prosentase desa dengan
laporan keuaJrga! baik

88,86% Kec. Rajeg

88,88% Kec. SEPATAN

Prosentase desa dengai
laporan keu€rlgan baik 100% Kec. Telulmaga

Plosentase desa dengan
laporan keuangan baik

88,88% Kec. Cisoka

Prosentase desa dengan
Iaporan keuanSar baik 88,88% Kec. Pakuhaji

hosentase desa dengaJr
laporan keuangan baik 88,88% Kec. Kosarnbi

Prosentase desa dengan
laporan keuangart baik

c)oo/" Kec. Cisauk

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pernbangunan

Indikator Kinerja
Program (outcome,

Target Tahun
2023

Perangkat Daerah
Penanggung Ja'"vab

Prosentase desa denSa.n
laporan keuangai balk
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Prosentase desa denga.n
laporan keusngar baik t00% Kec. Gunudg Kaler

Prosentase desa dengan
lapore-n keuangar baik a9vo Kec. Jambe

Prosentase desa dengan
laporar keualgan baik 88,88% Kec. Jayanti

Prosentase desa dengan
Iaporan keuangan baik 88,88% Kec. Kemiri

Prose!:tase desa dengan
laporan keuangai baik 88,88% (ec. Mekar Baru

Prosentase desa dengan
Iapora! keuargan baik 88,88% Kec PAGEDANGAN

Prosentase desa dengan '

lapolsn keuargan baik 100% Kec. Sepatan Timur

Prosentase desa denga.n
laporan keuangan baik 88,88% Kec. Sindang Jaya

Kec. SolearProsentase desa dengar
lapora! keuangan baik 88,88%

I{ec. SukamulvaProsentase desa dengart
laporan keuangan baik 88,88%

Prosentase desa dengan
laporan keuangan baik 88,88% Kec Sukadiri

88,88% Kec. Kelapa DuaProsentase desa dentan
lapora! keuarlgan baik

UNSUR PEMERI NTAHAN UMUM

8.01 KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

PROGRAM PENCUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN XARAKTER
KEBANGSAAN

Pers€ntase Caparan
Efelitifi tas Penguatan nilai-
nilai pancasila, wawasai
kebangsaal, dar kara.kter
balgsa

a0v" KesbErgpol

PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MEI.ALUI
PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK

Persentase Capaian
Efektifitas Penguata!
Pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika Serta
Budaya Politik

8070 Kesbangpol

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKA'IAN

Persentase Capaian Efetifltas
Pembinaan dan
Pemberdayaan Orgarisasi
Kemasyg.rakatan

7 U/o Kesbangpol

Bidang Urusar
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja
Program (outcome)

Target Tahun
2023

Perangkat Daerah
Penanggung Jarvab
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I

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANOAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Persentase Capaian
Efeldilitas Pembinaai dai
Pentembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Dai
Budaya

700k Xesbsn&)01

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASIUTASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

Persentase Capaian
Efeldifi tas Penyelengga-raair
Kewaspadaan Nasional di
Daerah

au/" KesbartB)ol

x

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KAE}UPATEN/ KOTA

I. SEMUA OPD

Persentase pemenuhan
adroinistrasi keualgan,
perencana8ll, penganggaran,
dan evaluasi kinerja
peran8kat daerah

100 Dinas Pendidikan

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penuojang dan
pemeliharaan

100 Dinas Pendidikan

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaiaJl,
umum, jasa penunjalrg dan
pemeliharaan

r00 Dinas Kesehatan

Persentase pemenuhan
administrasi keuangan,
perencanaan, penganggaran,
dan evaluasi kine.ja
perangkat daerah

100'/o DBMSDA

Persehtase pemenuhan
administrasi kepe8awaian,
umum, jasa penunjang dan
pemeliharaan

100% DTRB

Persentase pemenuhan
ad&inistrasi keuangan,
perencanaan, penganggaran,
dan eva.luasi kinerja
perangkat dae.ah

lOV/o DTRB

Perseotase pemenuhan
administrasi keuangan,
perencaraan, penganggaran,
dan eva.luasi kineia
perangkat daerah

100%
Dinas Peruoahan,
Pcrmukiman da!
Pemakaman

Persettase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang dai
pemeliharaan

Dinas Perumahan,
Permukiman dan
Pemal<atnan

Persentas€ pemenuhan
administrasi kepegawaian,
unrum, jasa pe[unjaig darl
pemelih.uaan

100 Satpol PP

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja
Program (outcome)

Target Tahun
2023

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

x.xx

r00
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I I
Persentase pemeouhar
adEinistrasi keuargan,
perencanaan, pengangSaran,
dan evaluasi kinerja
pelangkat daerEi

100 Satpol PP

Persentase peEenuhan
administrasi kepegawaian,
uoua, jasa penunja!8 dan
pemeliharaan

100 BPBD

100 BPBD

Persentase pemelluhan
admintstrasi keuangan,
perencarlaan, penSanggararl,
dan evaluasi kineda
perangkat daemh

Perseotase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjant dan
pemeliharaan

100 Dinsos

100 Dinsos

Persentase pemenuhan
adEinistrasi keuangan,
perencanaan, penganggaran,
dsn evaluasi kinerja
Perangkat daerah

1000/. Dinas Tenaga Kerja

Persentase pemenuhan
adminisuasi kepegawaian,
umum, jasa penunja,Ig dan
pemeliharaan

100% Dinas Tenaga Kerja

Pcrsentase pemenuha!
adndnistrasi keuangai,
pcrencanaan, PenSanggaran,
ds.rr eva.luasi kinerja
perangkat daerah

DPPPA

Persentase pemenuhan
administrasi keuangan,
pelencanaan, penganggarai,
dan eva.Iuasi kinelja
perangkat daerah

100%

100% DPPPA

Persentase pemenuhan
administ asi kepegawaian,
umum, jasa Penunjang dan
pemeUharaan

DLHK100

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
uaum, jasa penunjang dsn
Pemeliharaan

DLH](100

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaiaJ!,
umum, jasa penunjang dan
pemeliharaan

100% DPMPD

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang dan
pemeliharaan

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Pricritas Pembangunan

Indikator Kinerja
Program (outcome)

Perangkat Daerah
Penanggung Jarvab
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I

I

Pelsentase peEenuhan
ado.inistr:asi keuangan,
Perencalaan, penganSgaran,
dan evaluasi kinerja
perangkat daerai

100 DPMPD

Perseutase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang darr
pemeliharaa.n

100% Disdukcapil

Pelsentase peEenuhan
ad&inistrasi keuangan,
pelencanaan, Pentanggarai,
dan evaluasi kineda
perangkat daerah

100Yo Disdukcapil

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang dan
petnelihsaan

100% DPPKI}

Persentase pemenuhan
administasi keuangan,
Perencaiaan, penganggaran,
dan eva.luasi kineda
perangkat daerai

I O09/o DPPKB

Persentase pemeouhan
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang dan
perneliharaaJI

I00 Persen Dinas Perhubungan

Persentase pemenuhan
administrasi keua.ngarr,
pereflcanaaJr , penganggaran ,

den evaluasi kinerja
Perangkat daerah

100 Persen Dinas Perhubungarl

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaiai,
umum, jasa penunjang dan
pemeliharaan

100 Diskominfo

Pelsentase peElefluhan
adEinistrasi keuangan,
perencanaan, penganggaran,
dan eva-luasi kinerja
perangkat daerai

100 Diskominfo

Pers€ntase pemenuhar
administrasi keuantan,
perencaraaJl, pengantga-raJl,
dan evaluasi kinerja
Pe16IIgkat daerah

100
Dinas Kopelasi dan
Usaha Milco

Pcrseltase pemenuhan
administrasi keuangan,
perencanaan, PengaJrggaran,
dan evaluasi kinerja
perangkat daerah

100 DPMPTSP

Pers€ntase pemenuhan
adtdnistrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang da.n
pemeliharaan

r00 DPMPISP

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja
Program (outcome)

Target Tahun
2023

Perangkat Daerah
Penanggung Jarvab
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Persentase pemenuhan
administrasi keuengan,
Peredcalaan, penganggaran,
dan evaluasi kineda
perangkat daemh

r00% Dispolabudpat

Persentase pemenuha.lr
adEinistrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjanS da.r!
pemeliharaan

100% Disporabudpar

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang dan
pemeliharaan

100 DISPERPUSIP

100 DISPERPUSIP

Persentase pemenuhai
administrasi keuangai,
perencanaan, penSaiggaran,
dan evaluasi kinerja
perangkat daeratl

DISKAN

Persentase pemenuhan
admtristrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang dan
pelneliharaarl

100%

100% DISKAN

Persentase pemenuhan '

administrasi keuangan,
perenc,maaJr, penganSSaran,
dan eva.luasi kineda
perangkat daerai

Dinas Pertanian dan
Ketaiarta! Pangan99"/o

Persentase pemenuhai
administrasi kepegawaiaIr,
umu4, jasa penunjaig da.n
pemelihetraan

Dinas Pertanian darr
Ketahanan Pangan).ooo/o

P€rsetrtase pemenuharl
adloinistIasi keuangan,
pereocanaarl, PenganSgaran,
dan evaluasi kinerja
perangkat daerai

100% Disperindag

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang dai
pemetharaai

Disperindagtooo/o

Persentase pemenuhaJr
administlasi keuarlgajt,
perencaiaa!, penganggarar,
dan evaluasi kineda
perangkat daerah

SEKRETARIAT DAERAH

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
ultluEl, jasa penunjang dan
pemeliha.raaJr

1009/.

SEKRETARIAT DAERAH

Pers€ntase pemenuhan
adEinistrasi keuangar,
pef encanaan, pengalggaran,
dan evaluasi kineda
Perargkat daerah

-326-

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja
Program (outcome)

Target Tahun
2023

Perangkat Daerah
Penanggung Jalvab

100%
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Ia

Prosentase Fasilitasi
Pclayanan Kedinasan
KDH/wlOH dan Pejabat
Daerah

1000/" SEKRETARIAT DAERAH

Indeks Reformasi Birokrasi 65 SEKRETARIAT DAERAH

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjs.rlg da!
pemeliharaan

a6,o ivo SEKRETARIAT DPRD

Persentase pemenuhai
administrasi keuangan,
pelencanaan, peoganggaran,
daJr evaluasi kinerja
pcrangkat daelah

a5,900/" SEKRETARIAT DPRD

100% Bappeda

Bappeda

Persentase pemenuhall
administrasi kepegawaiai,
umum, jasa penunjarg darl
pemelih,rra€rn

P€rsentas€ peln€nuhan
administrasi keuaigan,
perencrmaan, peng€mg8aran,
dan evaluasi kinerja
per€ngkat daerah

IOOYo

BPKAD

Pers€ntase Pemenuhan
adloinistrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjalg dan
pemeliharaar!

100%

BPiiAD

Persefltase pemenuhan
admiristrasi keuangan,
perencanaan, PenSar!8garan,
dan evaluasi kinerja
perarlskat daer€i

rOOYI

BAPENDA

Persentase pemenuhan
adrdnistrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang da,
pemeliharaan

tooo/o

BAPENDAro0%

Pelsentas€ pemenuhaJr
administrasi keuangan,
Perencanaan, pentalggara.n,
dan evaluasi kineia
perangkat daerah

IOOYo

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaiai,
uEum, jasa Penunjalg dan
pcmeliharaan

B1(PSDM100%

Persentase pemenuhsJl
administrasi keuaigan,
pelencanaan, penganggatai,
dart evaluasi kinerja
Perangkat daeral

Irspehorat
Persentase pemenuharr
administrasi kepegawaiar,
umum, jasa penunjang dan
pemeliharaajl

100yo

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

lndikator Kinerja
Program (outcome)

Target Tahun
2023

BKPSDM
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Persentase pemenuhan
administrasi keuangan,
Perencanaan, pentanStaran,
dan eva.luasi kinerja
perangkat daelai

too"/o Inspektorat

Kec . Tigaraksa

Persentase pemenuhaJl
administrasi kepegawaiar,
umum, jasa penunjang dan
pemeliharaan

100%

Kec . Tigaraksa

Persentase pemenuhan
administrasi keuangan,
perencanaan, pengangSarar,
dan evaluasi kineda
perangkqt daerah

100%

Kec. Cikupa

Persentase pemenuhart
administiasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang dan
pemeliharaan

100%

Kec. Cikupa

Persentase pemenuhan
administrasi keua.ngan,
perencanaan, penganggaran,
dan evaluasi kineia
perangkat daerai

10070

100% Kec. Panooga!

Persentase pemenuhan
administlasi kepegawaial,
umum, jasa penunjarrg dan
pe6eliha.raan lccanratan
Panoogan

Kec. Panongan1000/.

Persentase administ asi
keuangan, perencanaan,
penganggaran, dar evaluasi
kinerja peraigkat daerai
KecaJllatai Panongan

Kec. CURUG1009'0

Pers€ntase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunja.rlg dao
pemeliharaan Kecamatan
Curug

IOOYI Kec. CURUG

Persentase administrasi
keuangaJr, perencanaajl,
penga-n88aJan, dan evaluasi
kineia perangkat daerah
KecaEatan Panonga,

Kec. L€gok

Persentase pemenuharl
addrinistrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang daJl
pemelihdazln

LOOk

100% Kec. L€gok

Persetltase pemenuha!
admirtistrasi keuangan,
per€ncaruan, pengangSaran,
daJr eva.luasi kineia
perangkat daerah

Kec. Pasar Kemis
Persentase pemenuhaJl
administrasi kepegawaian,
uEum, jasa penunjarg dart
peIaelih{uaan

100%

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

lndikator Kinerja
Program (outcome)

Target Tahun
2023

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab



-329-

Peasentase pemenuhan
adrainistrasi keuartgg!,
perencanaan, penganStara.n,
dai evaluasi kioerja
perargkat daeralt

tooo/"
{

Kcc. Pasar Kemis

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
ulnum, jasa penunjang dsn
Pelueuharaan

100% Kec. Balaraja

100% Kec. Balaraja

Persentase pemenuhan
admir strasi keuarlgan,
pcreocanaan, pengantgsran,
dan evaluasi kineda
perangkat daerah

100% Kec. Xresek

Persentase pemenuhal
administrasi kepegawaian,
uDruB, jasa penunjsrrg dan
pemeliharaan

100% Kec. Kresek

Persentase penrenuhan
adEinistrasi keuanga.!!,
perencanaan, Penganggaran,
dan evaluasi kinerja
perangkat daeroi

Kec. Iconjo
Persentase pemenuhan
adidnistrasi kepe gawaian,
u(lum, jasa penunjang dan
pemeliharaan

1000/.

Kec. I&onjo100%

Persentase pemenuhan
administrasi keuaigan,
Pelencanaan, pengan8Baran,
dff! eva-luasi kinerja
perangkat daerah

Kec. MaukI O00/'.

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang dan
peoeliharaan

Kec. Mauk100%

Pers€ntase pemenuhan
administrasi keuangan,
pereocanaai, pengangSarall,
dan evaluasi kineda
Peralgkat daerah

Kec. Rajeg100%

Persentase pemenuharl
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjarg dan
Pemeliharaan

Kec. Rajeg

Pelscntas€ pemenuhal
adhirristrasi keuaDgan,
Perencanasn, Penganggalan,
dan eva.luasi kineria
Perdtgkat daerah

I O0./"

(ec. SEPATAN100%

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang dan
pemeliharaan

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja
Program (outcome)

Target Tahun
2023

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
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Persentase pemenuhan
administrasi keuanga-o,
perencanaan, pengaiggaraJI,
dan evaluasi krneria
Perangkat daerah

tooo/" Kec. SEPATAN

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaiar,
umum, jasa penunjang dan
pemeliharaan

100% Kec. Teluknaga

Persentase peEenuhaIl
administrasi keuangan,
Pelencanaan, Penganggaran,
dan evaluasi kineia
pe!a,l8kat daerah

IOOYI Kec. Telulimaga

10070 Kec. Cisoka

Persentase pemenuha!
administrasi kepegawaiai,
umulE, jase penunjang dan
pemeliharaan Kecamatan
Cisoka

Kec. Cisoka

Perseotas€ adrrinistrasi
keua.ngan, perencanaan,
pengsnggaran, dan evaluasi
kineia perangkat daerai
Keca$atan Cisoka

100%

Kec. Pakuhaji100%

Pe!sentase pemenuhan
adrniristrasi kepegawaian,
uaum, jasa p€nunjarg dhn
Pemelihalaall

t00"/" Kec. Pakuhaji

Persentase pemenuhslr
administrasi keuangan,
pereocanaan, Pengaiggaian,
dar evaluhsi kineia
pera.ngkat daerah

Kec. Kosambi
Persertase pemenuhan
admiristrasi kepegawaian,
umuft, jasa penunjang dan
pemeliharaaJl

100"/"

100% Kec. Kosambi

Persentase penrenuhalr
administrasi keuargan,
pelencanaan, penSangSaran,
dan evaluasi kioeia
pelangkat daerah

Kec. Cisauk90"/.

Perscntase peEenuha!
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang dan
pemeliharaan

Kec. Cisauk90"

Perselttase pemenuha!
administrasi keuangaJr,
pelencanaan, pengaJlggaran,
dan eva.luasi kineia
pelangkat daera.tl

Kec. Gunung Kalerr 000/.

Pelsentase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
umulo, jasa penunjai8 da!
pemeliharaan

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja
Program (outcome)

Target Tahun
2023

Perangkat Daerah
Penanggung Jarvab
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Persentase pemenuha!
adDinistrasi keuargan,
perencanaalr! Penganggararl,
dan evaluasi kineda
pelargkat daerah

I000/.

Persentase peme[uhan
administrasi kepegawaian,
uEum, jasa penunjang dan
pemeliharaan Kecanatai
Jorltbe

I

too"/" Kec. J6mbe

Pelsentase administ-rasi
keuaigar, perencurnaan,
penganggaran, dan evaluasi
kinerja perangkat daerah
Kecamatan Jambe

100% Kec. Jambe

Persentase pemenuhan
admi4istlasi kepegawaiai,
ufium, jasa penunjan8 dan
pemeliharaan

1000/. Kec- Jayanti

Persentase pemenuhan
admirist asi keuartgar,
pcrencanaan, Pen8anggaran,
dan evaluasi kineia
peraigkat daerah

tooo/" Kec.Iavanti

r 000/0 liec. Kemirr

Pers€ntase pemenuhan
admirist asi kepegawaian,
umum, jasa peflunjang dar
pemeliharaan

Persentase pemenuhan
adr:D.irlistrasi keuangan,
perencanaaJr, penganggaran,
dor eva.luasi kinerja
peraigkat daelah

1000/. Kec. Kemiii

100% I(ec. Mekar Baru

Persentase pemeouhan
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang dan
perlreLihauaaur

lOO"/o Kec. Mekai Baiu

Pelsentase pemenuhan
adrailistrasi keuangan,
Perencanasn, pengaiggaJan,
dan eva.luasi kinerja
perangkat daerah

Pers€ntase pemefluhai
admi.istrasi kepegawaiart,
uDum, jasa penunjant dan
pemelihara6Jl

lOOo/o Kec. PAGEDANGAN

Kec, PAGEDANGAN

Persentase pemenuhan
admtristrasi keuangan,
Perencanaajl, pengaISSara.n,
dar evaluasi kineia
perangkat daerah

100%

rou/" Kec. Sepatan Timur
Pcrsentase pemenuhaJr
ad&i[istrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjaJI8 dan
pemeliharaan

Bidang Urusan
Pemeriltahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja
Program (outcome)

Target Tahun
2023

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

Kec. Cunung Kaler
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I I

Persentase pemenuhaII
admirf stiasi keuangan,
perencanaan, PenSalggaraJr,
dan evaluasi kinerja
pelangkat daerah

100% Kec. Sepatan Timur

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
uEum, jasa penunjarlg dar
perueliharaan

toe/o Kec. Sindang Jaya

100% Kec. Sindaig Jaya

Pcrsentase pemenuha!
administrasi kepegawaian,
ulouo, jasa penunj€ng dar
pemeliharaan KecaEatan
Solear

rooo/" Kec. Solear

Persentase administrasi
keuangan, perencanaan,
penganggaial, da.tr evsluasi
kineda perangkat daerah
Kecamatan Panoflga!

I OOTU Kec. Soleat

Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang dar
pemeliharaajt

IOOYo Kec. Sukamulya

Persentase pemenuhan
administrasi keuantar,
perencanaan , PengangSarsn ,

daJr eva.luasi kinerja
perangkat daelah

100"/. Kec. Sukamulya

Persentase pemenuha.n
administrasi keuaigan,
perencanaan, penSanggaran,
dan evaluasi kineda
perargkat daerah

tooo/o Kec. Slrkadiri

Persentase peEenuhaJl
administrasi kepegawaiai,
uBum, jssa Penunlang dajl
pemelihalaan

100%" Kec. Sukadiri

Persentase administrasi
keuangan, perencanaan,
penganggBran, dan evaluasi
kineia peraigkat daerah
Kecamatar Panongai

100 Kec. Kelapa Dua

Persentase pemenuhar
admiIlistrasi kepegawaian,
umum, jasa Penunjang dan
pemeliharaar KelaPa Dua

100 Kec. Kelapa Dua

Persentase pemenuha!
administrasi keuangan,
perencanaaJr, penganggaran,
dan evaluasi kinerja
perangkat daerah

100 Persen KesbaJlgpol

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja
Program (outcome)

Perangkat Daerah
Penanggung Jarvab

Persentase pemeouhan
administrasi keuangan,
perencanaan, penganggaran,
dan evaluasi kinerja
peraigkat daerah
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Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator kinerja secara

lengkap dapat dilihat dalam buku lampiran Rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Tangerang mencanangkan "Program Unggulan"

sebagai program pembangunan daerah yang merupakan program berbasis isu

strategis untuk mendongkrak langsung pencapaial Visi dan Misi yang diusung

Kepala Daerah.

Persentase pemenuhan
adninistrasi kepegawaian,
uEutn, jass penunjang daJl
peEeliharaan

I00 Persen Kesbaig)ol

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja
Program (outcome)

Target Tahun
2023

Perangkat Daerah
Penanggung Jalvab
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Tabel 5.2

Program Unggulan Daerah disertai Indikasi Kegiatan

lnsentif Guru Ngaji
Tersedianya Penerima Insentif Guru
Nsaii Orang/Tahun 4,1 10I TANGERANC RELIGI Setda

Pengembangan Diri Siswa Baca
Tulis Al Qur'an

Jumlah peserta didik SD dan SMP yang
dapat Baca Tulis Al Qur-an

Siswa 1o,000 Disdik

Pembangunan sarana Sanitasi Pada
Pondok Pesantren

Jumlah Pondok Pesantren yang
mendapatkar bantuan

pondok
pesantren r25 Kesra

Peningkatar Pembangunan Sektor
Ekonomi di Pondok Pesantren

Jumlah Pontren dibina pada bidang
pertanian

pondok
pesantr:en t0 Dinas Pertaniar

Peningkatan Pembangunan Sektor
Ekonomi di Pondok Pesantren

Jumlah Pontren dibina dari sektor
perekonomian bidang Perikanal

pondok
pesantren 20 Dinas Perikanan

Jumlah Pontren dibina PHBS

Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun

pondok
santren 150

2GERAKAN SEKOLAH
MEMENANGKAN ( GSM )

Peningkatan Pembangunan Sektor
Ekonomi di Pondok Pesantren

Pembangunan Gedung Sekolah

Dinkes

Disdik2

RuangPenambahan Ruang Kelas Sekolah Jumlah ruang kelas yang dibangun
I

50 Disdik

RuangRehabilitasi Sedang/berat
bangunan Sekolah

Jumlah Ruang Kelas 1'arrg direhab 50 Disdik

orangBeasiswa Pendidikan Berprestasi
dan MBR

Jumlah siswa yang mendapatkan
beasiswa

4 0tJ0 Disdik

Fasilitasi Sekolah Ramah Anak Jumlah sekolah dibina menjadi ramah
anak sekolah

Jumlah sekolah SD/SMP yang
menerapkan kurassaki sekolah 150Sekolah KURASSAKI

DP3A

Disdik

jumlah sekolah SD/SMP yang

Jurnlah pasien yang mendapatkan
bantuan pensobatan melalui Jamkesda

Sehati sekolah

GERAKAN TANGERANG
SEHAT

Kemitraan Pengobatai bagi pasien
kurang mampu ( Jamkesda )

Sekolah SEHATI 30

2,600

Bappeda

DINKES
-

3

Jumlah pasien yalg men<iapatkan
bantuan pengobatan melalui BPJS PBt orang 100,000Kemitraan Pengobatan bagi pasien

kurang mampu ( BPJS PBI )
DINKES

Jumlah Balita Stunting Di intervensi persen I4Aksi Konvergensi Stunting DINKES, Dinas
Pertanian, Dinas

l\_o

USB

I

orang



aa<

Perikanan, Dinas
Sosial, DPPKB Dan
Disdik, DPPPA, DPPP

Jumlah desa ODF Desa 100Desa ODF (open delecation free)
Pemdes,Perkim dar
Dinkes

Pembangunan RSUD Tigaraksa :

Jumlah dokumen FS Dokumen 0a.Feasibility study DINKES

Jumlah dokumen Mq.ster plan Dokumen 0b. Master plan dan Detait
engineering design DINKES

Luas l,ahanc. penyediaan lahan DINKES

Jumlah Bangunan yarlg dibangun Unit 6 (Penunjang
Laniutan)d. pembangunan DINKES

Jumlah Paket Alat Kesehatan & SarprasAlat Kesehatan & Sarpras Jenis 250 DINKES
Jumlah Jenis Tenaga Kesehatan & Non
Kesehatan Orang 150Sumber Daya Kesehatan DINKES

Jumlah Paket Obat & BMHPObat dan BMHP Paket 2 DINKES
Jumlah puskesmas yang dibina menjadi
ramal aiakPuskesmas Ramah Anak puskesmas 44 DINKES dan DPPPA

Jumlah kelompok masyarakat dan
pelaiar yang berolahraga bersama KelompokOlahraga bersama Masyarakat dan

Pelaiar
427 Kecamatan,

Disporabudpar

Pengembangal Kawasan Agropolitan

Jumlah kegiatan olahraga masyarakat

Jumlah produksi Holtikultura di
kawasan Agropolitan

dan ela ar Kegiatan

Ton

5

8

Kecamatan,
DisoorabudoarI_
DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN
PANGAN

4
TANGERANG MANDIzu
TAHAN PANGAN (

TANGERANG MANTAP)

Jumlah sarana dan prasarana Produksi
Pertanian di Kawasan Agropolita-n

JenisBantuan sarana dan prasarana
produksi pertarian 163

DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN
PANGAN

Jumlah luasan pertanian yang
diberikan bartuan Ha 100

DINAS PERIANIAN
DAN KETAHANAN
PANGAN

Pelaksalaan Pembangunan Pusat
Hortikultura:

pembangunan pusat hortikultura Persen 100
DINAS PERIANIAN
DAN KETAHANAN
PANGAN, DTRB

I

, : , , r: )PI

0
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l Desain Pusat Hortikultura Jumlah dokumen DED DED o DTRB

2. Pembangunan Pusat Hortikultura Jumlah pusat hortikultura Unit DTRB

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pusat Hortikultura

Jumlah sarana dan prasarana pusat
Hortikultura Paket o

DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN
PANGAN

Pemberiar Insentif pada l,ahan
LY2B

Luas lahan LP2B yang diberikan
bantuan Ha 2,800

DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN
PANGAN

Jumlah kelompok PPL Kelompok 10Pekarangan Pangan t€stari ( PPL )

DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN
PANGAN

Lahan Pertanian Berkelanjutan Yang
Terlayani [rigasi

Daerah lrigasi
(DI)Pembangunan Daerah Irigasi 4 DBMSDA

Jumlah Ha lokasi penanaman
(Persentase Luasan Pena,naman
Mangrovel

Konservasi Penanaman Mangrove t5v.5
G ERAKAN PEMBANGUNAN
MASYARAKAT PANTAI (

GERBANG MAPAN)

DLHK, Dinas
Perikanan

Pembangunan WANA WISATA TMC
o/" kaWASAN Wana wisata TMC
terbangun

o/r r o0% DTRB

o/oTerlaksananya Urban Aqua Cultur di
Desa Ketapang Persen a6.k DINAS PERIKANAN

Jumlah dokumen DED/FS 01. Desain Urban Aqua Cultur
Perikanan ( Urban Aqua Cultut)
Pembangunan Sentra Budidaya

DINAS PERIKANAN
Jumlah Unit Urban Aqua Cultur yang
dibangun Unit 0

2. Pembangunan Urbar Aqua
Cultur DINAS PERIKANAN

Presentase Luasan Urban Aqua Cultur
Yans ditata Persen3. Penataan Lahan Urban Aqua

Cultur 460/. DINAS PERIKANA^.

Porsentase yang dipelihara Persen4. Pemeliharaan dan
Operasionalisasi KUA

200k DTNAS PERIKANAN

Pcmberdayaan Budidaya Ikan Jumlah orang yang diberdayakan orang 150 DINAS PERIKANAN

Jumlah unit kolam unit kolam
bulat 40 DINAS PERIKANAN

Jumlah orang yang diberdayakan orang 10Pemberdayaan Budidaya Ikan Hias DINAS PERIKANAN

.',:, ,:..,.., :

0

Luasan
(persentase)



Pemberdayaan Nelayan Jumlah nelayan yang diberdayakan Nelayan 150 DINAS PERIKANAN
Jumlah alat penangkap ikan(APl) unit api DINAS PERIKANAN
Jumlah Pensolah Yane ditatih KelompokPemberdayaan Pengolah Ikan 10 DINAS PERIKANAN

Jumlah Bantuan Sarana Pengolahan
ikan Unit 10 DINAS PERIKANAN

Jumlah Sarana Prasarana Terbangun KawasanPenataan Kawasan Permukiman
Kumuh Perkim Dan Bappeda

Jumlah DED DED Perkim Dan Bappeda

Jumlah Sarala Prasarana Terbangun

persentase realisasi penyelenggaraan
perijinan secara online dan terintegrasi

Kawasan

Persen

OPTIMALISASI TATA
KELOLA PEMERINTAHAN
DAN MANAJEMENT ASSET
(oF,rrMA )

Penataan Kawasan Permukiman
Kumuh

Penyediaan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan berbasis
Sistem Pelayanan Perizraan
Berusaha Terintegrasi secar:a
Elekt.ronik

100 DPMPISP

Sistem informasi manajemen ,
pemerintahan yan g terintegrasi Persen 75Terlaksananya sistem pemerintahan

berbasis elektronik DISKOMINFO

pengelolaai manajemen aset
terintesrasi v, loo BPKAD

lo0pengelolaan pendapatan daerah
teri n te gras i BAPENDA

v. lo0pengelolaal manajemen SDM
terintegrasi BI(PSDM

pengelolaan perencanaan dan monev
terintegrasi

r00 BAPPEDA

v.operasionalisasi e-ofhce 100 DISKOMINFO
80intcgrasi data kependudukan Disdukcapil

o/ointegrasi pengelolaan perijinan r00 DPMTPST

Jumlah sistem aset yang dikembangkan y.Peningkatan Sistem Aplikasi
Pengelolaar Aset too BPKAD

Sistem pengelolaan aset terintegrasi 100 BPKAD
Pembangunan Sistem Informasi
pen gelolaan PAD Terintegrasi

Jumlah sistem pengelolaan PAD yang
terintegrasi BAPENDA

- cJ/ -

- lr, lrr- 1,,,.:.-., i ,. -,

3500

6

100

I
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Bedah rumah berbasis Kawasan
Jumlah rumah tidak layak huni yang
direhab rumah 1,3007

GEBRAK PAKUMIS PLUS
(GERAKAN BERSAMA
RAKYAT ATASI KAWASAN
PADAT KUMUH DAN
MISKIN)

DINAS PERKIM

Penzurangan Kawasan Kumuh Kawasan 90 DINAS PERKIM

Jumlah kelompok P2L Kelompok loPengembangan Pekarangan Pangan
L€stari { P2L ) di kawasan kumuh

Dinas Pertarian dan
Ketahanan panqan

Jumlah pengembangan budi daya
perikanan di Kawasan kumuh yang
mendapatkan program perikanan

Kelompok 10
Pengembangan budi daya perikanan
dikawasan kumuh Perikanan

Jumlah Rumah targga penerima air
bersih SR 500Pengadaan Air Minum berbasis

Kawasan
DINAS PERKIM

Jumlah SR yang dibangun SR 100Sanitasi Masyarakat Berbasis
Kawasan

DINAS PERKIM

Optimalisasi TPS 3 R persampalan Jumlah TPS 3 R yang dibina TPS3R 28
KITA PEDULI
PERMASALAHAN SAMPAH (

KIPRAH)
DLHK

Bank SampahPenyediaan Prasarana dan €arana
penRelolaan Persampa-han

Jumlah bank sampah yartg dibina l0 DLHK

jumlah kelompok pengelola Kelompok
Koordinasi dan Fasilitasi
pengelolaan sampah berbasis bio
conversi maggot

Bappeda dan DLHK

persentase pengelolaan sampah
berbasis waste to enerry (Refuse derived

Terbangunnya ATCS

fu

titik

30

1

Revitalisasi TPA Jatiwaringin

Pembangunan ATCS (Area Tralfic
Control System)

DLHK

DISHUB

dokumenTersedianya FS ATCS

PENGENDALIAN
KEMACETAN LALU LINTAS

TLANTAS
DISHUB

Tersediarrya DED ATCS dokumen 0
FS ATCS
DED ATCS DISHUR

Prosentase Infrastruktur jalan
Kabupaten dalam Kondisi Baik persen 92.08Pembangunan / Peningkatan Jalan

Kabupaten
DBI{SDA

Titik kemacetan vang tertargani Titik 5.00Penanganan kemacetan lalu lintas DISHUB

20

0

I

I

I
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Jumlah pelaksanaan penyelenggaraal
pentas seni dan budaya Kegiatanl0 PRODUK INOVATIF DAN

KREATIF (PROAKTIF)
Pengembangal Kesenian dan
Kebudayaan Daerah 5 DISPORA

Usaha Mikro yang dipromosikan Usaha MikroBantuan Promosi Usaha Mikro 300 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikrc

Fasititasi Usaha mikro Fasilitasi Usaha Mikro di GTG darr di
L.rkasi Destinasi Wisata l,okasi 3 Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro

Optimalisasi GTG
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana
Rumah Kemasan

UM/IKM 200 INDAG/Diskum

Pengembangar produksi UM dan IKM UM/IKM INDAG/Diskum
Pengembangan E-commerce Kabupaten
Tangerang Persen 100 Diskominfo/Indag/ Dis

kum

pengembalgan kluster Usaha Mikro Terbentuknya kluster Usaha Mikro klu ster
I (klaster
Makan
Minum)

Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro

Jumlah koperasi yang mendapatkan
pembiayaan koperasi 12

Peningkatan Akses Pembiayaan
Koperasi

Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro

Jumlah umkm yalrg mendapatkan
pembiayaan UMKM I500Peningkatan Akses Pembiayaan

Koperasi UMKM
Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro

Jumlah koperasi yang sehat koperasi 30Penilaian Koperasi yang Sehat Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro

lnovasiInovasi masvarakat Bappeda, DPMPD

Presentase Pelaku Usaha yang di layari
Secara Digital (Ukur, Takar, Timbang
dan Perlengkaparnya)

Persen 75Digitalisasi Pelayanan UTTP INDAG

jumlah kampung tematik terbina Lokasi 2kampung tematik
bappeda, dpmpd,
pertanian, perikanan,
perkim, Diskum

ln'i rl:, .r tir$ Lun

jumlah inovasi masyarakat yg
terfasilitasi
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5.2 Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2O23

Pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada

bagian terdahulu, diprioritaskan pula untuk mendanai urusan pemerintahan

wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan

Minimal (SPM), sebagaimana arnanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari
pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan

rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat; dan sosial.

Kegiatan pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan standar

pelayanan minimal (SPM) yang menjadi ke'"venangan kabupaten disajikan

sebagai berikut :

Tabel 5.3

Capaian dan Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

BIDANG
URUSAN
PENDIDIKAN

r00 Dinas
Pendidika-rl66,52 70 e6,69 80 BOPendidikan

Dasar

Jumlah Warga
NegaraUsiaT-15
Tshun yang
berpa.rtisipasi dalarn
pe[didika, dasar
(SD/Mi,SMP/MTs)

100
Dinas

Pe[didd<ar69,90 75 74,21 80 80Perdidikan
Kesetaraan

Jumlah Warga
NegaraUsiaT-18
Tahun yang b€lum
Eenyelesaikan
pendidikan dasar
dan atau Benengalt
yaJrg berpartisipasi
dalarxr pendidika!
kesetaraan

Br) 80 100
Dinas

Pendidikan

Jumla}l Warga
Nego.raUsia5-6
Tahun yang
berpartisipasi dalalr
pendidikar! PAUD

68,09 75 a2,49Pendidikan Anak
Usia Dini

BIDANG
URUSAN
KESEHATAN

Dinas
Kesehata.n100 100 100

Pelayanarr
kesehatan ibu
haEil

Jumlah Ibu Hamil
yaJrg mendapatkan
layaJtaJ! kesehatan

100 100 99,O4

100 100
Dinas

Kesehatan

Pelayanan
kesehatan ibu
bersalin

Jumlah lbu Bers3lin
yang mendapatkan
tayanan kesehataJr

100 100 r00 100

No
.lenis I'elayar:xr

'. Dasar Indikator SPM
Caparan

2020
TaJget
2021

Capaian
2021

Targct Taiget
2023

Targct
Nasl()nal

(e;l

l'}erangkat
Daera.h
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PelayaJra!
kesehatan bayi
baru lahir

Jumlah Bayi baru
lalir yaig
mendapatkai
layarralr kes€hatar

r00 r00 r00 100 l0o 100 Dinas
Kesehatan

Pelayanan
kesehatan balita

Juolah Balita yang
6endapatkan
layaran kesehatan

93,57 100 9234 100 100 100 Dinas
Kesehatan

100 100
Diflas

Kesehata!

Pelaya!an
kesehatai pada
usia pendidikan
dasar

JuElah Warga
Negara usia
pendidikan dasa,
yarg mendapatka!
layanan kes€hataI

89,32 90 96,32 100

r00 Dinas
Kesehatan

Pelayanan
kesehatalt pada
usia produli.tif

Jurnlah Warga
Negara usia
Produldif yaig
mendapatkan
layanan kesehatan

53,24 60 86,33 70 70

95 95 100
Dinas

Kesehata!
PelayanaII
kesehatan pada
usia lanjut

JurDloh Warga
Negara usia lanjut
yang Eendapatka!
layanart Kesehata!

84,45 90 70,80

95 100 r00 Dinas
Kesehatai

Jun a}l WaJga
Negara penderita
hipertensi yarg
mendapatkan
layoJtaJt kesehatan

85,62 90 87 ,34

Pelayanan
kesehatai
penderita
hipe.tensi

Dinas
Kesehatan100 95 r00 100

Jumlah Warga
Nega-ra penderita
diabetes militu s
yarg mendapatkan
lavanan kesehatan

80,65 90

Pelayanan
kes€hatan
penderita
diabetes laellitus

Dinas
Kesehatan95 100 r007 6,66 90 90,71

Pelayarall
kes€hatan orang
denga.n
gangguan jiwa
berat

Jumlal Warga
Negara dengar!
gangguaJr jiwa berat
yaig tertayani
kesehatan

Dinas
Kesehatan80 10070 72,19

Pelayanan
kesehatan orang
terduga
tuberculosis

Julrlah warga
Nega.ra terduga
tuberculosis yang
mendapatkan
layaJran kesehata!

53,42

Dinas
Kesehatanr0080 69,67 90

Jumlah warga
Negara resiko
terinfeksi vtus yang
r4elemahkan daya
taian tubuh
manusia (HIV) yartg
mendapatkan
layanan kesehatan

76,43

Pelayaian
kesehatai orang
dengan risiko
terinfeksi HIV

BIDANG
URUSAN
PEKERJAAN
UMUM

Dinas
Perumahar,
Per6ukiman
dar
PemakaInan

60 60 10050 34,78

JuElah wa.rga
negara yang
memPeroleh
kebutuhalr pokok
air minum sehari'
ha.ri

36,46

PcnyediaaJr
kebutuhan
pokok at
minum sehari-
hari

Dinas
Peruma}lan,
Permukimar
dan
Pemakaman

I5 100IO 2,tt

Jumlah warga
neSare yanS
memperoleh
layaiaJl pengolaiatr
ai limb€h domestik

0,52

PenyediaaJl
pelayanai
pengolahan air
lioba Domestik

BIDANG
URUSAN
PBRUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN

No
Jcnis I'clay1llrarl

Dasar Indikator SPIVI
Capaian

2020
Target
2021

Capaiall
2021

Target
2022

Target
2023

Targct
Nasional

fk)

Pcrangkat
Daera.h

90
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Dinas
Perumahan,
Permukimsrr
dan
Pemakafian

PeDyediaan dan
!ehabilitasi
rumah

Jumlah werga
ocgara korban
bencana y6ng
memperoleh yang
layak huni bagi
kolban bencana di
ruEah layak huni

15,00 20 62,50 30 35 100

Fasilitasi
penyediaan
rumah yang
layak huni bagi
masya!akat
yarg terkena
relokasi plogram
peEerintah

JuEla}l s,arga
negara yang terkena
relokasi akibat
progr6m pemerintah
daerai yang
luemperoleh
fasilitasi penyediaai
rumah yang layak
huni

0 30 66,27 60 50 100

Dinas
Perumahan,
Permukiman
dart
Pemakoman

BIDANG
URUSAN
KETENTRAMAN,
KETERTIBAN
UMUM DAN
PERLINDUNCAN
MASYARAKAT

100 Satuan Pol PP

JuEla}r waiga
negara yanS
memperoleh
Iayanan akibat dari
penegakan hukuh
Perda dan Perkada

r00 r00 100 100 100

BPBD6t,70 80 100 100100
Pelayanan
InforEasi R.awan
Bencsna

Jumlai warga
negara yang
memperoleh
layaran informasi
rawan bencana

59,56 70

100 100 BPBD100 r00 t00 r001001 l1

Pelayana!
pencegahan dan
ke siapsiagaan
terhadap
Bencara

JuElah warSa
negara yanS
tnetnPeroleh
layanan pencegahan
darr kesiapsiagaai
terhadap bencaia

BPBDtoo too 10078,11 80 a4,29

Pelaya.naJI

Penyelamatan
dan evakuasi
kolban Bencarta

BPBD86,38 100 100100

Jumlah warga
negara yanS
Erelupeloleh
laya!srl
penyelarratan dan
evakuasi kolban
beocana
Julnlah warga
negara yallg
Ilemperoleh
lay€nan
penyelamatan dan
evakuasi korban
kebakaran

7436 90

Pelayanan
Penyelamatan
dan evakuasi
korban
kebakaran

BIDANG
URUSAN
SOSIAL

Dinas Sosial60 70 10020,29 .r0 75,a2

Rehabilitasi
sosia.l dasa.r

Penyandang
disabilitas
terlantal di luar
paiti

Jumlah warga
negara penyardang
disabilitas yang
memperoleh
rehabilitasi sosial
diluar psnti

60 70 100 Dinas Sosial17 ,24 40 a4,a2

Rehabilitasi
sosial dasar
anak terlanta.r di
luar panti

Jumloh anak
terlantar ya'rg
memperoleh
rehabilitasi sosial
diluar panti

100 Dinas Sosia.l84,63 60 70

Rehabilitasi
sosial dasar
lanjut usia
terlantar di luar
panti

Jumlah wa-rga
nega.la lanjut usia
terlanta.r yang
memperoleh
rehabilitasi sosia.l
dilua-r panti

17 ,47 40

No
Jor s l)clavdran

I)asa.r
Indikator sPNl Capaian

2020
Target
2021

Capaian TaJget Target
2023

TarSct
Nasbnal

(%)

Perangkat
Daera.h

Pelayanan
KetentramaJt
dan Ketertiban
Umum
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Sumber : Laporan SPM Tahun 2021,2022

Dalam rangka pemenuhan SPM, rencana sub kegiatan yang digunakan

pada tahun 2023 adala}r sebagai berikut :

Rehabil,itasi
sosial dasar
tuna sosial
ktrusus
gelandangan
dan pengeEis di
luar peiti

Jumlah waiga
negara/ gelandargan
dan pcngemis yang
Eempcroleh
lehabilitasi sosial
das6.r tuna sosial
diluaJ panti

65,55 70 90,00 80 80 I00 Dinas Sosial

Perlindungan
dai jalnirai
sosial pada saat
tanggap dan
paksa bencaia
bagi korbai
bencene
kabupatan

Jumlah warga
negara korbai
bercana kabupateo
yang memperoleh
perlindungan dan
jaEinan sosial

40 60 69,91 80 80 100 Dinas Sosiai

NO
JENIS PELAYANAN

DASAR KEGIATAN SUB KEGIATAN

SPM Bidang
Pendidikan

I Pendidikan Dasar

Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Dasar

Penambahan Ruang Kelas Baru
Pembangunan Ruang Guru/Kepala
Sekolah/TU
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Pembanzunan Perpustakaan Sekolah
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Pengadaan Mebel Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
Sekolah Dasar
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana
BOS Sekolah Dasar

Pendidikan
Kesetaraan

Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/ Kesetaraan

Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang
Guru Nonformal/Kesetaraan
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/Ruang
Kelas/Ruang Guru Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan

No
Jenis Pclavanrul

I Dusa.r Indikator SPIU Capaiajr
2020

Target
2021

CapajaJr
2021

Target Target
2023

Target
Naslorral

(%)

Perangkat
Daerah
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NO
JENIS PEI-AYANAN

DASAR KEGIATAN SUB KEGIATAN

Nonformal Kesetaraan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Nonformal Kesetaraan
Penyelenggaraan Proses Belajar
Nonformal Kesetaraan

Pengembangan Karir Pendidik dan T€naga

Kependidikan pada Satuan Pendidikan
Nonformal/ Kesetaraarl
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah Nonformal/ Kesetaraan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah
Nonformal/Kesetaraan

3
Pendidikan Anak
Usia Dini

Pengelolaan Pendidikan
Anak Usia Dini {PAUD)

Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

Pengelolaan Dana BOP PAUD

B
SPM Bidang
Kesehatan

1
Pelayanan Kesehatan
Ibu Hamil

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Penselolaan Pelayanan I(esehatan Ibu Hamil
Pelayanan Kesehatan
Ibu Bersalin

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
Bersalin

3
Pelayana! Kesehatan
Pada Usia Pendidikan
Dasar

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar

4 Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Produktif

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif

5
Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Lanjut

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Lanjut

6
Pelayanan Kesehatan
Penderita Hipertensi

PAUD

I

I

I
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NO JENIS PELAYANAN
DASAR KEGIATAN SUB KEGIATAN

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Hi rtensi

7
Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes
Melitus

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

8
Pelayanan kesehatan
orang dengan
gangguan jiwa berat

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UI(P Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten / Kota

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat

9
Pelayanan kesehatan
orang terduga
tu berku losis

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
Terduga T\.rberkulosis

IO

Pelayanan kesehatan
orang dengan risiko
terinfeksi virus yang
melemahkan daya
tahan tubuh manusia
(Human
Immunodeficiency
Virus)

Penyediaaa Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
dengan Risiko Terinfeksi HIV

c
SPM Bidang
Pekerjaan Umurr
Dan Penataan Ruang

1

Pemenuhan
kebutuhan pokok air
minum sehari-hari

Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota

Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perdesaan

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus

I e"*b.ngll.,rn SPAM Jaringan Perpipaan di
I Kawasan Perkotaan
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NO JENIS PEI.AYANAN
DASAR KEGIATAN SUB KEGIATAN

dan Kelom kMa t
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan
Perdesaan

2

Penyediaan
Pelayanan
Pengolahan Air
Limbah Domestik

Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Operasi dan Pemeliharaan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Pembangunan/Penyediaan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala
Permukiman
Pembangunan/Penyediaan Sarana dan
Prasarana IPLT

D

SPM Bidang
Perumahan Ralg.at
dan Kawasan
Pemukiman

I

Penyediaan dan
rehablitasi rumah
yang layak huni bagi
korban bencana
Kabupaten/ kota

Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

E
SPM Bidang
Ketentraman dan
Ketertiban Umum

I
Pelayanan
ketentramal dan
ketertiban Umum

Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1

(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan
Cegah Dini, Pembinaan dan Penlrrluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamarlan, dan
Pengawalan
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda
dan
Perkada melalui Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenbama!
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota

n Pelayanan informasi
rawan bencana

Pelayanan Informasi Rawan
Bencana Kabupaten/Kota

Sosialisasi Komunikasi, Inforrnasi dan
Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)

3

Pelayanan
pencegahan dan
kesiapsiagaan
terhadap bencana
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NO JENIS PEIAYANAN
DASAR SUB KECIATAN

Pelayanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Kabu aten Kota
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana
Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan
Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota

4

Pelayanan
penyelamatan dan
evakuasi korban
bencana

Pelayanan Penyelamatan
dan Evakuasi Korban
Bencana

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan

Evakuasi Korban Bencana l(abupaten/Kota

5

Pelayanan
Penyelamatan dan
evakuasi korban
kebakaran

Pencegahan, Pengendalian,
Pemadaman,
Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/ Kota

Pencegahan Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten /l(ota
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Kebakaran dan Non Kebakaran

F SPM Bidang Sosial

1

Rehabilitasi Sosial
dasar penyandang
disabititas terlantar,
anak terlantar, lanjut
usia terlantar serta
gelandangan
pengemis di luar
panti

Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial

Penyediaan Sandang

Penyediaan Alat Bantu

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual, dan Sosial

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak

KEGIATAN

PenJrusunan Rencana Penanggulangan
Bencana Kabupaten/Kota

Penyediaan Permakanan



NO
JENIS PELAYANAN

DASAR KEGIATAN SUB I(EGIATAN

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta

Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Pemberian Layanan Kedaruratan

2
Perlindungan Sosial
Korban Bencana
Alam dan Sosial

Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota

Penvediaan Makanan

Penyediaan Sandang
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5.3. Sinergitas Usulan Rencana Kegiatan Bersumber dari APBN Tahun 2023

Dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah, dan

otonomi desa, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan

merata, Pemerintah menganggarkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD),

yang sumber pendanaannya sepenuhnya berasal dari sumber Pemerintah yaitu

pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan obligasi.

TKDD terdiri atas empat komponen, yaitu:

1) Dana Perimbangan yang terbagi menjadi Dana Transfer Umum (DTU) yang

terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta

Dana Transfer Khusus yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik;

2\ Dana Insentif Daerah (DID);

3) Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan D.I

Yograkarta;

4\ Dana Desa.

Berdasarkan evaluasi perkembangan pelaksanaan TKDD maka

kebijakan TKDD tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan

peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerjanya.

Arah kebijakan umum TKDD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan

kesej ahteraan antar daerah;

2. Mendorong penggunaan DAU dan DBH untuk peningkatan kualitas

Iayanan publik dan pemlrlihan ekonomi di daerah;

3. Mengalokasikan DBH dengan memperhatikan anggaran tahun sebelumnya

untuk perencanaan penganggaran di daerah;

I
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4. Meningkatkan efektivitas penggunaan DTK. penyaluran DAK Fisik berbasis

kontrak untuk menekan idle cash di daerah, dan DAK Nonf isik untuk
mendorong peningkatan capaian output danoutcome serta mendukung
perbaikan kualitaslayanan ;

5. Memperbaiki perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi

belanja KL dan TKDD terutama DAK Fisik;

6. Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi dan

sektor prioritas di desa.

Arah Kebijakan TKDD Tahun 2023 menurut jenis transfer sebagai

berikut:

1. Dana Bagi Hasil

Berdasarkan realisasi DBH tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas

pelaksanaannya, maka arah kcbijakan DBH tahun 2023 adalah sebagai

bcrikut:

a. Memperbaiki pengelolaan DBH berdasarkan prinsip by origin dan by

actual revenue;

b. Melanjutkan kebijakan penyelesaian Kurang Bayar yang

memperhitungkan Lebih Bayar DBH dengan mengoptimalkan

penggunaan Pagu DBH TA Berjalan;

c. Melanjutkan kebijakan penyesuaian alokasi DBH untuk

meminimalisir potensi Kurang/Lebih Bayar, dengan memperhatikan

proyeksi DBH berdasarkan realisasi DBH minimal 3 tahun terakhir;

d. Melanjutkan kebijakan penyaluran DBH berdasarkan realisasi

penerimaan negara dengan mempertimbangkan kinerja pemerintah

daerah dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan negara

dan capaian kinerja pemeliharaan lingkungan;

e. Memperkuat implementasi penggunaan DBH Cukai Hasil

Te lnbakauuntuk mendukung program JKN,perlinsos, dan penegakan

hukum terkait peredaran BKC ilegal;

f. Memperkuat implementasi DBH SDA Dana Reboisasi untuk

mendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan

g. Mengoptimalkan penggunaan mandatory 25 persen DTU untuk

mendukung program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan

manusia.
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Dana Alokasi Umum

Berdasarkan realisasi DAU tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas

pelaksanaannva. maka arah kebijakan DAU tahun 2023 adalah sebagai

berikut:

a. Pengalokasian pagu DAU nasional dalam APBN bersifat dinamis

mengikuti Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto;

b. Penyempurnaan formula DAU dengan melakukan evaluasi bobot

variabel alokasi dasar, variabei kebutuhan fiskal, variabel kapasitas

fiskal daerah, dan memperbaiki pengukuran indeks ketimpangan

antarwilayah (Theil index) ;

c. Penambahan komponen Alokasi Dasar dalam formula DAU dengan

memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai ASN Daerah, termasuk

gaii ke- 13, THR, dan formasi Calon ASN Daerah;

d. Penyalr.rran DAU berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah; dan

e. Pengoptimalan penggunaan mandatory 25 persen DTU untuk
mendukung program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan

sumberdaya manusia.

DAK Fisik

Berdasarkan realisasi DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi

atas pelaksanaannya, maka arah kebijakan DAK Fisik tahun 2023 adalah

sebagai berikut:

a. Penguatan proses perencanaan dan penganggaran untuk peningkatan

dan pemerataan penyediaan infrastruktur layanan publik di daerah

terutama pendidikan dan kesehatan;

b. Refocusing dan reclustering bidang/kegiatan DAK Fisik kedalam tema-

tema prioritas nasional;

c. Peningkatan sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya;

d. Perbaikan mekanisme pengelolaan DAK Fisik di Pusat dan di Daerah;

dan

e. Peningkatan akuntabilitas pcngclolaan DAK Fisik antara lain melalui

penguatan pengelolaan berbasis kinerja secara berkeianjutan dan

meningkatkan kualitas pengawasan.

DAK Non fisik

Berdasarkan realisasi OAK Nonfisik tahun-tahun sebelumnya dan

evaluasi atas pelaksanaannya, maka arah kebijakan DAK Nonfisik tahun

1

4



.,

-351 -

2023 adaJah sebagai berikut:

a. Pengalokasian DAK Nonfisik yang mampu mendorong peningkatan

capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas

layanan;

b. Verifikasi pengalokasian DAK Nonfisik yang selektif dan sejalan

dengan asaspembagian kewcnangan dan arah prioritasnasional tahun

2023;

c. Penyempurnaan besaran unit cost dengan penerapan unit cost

majemuk untuk Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan

Kesetaraan; dan

d. Pengintegrasian aplikasi pelaporan antarkeme:nterian agar dapat

melakukan pemantauan capaian output/ outcome di daerah secara

bersama-sama dalam rangka mendukung pemenuhan SPM daerah.

Dana Desa

Berdasarkan realisasi Dana Desa tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi

atas pelaksanaannya, maka arah kebijakan Dana Desa tahun 2023 adalah

sebagai berikut:

a. Penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa yang lebih

mencerminkan keadilan melalui peningkatan bobot Alokasi Formula

dan pembagian Alokasi Dasar berdasarkan klaster jumlah penduduk,

serta mendornng kinerja desa;

b. Penguatan Alokasi Kinerja dengan mempertajam indikator yang lebih

mencerminkan kinerja desa;

c. Peningkatan akurasi dan sinergi basis data sumber pengalokasian

Dana Desa melalui koordinasi dengan K/L penyedia data;

d. Melanjutkan kebijakan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD

dengan tetap tercatat di RKUD, dan memberikan reward penyaluran

Dana Desa dalam 2 tahap kepada desa berstatus Mandiri;

e. Mcmprioritaskan pcnggunaan Dana Dcsa untuk pcmulihan ekonomi

di desa melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan

COVID-19, serta mendukung sektor prioritas di desa; dan

f. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa

dan pengembangan potensi desa.

Sinkronisasi serta keselarasan program dan

dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan

kegiatan yang akan

pemerintah daerah



o ct1

diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

(Rakortekbang) setiap tahun sekali yang merupakan tahapan dari Rencana Kerja

Pemerintah (RKP). Dalam Rakortekbang antara pemerintah pusat melalui K/L
melakukan koordinasi dan kesepakatan terhadap usulan dari daerah yang

sesuai dengan prioritas nasional tahun 2023. Berikut usulan yang disampaikan

dalam Rakortekbang tahwn 2022 untuk Tahun 2023 darr Kabupaten Tangerang.
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Tabel 5.4

Usulan Daerah Rakortekbang Tahun 2023 Kabupaten Tangerang

NASIONAL r ULAN <ESIAPAN DAERAH

1 Pembangunan
Underpas Bitung

Panjang
=800m

2023 150 M Bitung
Curug

Kabupaten
Tangeralg

Pembangunan
Jalan &

Jembatan

1. Lahan Terbebaskan
(peta bidang lahan)
2. Dokrrmen FS, DED,
Kajian Hidrologi
3. Dokumen Andalalin
4. Dokumen Lingkungan

Balai Prasarana &
Pemeliharaan Jalal
Nasional (P2JN) Banten
darr Dinas Binamarga dan
Sumber Daya Air
Kabupaten Tangerang

2 Pemulihan
Empat
Daerah
Aliran
Sungai
Kritis

Normalisasi &
Pembangunan
sitepale Sungai
Cisadane

Panjang
=10Km

2023 150 M 1.

Kecamatan
Sepatan
(Kp. Kelor
s/cl Kp.
Bayur)
2.Kp.
Kohoh &
Tanjung
Burung
Teluknaga

Normalisasi
Sungai

1 . Rekomtek 1. Balai Besar Ciliwung &
Cisadane (BBWS CC)
2. Dinas Binamarga dan
Sumber Daya Air

3 Akses Air
Minum
Perpipaart
(10 Juta
Sambungan
Rumah)

Pembangnan
IPA/lnteks SPAM
Solear

Kapasitas
3,600
Itr/dt

2023 1,5 T Kecamatan
Solear

1. Pembangunan
Intek/ IPA Solear
2- Pembangunan
Jaringan Air
Minum (SPAM)

1. Tersedia Lahan 1OHa
2. Dokumen FS, DED
3. Dokumen Lingkungan
4. Dokemen LARAP

1. Dinas Perumahan,
Permukimar &
pernakamarr
2. Perumdam TKR

NO MAJOR
PROJECT

PRO\,'INSI/
K^BUPATEN/ KOTA

RINCIAN TARGE"T
ANGGARAN

(Rp.)/Miliyard
SUB KEGIATAN

(APBD) URAIAN DUKUNGAN SKPD
PENANGGUNGJAWAB
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Kapasitas
1.000
Itr/ dt

2023 30M Kecamatan
Balaraja

Pembangunan
IPLT

1. Tersedia Lahan I Ha
2. Dokumen FS, DED
3. Dokumen Lingkungan

4 Akses
Sanitasi
(Air Limbah
Domestik)
tayak darr
Aman (90%
Rumalr
Tanggal

Pembangunan IPLT
Balaraj a

Dinas Perumahan,
Permukiman &
pemakaman

Sumber : Usulan Daerah Kab Tangerang, 2022

NO

NASIONAL USULAN DAERAH DUKUNGAN KESIAPAN DAERAH

MAJOR
PROJECT

PROVINSI/
KABUPATEN/ KOTA

RINCIAN
OUTPUT

TARGET
ANGGARAN

(Rp.)/Miliyard
DETA]L
LOKASI

SUB KEGIATAN
(APBD) URAIAN DUKUNGAN SKPD

PENANGGUNGJAWAB
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5.4 Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2023

dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan

wajib maupun urLrsan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya,

dengan dukungan pendanaan bersifat indikatif yang kemudian dikelompokan

kedalam prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah.

Rekapitulasi pagu anggaran pendanaan indikatif rencana program dan

kegiatan tahun 2023 disajikan dalam lampiran
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BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran

tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil

kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (lKU) daerah

dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan

menjadi Indikator Kinerja Kunci (lKK) pada akhir periode masa jabatan.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcomes

program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang

bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada

akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat

dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator

capaian kinerja program (outcomeslterhadap tingkat capaian indikator kinerja

daerah berkenaan.

Indikator kinerja daerah ini merupakan target kepala daerah yang harus

dicapai dan didukung Perangkat Daerah yang merupakan target selama lima

tahun dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Tangerang lal.un 2Ol9- 2023,

target ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Adapun

indikator makro sebagai tujuan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah

terlihat pada Tabel 6.1:

Tabel 6.1
Capaian dan Target Indikator Makro PembangunanKabupaten Tangerang

Tahun 2023

Indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan OPD merupakan

agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja

kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan OPD. Indikator

kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di

masa mendatang.

1 3,O7 5,21 5,47LPE Persen 5,93 5,45
2 lnflasi Persen 3 46 3,31 1,45 3,44 2,93 2,5

Tingkat
Pengangguran
Terbuka

Persen 9,7 8,91 13,06 t2,t4 10,99 9,98

4 Kemiskinan 6,23 7 ,12 5, 15 4,78Persen 5, 18 5,14
5 IPM Nitai 7t,92 73,267 \,59 7 \,93 '7) OO 72,A2

2019 | 2O2o | 2O2t 2022 2023
No. Satuan

Uraian

2018

Target RPJ [,lDData
Au'al
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Perumusan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang

menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-

indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja

Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah yang

diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk

memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban

kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan

permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor

penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja

program OPD disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator

kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan OPD. Pencapaian

indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakankeberhasilan dari tujuan dan

sasaran pembangunan daerah tahun 2019-2023 yang telah direncanakan,

dimana tahun 2017 merupakan tahun dasar, tahun 2O18 merupakan tahun

transisi dan indikatornya ada yang sudah dirilis ada pula yang belum dirilis

BPS, tahun 2019 merupakan tahun pertama RPJMD dan tahun 2023

merupakan tahun ke-S RPJMD. Indikator-indikator kinerja tersebut dituangkan

dalam tabel 6.2 berikut ini :

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Persentase
penanganan kasus
ketentraman dan
ketertiban

to1,86% t48,40 100% roo%

Aagka Harapan Hidup
(AHH) 69,61 69,79 69,89 69,93 70,08 70,2t

Prevalensi stunting l9Yo 120/. I,sYo 16.:,/" L4Yo

Cakupan Jaminan
Kesehatan (UHC) 8Oo/o 80% 810/" a3,21 a7v"

Indeks Pemberdayaan
Gender (lDG) 62,25 61,54 61,53 71,12 62,O5

88o/o

62,tt
Rata-Rata Lama
Sekolah (RLS) (Dalam
Tahun)

8,27 8,28 8,39 8,61 8.45 8.49

Laju Pertumbuhan
ekonomi sektor
Pertanian (Pertanian,
Kehutanan, dan
Perikanan)

2,98v. 225% 3,690/. o,84 5,27./. 5,56v"

Penambahan
Kunjungan wisatawan 1t"a -7 50/o 2,O3 4vo 60/0

Persentase
peningkatan investasi
di Kabupaten

-27 ,8 20,l 47,8t 5,125,12

| 
,o.,. l,*

Target

I
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Tingkat Partispasi
Anskatan Keria 63,Ot% 68% 70%66,O7 65,43

56,80 39,9 55,00 60,00Persentase koperasi
aktif 78,83 49,92

Jmlah Industri kecil
dan Menengah di
Kabupaten

25.103 I6.348 17.000 571 19.000 20.000

Nilai AKIP 61,87 70,13 70,7 5 0 72,61
lndeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 75,05 83,66 86,36 8s,95 83 89

Survey Eksterna.l
Persepsi Korupsi 3,39 3;59 0 3,99 4,t9
Indeks Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
(SPBE)

2,98 3 2,99 3, 15 3,25

Prosentase
infrastruktur wilayah
dalam kondisi baik

85 71,489 93 95

Presentase Sumber Air
Minum Rumah
Tangga

39,53 42,35 41,59 83,13 50,00 60

Indeks Sanitasi 63 65,s 67 ,5 U 77 ,5 82,5
IKA (lndcks Kualitas
Air) 67 ,29 63,49 56,43 57,5

Persentase timbulan
sampah yang
ditangani

23,63 24,t3 24,63 oq .) 25,63 26,t3

lndeks Risiko Bencana 17s,0 1 163,32 146,93 146,93 130 125
Jumlah inovasi yang
diimplementasikan 5 10 77,74 40 45

I oa,es

Target

87
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Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian KinerjaPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten

Tangerang Tal::un 2022

ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT I I IT I I

Persen 5,8 5,58 -3,7 4,63 5,2t 5,47Pertumbuhan PDRB Bappeda

Persen 3,46 3,31laju Inflasi 1,45 0,69 2,93 ,< Bappeda

PDRB per kapita Rupiah 35,16 4.+,089 37 ,O9 34,24 Bappeda

Indeks Gini Indeks o,342 0,32s 0,285 o,'294 n c4 o,22 Bappeda

lndeks ketimpangan Williamson
(lndeks Ketimparlgan Regional)

I ,08 1,O5 t,21 1 ,25 1,3 Bappeda

94,82 94,86 93,77Persentase penduduk diatas garis
kemiskinan

Persen 94,36 94,85 95,22 Bappeda

Indeks 71,59 7 t,93 7 t,92 72,29 73,14 74,O9lndeks Pembangunart Manusia
(IPM) Bappeda

Angka melek huruf Persen 98,9 99,24 07 01 98,68 99,1 I Dinas Pendidikan

Tahun a,27 8.39 8,61 8,45 R4q Dinas PendidikanAngka rata rata lama sekolah

Tahun 69,64 69,79 69,89 69,93 70,08 70,21 Dinas KesehatalAngka usia harapan hidup

o,29 1,1Persentase balita gizi buruk 0,33 o,64 0,56 o,37 Dinas Kesehatan

Persen 2,51 3,9 2,34 2,89 2,53 Dinas KesehatanPrevalensi balita gizi kurang

Persen 2285 85,45 85,82 86,12 86,42 a6,72 Dinas Kesehatan

Persen 6466 63,95 66,93 67 ,67
Tingkat partisipasi angkatan
keria

63 5 Dinas Tenaga Kerja

8,91 13,06 9,06Persen a7 10,99 9,98 Dinas Tenaga Ke{aTingkat pengangguran terbuka

Persen 30 7 30,7 4t,t9 27 .70 32,8 29,65Keluarga Pra Sejahtera dan
Kelua-rga Sejahtera I

Dinas Sosial

Inclikator Xin crja Daer:rlt Siltuan
Realisasi .Targct

OPD
20 1a 2019 2020'. 2021 2022 2023

36,93 34,79

lndeks 1 ,43.

97 ,62

8,28

Persen

2,28

Cakupan Desa Siaga Aktif

66,69



-360-

Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 81,45 83,66 86,36 81 91,39 93,91 Bagian Ota-la

Persentase PAD terhadap
pendapatan Persen 52,58 48,O7 46,66 42,74 49,85 5t,44 Bapenda

Opini BPK WTP WTP WTP WTP BPKAD

Penguatan cadangan pangan Ton 25.7 t2.8 25 t8.7 25 26.635,23 27 .452,45 Dinas Pertanian dan
KP

5,98 5,79 6,23 -0,84
Kontribusi sektor
pertanian / perkebunan terhadap
PDRB

6,64 6,84 Dinas Pertanial dan
KP

526.047 ,OO 419.941,00 438.060,00 438.607,s8 439.846,6
4

Produksi sektor pertanian 440_742,83 Dinas Pertanian dan
KP

2,66 3,24 -4,t7 2,95Pertumbuhan Industri 3,05
Dinas
Perindustriandan
Perdagangan

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Persen 73,52 34,23* 1 28 68,62
Rasio Ekspor + lmpor terhadap
PDB (indikator keterbukaan
ekonomi)

77 ,21
Dinas
Perindustriandan
Perdagangan

Rasio ketergantungan
(Dependency Ratio)

Persen 44 ,86 o.4112 44,06 43,86
Dinas
Kependudukal dan
Pencatatan Sipil

ASPEK PELAYANAN UMUM
LAYANAN URUSAN WAJIB
DASAR

PENDIDIKAN

Persen 43 40,3 47* 21,O7 51Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) 53

Persen 86,81 110,56 109,49 104.8 100Angka partisipasi kasar
SD/MI/Paket A 100 Dinas Pendidikan

Persen 96,27 92,s7 90,64 93,5677 .59 95,O2 Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Realiszrsi

2018 2019 2020 2021 2022 2023
oPd

Status WTP WTP

Persen

Ton

Persen , as

73,53

44,86 44,46*

Angka partisipasi kasar
SMP/ MTS/Paket B
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25,57 24,57 31,57 34,57Persen 19,57 Dinas PendidikanAngka Partisipasi ditamatkan
(API) SD/MI

Persen 8,64 9,64 10,64 tt,64 12,64 13,64Angka Partisipasi ditamatkan
(APT) SMP/MTS

95,84 98,98 98,87 94,61 100 100 Dinas PendidikanAngka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/Paket A Persen

79,06 8t,62 8 1,56 54,53 83,41 84,33 Dinas PendidikanAngka Partisipasi Murni (APM)
SMP/ MTs/Paket B

Persen

99,76 100 100 99,83 r00 Dinas PendidikanPersenAngka partisipasi sekolah (APS)
SD/Ml/Paket A

Persen 96,69 97,1,9 97 ,69 97 ,90 98,69 aa Iq Diras PendidikanAngka partisipasi sekolah (APS)
SMP/MTs/ Paket B

0,03 0,0s o,o2Persen o,o2 o,o2 o,o I Dinas PendidikanAngka Putus Sekolah (APS)

SD/MI

0,06 0,04 0,03 o,o3 o,o2Persen 0,07 Dinas PendidikanAngka Putus Sekolah (APS)
SMP/MTs

100Persen 100 100 r00 100 100 Dinas PendidikanAngka Kelulusan (AL) SD/MI
100 100 100 100 100 Dinas PendidikanPersenAngka Kelulusan (AL) SMP/MTs

98,06 96,69 97 ,19 85,93 98,09 98,54 Dinas PendidikarlPersenAngka Melarjutkan (AM) dari
SD/MI ke SMP/MTs

84,03 84,08 114,93 84, 18 a4,23Persen 83,98 Dinas PendidikanAngka Melanjutkan (AM) dari
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

0,04 0,050,034 0,036 Dinas Pendidikan
Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia sekolah
pendidikan dasar

0,038 0,04 0,05Nilai 0,034 Dinas Pendidikan
Rasio ketersediaan sekolal
terhadap penduduk usia sekolah
pendidikan menengah

-

@@@MI D[r',l

T
sE{fiGEt rE ,rm

-

I-@
Rcalisasi,

2022 2023

Dinas Pendidikan

100

100

Nilai 0,038

0,036 29
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Nilai o,o03 0,004 0,o04 0 0,01 Dinas Pendidikan

Rasio guru terhadap murid
pendidikan menengah Nilai 0,003 0,004 0,004 o.037 0 0,o 1 Dinas Pendidikan

Proporsi murid kelas i yang
berhasil menamatkan sekolah
dasar

Nilai 17 ,36 18,36 19,36 19,36 20,36 2).,36 Dinas Pendidikan

Angka melek huruf penduduk
usia 15-24 ta-hun, perempuan
dan laki-laki

Persen 96,7 6 96,8 96,42 96,85 96,88 96,9 Dinas Pendidikan

Penduduk yang berusia > 15
Tahun melek huruf (tidak buta
aksara)

Persen 96,7 6 96,8 96,82 97 ,24 96,88 96,9 Dinas Pendidikan

Guru yang memenuhi kualifrkasi
s1/D-rv Persen 90 orq on ', 90,7 0 94,22 94,98 Dinas Pendidikan

KESEHATAN

247 aa'? 203 25t 158 135,s Dinas Kesehatan

Jiwa 44Angka Kematian Ibu per 100,000
kelahiran hidup 29 38 78 J6 38 Dinas Kesehatal

Rasio posyandu per satuan balita Nilai 0,63 0,6 0,6 o,791 0,58 Dinas Kesehatan

Rasio puskesmas, poliklinik,
pustu per 1000 penduduk Nilai 0.0048 0,138 0,157 0,656 0, 164 0,168 Dinas Kesehatan

Rasio Rumah Sakit per satuan
penduduk Nilai 0,0066 o,0067 0,0062 0.0000082 o,0064 0,0066 Dinas Keiehatan

Rasio dolter per satuan
penduduk Nilai 0,035 o,o22 o,026 o,837 0,036 0,043 Dinas Kesehatan

Cakupan komplikasi kebidanar
yang ditanga-ni

Persen 93,2 91,4 90,7 80.6 100 100 Dinas Kesehatan

il=E
-

@@ Iw I @l@@E wqa
Realisasi

Rasio guru/murid sekolah
pendidikan dasar 0.033

Angka Kematian Bayi (AKBI per
10O0 kelahiran hidup Bayi

0,57
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Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan

Persen 95,7 99,6 101.5 100 100 Dinas Kesehatan

Cakupan Desa/kelurahan
Universal Child Immunization
(ucr)

Persen 98,2 98,2 qoq 95.2 96,9 99,91 Dinas Kesehatan

Cakupan Balita Gizi Buruk
mendapat perawatan Persen 92,t1 qa a* 94,32 95,08 96,O7 98,01 Dinas Kesehatan

Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit
DBD

Persen 100 100- 100 i00 100 100 Dinas Kesehatan

a6,32 96,6tPenderita diare yang ditangani Persen 70,35 69,2 100 100 Dinas Kesehatan

0Angka kejadian Malaria Kasus 0 0 0 0 0 Dinas Kesehatan

93,1 93,6Cakupan kunjungan bayi Persen ro2,4 100 100 Dinas Kesehatan

Persen 20,72 20,72 24,46 2a,59 32,A8 37 ,42 Dinas KesehatarCakupan puskesmas

Cakupan pembantu puskesmas Persen 18,78 ta,7 a 19,72 20,7 21,74 22,a3 Dinas Kesehatal
Cakupan kunjungan Ibu hamil
K4

Persen 96,1 94,2 97 ,7 99 100 loo Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan nifas Persen 93,4 97 ,5 99,4 99 i00 100 Dinas Kesehatan

Persen 76,9 580Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani 80,5 80,2 100 100 Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan anak ba.lita Persen 98,2 94,3 98.2 100 100 Dinas Kesehatan

Cakupan pelayalal kesehatan
dasar masyarakat miskin Persen 85,99 100,69 87 ,99 89,99 9 r,99 93,99 Dinas Kesehatan

I IIPEKER.IAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG I E I I
PEKERJAAN UMUM I I I I

-

I

Srrtiian
Rcalisa si

OPD
20 18 2019 2020 2021 2022 2023

100,25

qqo

100
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2018 '2019 2020 202.2

Proporsi parrjang jaringan jalal
dalam kondisi baik Persen 725,O1 I tu. to 89,41 90,33 Dinas Bina Marga

dan SDA

Persentase rumah tinggal
bersanitasi I 1 75 93,93 94,6 95,73 96,63 Dinas Bina Marga

dan SDA

Persentase irigasi kabupaten
dalam kondisi baik 59,52 64,52 69,52 74 c,) Dinas Bina Marga

dan SDA

Persentase areal kawasan kumuh 13,3 30,16 29,66 29,56 28,97
Dinas Perumahan,
Permukimal dan
Pemakaman

PENATAAN RUAI{G

Rasio Ruang Terbuka Hijau per
Satual Luas Wilayah ber
HPLlHGB

Persen l3 16,61 16.6 I 97 ,61 98,59

Luasan RTH publik sebesar 207o
dari luas wilayah kota/ kawasan
perkotaan

!ersen l3 16,61 16,61. 17,06

Rasio bangunan ber- IMB per
satuan bangunan

Persen 99,11 99,11 99,1 1. 99,11 99,1 1 99,1 1
Dinas Tata Ruang
dan Bangunal

PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PEMUKIMAN

SOSIAL

94,t7 94,45" 94,01 93,33 94,99

Persentase PMKS yang
memperoleh bantuan sosial

Persen 99,93 99,93 qa oo* 99,95 99,96 99,97 Dinas Sosial

LAYANAN URUSAN WAJIB NON
DASAR T

TENAGA KDRJA T

Indikitor: Kini'rja Daerirh Satuaii
Target

OPD
202 | 2023

566,25 569,28

Persen 92,6

Persen 54,52 79,52

Persen 30,71

98,17 Dinas Tata Ruang
dan Bangunan

17,05 t7 ,06
Dinas Tata Ruang
dan Bangunal

Rasio rumah lavak huni Persen 92,6
Dinas Perumahan,
Permukiman dan
Pemakaman
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Besaran pencari keda yang
terdaftar yang ditempatkan Persen 8,94 36, 1 14,64* 45,99 t7,73 Dinas Tenaga Kerja

Besaran tenaga keq'a yang
mendapatkan pelatihan
kewirau sahaan

Persen 100 100 100 100 100 Dinas Tenaga Kerja

Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Persentase partisipasi perempuan
di lembaga pemerintah 2,AA 2,97 54,7 55,6 55,9

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perindungart Anak

Proporsi kursi yang diduduki
perempuan di DPR

Persen 14 16 14 t4,4 14,56 14,68

Dinas
Pemberdayaan
Perempuar dan
Perindungan Anak

Partisipasi perempuan di lembaga
swasta

Persen 22,47 23,14 22,83 24,O1 24,34

Dinas
Perriberdayaan
Perempuan dan
Perindungal Anak

Partisipasi angkatar kerja
perempuan Persen 22,47 23,15 7 ,64*

100-

t6,7 2t,o7 21,14

Dinas
Pemberdayaarr
Perempuan dan
Perindungal Anak

Rasio APM perempuan/ laki-laki
di SD

99,41 100 100

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perindungal Anak

Rasio APM perempuan/lakilaki
di SMP

Persen 100 101 100. 97 ,4 ioo 100

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perindungan Anak

In<l ikator Iiincrjri Daer rrlr Satrian
Target

OPD
201B 2019 2027 2022 2023

18,88

100-

Persen

Persen 101 108
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Rasio APM perempuan / laki-laki
di SMA Persen 100 100 99* 96,4 100 100

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perindungan Anak

Rasio melek huruf perempuan
terhadap laki-laki pada kelompok
usia 15-24 tahun

Persen 99 100 100- 96 100 100

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perindungan Anak

PANGAN I
Ketersediaan pargan utama 596.351 429.941 448.49t* t4.725 488.048,0

0
5091.16 Dinas Pertanian dan

KP

Ketersediaan energi dar protern
perkapita Kalori t26.233 136.148 14 1. 106 146.084 I 5 1.052 Dinas Pertanian dan

KP

Pengawasan darr pembinaan
keamanan pangan 100 100 100 100

Persentase luas lahan
bersertifrkat

Persen 75,4 76,4 1 1,35 16,35 2 i,35
Dinas Perumahan,
Permukiman dan
Pemakaman

Penyelesaian izin lokasi Persen 100 100 100. 100 100
Dinas Perumahan,
Permukiman dan
Pemakaman

LINGKUNGAN HIDUP

24,63

I
Timbulan sampah yarlg ditangani Persen 23,63 24,t3 39,00 25,63 26,t3

Dinas Lingkungan
Hidup darr
Kebersihal

ADMINISTRASI KEPBNDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

II I

In.lik.il or Kineril.r- Dierr h Sal ua rr
Rcalisasi

OPD
201 8 J 2019 2020 2021 2022 2023

Ton

131.148

Persen 100 100
Dinas Pertanian dan
KP

PERTANAHAN

26,35

100
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,O 1'

Persen
Rasio penduduk ber-KTP per
satuan penduduk 96,89 96,23 85,52 9t,21 96,76

Dinas
Kependudukan darr
Pencatatan Sipil

PEMBERDAYAAN MASYARqKAT
DAN DESA

Persentase PKK aktif Persen 100 100 100 100

Dinas
Pemeberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

Persentase Posvandu aktif 100 100 9 1,86* 93,11 93,83 93,86

Dinas
Pemeberdayaan
Masyarakat darr
Pemerintahan Desa

PENGENDALIAN PENDI]DUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Persen 3,01 2,93 I,47 Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

[,aju pertumbuhan penduduk
(LPP)

Total Fertility Rate (TFR) Persen 2,32

t,26

2,4 2,42 2,46

Persentase sektor yang
tersosialisasi konsep
Pemba,ngunan Berwawasan
Kependudukan dan a-lat ukurnya
(IPBK/indeks Pembangunan
Berwawasan Kependudukan)

Per sen 68.24 78.9 Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

Persentase Perangkat Daerah
(Dinas/ Badan) yang berperan
aktif dalam pembangunan
Daerah melalui Kampung KB

Persen

48.48 57 .57

45 45 45 45 45 Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

Rata-rata jumlah anak per
keluarga

Persen 1,53 1,53 t,52 I,52 1,5 1 1,5
Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

lrrclil,r lor liiricrja Daerhh Satu-aii
Realisasi.

OPD
2020 2021 2022 20'23

93,7 2

100 100

Persen

2,83 c4

2,552'

62.90*

45
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Angka pemakaial
kontrasepsi,/ CPR bagi perempuan
menikah usia 15 - 49

Persen 69,63 70,o5 57 ,79' 68,36 64,74 69,13 Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

Angka kelahiral remaja
(perempuan usia 15-19) per
1.O00 perempual usia 1$19
tahun (ASFR 15-19)

Tahun 39,6 39,6 46,53* 4t,9r 40,32 Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

Persen 6,7 t 6 5 6,36
Cakupan Pasangan Usia Subur
(PUS) yang istrinya dibawah 20
tahun

6,36 6,03 5,86 Dinas Pengendalian
Penduduk dan KR

Persen 15,44 t5,44 26,44*Cakupan PUS yang ingin ber-KB
tidak terpenuhi (unmet need)

26,41 t8,72 18,57 Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

Persen 24,75 24,66 24,61
Persentase Penggunaan
Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP)

24,54 24,48 )4 ao Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

Persen 79 14,55 15,22 16,05 16,8 17 ,59
Dinas Pengendalian
Penduduk dal KB

Persen 86,17 87,3s 87 ,38

Persentase tingkat
keberlangsunga:n pemakaian
kontrasepsi

Cakupal anggota Bina Keluarga
Balita (BKB) ber-KB 87 ,99 88,3 48,76 Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB

Persen 84,5 97 ,96 97 ,98 98,65Cakupan anggota Bina Keluarga
Remaja (BKR) ber-KB 99 99,51

Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

Persen 91 ,05 96,O7 96,t7 96,94 97 ,37 q7 a7Cakupan anggota Bina Keluarga
Lansia (BKL) ber-KB

Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

Persen i3,8 20,7 24,O2 25,6a
Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera (PPKS) di setiap
Kecalnatan

2t,37 27 ,83
Dinas Pengendalian
Perrduduk dan KB

Persen 55,18 a2,77 a3,44 86,27
Cakupan Remaja dalam Pusat
Informasi Dan Konseling
Remaia/ Ma-hasiswa

88,01 90,3 Dinas Pengendalian
Penduduk darr KB

Indilator l.iincrja Dacralr -Satuarl
Realisasi Target

i zors 20l() 202C .2021 20'22

40,18



Persen 100 100 100

Cakupan PKB/ PLKB yang
didayagunakar Perangkat Daerah
KB untuk perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
daerah di bidang pengendaliarr
penduduk

100 100 100
Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

Persen 95,44 94,28 98,34 98,46 98,64 98,88

Cakupan PUS peserta KB anggota
Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang
ber-KB mandiri

Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

Persen 42 42 42
Rasio petugas Pembantu Pembina
KB Desa (PPKBD) setiap
desa/kelurahan

42 42 42 Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

432,4a 648,72

Cakupan ketersediaan dan
distribusi alat dan obat
kontrasepsi untuk memenuhi
permintaan masyarakat

Persen 649,39 650,06 650,73 651,4 Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

Persen 300,64 450,96 451,63
Cakupan ketersediaan dan
distribusi alat dan obat
kontrasepsi di Faskes

452,3 452,97 453,64 Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

Persen 146,24 2t9,36 220,O3

Persentase Faskes dan
jejaringnya (diseluruh tingkatan
wilayah) yang beke{asama
dengan BPJS dan memberikar
pelayanan KBKR sesuai dengan
standarisasi pelayanan

220,7 221,37 222,O1
Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

Persen 100 100 100 94 100 100
Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

Cakupan penyediaan Informasi
Data Mikro Keluarga di setiap
desa

o1 , 93,8 93,9Persen 98,39 94,t 94,2
Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

Cakupan kelompok kegiatan yang
melakukan pembinaan kelua,rga
melalui 8 fungsi keluarga

6 II

-
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I I
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Cakupan keluarga yang
mempunyai balita dan anak yang
memalami dan melaksanakan
pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak

Persen 64,7 97 ,O5 t6,94 99,06 99,73 Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

Rata-rata usia kawin pertama
wanita 20,12 18 42 15,61 t4,42 Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB

Persentase Pembiayaan Program
Kependudukarl, Keluarga
Bencana dan Pembalgunan
Keluarga melalui APBD dan
APBDeS

Persen 0,56 0,84 3,64 4,62 5,24 Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB

KOPERASI, USAIIA KECIL, DAN
MENENGAH

Persentase koperasi aktif Persen 6a,32 60,44 64,63 69,25 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro

Persentase Usaha Mikro dan Kecil Persen 93,91 q3 q4 93,97 94 94,03 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro

PENANAMAN MODAL

.lumlah investor berskala
nasional (PMDN/PMA) lnvestor t7 t6 2776 3951 3.596 6.215 7 .317 DPMPTSP

Miliar
Rupiah

21.333,90 15.403,42 18.500,13 4.434.644,78 21.27 t 22.657 DPMPISP

Kenaikan / penurunan Nilai
Realisasi PMDN (milyar rupia}r)

26,85 -5,89 58,05 7 ,66 6,8 6,51 DPMFrISP

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA {

Persen 40 45 50 85 60 65 Disporabudpar

Inrlihzrt<ir liine{a l)acraLi Siilu;.]n OPD
20r9 2021 2022 2023

97 ,72

Usia Rata-
Rata 19,6

2,44

86,63 58,8

93,88

Jumlah nilai investasi berskala
nasional (PMDN/ PMA)

Persen

Persentase organisasi pemuda
yang aktif
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Persentase wirausaha muda Persen 62 63 69 Disporabudpar

Cakupan pembinaan olahraga Persen 38 0 75 38 38 Disporabudpar

Cakupan pembinaan atlet muda Persen 20 20 0 75 22 31 Disporabudpar

0 22 24 Disporabudpar

PERPUSTAKAAN I
Jumlah pengunjung
perpustakaan per tahun Orang 304.358 335.7 07 15.582 r32.507,4

0
145.758,14 Dinas Perpustakaan

dan Arsip

Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah

Persen 68 i 11.363 t12.t47 t57 .471,4
8

17 5.914,87 Dinas Perpu stakaan
dan Arsip

Jumlah koleksi judul buku
perpustakaan Buah 60.t2 68 111.363 t12.147 t57 .404,2

8
175.820,79 Dinas Perpustakaan

dan Arsip

KEARSIPAN

Persentase Peralgkat Daerah
yang mengelola arsip secara baku 66 63 64,5. 65,25 66 66,75 Dinas Perpu stakaan

dan Arsip

Peningkatan SDM pengelola
kearsipar

Kegiatan 1 1 1.00 1 2
Dinas Perpustakaan
dan Arsip

LAYANAN URUSAN PILIHAN

PARIWISATA

31.o92Kunjungan wisata Kunjungan 50.t22 55.722 1t.o24* 27.129 48.472

Penyelenggaraan festival seni dan
budaya

Kali 11 13 15

PERTANIAN

5,79
Kontribusi sektor
pertanian/ perkebunan terhadap
PDRB

Persen 5,98 6,23 -0,84 6,64 6,84

PERDAGANGAN a T I
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Satuan,
Realisasi 'larget

OPD
2020 2021 2023

5

Jurnlah atlet berprestasi Orang 4l 18 4

72.256

60

Persen

Disporbudpar

15 15 Disporbudpar

Dinas Pertanian dan
KP
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Miliar
Rupiah ###### 4o.430.7 62

97t 2,476,742,756,OOO 85.606.39
8.949

a9.204.289.
949

Dinas
Perindustriandan
Perdagangan

PERINDUSTRIAN r
I

Cakupan bina kelompok
pengrajin Persen 18,33 20 14,O2

Dinas
Perindustriandan
Perdagangan

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Produksi perikarral Ton 100,14 21,O30,670 2t.tog,69 21.213,43

Konsumsi ikan Persen 101,8 100,06 100,25 37 ,44
1 . 132,06 Dinas Perikanan

Cakupan bina kelompok nelayan Persen 38,47 24,t4 2a,a 33,64 38,38 43,17

Produksi perikanan budidaya
kelompok nelayan

Persen 23,47 5,56 7 ,\a 4,398 20,21 Dinas Perikanan

Proporsi tangkapan ikan yang
berada dalam batasarr biologis
yang aman

Persen 99,78 9s,29 96,7 3 97,73 98,23

1 10,48Nilai tukar nelayan t21,68 11o,21 I 16,36 Dinas Perikanan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Bappeda

Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD yang telah
ditetapkan dengan
PERDA/PERKADA

Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Tersedialya Dokumen
Perencanaan : RKPD yang telah
ditetapkan dengan PERKADA

Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Bappeda

--- Indikator- Kir.rcrja Dae rah S,ituan
Realisasi Target

OPD
2018 '2019 2020 2021 ,ncc 2023

Ekspor Bersih Perdagangan 74.4ro.616.
950

4,94' t2,92 13,9

90,03 98,7 Dinas Perikaaan

t.t74,aa

Dinas Perikanan

26,72

98,63 Dinas Perikanan

Persen 109,65 94,7 3

Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yang telah
ditetapkan dengan PERDA

Ada

Bappeda

Ada Ada



Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Penjabaran Konsistensi Program
RPJMD kedalam RKPD

Persen 99 .O7 100 100 100 100 100 Bappeda

Penjabaran Konsistensi Program
RKPD kedalam APBD

Persen 100 100 100 r00 100 Bappeda

KEUANCAN

Opini BPK terhadap laporan
keuangan

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP BPKAD

Persentase SILPA terhadap APBD to,7 30k 13,230/o 11,51% 18.70 4,660/0 0,00% BPKAD

Persen 0,58 0,58 o,48 a,4avo o,38 0,33

Belanja pendidik at l2o%l
Juta

Rupiah
744.540,23 653.110,62 0,43 606.290,t

1
593.954,87 BPKAD

Belanja kesehatan (10%) Juta
Rupiah 436.236,29 372.270,12 326.555,31 614.192,O2 303. r 45,0

6 296.977 ,43 BPKAD

Perbandingan antara belanja
operasi dengan belanja modal

Rasio 2,O2 2,83 307.096,01 3, 19 3,t2 BPKAD

Persen 66,76yo 73,880/0 73,25"/" 7 5,85v, 75,4toh BPKAD

Beta4ja Modal Persen 33,10% 26,O80/" 20,44v" 76,s3yo 23,7 5v, 24,200/o BPKAD

Bagi hasil kabupaten/ kota dan
desa

Persen 9,830A lt,36"/" 23,O50/" t3,77"/, BPKAD

Penetapan APBD n.a
Tepat
waktu

Tepat
Waktu

Tepat
Waktu

Tepat
Waktu

Tepat
Waktu BPKAD

PENGAWASAN I
77 ,54 90 81,54 83,54 85,54 a7 ,54 Inspektorat

SEKRETARIAT DEWAN I t
T

- c/J -

Iricliliitor Ki ncr-j;r D;rcralr S.lt uan
Targict

OPD
2018 2019 . 2020 2021 2.O22 2025

Tersedianya dokumen RTRW
yarlg telah ditetapkan dengan
PERDA

Bappeda

100

WTP

Persen

Persentase program/ kegiatan
yang tidak terlaksara BPKAD

872.472,54

Belanja Operasi

14,214k 13,90%

t4,oto/o

Persentase tindak lanjut temuan Persen
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Tersedianya Rencana Kerja
Tahunan pada setiap Alat-alat
Kelengkapan DPRD
Provinsi/Kab/ Kota

Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Seketariat DPRD

Ada/Tidak Ada Ada Ada

Tersusun dan terintegrasinya
Program - Program Kerja DPRD
untuk melaksanakan Fungsi
Pengawasan, Fungsi
Pembentukan Perda, dan Fungsi
Anggaran dalam Dokumen
Rencana Lima Tahunan (RPJM)
maupun Dokumen Rencana
Tahunan (RKPD)

Ada Ada Ada Sekretariat DPRD

Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada

Terintegrasi program-program
DPRD untuk melaksanakan
fungsi pengawasan,
pembentukan Perda dan
Anggaran ke dalam Dokumen
Perencanaan dan Dokumen
Anggaran Setwan DPRD

Ada Ada Sekretariat DPRD

-

IfrilE6IIEtr+!fiiIIEE! @ I@ '-a

-

xatx w.Realisasi

r 2018 2027
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BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun

2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan untuk periode

Tahun 2023. Dokumen ini merupakan penjabaran teknis terhadap RPJMD

2Ol9-2O23, yang memuat visi- misi Bupati dan Wakil Bupati, dan akan menjadi

pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam

pembangunan daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 secara sinergis,

terpadu dan searah dengan pembangunan nasional.

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai

kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka

menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, sehingga RKPD

Kabupaten Tangerang merupakan acuan dalam peny'r-lsunan Kebijakan Umum

Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan APBD

Kabupaten Tangerang Tahun 2023.

Akhimya dengan tersusunnya RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023

mampu mendorong pencapaian Visi, Misi, Prioritas, T\rjuan dan Sasaran

Pembangunan Kabupaten Tangerang.

BUPA TANGERANG,

%

A. ZAK| ISKANDAR


